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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 6 Nopember 1985

: B- 43 /Pres/11/1986 Kepada Yth.

: Segera

: 10 (sepuluh) lembar Sdr. Menteri Pertambangan dan
: Persetujuan bagi- 34 (tiga puluh Energi

empat) buah Naskah Kontrak Karya,
di

JAKARTA

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 0435/03/M.0JP/86 tanggal 27
Oktober 1986 serta menunjuk surat-surat rekomendasi dari Ketua Dewan
Perwakilan Rakyat MNomor KS.02/2907 /DPRRI /86 tanggal 27 September 1986 dan
Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 211/A,1/1986 tanggal B
September 1986 sampai dengan Nomor 245/A.1/1986 tanggal 8 September 1986
Jjo Nomor 257/A.1/1986 tanggal 17 September 1986, dengan ini diberitahukan
bahwa kami dapat menyetujui Kontrak Karya dibidarg Poertambangan  Umum
diluar batubara untuk perusahaan yang namanya tercantum dalam lampiran
surat ini.

Selanjutnya Saudara Menteri Supaya bertindsk untuk dan atas nama
Pemerintah Republik Indonesia untuk menandatangani naskah Kontrak Karya
tersebut serta mengambil - 1angkah-1langkah yang diperlukan agar pelaksanaan
kontrak termaksud berjalan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan
yang berlaku,

Kami mengharapkan agar Departemen Pertambangan dan Energi bersama
BKPM mengikuti dan memberikan petunjuk-petunjuk yang ' diperlukan guna
kelancaran usaha tersebut serta pengawasan atas pelaksanaannya sesuai
dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Demikian wuntuk diketahui dan dapat dilaksanakan sebagaimana
mestinya. '

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

//

]
T |

Dalam Negeri;
Keuangan;
Kehakiman;
Kehutanan;
Ferhubungan;

- Gubernur Bank Indonesia;
Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal.
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“RONTRAK  KARYA

Persetujuan ini, disepakati dan dibuat di Jakarta, Republik Indonesia,

pada tanggal = Desember 19 & oleh .dan antara Pemerintah Re-

pubiik Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh  Menteri Pertambangan

dan [nerai Republik Indonesid, ({ selanjutnya disebut © Femerintah “ };
Ewm

dan PT, ont Nusa Tenggara { satu badan hukum Indonesia yang didi-
rikan dengan Akte HNotaris Nemor &4  tanggal 18 ~iepamber 1884
Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor <i- 829%.4T-6l.0l.TH 'f& tanggai
23 M perrher 19§ } selanjutnya disebut Perusahaan, yang semua
sah&. - sahamnya pada waktu didirikan dimiliki oleb :
F )
1. Newmont Indonesia Limited, satu perusahaan yang didirikan di
Megara Bagian Delaware, Amerika Serikat , dan kantornya ber-
alamat di tingkat 18, AMP Tower 535, Bourke Street,

Melbourne, Victoria, Australia 3000 { selanjutnya disebet *
Mewmont * ], . ' '

. PT. Pukuafu Indah, satu Badan  Hukum Indonesia yang
didirikan dengan Akte HNotaris HNomor 22 Tanggal 25 Sep-
tember 1978, Keputusan Menteri  Kehakiman Womor: Y.A.5/365/3

tanggal 27 HNovember 1978 yang  beralamat  di Arthaloka,

Building tingkat 14, Jalan Jenderal Sudirman  Jakarta ,
Indonesia.

MENGAKY] BAHWA :

A. Semus sumber daya mineral yang tergapat di dalam wiiayah hukum He-
publik [ndonesia, +{ermasuk deerah - daerafl 1epas pantai, adalah ke-
kayaan nasional bangsa Indonesia, dan Pemerintah berwaksud @®Eenger-
bangkan  seluruh potensi pertambangan di dalam wilayahnya;

B. Pemerintah hermaksud memajukan perkembangan ekonomi rakyat indonesia
dap untuk ‘itu ingin wmendorcng danm @meningkatkan  kegiatan eksploras:
dan pengembangan sumber daya mineral Indonesia , dan jika ditemukan
endepan bijih dalam jumiah komersial, akan melaksanakan segala usa-
ha yang diperlukan, sesuai dengan kepentingas rakyat dan persya-
ratan  Pemerintah, guna memungkinkan pengembangan endapan bijih terse-
but dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang bersangkulan;

C. Melalui kegratan usaha pertambangan, Pemerintah bermaksud menciptakan
pusat - pusat periumbuhan Gagi pembangunan daerah,menciptakan kesem-
patan kerja yang lebih benyak, mendoreng  dan mengembangkan wusaha
(LQLTEpALT, San untuk - mepjamin agar ketrampilan, pengetahusn dan iek-

“nulogi diaiinksn kepade warga megara Indonesia, memperoleh dats da-
$dr meagenai dan  sehubungan dengan Sumber - sumber daya miacral
Wegara dan meiindungi serta merehabilitir  Lingkungan  alaim untuk
pembangunan  lndanesiaz  selanjutnya;
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COWTRACT OF  WORK

Thic Agreement, mode and entered into in) Jakarta, in the Republic
of Indonssia, on the Second day of pectmber -
1986 , by and between the Govermment of the Republic of I[ndonesia,
represented herein by the Minister of Mines and Energy of the
Government of the Republic of Indonesid | hereinafter calied the
Goverpment } and PT, HNewmont Nusa Tenggara | an  Indonesian
judicia) body incarporated by fiotarial ULeed Numbs ed l¥4dated
W Aovember WBEE . Ministerial Secree Numbered C2-4£285- wiT. o0l TH'EL
dated 23 November (98 ), hereinafter called " the .ompany .
a1l of he shares in which at the time of its incorporation are
owned hy :

1. Newmont  Indonesia Limited, a company incorporated in
the State of DBelaware, USA, and having its
registered  office at 18th Floor, AMP Towetr 535,
Bourke Street, Helbourne, Victoria, Avstralia 3000 {
hereinafter called " Newmont " ),

2, PT. Pukuafe Indsh, an Indonesian Judicial hady
incorporated by Motarial Oeed MNumbered 72 defted Septem -.
ber 25, 1978 Ministerial Decree - Numbered Y.A.5/365/3
dated HNovewoer 27, 1978 whose  adrees iz Arthsloka

Building 14th Floor, Jaltan Jenderal Sudirman,
Jakarta ., Indonesia, -

WITNESSETH THAT:

A. A1l mineral resources contained in the territories of the
Repubilic of Indonesia, including the offshore areas, are the
national wealth of the Indomesian Mation, and the Government
is desirous of deveioping Lhe full potential of mining
within its tlerrituries;

B. The Govermment i5 dosirous of advancing  the econumic deve-
lopment of the people of Indenesia and to that end
desires to encourage aad promgte the expluration and
deveiupiient  of the mineral resources of Indonesiz and, it
an ore deposil ol commercial  guaRtity iz Found tu
exist, to take &%l apprdpriate  measures, cunsistent with
the needs nf  the pegple and the  requirements wf  the
fiovernment, to facilitate the development of such nre deposit
and the uperation of mining enterpgrises in carnzction therewiCh;

. The Govermment, through the gperation of mining enterprises, 1%
desirous of creating growth centers for reglonal deveiopment,
creating wure enployment opportunities, encouraging und deve-
loping 1ocal Le<iness, and ensuring that skilla, kndw- oW @nd
tachnology ere transferred  to lndonesian natinnals, acLuiring
basic data regarding and related Lo the  cuunlry’s mineral
resources and preserving and rehabilitating the natural envi-
ronment lor further  development of  Indonesia;

—— i -
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0. Perusalaan, melalui KNewmont Mining E.‘arpurai_;iﬂn Ltd satu pery -
rahaan yang didirikan di Negara Bagian Delaware, Ame-
rika Serikat , memiliki ataupun dapat memperoleh keterangan, penge~
tahuan, pengélaman serta kemampuan teknis dan keuangan yang telah
dibuktikan dan sumber - sumber daya lainnya untuk melaksanakan
program Penyelidikan Uwum, Eksplorasi, pengembangan, _ pembangunan,
penambarnigan, pengolahan den penjyalan  yang selanjutaya akan
ditetapkan, serta sfap dan hersedia untuk melanjutkan ke arah
uvsaha - usaha tersebut sesuai dengan persyaratan - perayar\atan dan
ketentuan - ketentwan yang tercantum di dalam Persetujuan " ini dan;

E.  Pemerintah dan Perusahaan bersedia untuk bekerjasama dalam pengem-
bangan sumber daya mineral atas dasar undang - undang dan per -
2turan - peraturan Reputl ik Indonesia, khususnya lindang - undang
Nomor 11 Tahun 1967 tentang indang - undang Pokok Pertambangan
dan Undang - undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang  Penanaman #Hodal
Asing, serta perundang - undangan dan  peraturan - peratuyran yang
berkaitan  dengan ity.

MAKA, dengan memperhatikan Janji antarz kedvz belah pihak dan perse-
tujuan  serta persyaratan yang akan dirinci lebih ianjut untuk dijak-
s&nakan dan ditepati  aleh kedua belah pihak, dan dengan maksyd agar
lerikal secara  iukoum, ditetapkanlah dan disetujui bersama Para
Piftak sebagai berikut :

£ ek b e T 1 T LA




D. The Company through Newmont Miming Corporation Ltd a company

incorperated in the State of Delaware, U.S.A. has -or has

- access  to the information, knowledge, experience and proven

: technical and financial cepability and other resources to

undertake a program of General Survey, Exploration, develop-

ment, construction, mining , processing andg marketing

hereinafter provided for, and is ready and willing to proceed

thereto under the terms and subject te the conditions set
forth in this Agreement; and

E. The Government and the Company are wiiling to co-ocperate in
developing the minera) resocurces on the basis of the laws
and regulations of the Hepublic of Indenesia, specifically
Law Mo, 11 of 1367 on the Basic Provisfons of Mining {Undang
Undang Pokok Pertambangan) ard Law Mo. 1 of 1867 on Foreign
Capital Investment (Undang Undang Penanaman Modal Asing! and
the relevant laws and reguiations pertaining thereto.

NOW THEREFORE, in consideration of the muetusl promises, covenants
and conditions hereinafter set qut to he performed and kept by
the Parties herets, and intending to he legally bound hereby, it
is stipulated and agreed between the Parties hereto as follows:

PRI L L L

[1=3
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PASAL 1

BDEFINISI

Istilah-istilah yang dicantumkan di bawah ini akan mempungai arti sespaj
pengertiannya masing-masing, dimanapun istilah itu muncul di dalam Persety-
iuan fnt, batk ditulfs dengan huruf? besar maupun dengan huruf kecid.

T. “"Perusahaan Afiliasi” atauv "Afiliasi“berarti setiap badan yang langsung
ataupun tidak langsung, melalui satu atau lebih perantara, mengendali-
kan atay dikendalikan ole! atau berads di bawah pengendalian bersama
dengan badan termaksud. "Pe-gendalian® {termasuk 7Tstilah “dikendalikan
oleh" dan "berada di bawsh r-ngendalian bersama dengan " dan “mengern-
dalikan") berarti pemilikan kemampuan langsung ataupun tidak Tangsung
untuk mempengaruhi keputusan-keputusan manajemen. Dengan tidak memba-
tast -pengertian  wumum tersebut di atas, pengaruh tersebut dianggap
ada apabila seswvate badan memiliki langsung -ataupun tidak Tangsurng
£5% atau Jebih saham-sahem yang mempunyai - --hak . suara -daripada
badan Tainnya. . .

¢, "Perusahaan Subsidiari" atau “Suhsidiari* berarti setiap usaha yang
dikendazlTkan oleh perusahaan melalui  pemiiikan langsung ataupun tidak
langsung atas 50Z (1ima pulvh persen) atau lebih saham yano diterbit-
kan- yang mempunyai hak suara,

1. "Pengusahaan" berarti Penyeiidikan Umum, Eksplorasi, evaluasi, pengem-
bangan, pembangunan, cperasi, pengoiahan dan penjualan Mineral-mineral - i
dan semua kegiatan-kegiatan lainny2 yang dilakukan aleh  Perusahaan L
untuk tujuan atau sehubuncan dengan Persetujuan ini. f#

4. "Individu Asing™ atau “Orang Asing" berarti perorangan - pEroTangan i
yang bukan warga negara Indonesia.

5. "Matz Uang Asing" berarti setiap mata wans selain Rupiah.

ngandung bijih, minera]l dan/atau unsur-unsur kimia dasar dari semua
Jenis, baik dalam bentuk tasur maupun dalam #ssosias]  atau senyawa
kfmia dengan unsur-unsur logam lainm atau  unsur-unsur bukan frogam, ke-
cuali persenyawaan-persenyawaan hidrokarbon, batubara dan minera) - !
wireral radioaktip.

i
6. “Mineral-mineral” berarti semua endapan alam dan timbunan alam yang me- i

7. "Penyelidikan Umum" perarti suatu penyelidikan atau  suatu kegiatan

- eksplorasi pendahuluan yang dilakukan atas dasar suatu ¢iri tertentu
dari suatu wilayah untuk menemukan  tenda-tanda mineralisasi di per-
mukaan tanah.

8. "Lksplorasi" berarti mencari mineral-mineral dengan cara geologi,
geofisika, geokimia dan dengan fobang bor, sumuran percabaan, parit
uji, Tobang di permukaan atau di bawah tanah, penggalian atau te-
rowongan  untuk memastikan adanya endapan - endapan mingral geko-
namis - dan  untuk menentukan s1fat, bentuk dan kadarnva.

71

"Wiilayzh Pertambangan” Derarti semuz déerah di dalam Witayah -Kontrak
Karya” yang mengandung ~ emdapan - endapan ataw endapan Minerad yang
secara ekonomis potensial, yang dipilih glah Perusahaan untuk pe-
ngembanyan pertambangan dan dinyatakan di atas peta dengan  garis &
fintang dan qaris bujur disercai penjelasannya, pada atay sebelum
berakhirnya Perioda Studi Kelayakan sebagaimana  diuraikan dalam

FPasal 8 Persetujean ini gan di deerah mana- Perwsazhaan akan memulai
menamb &ng.

L 2
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BRTICLE 1

DEFIHITIONS

The terms set forth below shall have the meanings therein -set
forth, respectively, wherever the same shall appear in this
Agreement and whathze or not the same shall be capitalised,

1.

" shape and grade.

"AfTiliated Company" ¢ “Affiliate® means any person that
directly or indirectly through one or more intermediaries,
controls or s controv.ed by aor is under common control
with, the person specified. “Control" [including the terms
“controlled by® and  “funder common  control  with"  and
“controls") means the possession, diresctly or indirectly, aof
the ability to influence management decisions, Hithout
limiting the generality of the above, such {influgnce is
presumed %o exist if one  person holds, directly or
indirectly, 25% or more of the ouitstanding voting shares of
another person.

"Subsidiary Company" or "Subsidiary" means any corporation
controiled by a company through the direct or indirect
ownership of fifty percent (50¥%) or more of the issued
shares having power to vote.

"Enterprise" means Genesral Survey, Exploration, evaluation,
deveigpment, construction, operation, treatment and saie of
minerals and 21l other activities by the Company for the
purposes of or in cannection with this Agresment,

"Expatriate Individuals" or "Expatriate” means individuals
who are non-indonesian nationals.

“Foreign Currency" means any currency other than Rupiah,

“Minerals" means all natural deposits and natural
accumulations containing ores, minerals andfor  hasic
chemical elements of all kinds, either in elamental form or
in association or chemical combination with other metallic
or non-metallic elemants with the exception of hydrncarbun
compounds, coal and radigactive minerals.

"General Survey" means an investigation or a preliminary
explaration carried out aTong certain broad features of an
area for surface indications of mineralisation.

"Exploration® means the: search  for minerals using
geclaogical, geophysical and geochemical methods and by
borehgles, test pits, trenches, surface or underground
headlngs grifts or tunnels in order to Iggate the presence
of eccremic mineral deposits end to find out their nature.

"Mining Area® means all those territories within the
Contract Area containing potentially economic mineral
deposit or deposits which the Company selects for mining
development and designates by latitude and -iorgitude on maps
and by description upon or before the expiration of the
Feasibility Studies Perigd as described in Article 8 of this
Agresment ard in which the Company shall propote to commence
Mining,



0.

1.

1E.

13,

14,

15.

16,

17,

8,

19,

2n.

21,

“Pemerintah" herarti Pemerintah Republik Indonesia, ﬂénteri, ﬂepartemen,
Badan, Lembaga, Pemerintah Daerah, ¥epala Daerah tingkat I atau ting-

. kat Il nya.

"Menteri" atau “Departemen” kecwali konteksnya menunjukkan Tain ber-
arti pejabat Pemerintah atau badan Pemerintah yang masing .- masing
bertugas melaksanakan undang - undang dan peraturan - peraturan per-
tambangan Indonesia, -

‘Ferson™ ("Orang"] berarti setiap perorangan, persekutuan, perusa-
haan, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, dan
semua badan dan  perkumpulan yang menurdt  hukum  berdiri  secara
tersendiri, baik yang berupa badan hukum maupun bukan badan hu-
Kum.

"Rupiah® berarti mata uang yang merupakan alat pembayaran yang sah
df  Indonesia.

"Mineral Ikutan" berarti mineral ¥ang secara geclogis terdapat
bersama-sama dan tidak dapat dipisah - pisahkan dari dan harus
ditambang dan diotah bersama dengan mineral utama. )

"Penambangan” berarti kegiatan pergambilan  yang bertujuan untuk
melakukan  kKegiatan eksplotasi  secara ekonomis darl suatu endapan
bijih tertentu.

"Pengolahan" berarti memproses bijih sesudah ditambang, untuk meﬁg-
hasilkan setidak - tidaknye swaty konsentrat mineral yang dapat
dipasarkan.

"Pemanfaatan” berarti pendggunaan dart Lingkungan Hidup atau sesua-
tu unsur  atau bagian  dari Lingkungan Hidup yang mendatangkan ke-
uniungan bagi wasyarakat, kesejahteraan, keselamatan atav kesehatan
dan yang membutufikan periindungan dari akibat - akibat pembuangan -
pembuangan  kotoran, emisi dan endapan - endapan.

“Lingkungan Hidup“ berarti faktor-faktor fisik dari alam sekitar
kehidupan manusia, termasuk tanah, air, wdara, ikiim, soara, bau-
bau yang merusak, seiera - dan faktor biologis dari binatang dan
tumbuhan - tumbuhan dan faktor sosial estetika.

"Peqcamaran" berarti setiap perubahan langsung atav tidak langsung
dari sifat - sifat Fisik, temperatur, kimia, bioleogi atau radioak-
tip dari setiap bagian Lingkungan Hidup yang discbabkan oleh pem-
buzgngan, emisi, atau pengendapan dari pada kotoran  sedemikizn

rupa sehingga mempengaruhi manfaat fisiknya secara bertawanarn,
atau  yang menyebabkan keadaan _yang membahayakan serta  dapat
membahayakan kesehatan, keselamatan atay kesejahteraan umum atay

kepada binatang, burung-burung, satwa 1iar, ikan atav kehidugan air,
atau  tumbuhan-tumbuhan; dan kata "mencemar” mempunyai makna yang

sama,

"Koluran” adalzh setiap Zat baik cairan, padat, bersifat gas- atau
bersifat radioaktip yang dibuang, diemisi, atau diendapkan di dalam
Lingkungan Hidup dalam volume, jumlah atau cara tertentu yang da-
pat  menyebabkan perubahan Lingkungan Hidup.

"Wilayah Proyek” berarti wilayah-wilayah di Tuar Wilayah Kontrak Kar-
¥ya yang direncanazken untuk maksud seperti ditetapkan dalam laporan
studi  kelayakan bagi pengembangan pertambangan oleh Perusahaan, yang
diperTukan  untuk fasilqtas pengolahan  dan prasaranz sehubuagan  de-
ngan pengembangan pertambangan  tersetut.
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"Government™ means the Government of the Republ ic of
Indonesia, its Ministers, Ministries, Departments, Agenties,
Instrumental ities, Regional, Provincial or District
Authorities.

"Minister® or "Ministry" unless the context otherwise
indicates means that member of the Government or that
Gaverament aqency respectively charged with the
administration  of the Indor.sfan  minine laws  and
regul ations.

"Personfs)" means any individual, partngrship, corporation,
wherever organised or incorporated, and all  other
Juridically distinct entities and asscgiations whether or
Aot incorporated.

"Rupiah” means the currency that comstitutes legal tender in
Indonesia.

“Associated Minerals" means minerals which geolagically
cccur  together with, are dinseparable from and must
necessarily be mined and processed together with the
principal mineral,

"™Mining" mean: recovery activities aimed at the economic
exploitation of a certain ore depssit.

“Processing” means treatment of the ore after it has been

.Mined, to produce at least & marketable mineral concentrate.

“Beneficial Use" means a use of the Environment or any
element or scawent of the Envirpnment that is conducive to
puplic benefit, welfare, safety or health and which requires
protection from the effects of weste discharges, emissions
and deposits,

"Environment” means physical factors of the surroundings of
human baings, including land, water, atmosphere, c¢limate,
sound, odours, tastes and biological factors of animals ang
plants and the social factors of aesthetics.

"Pollution" means any direct or indirect alteration of the
physitcal, thermal, chemical, biclogical, or radicactive
properties of any part of the Environment by discharging,
emitting, or depositing wastes s¢ as materialiy to affect
any Beneficial Use adversely, or to cause a condition which
is hazardous or potentislly hazardous te public healtn,
safety or welfare, or to animals, birds, wildiife, fish gr
aquatic life, er to plants, and ‘“poilute™ has a
corresponding meaning.

“Waste" includes any matter Wiether ligquid, solid, gaseous’
or radigactive, which is discharged, emitted, or deposited
in the Environment in such volume, constituency, or manner
43 to cause zn alteration of the environment,

“Project Areas” means areas outside the Contract Area [as
hereinafter defined) designated as such and delineated fn a
feasibil ity study report for mining development by the
Company  necessary  for  treatment  and  infrastructure
facilities connected with such mining development.
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PASAL 2

PENUNJUKAN DAN TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN

Perusahaan dengan ini ditunjuk sebagai kontraktor tunggal dari Pemerintah
yang berkenaan dengan Wilayah Kontrak Karya. Perusahaan akan meiaksanakan
pekerjaan dan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya dalam Perse-
tujuan ini, termasuk penanaman modal! di Indonesia dan pembayaran pajak-
pajak kepada Pemerintah, dan akan memperpleh semua hak yang diberikan ke-
padanya daiam Persetujuan ini; khususnya hak tunggal wuntuk mencéri dan
meiakukan eksplarasi Mineral di datam Wilayah Kontrak Karya {sebagaimana
ak:. dirumuskan Tebih lanjut), mengembangkan, menambang secara baik se-
tiar 2ndapan Minerai yang ditemukan di Wilayah Pertambangan, mengaiah,
memurnikan, menyimpan dan mengangkut dengan cara apa pun semud Mineral
yang dihasilkan, memasarkan, menjuai atau melepaskan semua produksinya
didalam dan diluar Indonesia, serta melakukan semua operasi dan kegiatan-
kegiatan lainnya yang mungkin perlu atay memudahkan serta akan dilaksa -
nakan dengan betul - petul memperhatikan Pesetujuan ini.

Terbatas pada Jjenis-jenis Miperal yang bhoieh dieksplotasi berdasar-
kan Fersetujuan ini, sebagaimana tercantum pada ayat (7) di atas,
Perusanaan dalam hal apapun tidak akan dengan  sengaja mencari,

mengeksplotasi .,

mengembangkan, ataupun berbuat sesuaty dengan minerai

mineral

radicaktip,

persenyawaan - persenyawaan

Ridrokarbon atau batu

bara tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Pemerintah.
Perusahaan menerima hak - hak' dan kewajiban-kewaiiban untuk melaksa-
nakan operasi dan kegiatan sesuai dengan ketentuan - ketentuan dari
Persetujuan 1ini. Perusahaan akan metakukan semua operasi dan kegiatan
tersebut dengan cara teknis yang baikx sesuai dengan standar dan prak-
tek  teknik pertambangan internasional yapg baik, dan dapat diferima ,
sesuai dengan pengetahuan m@utakhir dan prinsip-prinsip  teknis yang
menggunakan metcda, bahan, teknik yangq efektip dan mutakhir yang cocok
uniuk mengecilkan pemborosan sedapat mmckin serta mencapai keselawatan yang
maksimum sebagaimana diatur dalam wundang - undgng dan peraturan- per-
aturan yang beriaku di Indonesia. Semua operasi dan kegiatan menu-

rut Persetujuan ini akan dilaksanakan sedemikian rugd sehingge

menghindari pembuangan atau kehilangan sumber daya alam, melindungi
sumber daya alam terhadap kerusakan yang tidak perlu. Produksi ti-
dak saja terbatas pada pengambilan bijih yang berkadar tinggi, de -
ngan mengabaikan yang berkadar rendah, melainkan © harus dikaitkan
dengan rencana - rencana pengembangan yang disetujui dan dikaitkan
pada batas kadar hijih yangy ekonomis sepanjang Perioda Operasi.

Ferusqhaan harys melaksanakan operasinya berdasarkan Persetujuan ini se-
demikian rupa sehingga seminimum mungkin merusak Lingkungan Hidup dan
akaq_menggunakaq praktek-praktek industri pertambangan mutakhir yang di-
akui untuk melindungi swumber daya alam terhadap kerusakan-kerusakan
yang tidak perlu, untuk wemperkecil pencemaran dan emisi vang merusak
Lingkungar Hidup dalam operasinya dan membuang  bahan-bahan kotoran sede-
mikfan rupa tesuai dengan kebiasaan pembuangan trahan-bahan kotnrarn
yang baik. Perusahaan dalam keadaan bagaimanapun harus mentaati undang -
un?ang dan peraturan perlindungan Lingkungan Hidup Indcoesia yang
retevan.

Dalam setfap saat Perusahaarn harus bertanggquny jawab terhadap semua ke-
rusakan - kerusakan sebagdi akibat dari emisi yang merusak Lingkungan
Hidup delam pelaksanazn operasinya, yang disebabkan oleh kelalafan Peru-
sahaan. Perusahaan juga harus bertanqgung jawab terhadap perlindungan
yang wajar dari lingkungan alam dimanz Perusahaan beroperasi dan kKhusus-
nya untug tidak melakukan tindakan-tindakan yang secara tidak perlu dan
t@dak wajar dapat menghalangi atau memba tasi pegembangan selanjutnya da-
Fl sumber daya dari daerah  tu. i
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ARTICLE 2

APPFOINTMENT AND RESPONSIBILITY OF THE COMPANY

The Company is hereby appointed the sole contractor for the

Government with respect to the Contract Area. The Company
shall perform work and obligations imposed on it by this
Agreement, inciuding the ipvestment of capital™1n Indonesia
and the payment of taxes to the Government, and shall ha'e
all rights  conferred on Tt by this Agreement and 5.
particular the sole rights to search and expliore for
minerals in the Contract Area (as hereinaftar defined}, to
develop, mine wisely any minerail deposit found in the Minfng
Area, to process, refine, store, and transport by any means
all Minerals extracted, to market, seil or dispose of all
the product inside and outszide Indonesia, and to perform 211
other operetions and activities which miay be mnecessary or
convenient in conmecticn therewith, with due observance of
this Agreement. .

Limited to the types of Minerals which may be exploited
under this Agreement, as set forth in paragraph 1 above, the
Company shall in no event deliberately search for, expleit,
develop or otherwise deal in any way with radicactive
minerals, thydrocarbon compounds or coal without first
abtaining the approval of the Bovernment.

The Company accepts the rights and obligations to conduct
gperatians and activities in accordance with the terms of
this Agresment. The Company shall conduct al%  such
operations and activities in ¢ oood technical mwanner in
accordance with good and acceptable international mining
engineering standards and pracuices and in accordance with
modern and accepted scientific anrd technical principlies
using appropriate modern and effective techniques, materials
and methads to achieve minimum wastage and maximum safety as
provided 1in the applicable Tlaws and regulations of
Indonesia. A1l operations and activities under this
Agreement shall be conducted so as to aveid waste or Toss of
ratural resources, to protect natural ressurces  against
uynnecessary damege. Production shall not.be restricted to
the extraction of high grade ore to the neglect of lTow grade
pre, but shall be related to the approved development plans
and to ecomomic cut-off grades throughout the UOperating
Period.

The Comoany shall conduct Tts  operations under this
Agreement 1in such a manner a3 to minimise harm to the
Environment end shall utilise recognised modern mining
jndustry practices to protect natural rescurces against
unnecessary damage, +to minimise Pollution and harmful
smitsions. into the Lavireewens in Its operztions oo

to dispose of waste matériais in a manner consistent with
good waste disposal practices. The Company shall otherwise
conform with the relevant environmental protection laws and
regulations of Indanesia.

In any event the Company shall be responsible for 31}
damages as & result of emissions harmful to the Environment
in the course of its uperations, caused by the negligence of
the Company. The Company 3hall also be responsible for
regsonable preservation of the matural environment within
which the Company cperates and especially for taking no acts
which may unnecessarily and unreasonably block or iimit the
Further developmant of the resqurces Of the zred.
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Perusahaan harusmengambil semuz langkah yang perlu.sesuai dengan undang
ungang dan peraturan - peraturan Indonesia untuk mencegah dan
mengendalikan bahaya kebakaran dan memberitahukan dengan segera ke-
pada pejabat Pemerintah yang berwenang tentang setiap kebakaran
yang terjadi. '

Perusahaan harus mengambit langkah -langkah untuk mencegak kerusakan
terhadap hak - hak dan milik Pemerintah ataupun pihak ketiga. Dalam
hat kelalaian berada dipihak Peruszhaan atau perwakiian ataupun oleh
sub-koniraktor yang melaksanakan operasi atau keglatan untuk Peru-
sahaan berdas--kam Persetujuan 1ini merska harus bertanggung Fawab
terhadap kelalaian tersebut sesual undang - undang Indonesia.

Perusahaan harus menempatkan dan mempergunakan peralatan -paralatan
keselamatan kerja mutakhir yang diakyi secara  internasional dan
harus mematuhi tindakan keselamatan serta pencegahan kecelakaan mu-
takhir yang diskui secara interpasional tersebyt, sebagaimanz dite-
tapkan dan dipatuhi  dalam kondisi dan cperasi  yang dapat disa -

makan dengan kegiatan yang dilaksanakan Perusahaan  berdasarkan
Persetujuan Ini.

Perusahaan dengan c<ara yang sama harus mematuhi langkah - langkah mu-
takhir yang diakui secara internasiomal untuk melindungi kesehatan
dan keselamatan dari karyawannya sertz  semua Orang yang masuk secara
resml ke wilayah yang tercakup oleh Persetujuan ini. Perusahazan harus

mematuhi undang - undang dan peraturan - peraturan kesehatan, keselama-

tan  dan kebersihan Indonesia dan mematuhi instruksi - instruksi
yang mungkin diberikan secara tertulis  ciah pejabat - pejabat
yang berwenang untuk ity sesuai Jdengan  ¢ndang - undang  dan

peraturan - peraturan tersebut.

Perysahaan akan mempunyai hak kendal! dan manajemen tunggal atas semua
kegiatannya berdasarkan Persetujuan ini dar olen RaTenganya akan mem-
punyai tanggung jawab penuh serta memikul  semua risiko sesuati
dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan - persyaratan dari Per -
setuiuan 1ni.Tanpa mengurangt tanggung jawab dan kewajiban - kewa-
Jiban berdasarkan Persetujuan int, Peruszhzan dapat mempekerjakan
sub-kontraktor - sub-kentraktor baik yang berafiliasi efav tidak
dengan  Perysahaan untuk melaksanakan tafep - tahap operasinya se-
bagaimans  dipandang periu oleh Perusahaan. Laporan - laporan dari
sub-kontraktor tersebut yeng ada hubungannya dengar operasi Peru-

sahaan menurut Persetujusn ini aken selalu  tersedia bagi pegawas -
pengawas Pemerintah,
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"appropriate authorities in accordance with such

10,

The Company shall take all necessary measures {n accordance
with the laws and regulations of Indonesia to prevent and
gontrol fires and shall notify immediately the proper

governmental authorities of any fire that may occur.

The Company shall take measures to prevent damage 1o the
rights and property of the Government or third parties. In
the event of negiigence on the part of the Company or its
agents or of any sib-contractor carrying on operations or
activities for the C.mpany under this Agreement, they shall
be liable far such ne;ligence in accordance with the Taws of
Indonasia.

The Company shall install and utilise such internaticnally
recognised modern safety devices and shall observe such
internationally recognised modern safety precavtions as are
provided and observed under conditions and operations
comparable to those undertaken by the Company under this
Agreement, ’

The Company shall Jikewise ohserve internationalily
recagnised modern measures for the protection of the general
health and safety of its employees and of all other persons
having Tegal access to the area covered by this Agreement.
The Company shall comply with the relevant health, safety
and sanitary Jaws and regulations of Indonesia and comply
with such instructions as may be given in ur1tin% by the

aws and
regulations.,

The Company shall have sole control and managament of all of
its activities under this Agreement and shall have Full
responsibility therefor and assume all risk therszof in
arcordance with the terms and conditions of this Agreement.
Without in  anv way detracting from the Company's
responsibilities and obligations hereunder the Company may
engage sub-contractors, whether or -pot Affiliates -of the
Company, Tor tihe execution of such phases of its operations
as the Company. deems approprigte. The records of such
sub-comtractors relative to operations for the Company undel
this Agreement = shall be made availeble to - Goverrment
inspectors. )
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PASAL 3
MODUS  QPERANDI

Peruszhaan adalah syatu badan usaha yang didirikan herdasarkan undang
undang ‘~Repubiik Indonesia dan berkedydukan di Indonesdia serta
tunduk kepada undang - undang dan yurisdiksi pengadilan di Indo-
nesis  yang biasanya mempunyaf kewenangan hukum atas perysahaan -
perusahaar, Perusahaan harus mendirikan saty kantor  pusat df

Jakarta: untuk menerima setiap pemberitahuan dan komunikasi resmi
serta komunikasi  hukum  lainnya.

Ferusahaan menyusun suaty program untuk  Pengusahsan itu, dimulai
dengan  suatu  Penyelidikan Umum  di Wilayah Kontrzk Karya, di -
Tkuti dengan Eksplorasi di  daerah - daerah yang terpilih. Seluruh
Frogram akan dibagt dalam lima parioda atau tahap, yang se-
lanjutnyz akan disebut sebagai “Parioda Penyelidikas Umum", “"Peri-

- oda Eksplorasi”, “Perioda Studs Kelayakan™, "Perioda Konstruksi“dan
“Perioda UOperasi“, berturut - turut sebagaimana dirumuskan lebih lan-
jut dalam Pasal - pasal bersangkutan.

Perusahaan dapat mengkontrakkan pekerjaan  jasa - jasa teknis, ma-
najemen dan adminfstrasi yang dianggap perlu, dengan ketentuan
batwa Perusahaan tidak akan ditebaskan dari setiap kewajibannya
yang minapun  berdasarkan  Persetujusn ini. Dalam ha) jasa - jasa
tersebut  dikontrakkan kepada Afiliasi, maka pemberian Jjasa ter-
sebut’ hanya diperkenankan dengan  harga  yang tidak lebih -~tinggi
dari harga yang ditetapkan oleh Perusahaan:yang bukan Afiiliasi de-
ngan persyaraian - parsyaratan, ketentuan - ketentuan dan standar

¥ang sama .dalam melakukan Jasa - jasa tersebut dan  yang di--

kerjakan dalam jangka waktu yang sama, Semua pembebanan {tu
harus wajar dan layak dan dapat dipertangguny  Jjawabkan sesuai
dengan prinsip akuntansi  yang diterapkan secara konsisten. Atas
permintaan dari Departemen Perusahaan harus memberikan bukti - bukti
yang membenarkan seiva  pembebanar jtu.

Perusahaan akan mengusahakan untuk melakukan' semga kegtatan berdasarkan
Persetujuan  ini sesuai dengan  dan tunduk kepada periyaratan -
fersyaratan dalam Pasal 2?2 dan melaniutkan kegiatan tersebyt
tanpa interupsi, kecuali sebagaimana diatur dalam Pasal 719 dan
Pasal 22, selama jangka wakty Persetujuan Jni, dengan ketentuan
bahwa kegtatan - kegiatan tersebut boleh difnterupsi atauv ditunda
dengan persetujuan Pemerintah, Satiap interupsi atau penundaan ter-
sebut tidak boleh mempengaruhi hak - hak . dan kewajiban bersama
dari kedsa belah pihak dibawah Persetujuan 1ini.
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ARTICLE 3
HODUS OPERAMDI

The Company s 2 corporation incorporated under the laws of
the Republic of Indeonesia and shall be domiciled in
Indonesia and subject to the laws and the Jurisdiction of
courts in Indemesia which normally have Jjurisdiction over
corporations. The Company shall mai-zain {n Jakarta &
principal office for receipt of any notification or other
official and legal communication.

The {ompany cuntemp"iates a program for the Enterprise
commencing with a General Survey of the Contract Area
foliowed by Exploration on selected areis. The total
program will be divided into five periods or stages
hereinafter referred to as "General Survey Period",
“Expioration . Period”®, “Feasibjlity Studies Period",
“Construction Period" and "Gperating Period", respectively
as ' further defined in the following Articles hereof.

The Company may contract for necessary technical, management
and administrative services, provided that it shall not be
released from any of its obligations hereunder. In the
event that such services are contracted from AFFiliates,
such services will be cbtained only at a charge not more
than a non-affiliated party with equivalent gualifications
tc perform such services would charge for provision of such
services to equivalent standards. A3l such charges should
be fair and reasznable and zccounted for in accordznce with
generally aocepted  accounting  principles consistently
applied. The Lompany shall produce or request by the
Ministry evidence wverifying all such charges.

The Company undertakes to conduct all activities hereunder

“in the manner and subject to the cenditions of Article 2 and

to continue such activities without interruption subject to
Article 19 and Article 22, during the term of this
Agreement, provided that such activities may be {nterrupted
or susnended with the concurrence of the Sovernment. “Any

such 'Interrupt'inn or suspension shall not affect the tutwal,

rights and obligatiens of the Parties hereto under this
Agreement.
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PASAL 4
KIiLAYAH FKONTRAK KARYA

"Wilayah Kontrak Karya" berarti wilayah yang sebagqaimana dirumuskan di
Lampiran “A" dari Persetujuan ini, yang dirubah karena perluasan
atau pengurangan wilayah sesvai dengan Persetujuan  ini. Untuk semua
maksud Persetujuan ini, Wilayah Kontrak Karya asli akan dianggap
mencakup T.127.734 ( saty jutd seratus dua puluh tijuh ribu seratus tiga
puluh empat ) hektar, .

Tidak termasuk datam Wilayah Kontrak Karya adala.. semud

(i} Kuvasa Pertambangan yang telah diberfkan  dan semua  permohonan
Xuasa Pertembangan yang sedang diprases cleh Pemerintah, untuk
mineral Golongan "A° dan "B*, dan

{11} Kuasa Pertambangan dan semua permohonan  Kuasa Pertambangan
yang sedang diproses oleh Pemeriatah dan Pemerintah Dazerah untuk
mineral Goiongan “C" dan

{(1ii} Kegiatan Pertambangan Rakyat

yang ditetapkan sebelum tanggal surat persetujuan prinsig gari
Pemerintah mengenai MWilayah Kontrak Karya dan sebagimana dicantumkan
dalam Lampiran "C" yang merupakan lampiran dan  dengen ini menjadi
bagian dari Persetujuan .ini.

Jika ada Kuasa Pertambangan untuk mineral Goiongan “AY, “B","(C"
dan kegiatan Pertambamgan Rakvat {secara bersama disabut sebagai
"Kuasa"], baik sebagaimana dicantumkan dalam Lampiran "% maupun
pada tanggal surat persetujuan prinsip dari Pemerintah mengenai Wi-

layah Kontrak Karya, mempunvai baias vyang sama dengan MWilayah Xon-

trak Karya, berakhir, citunda, diciutkan atav karena sebab apapun men-
Jadi bebas, maka Perusahaan akan mempunyai hak uRtuk mengajukan
permohonan  atas wilayah tersebut untuk dimasukkan di dalam Wilayah
kuntrak Karyanya. Setiap wilayah yang dimasukkan dengan cara de-
mikian itu akan berada dalam tehapan paiing dini daripada perioda
Jtau tahap kegiatan yang sedang berlangsung bagi setiap bagian Wi-
tayah Kontrak FKarya, :

Perusahaan dapat demgen permohonan tertulis kepada Departemen mele-
paskan semua atay suvatu hagian dari MWilayah Kontrak Xarya paga
setiap wakty den sewakiu - wakty selama Jangka wakiu Peseiujuan ini.
Setiep permohunan seperti itu harus diserahkan dengan laporan pele-
pasan, yang berisi semua penemuan - penemuan teknis dan genlogis
dart wileyah yang akan dilepaskan dan alasan-alasan " pelepasan de-
ngan diserial data lapangan dari kegiatzn - kegiatas yang ielah
dilakukan  di wilayah-wilayah tersebut. Semua data dasar dari wilayah
yong dilepaskan harus diserahkan kepada Pemerintah dan akan menjadi
milik Pemerintah. Perusahaan melalui pelepasan  wilayah, harus me-
ngurangi Wilayah Kontrak Karya;

{i) pada saat atau sebelum beakhirnya Perioda Penyelidikai Hmum sam-
pai tidak lebih dari 75% (tujuh puluh  lima persen } Wilayah
Kontrak Karya semula; . - T

A71i]  pada seat -ateu -sevelum ulang tahun- kedus diaulainya Perioda Eks-
plorasi sampai tidek lebin dari 50Z ()ima puluh  persen } Wi-
layah Kontrak Karyz semula; dan

{111) pada saat atau sebelum berakhirnya Perioda Eksplorasi sampai ti-
dak  lebih dari 251 (dua puluf iima persen) Wilayah  kontrak
Karya semula. -
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ARTICLE 4
CONTRACT AREA

The "Contract Area" means that area as defined in Annex “A"
attached to this Agreement, a5 changed by an extension or
reduction of the area in accordance with this Agreement.
For all purposes of this Agreement, the original Contract
Area shall he deemed to contadin 71,127,134 {one miTlion and
one hundred twenty seven thousand and one hundred  twenty
four] hectares.

Excluded frem the Contract Area are all existing

{i} Mining Authorizations granted and mining applications
being processed for Category FA" and “B® minerals by
the Governmernt, and

(ii} Mining Authorizations granted and mining applications
being processed far Category "C" minerals by the
Govermment and Regional Government, and

{iii) People's Mining Activities

declared “before the date of the Jletter of approval in
principle by the Goverumest of the award of the Contract:
Area, and as set forth in Annex “"C° attached to and hereby
made part of this Agreement.-

If any Mining Authorizations for Categery “"AY, "B and "L®
minerals and People's Mining Activities {collectively
referred to 2% "Autherizatiens®) either as set forth in
Annex “C" or which at the date of the letter of approval in
principle by the Goverament of the award aof the Contract
Area had a comnon boundary with the Contract Area, 1apse,
are ¢ancelled, are relinquished or by any means the area of
such Authorizations becomes vacant, then the Company shall
have the right upon application to have such area in¢luded
in the Contract Area. Any area $0 jncluded shall faill into
the earliest period or stage which then appnes to ang,r part
of the Contract Aresa.

The Company may by written application to the Ministry
relinguish all or any part of the Contract Area at any time
and fron time o time during the term of this Agreement.
Any such  application shall be submitted with a
retinguishment report. stating all  the technical and
geological findings of the relinguished areas and the
reasons for the relinquishment supported by field data of
activities undertaken in those areas. A1l basic data of the
relinguished areas shall be submitted to the Governnent and
will become the properiy of the Governmeni. -The Compeany;
through re1lnqu15hment, should reduce the Enntract Area

{1} -:m or before the end of the General Survey Feriod to
not more than seventy~five percent (75%) of the
original Contract Area;

i1} on or before the second anniversary of commencement
of the Exploration Period to not more than fifty
percent {503} eof the original Contract Area; and

{it1) on or hefere the end of the E£xploration Pericd to
not more than twenty-five percent ([25%) of the
original Contract Arcea.
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Sesudah  Eksplorasi, Perusahaan harus melakukan pekerjaan  diseluruh
tagian yang prospektip di dalam Wilayah Kontrak Karya dengan tu-
Juan agar dapat menetapkan Wilayah - wilaysh Pertambangan bagi
pengembangan selama  jangka wektu Persetujwan ini. Rencanz pe-
ngembiangan dari Perusahaan mencakup kapasitas yang direncanakan
dari masing - masing operast penambangan dan pengol ahan dan
setiap pekerjaan evaluasi lanjutan yang diperlukan seperti ter-
cantum dalam studi kelayakan, dan kegiatan Eksplorasi lafnnya,
Bagian - bagian dari MWilayah Kontrak Karya yang tidak  termasuk
dalam rencana pengembangan yang dimaksudkan untuk kegu.2an pengem-

bangan harus dikembalikan kepada Pemerintah dengan _emuz data:

gealogi, eksplorasi, metalurg! dan data lafnnya  yang L+ <rhubtingan
.dengan bagian - bagian itu,

Sqtiap penyerahan  daerah dalam Pasal Jni tidak menaurangi kewa-
Jiban &tau tanggung Jawah yang manapun yang dikenakan oleh atau
yang timbul berdasarkan Persetujuan ini sebelum tanggal berlaku-
nya penyerghan tersebut.

Setiap tiga tabun, sesudah dimulainya Perioda Operasi,. Perusahaan
hatus menyerahkan kepada Departemen hasil studi yang berbubungan
dengan realisasi- remcana untuk mencapai kapasitas vang diinginkan
dan membuai penyesuaian yang pertu darf wilayah yag diperia-
hankan dengan memperhatikan ketentuan dalam  ayat 4 Pasal ini.
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The Company shall conduct work after Exploration on all
prospective parts of the Contract Area with the objective of
delineating Mining Areas for development during the full
term of this Agreement. The Company's development plans
shal}l include . the intended capacity of each mining and
processing operation and any further evalugtion work
required as provided in the feasibhility study and other’
Exploration activities. Those parts of the Tontract Area
nat  included - in the intended develapment plan  for
development purpases should be returned to the Eovernment
with all the basic geological, explarational, metallurgical
and other data related to those parts,

Any surrender of areas under this Articlie shall be without
prejudice to amy obligatien or 1iability imposed by or
incurred under this hgreement prior to the effective date of
such surrender.

tvery three years, after the commencement of the Operating
Feriod, the Company shall submit to the Ministry copies of
studies relating to the realisation of intended plans to
achieve the intended capacities and make the necessary
adjustment concerning the retained areg in due observance of
paragraph & of this Article.
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PASAL 5
PERIODA PENYELIDIKAN UHUH.

Perusahaan akan ‘memulal secepat mungkin tetap? tidak lebih lambat dari
& {enam] bulan setelah penandatanganan Persetujuan ini, suate Penyely-
dikan Umum atas MWiTayah Konirak Karya untuk menetapkan bagian-ba -
gian mana dari Wilayah Kontrak Karya endapan-endapan mineral yang
rungkin sekali ditemukan, “Perieda Penyelidikan Umm® akan berakhir
12 (duz belas) bulan setelah tanggal dimulainya pekerjean tersebut,
Perusahaan dapat mengajukan permohonan kepada Pemerintah untuk mempe-
roleh bagian dari Jangka waktu Surat Izin Penyelidikan Pendahulu-
an (5IPP) yang beium terselesaikan, ditambakkam pada Perioda Penye-
Vidikan Umum. Jika persetejuan diberikan oieh Pemerintah  untuk pe-
nambahan dari jangka waktu SIPP yang belum terselesaikan tersebut
maka jumiak kedua jangka wektw ity disebut “Perioda Penyelidikan
Umum". Perusahaan akan mengeluarkan tidak kurang dari USE 45.00
(empat puluh lima dollar Amerika Serikat) setiap kilometer perseqi
bagi biaya - biaya lapangan untuk kegiatan Penyeiidikan Umum dari
WiTayah Kontrak Karya yang di parap..seiama Perioda Renyelidikan
Umum termasuk tahap SIPP. Biaya tersebut boleh termasuk ‘pengeluaran
perigorganisasfan umum dan pengeiuaran - pengeluaran administrasi yang
langsung berkaitan dengan kegiatan - kegiatan lapangan berdasarkan
Fersetujuan ini.

Jika pada akhir 18 (delapan belas) bulan sejak tanggal penanda-
tanganan Persetujuan ini atau setiap saat sesudah itu, diketahud
oleh Departemen, bahwa Perusahaan benar - bepar telah  meialaikan
kewajiban - kewajibannya berkenaan <dengan pengeluaran  minimum seba-
gaimana tercantum dalam ayat 1 Pasal ini, maka Departemen dgapat
mensyaratkan  Perusahaan  untuk  menyerahkan kepada Departemen
siatuy  Jaminan dalam bentuk uyang  Jaminan  atau jaminan bank dengan
jumlah tertentu, yang tidak akan melebihi Jjumtah kewajiban penge-
fuaran yany belvm dipenvhi. Jaminan tersebut sesudah Jangka waktu 3
tahun sejak penandatanganan Persetujuan ini akan menjadi milik Peme-
rintah dalam hal Perusahaan gagal memenuhi kewajiban - kewajiban
pengeluarannya, Kecuali terjadi pemindahan pemilikan seperti  terse-
but df atas, jaminan itu akan dicairkan pada akhir peripda -tiga tahun
tersebut, )

Sehubungan dengan kewajiban-kewajiban Perusazhaan dajam Pasal ini, Peru-
sahaan harus menyerakkan kepada Departemen dalem wakte 2 {dua} buian
dari berhakhirnya Perigda Penyzlidikan Umum, satu laporan yang berisi
macam dan jumlah pengeluaran selama Perioda FPenyeldikan Umum.
Perusahaan+. ‘aken melengkapi laporan tersebut gengan  bukti-bukti {do-
kumentasi), jika Pemerintah menghendaki  demikian.

Peruszhaan dapat setiap wakty menghentikan Penyeledikan Umum atas
staly bagian atsu beberapa bagian MWilayah Kontrak Karya, dengan a-
iasan, bazhwa kelanjutan dari Penyelidikan Umum {tu tidak lagi Tayak

secara komersial ataupen  tidak  lagi praktis untuk divsuikan
dan . Perusahaan akan meminta secara tertuiis kepada Departemen dengan
memperhatfkan betul-betu! Pasal 4 avat 3 untuk menyerzhkan hak-kak dan
kewajiban-kewajiban untuk bagian Wilayah Kontrak Karya tersebui,

Bersamaan demgan ftu, maka Wilayah Kontrak Karyz akan dikurangi sampai
menjadi wilayah yang tersisa setelah penyershen tersebut.

Jika -sewakty - -wakiu-selama Perinda Penyelidikan- Usum, Perusshaan ma-
nemvkan endapan-endapan mineral di svatu bagian atau beberaps bagian
dari MWilayah Kontrak Karya dan memutuskan untuk melanjutkan dengan Eks-
plorasi pada bagian tersebut, Perusahaan untuk maksud itu akan mengajukan
satu permohonan tertulis berfkut penjelasannya kepad: Departemen, dan
agan mengmpatkan endapan  atau endapan-endapan tersebut ke tahap he-
rikutnya tanpa mempengaruhi hak-hak dan kewajiban-kewajibannya berdasar-
kan Persetujuan ini atas daerah-daerah lainnya.




- 10 -

“ARTICLE 5

GENERAL SURVEY PERIUD

The [ompany shaltl commance as soan 23 possibie but not later
than six months after the signimg of this Agreement, a
General Survey of the Centract Arsa to determine in what
parts of the Contract Area depasits of Minerzls are most
likely to occur. The "General Survey Period" shall end on
that date which shall be 12 {twelve] months after such
commencemant.  The Company may apply to the Government to
have any unexpired partfon of the Freliminary Survey Permit
{SIPP} perind added to the General Survey Period, If
approval is given by the Govermment Tor addition af the
unexpired partion of the SIPP period to the General Survey
Feriod then the sum of the two periods shall be called the
"General Survey Period", The Lompany shall spend nmot less
than Forty Five United Statss Dollars (US$45.00) per square
kilemetre on field expenditure for the General Survey of the
initfal Centract Area during the General Survey Pericod
ingcluding the SIPP period. Such  expenses may include
general organisational overhsad and administrative expenses
directly connected with field activities wunder this
Agreement . . '

If at the expiration of eighteen (1B) months from the date
of signing of this Agresment or any time thereafter it
appears to the Mimistry that the Company has seriously
negiected its obligations with respect +to  minimum
expenditures as provided in paragraph 1 of this Article, the
Ministry may reguire the Company to deliver to the Ministry
a guarantee in the form of 2 bond or banker's guarantee to a
sum which shall not exceed the total outstanding expenditure
phligations remaining unfulfilled. Such guarantee may at
the end of the three year period commencing on the date of
signing of this Agqreement be forfeited to the Govermment to
the extent that the Company may have failed to fulfi{il its
expend ture obligations. Except to the .extent of any
forfeiture as afaresaid such guarentes shall be released at
the end of that three year period.

in connection with the Company's obligatiens wnder this
Articie, the Company shall submit to the Mimistry within two
{2} months from the expiration of the General Survey Peried,
a report setting forth the items and amounts of expenditure
during the Gengral Suryey Peried. .The Company shali be
prepared to support such report with documentation should
the Government 50 reguoest.

The Company may at any time discontinue the General Survey
in any part or parts of the {ontract Area on the ground that
the continuvation of <euch General Survey is no longer a
commzCietly rtzasible or practical pegposition and. shall
apply in writing to the Ministry with due ohservance of
nrt1cia 4 paragraph 3 for the surrender of its rights and
obligations far such part of the Contract Area. The
Contract Area shall thereby be reduced to the area which
remains after such surrender.

If at  anyv time during the General Survey Period the Company
ditcavers mineral deposits in any part or parts of the
Contract Arez and decides to praceed with the Exploration
therecf it shall submit a writtes request and explanaticn to
such effect to the Ministry and shall put such deposit or
deposits inte the succeeding stage without affecting its
rights and obligations wuader this Agresment in respect of
other #reeas.
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PASAL 5

FERIODA PENYELIDIKAN UHUH.

Perusahaan akan memulai secepat mungkin tetapi tidak lebih Tambat dari
& {enam) bulan setelah penandatanganan Persetujuan ini, suatu Penyel{-
dikan Umum atas Wilayah Konmtrak Karya untuk menetapkan bagian-ba -
gian manha dari Wilayah Kontrak Karya endapan-endapan mineral . yang
mungkin sekali ditemukan. "Perioda Penyelidikan Umum® akan berakhir
12 {dua belas) bulan setelah tanggal dimulainyz pekerjaan tersebut.

Perus=haan dapat mengajukan permohonan kepada Pemerintah untuk mempe-

roleh bagian dari Jangka waktu Surdt lzin Penyelidikan Pendahulu-
an  {51PP] yang belum terselesaikan, ditambahkan pada Perioda Penye-
11dikan Umum. Jika persetujuan diberikan oleh Pemerintah  entuk pe-
nambahan dari jangka waktu SIPP yang beium terselesaikan tersebut
maka jumlah kedua jangka wakty ity disebut “Perioda Penyelidikan
Umum". Perusahaan akan mengeluarkan tidak kurang dari US$ 45.00
{empat pulueh lima dollar Amerika Serikat} setiap kilemeter persegi
badi biaya - biaya lapangan  untuk kegiatan Penyelidikan Umum darf
Wilayah Kontrak Karya yang di parap .selama fPerioda  Renyelidikan
Umum termasuk tahap SIPP. Biaya tersebut boleh termasuk “pengeluaran
penqorganisasian umum dan pengeluaran - pengeluaran administrasi yang
Tangsung berkaitan dengan kegiatan - kegiatan lapengan berdasarkan
Persetujuan ini.

Jika pada akhir 18 (delapan belas) bulan sejak tanggal penanda-
tanganan Persetujuan ini atau setiap saat sesudah itw, diketahui
oleh Departemen, bahwa Perusahaan berar - benar telah  melalaikan
kewajiban - kewajibannya berkenaan dengan pengeluaran minimum seba-
gaimana tercantum dalam ayat T Pasal ini, maka Departemen dapat
mensyaratkan  Perusahaan untuk  wenyerahkan kepada Bepartensn
seaty  Jaminanm dalam bentuk uang  Jjaminar atau Jaminan bank dengan
Jumlah tertentu, yang tidak akan melebihi Jumiah kewajiban penge-
luaran yang belum <gipenuhi. Jaminan tersebut sesudah Janoka waktu 3
tahun sejak penandatanganan Persetujuan ini akan menjadi milik Peme-
rintah dalam hal Perusahaan gagal memenuhi kewajiban - kewajTban
pengeluarannya. Hecuali terjadi pemindahan pemilikan seperti terse-
but df atas, jaminan ftu akan dicairkan pada akhir perioda -tica tahun
tersebut, )

Sehubungan dergan kewajibat-kewajiban Perusahaan dalam Pasal ini, Peru-
s2haan harus menyerahkan kepada Departemen dalam waktu 2 {dua) bulan
dari berhakhirnya Perioda Penyelidikan Umum, satu laporan yang bertsi
macam dan jumlah pengeluaran selama Perioda Penyeldikan  Umum.
Perusahaan. akan melengkapi laporan tersebut dengan  bukti-bukti {do-
kumentasi), Jika Pemerintah menghendaki demikizn.

Perusahaan dapat setiap waktu menghentikan  Penyeledikan Umum atas
suatu bagian atau beberapa bagian Wilayah Xontrak Karya, denhgan a-
tasan, bahwa kelanjutan dari Penyelidikantmum ity tidax lagi Tayak

secdra  komersial ataupun tidak lagi praktis un tuk divsuTkan
dan . Perusahaan akan meminta secara teriulis kepada Departemen dengan
memperhatikan betul-batul Pasal 4 ayat 3 untuk menverahkan hak-hak dar
kewzjiban-kewaliban untuk bagian Wilayah ¥ontrak Karya tersebut.

Sersamaan dengan itu, maka Witayah Kontrak Karya akan dikurangf sampai

menjad! wilayah yang tersisa seteiah penyerahan tersebut.

Jika . sewakitu - - -wokte-celama Perigda Penyelidikan- Unum, Perasahazan me-
nemukan endapan-endapan mineral di suatu bagian atay beberapz bagian
dari Wilayah Kontrak Karya dan memutuskan untuk melanjutkan dengan Eks-
plorasfpada bagian tersebut, Perusahaan untuk maksud itu aken mengajukan
53tu permohonan tertulis berikut penjelasannya kepada Uepartemen, dan
akan menempatkan endapan . atau endapan-endapan tersebut ke tahap be-
riketnya tanpa mempengarvhi hak-hazk dan kewajiban-kewajibannya berdasar-
kan Persetujuar ini atas dasrah-daerah lainnya.
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ARTICLE &
FXPLORATION PERIOD

Upon completion of the General Survey the Company shall
commence within the most promising parts of .the Contract
Ares a program of Exploration based on the results of such
General Survey. The program of Exploration chall as
appropriate  inciude detailed qeology, geophysics and
qeachemistry as may be applicable, sampling, pitting,
dredging and drilling fo be undertaken during the
“Exploration Period”,

The Company may at any time discontinue the Explaration in
any part or parts of the Contract Area on the grounds that
the continuation of such Exploration ijs no longer &
commercially feasible or practical preposition and shall
apply in writing with due observance of Article 4 paragraph
2 to the Ministry for the surrender of 1fts rights and
phiigations Tor such part of the Contract A#Area. The
Contract Area shall thereby be reduced to the area whith
remains after such surrender.

1f at any time during the Exploration Period the Company
discovers one or more deposits of minerals of apgarent
cammercial qrade and quantity in any part or paris of the
Coniract Area, and decides to proceed with further
evalvation thereof it may submit written reguest to such
effect to the Ministry and put such deposit or deposits into
the Feasihility Studies Period without affecting its rights
and ohligations under this Agreement in respect of cuch
ather areas, Accordingly, the Exploration Pericd for each
part of the Contract Area:

£1) ¢hall commence immediately following the end of the
General Survey Period, and

{i§]) shall end 30 (thirty six) months thereafter, or at
cuch earlier date in respect of a part of the
Contract Area that with the appreval nf.-the Minisiry
may proceed to the teasibility Studies Period.

The Company shall spend nat less than Four Hundred and Fifty
United States Dollars {(U.5.5450.00) per square kilometre in
field expenditure, for the gxploration of the Contract Aréd
during the Expleoration Period. . _

such expensas may include general prganisational overhead
and administrative expenses directly connected with field
activities under the Agreement. The Lompany shall submit to

the Minisfry within 2 (two} months from the expiration of =

the Exploration Period a report satting forth the ijtems and
ampunts of expenditures during the Exploration Period. The
computation of such spending is based on the size of the
Contract Area on the commencement of the Exploration
period. 1t is understood that as a consequence of the
foregoing, different parts of the Contract Area will become
subject to differeni provisions of this Agreement and of the
Mining Laws and Regulations due to the diffarent periods of
activities applicable to such parts of 'said area.

Y L]
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FASAL &

PERIOBA EKSPLORAST

Setelah menyelesaikan Penyelidikan Umem, Perusahaan. harus memulai suaty
program Ekxsplorasi di dalam bagian-bagian dari Wilaysh Kontrak Karya
yang paling memberikan harapan yang di dasarkan atas  hasil-hasil
Penyeiidiken Umum tersebut. Program Eksplorasi, sesuai dengan keperluan
akan meliputi penyelidikan yang terinci tentang: geotogi, geofisika,
geokimia yang diterapkan, pengambilan contoh, pembuatan sumur, pengeruk-
an dan pemboran yang z!.an dilaksanakan selama “"Perioda Eksplorasi®.

Ferusahaan dapat sewaktu - waktu menghentikan Eksplorasi di setiap ba-
gian atau heberapa bagian Wilayazh Kontrak Karya * dengan alasan, bahwa
kelanjutan dari  Eksplorasi  tersebut tidak lagi layak secara komersiai,
atau - tidak lagi. praktis untuk diusuikan dan Perusahazn akan
meminta secara tertulis kepada Departemen dengan memperhatikan Pasal
4 ayat 3 untuk penyerahan. hak - hak dan kewajiban - kewajibamrnya
atas bagian dari Wilayah Kontrak Karya tersebut. MWilayah Kontrak
Karya bersamaan dengan jtu akan dikurangi  sampai wilayéh yang
dgipertahankan setelah penyerahan  tersebut. .

Jika sewaktu . wakiu selama Perfoda Eksplorasi, Perusahaan menemukan
saty atzv lebih endapan mineral yang diduga mempunya i kadar dan
jumiah komersfal disate bagian atar beberapa bagian  Wilayah
Kontrak Karya dan memutuskan untuk melanjutkan dengan evaluasi bagian
tersebut Perusahaan akan mengajukan  Sudtu permohonan tertul is
kepada Departemen tentang hal - hal itu dan akan menempatkan endapan
atau endapan-endapan tersebut dalam Perioda  Studi  Kelayakan fanpa
mengurangi hak - hak dan kewajiban-kewajiban Perusahaen berdasarkan
Perjaniian Ini atas daerah - daerah lainnya. Sehubungan dengan itu,
maka Perioda Eksplorasi untuk setiap bagian Wilayah Yontrak Karya:

{1} akan wmulai segera setelah berakhirnys Perioda Penyelidikan
Umum, dan )

(11} akan berakhir 36 {tiga puluh enam) buian kemudian &tau pada

sudtu tanggal lebih dahuiu,.dalam hal satu bagian dari Wilayah.

Kentrak  Karya , dengan persetujuan Departemen, dapat melan-
Jutkan ke Perioda Studi Kelayakan.

Perusahaan akan mengeluarkan tidak kurang dari S} 450,00 (empat ratus 1ima
puich dollar Amerika Serikat.) untuk setiap kilometer persegi bagi biaya
lagangap untuk kegiatan eksplorasi dari Wilayah Kontrek Karya selama
Peribda Eksplorasi, :

Biaya-tiaya tersebut dapat meliputi pengeluaran-pengeluzran umum  untuk
peng-organizasisa dan pengeluaran-pengeluaran administrasi yang lana-
sung berkaitan dengan kegiatan - kegistan lapangan berdasarkan Perse-
tuiwan “inf. Perusahaan harus menyerahkan kepada Departemen dalam
waktu” 2 {dua) bulan sesudah berakhirnya Perioda Eksplorasi, svatu ia-
poran yang berisi janis-jenis dan  jumlah-jumlah pengeluaran selama
Perioda Ehspiviasi. Perhitungan wmengeiuvaren biaya tarsebut didasarkan
atas luas Wilayah Kontrak Karya pada wakte dimuiainya Perfoda Eks-
plorasi. Telah dipahami bahwa sehagai konsekwensf dari yang dinyatakan
sebelumnya, maka berbagai bagian dari Wilayah Kontrak Karya akan tun-
du% . Kepada berbagai Ketgntuan dari Persetujuan ini dan kepada
Undang<Undang dan: Peraturan - peraturan Pertambangan, disebabkan oleh
bermacam - macem perfoda kegiatan yang diterapkan terhadap bagian =
bagian dari wilayah itu.
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Prior to the end of the period allewed for investigation the
Company shall give notice to the Government stating whether
or ngt the Company desires to proceed with Foasibility
studies of the deposits found within the Contract Area. if
the Company should give notice to the Govermment that it
does not wish to proceed with feasibility studies, this
Agreement shall thereupon terminate in the same manner and
With the same result as if the Company had surrendered its
riy ts and the Company shall turn over To the Ministry:

{i) maps indicating all places in the Contract Area in
which the Company shall have driiled hales or sunk
pits,

(571 copies of logs of such drill holes and pits and of
assay resultis with respect to any. analysed samples
recovered Trom them, and

[i7i) copies of any geological and/or geophysical maps of
the Contract Area which shall have been prepared by
the Company .

The Company‘s giving notice that it does not intend to
proceed with feasibility studies shall be without prejudice
to any obligations or iiebilities imposed by or incurred.
under this Agreement prior to the effective date of such
natice. :




4.

- 14 -

Disamping peta geologi sebagaimana disebut dalam ayat(3} Pasal ini,
Peruvsahaan harus menyerahkan kepada Pemerintah :

(1)

(1i}

Peta-peta yang menunjukkan semua tempat di dalam Hf]ayah Kon-
trak FKarya dimana Perusahaan telah membuat  lobéng-Tobang
bor atau menggali  sumuer-sumur,

salfnan - salinan daftar bor dari lobang-labang bor dan su-
Mur-sumur 7tu dan hasil pemeriksaan dari contoh - contoh yang te-
124 dianalisa yang diperoieh darinya, '

(111} sal.uan - salfnan dari setiap peta geofisika dari Wilayah Kon-

{iv)

trak RKarya yang telah disiapkan oteh Peruszhaan, dan

semua keterangan tain yang langsung berhubungan dengan kegiatan
Eksplorasi Perusahaan berdasarkan Persetujyan ini yang diminta
oleh Pemerintah dan informast baijk yang telah dikuzsai Perusa-
haan  maupun -¥ang dapat diperolehnya melajys usaha yang wajar,
agar kegiatan - kegiatan penyelidikan Perusahaan  berdasarkan
Persetujuan qnt dapat dinilaij, :

Sesudah tanggal pemarapan seiyruh Persetujuan ini, Perusahasn *harus

menempatkan di suatu banpk yang ditunjuk oleh  Pemerintah sudtu
depesito YS$ 25.000,00 { dva puluh Tima ribr doilar fmerika Serikat)
dikurangi setiap jumlah yang telah didepositokan pada wakty diberi-
kannya Surat Izip Penyelidikan Pendahuluan (SIPP). Dalam wakty 30
(tiga puivh) hari setejah penandatanganen Persetufuan ini Perusahaan
2kan menyerahkan kepada Pemerintah saty jaminan bank sebesar LSS
75.000,00 (tyjuh puluh 1ima ribu dollar Amerika deriket). Kedwa jumlah
tersebut  untyk selanjutnya disebut "Deposita Jaminan*. Jika Perusa-
haan  telah mendepositokan  US$ 25.000.20 (dua puiuh Vima ribu dotlar
Amerika Serikat) sepertt disebut diatas kesatu bank yang ditunjuk

Pemerintah, maka tidek ada lagi Depositc dJdeminan  yang disyaratkan .
Jika SIPP diberikan kemudian.

Jamipan bang tersebut - akan dirairkan oleh Pamerintah sebesar
U5 § 50.000,00 | 1ima pulul ribu dollar Amerika Serikat) sesudah:

(1)
(1]

kiti}

berakhinnya Perisda Penyelidikan Umum;

penyerahan kepada Departemen seperti disebut .dalam ayat 1 Pasai
ini atas empat laporan kemajwan triwulan secara berturut-turut
atau dalam hal Perigda Penyelidikan Umum selssai kurang dari
saty tahun, laporan - Taporan triwulan ¥ing mencakup waktu
tersebut, dengan ketentuan bahwa jika Perioda Penyelidikan
Umum- telah disetyjui dimulai sebelum penandatanganan. .Persetyjuan
ini, laporan - taporan yang mencakup  masa sebelumnya tersebut
dihitung sebagai  pemenuhan kewajiban, dan

{2) pelaksanaan Yang memuaskan  fmenurut penilaian, Menteri)

untuk Periodz Penyelidikan Umum  tersebut |, atay

{b) pengeluaran Perusahaan selama ‘Perioda Penyeligikan Umum 7ty
meliputi U5% 50.000,00 (lima puluh  riby doilar Amerika
Serikat), di Wilayah Kontrak Karya.

O

GO o
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ARTICLE 7
REPORT AND SECURITY DEPOSIT

The Company wWill keep the Government advised through the
Ministry congcerning the Enterprise through submission of
guarterly progress reports, beginning with the first
calendar guarter p.-s any part of & calendar guarter that
remains following th. date of signing of this Agreement, as
ta the progress and ro.ults of the Company's Exploration and
development gperations and activities under this Agreement.
The Company will upon request keep the Minister advised from
time to time of the Company's plans concerning the
Enterprise, including the progress of any construction,
nperation, employment and expenditure. = These progress
reports should be submitted within 30 (thirty) days after
the end of each calendar quarter and be in such form as the
Minister wmay from time fo time prescribe. These aquarterly
?ru?rgss reports relating to Explorztion activities shall
nclude:

{i) the results of geological and geophysical
investigation and proving of ore deposits in the
Centract Area and the sampling of such depasits;

{i1) the results of any gensral reconnaissance of the
varigus sites of proposed operations and activities
under this Agreement;,

(tii} if available, information concerning the selection
of routes from the Mining Areas to a suitable
harbour for the expart of product;

{iv) if available, information concerning the planning of
suitablé permanent settiemernts, including
information on suitable water supplies for permanent
settlements and other facilities; :

{v} such other plans and information as to the progress
of the Company's. activities in the Contract Area as
the tinistry may from time to time reasonably
require, :

Within one year from the time of filing the writien notice
provided for in paragraph 3 of Articie 6 the Company will
alsp file with the Ministry a summary of its geological and
metallurgical investigations and all geotogical,
geophysical, topographic and hydrograpghic data obtained from
the General Survey and Exploration and 2 sample
renrssentative of each princinal type nf mineralisation

ercountered in its investigations.

At the latest ome {l) year after the expirvation of the
Exploration Period, the Company shall submit to the Hinistar
a general geological map of the whole Contract Area on the
srale of T : 260,000 with attendant reports based on the
Company's geological observations: such peological map need
only contain the observations of rock types and their
distribution and structure which have been made by the
Company during the General Survey and Exploration Feriods.
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PASAL 7

LAPORAN DAN DEPQSITO JAMINAN (SECURITY DEPOSIT}

Perusahaan akan senantiasa memberi tahukan kepada Pemerin}ah melalui De-
partemen tentang Pengusahaan melalui penyerahan lapordh .- laporan
kemajuan triwulan, dimuiai demgan . triwulan pertana ditambah
dengan setiap sisa dari- triwulan sesudah tanggal ditandangani
Persetujuan ini, mengenai kemajuan dan hasil-hasil Eksplorasi, operas!
dan keglatan - kegiatan pengembangan Perusahaan berdasarkan’ Ferse:
tujuan ini. Perusahaan atas permintaan akan senantiasa memberitahu-
kan kepada Menteri dari waktue ke wzktu tentang rencapa - Tencana
Perusahaan wengenai  Pengusahaan, termasuk kemajuan, dari setiap pem-
bangunan, operasi, penggunaan ienaga kerja dan pembiayaan. lLaporan -
lapavan kemajuan ini harus  diserahken dalam waktu 30 {tiga puluh]
hari setelsh berakhirnya tiap triwslan takwin dan dalam bentuk se-
perti yamg akan ditetapkan aleh Menteri dari wakiu ke waktu. Laper-
aw-laporan kemajuan -triwulan  yang berhubungan dengén kegiatan &£ks-
plorasi tersebut’ akan meliputi:

{i} nasil-hasil penyeledikan geclogi dan geoTisika dan pembuktian en-
dapan-endapan bijih di Wilayah Kontrak Karya dan contoh dari
endapan-endapan tersebut;

{1i) hasil-hasil dari setiap pengamalan {recomnaissance] dari bermacam-
macam tempat operasi dan kegiatan yang diusutkan  berdasarkan
Persetujuan ini;

{i1i} jika ada, keterangan teatang pilihan jalan-jalan dari Milayah
Pertambangan ke suated tempat pelabuhan yang cocok untuk ekspor
hasil produksi;

{iv] Jika ada, keterangan fentang perencanaan pemukiman tetap yanq #
’ tepat,. termasuk keterangan  tentang penyediaan air yang cacok
untek  pemckiman - tersebut  dan fasilitas - fasilitas tainnya;

{v] rencana-rencana dan keterangan lainnya mengenal kemajuan kegiat-
an Peruszhaan dalam Hilayah Kontrak-Karya yang dari wakiu ke wakiu
akan dspat diminta secarg wajar aleh Departemen.

Dalem waktu 1 {satu} tahun dari waktu penyampaian. permchonan —ter-
tulis sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 ayat 3, Perusahaan akan
juga menyampaikan kepada Departemen syatu ringkasan dari penyel idi-
kan - penyelidikan geojogi - dan wmetalurgi,  semua data  geologi,
gqeofisika, topagrafi dan hidrografi, yang diperoleh dari Penyeli-
dikan Umum dan Eksploras] serta cantah - yang  mewakili tiap
jenis utama dari mineralisasi yang ditemukan dalam penyelidikannya.

Paling lambat satu tahun setelah berakhirnya Perioda Eksptorasi,  Peru-
sahaan harus menyerahkan kepada Menteri suatu petia gentogi umum dari
selyruh Wilayah Kontrak HKarya dengan skala 1 : 250.000 dengan dilampi-
+i laporan berdasarkan observas{ geologi oleh Perusahaan; peta geolo-
gi itu.hanya perlu memuat observasi tentang jenis - jenis batuan dan ¢
penyebaraan serta strukturnys, yang telah diTakukan Perusahaan selama
Perioda - perioda Penyelidikan Umum dan Eksplorasi.

e
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In addition fo the geclegical map as mentioned in paragraph

3 of this Article, the Company shall turn over to the
Govermment :

(4) maps indicating all places in the Contract Area in
Hbl:h the Company shall have drilied holes or sunk
pits,

{i1) copies of logs of such drill hnles and pits and of
assay results with respect to -1y analysed samples
recavered from them,

(iii) copies of any geophysical maps of the Contract Area
which shall have been prepared by the Company, and

[iv) all other information directly relevant to the
Company's  Exploratios  activities under  this
Agreement which the Government may request and which

" 4s,.or could by the exercise of reasonabie efforts
by the Company have been, within the Company's
control in order to appraise the Company's
investigation activities under this Agreement,

The Company shali after the date of initialling the whole of
this Agreement place with a bank appointed by the gavernment
a deposit of Twenty-Five Thousand United States Oollars.
(US$25,000.00) less 2ny amount already deposited on. granting
of the Preliminary Survey Permit (SIPP). Within 30 [thirty)
- days after the date of signing of fthis Agreement the Company
shall deliver to the Government a banker's guarantee in the
amount of Seventy-Five Thousand ~ United 5States Dollars
(us$75,000.00) . These two amounts shall hersinafter
collectively be cailed “tha Security Deposit®. if the
Company has ajready deposited Tweniy-Five Thousand United
States Dollars (U5325,000.00% referred to above with a bank
rnominated by +the Goverrment, then no Turther Security
Deposit shall be required if a SIPP js later granted.

The banker's guarantee shall be released by the Governmani
as to Fifty Thousand United States Dollars {Us$50,000,00)
after; ; S _ ..

{1} the expiration of the General Survey Period;

{1} the submission as specified in paragraph 1 of this
_ Article of four consecutive quarterly progress

1 reparts to the Ministry or where the General Survey
Period 15 completed in less than one year, quarterly
reports covering such lesser period, provided that

where the General Survey Period has been agreed to

have commenced prior to the date of signing this

. Agreement, report{s) covering.this earifer .pericd ..

shail count towards satisfaction of this obligation,
and '

{iii) either:

{(a) satisfactory performance faccording to the
Minister's judgement) for such General Survey
Period, or -

(b] the expenditure Bl the Company in such General
Survey Peripd of Fifty Thousand United States
Dallars (US$50,000.00) on the Contract Area,
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Disamping pets geologi sebagaimana disebyt dalam ayat{3) Pasal ini,

Perusahaan hares menyerahkan kepada Pemerintah :

(i}

{1i)

Peta-pets yang menunjukkan semya Teipat d1 dalam Hf}ayah Kon-
trak Karya dimana Perusahaan telah membuat  lobang-lobang
bor atau menggaly SUMUr-sumu e,

salinan - sajinan daftar bar dari ilobang-lobang bor dan su-
fur-sumur 1tu dan hasil pemeriksaan dari contoh - contoh yang .o-
lah dianaliga ¥ang diperoleh darinya,

(i11) saltnan - salTpan dari setiap peta geofisika dari Wilayah Kon-

{iv)

trak Karya yang telah disiapkan oleh Perusahaan, dan

Semua keterangan jatnp yang langsung berhubungan dengan kegiatan
Eksplorasi  Perysahazn berdasarkan Persetujuan ini yang dimintg
oleh Pemerintah dan infarmasi haik yang telah dikvasai Perusa-
haan  maupun yang dapat diperoichnyz melalyi usaha yang wajar,

agar kegiatan - kegiatan penyelidikan Perusahaan  berdasarkan
Persetujuan  ini dapat dinilai, :

Sesudeh tanggal Pémarapan seluruh Persetujuan ini, Perusahasn -harus

menempatkan di suaty bapk yang ditunjuk  gleh  Pemerintah Suatu
deposito B5% 25.000,00 { dua puluh 1ima ribu doliar Amerika Serikat)
dikurang! setiap Jumlah yang telah didepositokan pada wakty dibari-

surat Izip Penyelidikan DPendahuluan {(SIPP}. Daiam wakty 130

{tiga puiuh} hari setelah penandatanganan Persetujuan ini Perusahasmn
akan wenyerahkan kepada Pemerintzh saty jamipan benk sebesar uss
75.000,00 {tujuh pyluh 1ima ribu dollar Amerika Serikat). Kedua jumlah
tersebut untuk selanjutnya disebut “Deposite Jaminan®. . Jiks Perusa-
haan telah mendepositokan  iS$ 25.000,00 (dua puiuh Tima ribu doflar
Amerika Serikat) seperti  disebut distas kesaty bank yang ditunjuk

Pemerintah, maka 't

idak  ada Tagl Deposite Jaminan ¥ang disyaratkan.

J1ka SIFP diberikan kemudian,

Jaminan bank tersebut ' akan - dicairkan aleh Pemerintah  sebesar
US 3 $0.000,00 { 1ima puluh ribe doilar Amerika Serikat) sesudah:

{1)
{11)

i

berakhinnya Perioda Penyelidikan Vmum;

PeEnyerahan kepada Departemen sepertl disebut dalam ayat | Pasal
Tni atas empat laporan kemajuan triwglan Secara berturut-turyt
atau dalam hal Periods Penyelidikan Unum selesas kurang dari
S8ty tahun, laporan - lanoran triwueian yang mencakus  wakty
tersebut, dengan  ketentuan bahwa Jika Perioda Penyelidikan
Umum- telah disetujui  dimulai sebelum penandatanganan. Persetujuan
ni, laporan - laporan yang mencakup  masa sebelumnya tersebyt
dihitung sebagai  pemspuhan kewajiban, dan

(a) pelaksanaan yang memuaskan {menurut ﬁeni]aian. Menteri)

uniuk Perioda Penyelidikan Umum  tersebut |, atay

{&) pengeluaran Perusazhaan selama ‘Perioda Penyelidikan Umum ity
nelipyti Uss 30.006,00 (lima puiuk  ribu  doilar Amerika
Serikat), dj Wilayah Kontrak Karya.
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The remaining fifty percent {(50%) of this Security Deposit
will be released on behalf of the Company when a general
geological map (with attendant report thereon) based on the
Company’s geolegical observations, on the scale of 1 :
250,000 has been submitted to and approved by the Minister
which approval the Minister shall not unreasonahly withhald
or delay. In the event that the Company do€s not satisfy
the above mentioned requirement within & (six) years aftie~
the date of the signing of this Agreement the balance of the
said Security DUeposit shall automatically he forwarded fo
the Government Treasury and the Company shall have na
further claim thereon. interest on the Security Depasit
shall accrue for the benefit of the Company..

Except as otherwise provided in this paragraph 6, the
Government has title to all data and reports sibmitted by
the Company to the Ministry or the Government pursuant to
the provisions of this Agreement.  Such data and reports
will be treated as strictly confidential by the Company 1o
the extent that the Goverament shall  so  request;
reciprocally the fGovermment will tréat as stri ctly
confidential such data and reperts to the extent that the
Company shall so request provided, however, that data
belonging to the public domain {because of having been
published in generally accessible literature or of their
mainly scientific rather than commercial value, such as
geological and geophysical data} and data which has heen
published pursuant to laws and regulaticns of Indonesia or
of a foreign country in which a shareholder may be domiciled
{sych as the yearly report of pubifc bodies or companies}
shall net be subject to the forsgoing restrictions;
provided further that the term “data" as used in this
paragraph shall include (without limitations} any and a1l
documents, maps, plans, worksheets and other technical data
and information, as well as data and information concerning
financial and commercial matters.

In respect of data relating solely to areas relinguished Dy
the Company from the Contract Area pursuant to Articie 4,
the faregoing restrictions shall cease to apply.as from the
date of relinguishment of such areas. In addition, whers
this Agreement has been terminated pursdant to Article 20 or
Articla 22, the foregoing restrictions shall cease to apply.

Notwithstanding the foregoing, exciusive Know-how of the
Company,- its centractors or Affiliates contained in data or
reports submitted by the Company to the Ministry or the
Government pursuant to the provisions of this Agreement and
which shall hnave been fidentified az such by the Company,
shall only be used By~ the Government in relation to the
agminiscration of tiis Agreement and shall not be disclosed.
by the Government to third parties without the prior written
consent of the Company. Such exclusive kpow-how, as long as
it remains exclusive know-how of the Company, its
comtractors or AFfiliates as the case may be, remains the
sile property of the Company, 1ts contracters or Affiliates
as the case may be.
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Sisa 50% { lima puluh persen } dari Depasito Jaminan akan dicairkean
untuk  Perusahaan, setelah suatu .peta geglogi ymum { dengan lampiran
japoran mengenai hal 1tu-), berdasarkan observasi - gbservasl geu[ng1
Perusahaan gengan skaia 1 : 250,000 telah diserankan Kepada dan dise-
tujul  oleh Menteri, persetujuin mana tidak  akan q1tqngguhkan 1 atau
diperlambat dengan tidak wajar. Apabila Perusahaan~ tidak memenuh
ketentuan - ketentuan tersebut di atas dalam wakiu enam tahun seteiah
peniandatanganan Persetujuan ini, maka Deposito Jaminan tersebut dengan
sendirinya akan diserahkan kepada Kas Negara dan Perusahaan tidak
mempunyai hak lagi  atasnya. Bunga yang diparoleh dari Deposito
Jaminan itv akan menjadi milik Perusabaan.

Terkecuali ditetapkan sebaliknya dalam ayat & imi, Pemerintai akan
memiliki semuz data dan laporan - laporan yang diserahkan oleh Peru-
sahaan kepada Departemen atau Pemerintah menurul ketentuan-keten-
tuan Persetujuan  ini. Data dan laporan - laporan tersebut akan
diperlakukan “uvleh Perusahaan- sebagai sang2t rahasia sepanjang hai
tersebut diminta oleh Pemerintah; sebaliknyz Pemerintah akan mem-
periakukan secara sangat rahasia date dan laporan - laporan tersebut
sepanjang Perusahaan meminta demikian; “kecuali data tersebut sudah
termasuk * yerg boleh  dipakai umum { karena sudah pernah diter-
bitkan dalam kepustakaan .umum yang dapat diperoleh ataurkave--
aa: milai uytamanya sudah Teblh bersifat {ilmiah dari pada komer -
¢ial. seperti data geologi dan geofisika) dan data yang telzh

diterpitkan berdasarkan Undang - undang "dan peraturan. - pératuran

Indonesia atau oleh satu negara asing dimans - satu pemegang saham -

berdomisili { sepertd laporan - laporan tahunan badan - badan umum
atau perusahaan-perusahaan),  tidak dikenakan pemtatasan-pembatasan
tersebut di atas, kecuali selanjutnya bahwa istitah "data® seperti
apa vang digunakan dalam ayat ini meliputi {tanpa pembaiasan} se-

tiap ‘dan semua dokumen , peta - pgts,rengana - rencana,, iembaran -
lembaran ® kerja serta data -dan keterangan teknis, maupun segala
data danzketerangan  yang berhubungan dengan masalah - - kecuangan dan
perdagangan, - : : : o

Dalam hal data yang berhubungan semata- mata dengan ‘witayah yang
dilepaskan Perusahaan dari Wilayah Kontrak  Karya sesuai Pasal 4,
pembatasan yang terssbut di{.atas .akan tidak beriaky sejak tanggal
diiepaskan nya wilayah - wilayah termaksud, Tambahan pula, jika Per-
setujuan ini telah berakhir sesuai Pasal 20 'dan Pasal 22, pemba-
tasan - pembatasan yang dimaksud i atas akan tidak berlaku lagi.

Selain dari yang dikemukakan 41 atas , pengetdhuan - pengetahuan
teknik - yang eksklusip dari  Peruszhaan, kantraktor - kontraktor
atay . Afiliasi - Afiliasinya yang dimwat di dalam data eatac Japo-
ran - laporan yang diserahkan oleh Peruszhaan kepada  Departemen
atar Pemerintah. menurut  ketentuan - ketentuan Persetujuan  ini dan
vang-telah diidentifikasikan,K seperti demikian oieh Perusahaan,
hanya ahan dapat. dipakat oleh Pemerintah dalam bhubungan. dengan
pelaksangan Persetujuan  ini dan tidak dapat diungkapkan oleh Peme-
rintah kepada pihakt ketiga, tfansa persetujuan . tertulis dari

Perusahaan, Pengetabuan eksklusip dimaksud - akan .. tetap .merupakan .

pengetahuan yang eksklusip dari Perusahaan,  kantraktor-kentraktor
atau Afilfasi-Afiliasinys sebagaimana adanya, . tetap semata_ - mata
milik dari Perusahaan kontraktor - kentraktor ataw Afiliasi -afilia -
sinya, sebagaimana adanya. ’
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ARTICLE 8
FEASIBILITY STUDIES PERIOD

The Feasibility Studies period for any part of the Contract
Araa shall commence on the date the Company submits &
written application hereinabove provided to the Ministry in
relation to its decision to proceed with the evaluation and
<hall end upon the commencement of the Construction Period
therefor as hereinafter provided.

As sgon as the Company has submitted written application,
the Company shall commence studies to determine the
feasibility of commercially developing the deposit or
deposits in question. The Company will be allowed & period
of 12 (twelve) months to complete such studies and to select
and delineate the area in which the Company may commence
operation. Such area shall constitute the "Mining Area",
provided that the Minister may, subject to paragraph 2 of
Article 16, on grounds of national security or that the
conduct of mining in the proposed Mining Area will
disprnpmrtiunateTy and unreasonably damage the surrounding
environment or limit its further development potential or
significant1y disrupt the sociopolitical ctability in the
region, object to the area proposed as the Mining Area
within three (3) months of the Company's designation of such
Area. The Government and the Company agree to consult in
good faith to overcome any such objections. If after a
period of three (3) months from the date of notification of
such objection by the Government there has been no
resolution of the matter then either Party may rroceed t0
resolve the matter 1in accordance with Article 21 paragraph
1. After the completion of such feasibility studies, the
Company shall cubmit a Feasibility Study Report in the form
get out in Annex wgn - which shall contain calculations and
reasons for the technical and economical feasibility of the
Enterprise supported by data, as specified in Annex “E",
calculations, drawings, maps and relevant information
leading toward the decision whether or not to proceed with
the Enterprise. The feasibility report shall also contain
information concerning matters of interest to the Government
during the whole life of the Enterprise. The Government may
upon request by the Company, grant an extension of twelve
(12) months for the Feasibility Studies period if the
Company censiders that the data required and other necessary
matters are not sufficiently available to come to a final
decision or the Minister raises objections to the proposed
Mining Area as set out above.

At any time during the Feasibility Studies Period the
Company may submit 2 written application to the Minister
that it desires to proceed with the corstruction of a mine
and facilities to be used by the Company in its operation.
The Minister shall be deemed to have approved any such
application if it does not, 1in writing, object to same
within three (3) months of receipt of such application.
Upon approval of that application the Company chall commence
and with reasonable diligence execute 1O completion the
design of the facilities and subject to completion of the
design of the facilities shall supply the same for the
approval of the Minister, together with an estimate of the
cost of such facilities and a time schedule for the
construction thereof which time cchedule, shall, to the
extent economically and practically faacible, provide for
completing the construction of such facilities within thirlty
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PaASAL. 8

 PERIODA STUDI KELAYAKAN { FEASIBILITY STURIES PERIGD)

Perioda Studi Kelayakan untuk.setiap bagian Wilayah Kentrak Karyadi mu-
1ai pada tanggal Perusahaan menyampaikan germchonan tertulis seperti
ditentukan diatas kepada Departemen sehubungan demgan  keputusannya
untuk melanjutkan dengan kegiatan evaluasi dan akan  berakhir  pada
séal dimulainya.Perioda KonsTruksi seperti diatur Tebih Tlanjut.

Segera setelah Feresabaan: menyampdikan permohonan. tertulis tersebut,
‘Perusahaan harvs muldi dengan studi - studi wntuk merentbkan kela-
yakan Pengembangan secara komarsial dari endapan atay endapan -
eneapan yang sudafi ditemukan.. Perusahazn akan diberi waktu 12 (dua
belas} bulan untuk menyelesaikan studi - studi térsebut dam memilih
serta membatasi wilayah dimena Perusahaan azken mulai dengan ke-
giatan operasi. Wilayah tersshut ditetapkan sebagai ‘“Wilayah Pertam-
bangan”, dengan ketentuan batwa Menteri , dengan mengingat  Pasal
16 ayat 2, dapat menyatakan- keberatan terhadap usul penetapan
Wilayah Pertambangan tersebut dalam wakty 3 (tiga) buTan sejak di-
tetapkannya daerah demikian tadi oleh Perusahaan, berdasarken alasan
keamanan nasional atau  bahwa pelaksanaan pertambangan di Wilayah
Pertasbangan yang di usulkan jtu  akan merusak Lirgkungan  Hidup
secara’tidak seimbang ‘dan - tidak wajar atau akan --membatasi potenst
pengembangannya lebih lanjut atau secara nyata akan merysak stabi-
1itas susial politik daerah yang bersengkutan. Pemerintah dan Pery-
sahaan setuju untuk  berkgnsultasi dengan itikad baik. wuntuk menga-
tasi keberatan - keberatan tersebut ,-bila ada. Jika dalam wakty 3
(tiga) bulan  terhitung mulai dari tanggal pemberitahuen akan Kebe-
ratan oleh Femerinteh masih belum ada pemechhan terhadap perscalan
ity, maka setiap- Pihak dapat mengajukan pemecahan masalah  tersebut
berdasarkan  Pasal 21 ayat 1. Sesudah studi kelayakan tersebut sele-
sai, - Perusahaan haruys menyerahkan saztu laporan Studi Kelayakan
datam bentuk seperti ‘terdapat dalam Lampiran “E" |, yang memuat per-
hitungan dan alasan - -aiasan kelayakan secara  teknis . dan ekonomis
dari, Pengusahaan didukung dengan data, seperti dirinci’ dalam Lampi-
- ran. “E", perhitungan - perhitungan, gambar -gambar |, peta-peta dan in-
formasi  yang berkaitan * yang mengarak kepada  keputusan apakah Pe-
Agusahaan dilanjutkan atay tidak. Laporan  kelayakan akan juga ber-
isikan informasi mengenai hal - hal ¥yang penting bagt Pemerintah selama
masa fidup Pengusshaam, Pemerintah dapat, atas permintaan dari Perusa-
haan, memberikan perpanjangan wakty untuk 12 ( dua belas ) bulan
untuk  Perioda Studi Kelayakan, jika Perusahaan mengamrggap bahwa data
dan hal - kal lainnya yang dipetlukan betim cukup tersedia untuk
mencapai satu keputusan akhir atay Menteri mengajukan keberatan atas
. Wilayah Pertambangan - vang diusulkan seperti  disebut diatas,

- Setiap waktu selama Perigda Studi Kelayakan, Perusahaan dapat me-
- -Ayampaikan - permohonan tartulis kepada Menterdi, bakwz  Perysahaan
bermaksud untuk meneruskan pembangunan . swatu - tambang dan fasilitas
fasilitas yang akan digunakan gleh Perusahaan dalam operasinye. Menteri

dianggap -telah menyetUjui permohonan semacam itu, Jjika dalam wakty 3
{tiga) ‘bulan~ sesudan diterimanya permohonan  termaksud tidak menya-
takan +keberatannya secara tertulis. Setelah permchonan tersebut di-
setujul, Perusahaan harus dengan kesungguhan yang wajar mulai me)ak-
sanakan sampai selesat rancangan fasilitas dan- tunduk tergantung ke-
pada rancangan penyelesajan fasilitas tersebut, akan menyerahkan per-
mohanan yang sama untuk mendapat persetujuan  dari Menteri, bersama

sama dengan perkiraan biays dari fasilitas - fasilitas  tersebut
dan suatu jadwal pewbangunannya, jadwal mana akdn, sepanjang hal 1ty se-
cara ekomomis  den praktis  adalah layak, mencangnagkan wakty

penyelesaian - pembangunan fasilitas ~ fasilitas tadi

AT
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six (36) months afier the approval of the plans and designs
and time schedule for construction of such facilities.
Within three (3) months after submission the Minicter shall
notify the Company of his approval (which shall not be
unreasonably withheld) or disapproval of the mining, plan,
design and time schedule for construction, subject to
paragraph 2 of Article 16, In the event of disapproval, the
Minister shall notify the Company of the cause for
disapproval and the Government and the Company shall consylt
in & gqood faith attempt to remove the cause for such
disapproval., -If after a period of three (3} months from the
notification of such disapproval there has been 1o
resolution of the matter then either party may proceed to
resoive the matter in accordance with Article 21 paragraph
1.

The Feasibility Study Report as described in Annex "E" shall
include physical impact studies dnto the effects of the
operation of the Enterprise on the Envirgnment and shall be
prepared in accordance with the terms of reference sst out
in Article 26. Such studies may be carrfed out in
consultation with appropriately qualified {ndependent
consultants retained by the Company and approved by the
Eovernment  which  approval shall rnot ba  unreasonably
withheld,

The Company shall callaborate with and keep the BGovermment
infermed by reqular reports as to the progress and results
of and casts incurred in respect of the investigations and
studies and shall as and when the Governmant may reasonably
require furnish the Government with the investigations and
studies referred to in paragraph 4 above and with copies of

21l relevant findings made and reports preparad by the
Lompany.

The Company shall at the completion of all the
investigations and studies submit to the Government a final
report stating the results of and the cost dincurred in
respect of the investigations and studies and the Company's
analysis of and its corclusions and projections in respect
of those results, and such other information relating to the
Enterprise ar the Mining Area which is in the possessien of
the Company and which the Government may reasonabliy request.

Subject always to the provisions of paragraph 6 of Article
7, &ll reports and information supplied :to the Government
under this Article shall be ireated as confidential, with
the exception of those reguired for use by the Government
for the national interest, provided that {and subject as
aforesaid} if this Agreement s terminated pursuant te
Article 72 herenf tha reports and information shall tacome
the property of the Govérnment and may be used by ‘the
Government in such manner as it thinks fir.
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dalam 36 { tiga puluh enam } bulan setelah disetujuinya perencanaan,
rancangan dan  Jadwal untuk pembangunan fasilitas-fasilitas tersebyt.
Dalam wakte 3 (tiga) bulan seteiah penyerahan tersebut, Kenteri ha -
rus  memberitahy  Perusahaan tentang .persetujuannya { yasg tidak akan
ditunda tanpa alasan yang wajar ] atau penolakannya  terhadap ren-
cand " perambangan, rancangan dan  jadwal  wakiu untuk  pembangunan
tersabut dengan mengingat kepada Pasal 18 ayat 2. Datam hal
ditolgk, Menter{ akan memberitahy Perusahaan sebab-sebab  peno-
Takannyz dan Pemerintah dan Perusahaan akan berkonsmltasi dengan
itikad baik untuk mengusahakan mengatasi sebab - sebab - ~penolakan
tersebut: Jika sesudah 3 {tiga) bulan sejak- pemberitahuan peno-
lakan tersebut masih belum ada pemecahannya, maka setiap pihak
dapat1 mgngajukan pemecahan masalah tersebut berdasarkem Fasal 21
ayat 1.

Laporan- Studi  Kelayakan sebagaimana diuraikan di daiam Lampiran
"E", harus bperisikan peneiitian  dampak fisik { physical impact
studies ) dari pengarub kegiatan Pengusahaan terhadap Lingkungan
Hidup dan dibuat sesuai petunjuk yang terdapat dalam Pasal 26.
3tudi - studi tersebut dapat dilakukan berkonsuitasi  dengan kon-
suttan  independen ( tidek memihak ) yang mampu yang disewa oleh
Perusaha@n dan  disetyjui  Pemerintah, persetujuan mena tidak akan
ditahan tanpa alzsan yang wajar.

Perusahaan akan bekerjasama <epgan dan semantisa'memberitahukan Peme-
rintah dengan laporan - laporan berkala tentang kemajusn, hasi] -
hasi] dan biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan penyelidikan -
penyelidikan dan studi - studi dan apabila  Pemerintah dengan wajar
menghendaki, menyediakan untuX Pemerintah Teporan  penyelidikan

dan studi wyang disebut dalam avat 4 di atas, serta semua sali-
ran dari penemuan - peremyan dan laporan - laporan yang distapkan
alen  Perusahaan.

Perysghaan sesudah menyetesaikan semua penyelidikan dan studi, akan
menyampaikan kepada Pemerintah suaty laporan akhir  yang berisikan
hasil - hasil dan biaya yang timbul sehubungan dengan penyelidikan
serta studi dan analisa Perusahaan, kesimpulannya, proyeksinya :yang
berhubungan dengan hasil - hasil {tuw dan keterangan latnnya yang
menyangkut Pengusahaan atau  Witayah 1 Pertambangan yang dikeasai
cleh  Perusahaen dan yang diminta secara wajar oleh Pemerintah,

Dengan selaiu mengingat ketentwan Pasal 7 ayat &, semua laporan
dan rketarangan - yang diserahkan kepada Pemerintah  berdasarkan Pa-
sal- inl akan diperlakukan secara rahasia, dengan Fengecualian
untuk hal - hal yarg perly untuk digunakan Pemerintak. bagi kepen-
tingan nasional, dengan ketentuan bahwa { dengan mengingat yang
disebut sebelumnya ), jfka Persetujuan  ini berakhir sesuai Pasai
2%, wmaka laporan dan keterangan tersebut akan menjadi milik Pe-
mg;?ntah dan dapat digunakan oleh Pemerintah, jika dikehendeki de
mikian.

R T b T o




ARTICLE 9
CONSTRUCTION PERIND

As saon as approval is received from the Minister with
respect to the design and time schedule provided for in
paragraph 3 of Articie 8, the Company shall commence
canstruction of the facilities and execute the same to
compietion in accordance with the time schedule referred to
in the said paragraph 3, [¥ this time schedule proves
unworkable the Company may seek the Minister's approvai for
a revised time schadule,

The Company may make use of any facilities belonging to
other companies whether or not affiliated with the Company
and in the event of the Company making use of any such
facilities as aforesatd it shall come to such’ arrangement as
it shall think ¥it regarding payment, awnership or otherwise
of such facilities, provided, however, that the Minister may
make - known to the Company objections based on grounds of
national security, public interest or foreign policy of the
Bovernment,
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PASAL o

PERTODA KONSTRUKSI

Segera setelah diterima persetujuan Menteri atas rancangan dan jad-
wal waktu seperti ditetapkan dalam ayat 3 Pasal 8 , Perusahaan
harus- mulai dengan pembangunan fasilitas - fasilitas dan melaksa-
nakan hal tersebut sampaf penyzlesaiannya sesuaj. dengan Jadwal
waktu = yang disebut dalam ayat 3. Apabila  jadwal  waktu ©inf
terb%ti  tidak dapat dflaksanakan. maka Perusahaan dapat meminta
Perse.ijuan Mentert untuk swatu perubahan Jjadwal waktu.

Perusahzan dapat menggunakan setiap fasilitas yang dimiTiki oleh
Perusahaan Jlain, batk  yang berafiliasi dengan  Perusahaan
atau tidak dan dalam hal Perusahaan menggunakan -tasilitas. - fasi-
litas sepertf yang disebut dimuka, Perusahsan akan mengadakan pe-
ngaturan: yang dipandangrya *layak  mengenai pembayaran, pemilikan
atau hal - hai lain tentang * fasilitas - fasilitas itu dengan keten-
tuan, bahga Menteri-  dapat memberitahukan kepada Perusahaan kebe-
ratan - keberatan berdesarkan  keamanan nasional, kepentingan umum
dtau  kebijaksanaan luar negeri  Pemerintah. )

T
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ARTICLE 1D-

OPERATING PERICD

. - Upoen completion of the construction af tre facilities

provided far in the Article 9, the Company shall COmMENiCE
gperation of the Mining Arega or part thereof for which such
facilities have been constructed. _—

The Company shall conduct mining opgrations and any activity
-f the Enterprise with respect to @ Mining Area, for the
duration of the Operating Period of such Mining Area. The
Operating Period for each Mining Area shall be deemed to
commence on the first day of the calendar month following
the first calendar month during whick the average daily
throughput is at least seventy percent {102} of the design
capacity of the facilities constructed for the purpose of
Mining and Processing the deposit in such Mining Area, but
not later than- the date falling six {6} months after the
date of completion of such facilities. The Operating Period
for each Wining Area shall continue for 30 [thirty) years
begining at the commencement of the first mining operation,
or such longer period as the Ministry, on the written
application of the Company, may approve. The commencemznt
of the Operating Period shall not occur more than eight {2)
years [or suth longer period as may resglt from extensions
granted by the Ministry feor the completion of succeeding
stages under this Agreement] from the commencement of the
General Survey Period allewad for the whole Conmtract Area.

The Company shall process ore to produce & marketable
concentrate. The Company will work towards and assist the
Government in achieving the policy of the establishment of
downstream metals processing facilities in Indaonesia in
relation te smelting, refining andfor metals manufacturing
and fabricating if according %o recognised economic,
technical and scientific standards the Minerals to be mined
by the Lompany are of sufficient tonnages and are Minerals
amenable to smelting, refining or metal mapufacturing and

" provided it is economically aad practicaliy feasible to do

co. - 1f and when any of such processing facilities are
constructed, the Parties agree to discuss thereafter and
consider, in good faith, the feasibility of subsequent
additional processing facilities which may pe in the form of
increases in the capacity of them existing facilities or the
establishment of facilities previously not fn existence.

The Company shall submit to the Ministry copies of studiss
relating to the feasibility of establishing thosa
facilities {as described in paragraph 3 of this Article) in
Indonesia prepared by the Company in consultation with an
agency acceptable to the Goverament. T

{i) In the event that smelting, refining or manufacturing
facilities are established in Indonesia by an entity
pther than the Cempany for the further processing of
gold, silver and platinum, the Compamy shall make its
products awvailable to that entity for further
precassing an conditions not less favourable than the
conditigns that cam he opbtained by the Company fTron
other further processors far the processing of the
same quantity and guality at the same time and at
the same gplace of dellvery . and provided the
processed product bears 3 mavk recagnised in t*
case of gold by the bLondan Gold Market, in the €
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. PASAL 10

PERIDDA QOPERASI

Segera sesudah selesai pembangunan fasilitas- fasilitas tersebut dalam
Pasal 9, Perusahaan harus mulai beroperasi di Wilayah Pertambangan
atau bagian daripadanys dimana fasilitas-fasilitas tersebut  telah
dibangun, -

Perusahaan harus r .lakssnakan operasi penambangan dan kegiatan Pengy-
sahaan lainnya se-ubungan dengan suatu Wilayah Pertambangan, untuk
jangka waktu Perfod> QOperasi Wilayah Pertambangan tersebut. Perioda

Operasi untuk setiap Witayah Pertambangan akan dianggap telah
mulai  pada hari pertama bulan berikutnyz dari bulan  pertama
kalt produks{ harian rata -rata mencapai sekurang - kurangnya 70I

{tuJuh puiuh persen} dari kapasitas fasilitas  yang direncanakan un-
tuk tufuan  Penambangan dan Pengolahan endapan bahan galian di Wi-
layah Pertambangan tersebut, tetapi tidak akan 1lebih Tambat dari &
{enam} bulan sesudah tanggal penyelesaian  pembangunan fasilitas -
fasTlitas tersebut, Perjoda Operasi untuk setiap Wilayah Pertam-
bangan akan berlangsung selama 30 {tiga puluh) tahun setelah saat
dimulainya operasi penambangan yang pertama, atav perioda yang lebih
lama yang dapat- disetujli oieh Departemen, atas permchanan ter-
triis dari  Perusakaan Permulaan dari Perioda Operasi tersebut
tidak akan melebihi -8 (delapan) tahun {atau perioda yang lebih
lama sebagai akibat dari perpanjangan - perpanjangan yang diberi-
kan oleh Departemen untuk wmenyelesaikan tahap - tahap sehelumnya
mepurut Persetujuan ini} dari sejak dimuiazinya Perioda Penveli-
dikan Umum yang diizinkan untuk seluruh  Wilayah Kontrak Karya.

Perusahasn harus mengoiah bijih untuk menghasilkan suaty kansentrat
yang dapat dipasarkan. Perusahaan akan bekerja dengan dan membantu
Pemerintak  dalam  mewujudkan kebijaksanaan  pembanguman  fasilitas
hiiir pengelahan logam (downstream metals processing Tasilities) 4i
Indonesia yang berhubungan dengan peleburan, pemurnian dan/atay
pembuatan dan pabrikasi ilogam, jika berdasarkan vkuran ekonomi,
ilmiah dan teknik yang dapat dibenarkan, mineral yang akan di
tambang cleh -Perusahaan terdapat dalam jumlah tonase .yang cukup
dan dapat diterima untuk peleburan, pemurnian atav pabrik metal
asalkar layak secara ekonomi dan dapat dilaksanakan secara prak-
.tis. Jika dan apabiia sesuatun fasilitas pengolahan rang demikian
ditangun, Para Pihak setuju untuk selanjutnya membicarakan  dan
mempertimbangkan dengan  itikad baik, kelayakan dari  penambahan
fasilites pengolahan  berfkutnya, yang mungkin berbentuk  pening-
katan kapasitas fasilitas yang 'telah ada atau pembangunan fasilitas -
fasilitas yang setelumnya tidak ada.

Perusahzan zkan menyampaikan  kepada Departemen rasii studi sehu-
bungan dengan kelayakan dari pembangunan fasilitas - fasilitas
tersebul, (sebagaimana dijelaskan dalam ayat 3  Pasal ini} di
Indonesia, yang disiapkan oieh Perusahasn dengan berkonsul tasi dengan
s2tu baden yang dapat diterima  oleh Pemerintah. :

(i) Jika fasilitas - fasilitas peleburan, pemurnian atau pabrika-
si, telah dibangun di Indonesia oteh pihak isin, di luar
Perusahaar untuk pengolahan iebih  lanjut emas, perak dan

platina, maka Perusahaan akan menyediakan hasil produksinya
begi pihak lain tersebut wuntuk pengolahan lebih  lanjut denrgan
fyarat yang tidak kurang menguntungkan dibandingkan dengan syarat
syarat yang dapat diperoleh Perusahaan  dari perusahaan gengelan
latn  wntuk menghasilkan kwalitas dan kwamtitas yang sama, pada
wWaktu  yang szama dan pada tempat penyerdhan - yang sama,
dgngaq syarat hasil praduks? ¥ang diolah memakai merk yang
dizfui, yang dalam hal emas ofeh london Gold Market, datam hai parak

o




of silver by the London Silver Market and in the case
of platinum by the London Meta] Exchange and such
product shall be in the form of good delivery bars
acceptable in international precious metal markets.
This obligation of the Company is subject . to any
smelting, refining or manufacturing contracts entered
into by the Company prior to the establishment of
such facilities.

(i) In tic event that smelting, refining or manufacturing
facili.ies are not established by the Company but are
established by any party other than the Company in
Indonesia, such party shall be permitted to purchase
the product at the most favourable f.c.b. price given
by the Company to any other purchaser, provided that
the respective contractual terms and conditions given
by the Company to that other purchaser shall also
apply, subject to the rights and obligations of the
Company as spelled out in Article 11. At any time if
the Company wishes to establish its own smelting,
refining or manufacturing facilities in Indonesia it
can do so subject to approval of the Government which
shall not be unreasonably withheld, This obligation
of the Company is subject to any smelting, refining
or manufacturing contracts entered into by the
Company prior to the establishment of such
facilities.

Project facilities shall include the mine's processing
facilities, and any port facilities, aircraft landing
facilities and transportation, communication, water supply
and other necessarily related facilities, for which the
Company is, subject to the rights of third parties, hereby
granted all necessary licences and permits to construct and
operate in accordance with laws and regulations and such
reasonable safety regulations relating to design,
construction and operation as may from time to time be in
force and of general applicability in Indonesia.

The Company shall submit to the Ministry the following
Exploitation Reports:

(i) a monthly statistical report beginning with the
first month following the commencement of the
Operating Period which shall set forth the number
and location of the workings on which work was begun
during the preceding month; the number of workmen
employed thereon at the end of the month; a list of
the equipment at each working at the end of the
month and a brief description of the work in
progress at ihe end of the month zan2 of the work
contemplated during the fo®lowing month.

(i) a8 quarterly report beginning with the first quarter

following the commencement of the Operating Period
concerning the progress of its operations in the
Contract Area. This report shall specify in full:

(a) those workings in which ore is considered to
have been found, regardiess of whether the
deposits are deemed te be commercial or not
(together with all data relative to the
estimated volumes of tha reserves, the kind or
kinds of such ore encountered and the analyses
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cteh London Siiver Market dan dalam hal platina oleh Londgn
Metal Exchange dan hasil produksi tersebot adatah dalam ben-
tuk lempengan penyerahan yang baik serta dapat diterima ga-
Tam pasar legam mulid  internasional. Kewajiban  Peruszhazan
int  tidak berlaku dalam hal sudah ada perjanjian peieburan, -
.pemurnian  atau  pabrikasi yang dibuat oleh Perusshaan sp- M
belum berdirinya fasilitas tersebut, .

{1} Jika fasilites-fasflitas peleburan, pemurnian  dan pabrikasi
tidak dibangun gleh Perusahaan, tetapi dibaqggn oleh pihak lain
di Indonesiz, maka pihak lair. tersebut diizinkan untuk membe -
Ti hasil oproduksi Perusahaan rada harga f.o.b. yang paT1qg ;
menguntungkan yang diberikan oleh Perusahaan kepada' pihak lain
dengan ketentuan bahwa syarat dan ketentuan kontrak yang ber-

- sangkutan  vang diberikan Peruysahaan kepada pihak  Tain itu,
Juga berlaku, dengan mengingat hak-hak  dan kewajiban dar Fgfu-
sahaan seperti diuraikan dalam Pasal 11. Setiap waktu jika
Perusahaan jngin membangun fasilftas peleburan, pemurnian dan
pabrikasi sendiri gi Indoresia, Perusahaan akan dapat melakukan-
nya, tergantung kepada persetyjuan Pemerintah, yang - tidak
akan ditahan tanpa alasan yang wajar., Kewajiban Perusahaan
tersebut tidak berlaky dajam hal sudah ada kontrak pele-
burap, pemurnian atay pabrikasi yang dibuat  Perusahaan sebe- !
lum  berdirinya Tasilitas itu. ]

AT

6. rasilitas - fasilitas proyek mencakup fasilitas pengceiahan  tambang
dan setiap fasiiitas pelabuhan, fasilitas pendaratan  kapai ferbang
dan pengangkutan komunikasi, penyediaan afr  dan fasilitas Tain
yang bertubungan yang perlu, yang dengan wmengingat hak-hak pihak I
1ain dengan ~fni” diberikan semya . izin dan - persctujuan nya  kenada *
Perusehaan untuk . Memfrangun | gan mengoperasikahnya: sesvai (dengan un- i
dang - endang dan Peraturan - peraturan keselamatan kerja yang wajar :
berhubungan dengan perencanaan, pembangunan dan Fengoperasian yang =

dari wakiu ke wakty akan - berigku dan ditetapkan  sacara uvmum di 3
Indonesia, : ’ :

7. Perusahaan Rarys menyerahkan  kepada Departemen laporan  Eksplo -
tas1 sebagai berikut

(1) laporan statistik bulaman, mulai sejak  bulap pertama sesudah
dimulainya Perigda Cperasi  yang akan menyatakan  jumlah  dan
tempat - tempat kerja dimana pekerjaan telah  dimelai selama
bulan sebeiumnya, juwlzh pekerja yang  dipekerjakan di tempat
tersebut pada akhir bulan yang bersangkutan, satu daftar
peralatan di tiap - tiap tempat kerja pada akhir bulan ity
dan uraian singkat kemajuan kerja pada akhir bulan tersebut
dan pekerjaan Yang akan  dilakukan pada bufar L Tikutiya.

T

=T

{11) laporan triwulan  mulai sejak - triwulan pertama sesudah di-
mulainye Perioda Operasi tentang  kemajuan aperasi - operasi

nya di  Wilayah Kontrak Karya, laporan  ini akan merinci 4
“ara lengkap :

o

tempat-tempat kerjz di temgat mana bijih dianggap telah dite-
mukaq. tanpa Memandang apakah endapan-endapan ‘wiianggap ko- 3
mersial atav tidak (bersama semua data  yang berhybungan :
dengan perkiraan  jumiah cadangan, Jenis atau jenis . je- '
nis bijin ¥ang ditemukan dan afalisa - analisanya); .

]
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thereof); the number and description of
warkings which have been placed in commercial
production and full particulars concerning the
disposition of such production; the aumber of
workmen employed on each such working as of the
work in progress at the end of the guarter -in
questign and of the work contemplated during
the ensuing quarter. |

the work accomplished “uring the quarter in
question with respect to all imstallations and
facilities directly or 1adirectly related {o
its exploitation program, . together with the
work contemplated for the ensuing guarter with
respect  to the seme  installations and
facilities and indicating both actual and
estimated investment in such installations and
facilities made, committed or.to be committed
with respect to such installaticns and
facilities.

an annual report beginning with the {first complete
year following the commencemeni of the Operating
Period which shall include:

{a)

{b)

fct

the number and description of the workings
which were in progress at the end of the year
preceding the year in question ({with a showing
as tc which are in commercial production}; the
number and description of workings abandoned
during the year; the production of each of the
workings, regardiess of whether in commercial
production or not, with a full description of
the kind and quality and analyses of ore
produced from each working, tne namber of
workings on which activities are continuing at
year end, but which have not gone into
commercial productior.

the total volume of ores, kind-by-kind, bioken
down between volumes mined, volumes transported
from the mines aad their corrésponding’
destination, volumes stockpiled at the minas or
elsewhere in Indonesia, volumes seld or
comnitted for export {whether actually shipped
from Indonesia or not), volumes actually
shipped from Indonesia {with full details as to
purchaser, destinaticn and terms of sale}, and
if %nown to the Company aftar diligent enquiry
volumes refined, processed and/or manufactured
within Indonesia with full specifications as to
the  intormediate  products, bv-sroducts, or
Tina} products, outturned within Indonesia
{with full showing as to the disposition of
sych intermediate products, by-products or
final products and of the terms on which they
wera disposed); and

work accomplished and work in progress at the
end of the year in question with respect T0 all
of the installatigns and facilities related to
the expleitation program, tagether with a full
description of all work programmed for the
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jumlah dan uraian pekerjaan-pekerjaan yang telah ditetapkan di-
dalam preduksi komersial dan data khusus lengkap tentang pe-
ngaturan produksi tersebut, jumlah pekerja yang dipekerjakan
di setiap tempat kerja pada pekerjaan yang sedang berjalan
pada akhir triwulan yang dibicarakan dan pekerjaan yang direnca-
nakan dalam triwulan berikutnya. }

(b) pekerjaan yang diselesatkan selama triwulan yang dimaksud 4
yang berhubungan dengan semua instalasi dan fas:'itas yang lang-
sung atau tidak Tlangsung berhubungan dengan rencan> eksplotasi -
nya , bersam: - sama dengan pekerjaan yang direncanzkan dalam
triwulan berikutnya yang berhubungan dengan instalasi dan fa-
silitas-fasilitas yang sama serta menunjukkan baik perkiraan
investasi maupun realisasi investasi untuk instalasi dan fasi-
litas - fasilitas yang dibuat, yang telah dijanjikan atau akan
dijanjikan sehubungan. dengan instalasi dan fasilitas - fasilitas
tersebut.

C i

{111]Iannran. tahunan, ., mulai . dari tahun penuh pertama sesu -
dah  dimulainya Perioda Uperasi yang akan meliputi :

(a) jumlah dan uraian pekerjaan yang sedang berjalan pada akhir
tahun  yang mendahului  tahun yang dilaporkan (dengan menun-
Jukkan  yang mana berada dalam produksi komersial); jumlah
dan wuraian pekerjaan yang ditinggalkan selama tahun itu, pro-
duksi dari setiap tambang, tanpa memandang apakah berada dalam
produksi komersial atau tidak, dengan wuraian lengkap dari je-
nis dan mutu serta analisa dari bijih yang dinasilkan darij
setiap vtambang; jumiah pekerjaan dimana kegiatan sedang ber-
langsung sampai pada akhir tahun, tetapi yang tidak sampai
memasuki produks?! komersial.

(b) jumlah keseluruhan bijih, jenis per jenis, dirinci antara jumlah
yang ditambang, yang diangkut dari pertambangan dan tujuan - tu-
Juannya, yang ditimbun di tambang :atau dimana saja di Indo-
nesia, yang = dijual . atau * akan diekspor -( apakah sebe -
narnya dikapalkan dari Indonesia atau tidak ), jumlah yang sebe-
narnya dikapalkan dari Indonesia ( dengan rincian lengkap me-
ngenai pembeli, tempat tujuan dan syarat - syarat penjualan),dan
Jika diketahui oleh Perusahaan sesudah penyelidikan ryang®
seksama, jumlah yang dimurnikan, diolah dan/atau.dipabrika-
si "di Indonesia dengan spesifikasi lengkap tentang hasil pro--
duksi setengah jadi, sampingan atav akhir, digunakan kembali
di Indonesia (dengan menunjukkan keterangan lengkap mengenai
pelepasan dari hasil produksi setengah jadi, sampingan atau
akhir serta syarat - syarat pelepasannya ); dan

(c) pekerjaan yang dicapai dan pekerjaan yang sedang dikerjakan pada
akhir tahun yang dilaporkan yang bersangkutandengan semuainstalasi
dan fasilitas berkaitan dengan rencana eksplotasi beserta -
uraian lengkap dari seluruh pekerjaan yang direncanakan :untuk
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ensuing year with respect to such installations
and facilities including a detailed report of
all investment actually made or committed
during the wear in guestion and a1l investment
committed for the ensuing year or years.

(iv) the Company shall also furnish the Government all
other information related to “the Company's
activities under this Agreement of hatever kind and
which is, or could by the exercis- of reasonable
efforts by the Company have been, within the control
of the Company which the Government may request in
order that the Government may be fully appraised of
the Company's activities.

Monthly and ogquarterly reports shall be submitted in
eightfold within thirty (30) days of the end of the month or
quarter in gquestion, as the case may be. Annual reports
chall be submitted in eightfold within ninety (90) days of
the end of the year in question. :

The Company shall have full and effective control * and
management of all matters relating to the operation of the
Enterprise including the production and marketing of its .
products in accordance with sound, long term policies. The

Company may make expansions, modifications, improvements and’
replacements of the Enterprise's facilities, and may add new

facilities, as the Company shall consider necessary for the

operation of the Enterprise or to provide services or to

carry on activities ancillary or incidental to the

Enterprise. AT1 such expansions, modifications,

improvements, replacements and additions shall be considered
part of the project facilities.

The Government will cooperate with the Company to the end
that the Company may in compliance with the existing rules
and regulations select the vessels and other transportation
facilities to be used in connection with imports and exports
of articles under this Agreement. }
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tahun  berikutnya sehubungan dengan  instalasi dan fasilitas
termasuk sebevah laporan  terinci  dari semua  investasi yang
terrealisasi atau yang dijanjikan selama tahun tersebut
dan semua investasi yang dinjamjikan  untuk tahun atau tahun
tahun berikutnya, -

(iv) Perusahaan harus Juga menyerahkan  kepada Pemerintah semua
" keterangan  lain apapun  yang berhubungan  “denmgan  kegiatan
xegiatan Perysahaan di bawah Persetujuan inf, yang telah
alau dengan menggunakan wsaha yang wajar akan dapat herc.a
dalam pengendalian Perusahaan, yang ckan diminta oleh Peme

rintah untuk dapat menilai sepenuhnya kegiatan - Kkegiatan
Peruszhaan,
taporan - laporan bulaman dap triwulan  harus diserahkan dalam

rangkap & (delapan) dalam waktu 30 (tiga puluh) hari dari akhir
buian atau. triwuian yang bersangkutan. Eaporan tahynan akan di-
serahkan datam rangkap 8 (delapan) dalam periods 90 {sembilasm pu-
Tuh ) Rari dari akhir tahun yang bersangkutan.

Perusahaan harus mempunyai - manajemen dan pENgawasan penuh  serta

efektip terhadap segala hal yang berhuburigan dengan operasi
Pengusahaan, termasuk produksi dan  pemasaran dari  hasil pro -
dukdihya sesvai dengan  kebijaksanaan Jangka panjang yang

sehat. Perusahaan dapat membuyat perluasan, perobahan, peEnyen-
purnaan dan penggantian dari fasititas - fasilitas Pengusahaan dan
boleh menambah fasiiitas - fasilitas baru yang dianggap woleh
Perusahaan perlu untuk operasi Fengusahaan tersebut atay menye-
diakan jasa - jasa atau untuk melaksanakan .. kegiatan - kegiatan
sebavai pelengkap atau tambahan yang diperizkan uatuk Pe-
ngusahaan. Semua periuasan, perubahan, penyempurnaan, penggantian
dan tambahan akan ‘dianggep sebagai bagian  dari fasilitas - fa-
silites proyek.

Pemerintah akan Gekerjasama dengan | Perusahaan dengan tu-
Juan agar Perusahaan dapat memiiih kapal - kapal dan fasilitas-
fasilitas penggangkutan lainaya untuk digunakan dalam hubungan
-dengan impor -dan ekspor barang - barang berdasarkan Persetujuan

InT  sesuai ketentuan dan peraturan - peraturan  yang ada.
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ARTICLE 11

MARKETING

The Company shall have the right to export its products
ohtained from the operaticns under this Agreement, Without
in any way prejodicing the Company's hasic right to export
its products such export will be subject to the provisions
of the export ilaws and regulations of Indonesia. The
Company will endeavour at all times to fulfill the
requirements of the domestic market for its products
provided that to do so will not jeppardise the Company in
jts ability to ophserve the provisions of committed sales
agreements for its products.

The Company shall sell the products in accardance with
generally accepted international business practices, at the
best prices and on the best terms compatible with world
market conditions and conditions obtainable in the
circunstances then prevailing, provided that the Bovernment
<hall have the right to prohibit the sale or export of
minerals or materials derived therafrom as may be contrary
to the international obligaiions of the Government or on the
basis of external political considerations affecting the
national interest of Indonesia. In the evenit of such
prohibition {other than a guota requirement imposed pursuant
to an International Commodity Marketing Agreement), if the
Company is unable ta find alternative markets on aquivalent
terms and conditions, the Government shall purchase the
Minerals, at the -then prevailing worid market price.

The Company shall not enter into any cenfracl for sale, of
its products being produced for a term in excess of three
(3} years without the prior approval of the Government which
approval shall not be unreasonabiy withheld or delayed.

In any event sales commitments with Affiliates shali be made
only at prices based on or equivalent to arm's length sales
and in accordance with such terms and conditiens at which
such agreements would be made if the parties had nrot bean
affiliated, with due allowance for mormal selling discounts
or commissions. Such discounts or commissions 2llowed the
Affi{liates must be no greater than the prevailing rate so
that such discounts or commissions will not reduce the nat
procesds of =ales to the Company below those which it would
have received if the parties had not been affiliates. Mo
selling discounts or commissions shall be &llowed 2n
Affiliate in respect .of sale for consumption by it., The

* Company shall submit to the Government evidence of the
correctness of the figures used in computing the above
prices, discounts and commissions, and a copy of the zales

" contract.
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PASAL 11
PEMASARAN

Perusahaan berhak untuk mengekspor hasil  produksinya yang dipe-
roten dari operasi berdasarkan Persetujuan ini. Dengan tidak mengu-
rangt hak dasar Perusahaan untuk mengekspor  hasil produksinya,
ekspor tersebut tunduk kepada ketentuan - ketentran undang - un-
dang dan peraturan - peraturan ekspor yang berlaku di Indonesia,
Perusahaan akan selalu berusaha untuk memenuhi  kebutuhan - kebu-
tuhan pasar  dalam negeri untuk hasil produksinya dengan keten-
tuan bahwa untuk melakukan yang demikian tidak akan  menghambat
kemampuan Perusahaan dalam  menjalankan ketentuan kontrak pen-
jueaian yang telah dibuat untuk hasii  produksinya.

Perusahaan akan menjual hasii produski- sesuai dengan praktek usa-
ha internasionai yang umum beriaku, dengan harga terbaik dan de-
f13an  persyaratan terbaik serta sesuai dengan keadaan pasar du-
nia dan syarat yang diperoteh dalam keadaan yang perlu pada
saat ite, dengan ketentuan, bahwa Pemerintah aken mempunyai hak
untuk melarang penjualan atau  pengeksporan fmineral atau bahan -
pahan yang bergsal daripadanya yang mungkin  bertentangan  dengan
kewajiban internasional Pemerintah atew  didasarkan kepada  per-

timbangan - pertimbangan politik  luar negeri ‘yang  mempengaruhi
kepentingan. nasional Indonesia. Dalam hal diperlakukan  Tarangan
seperti tersebut {selain untuk keperluan kuota  yang diterapkan

sesuai  Perjanjfan- Komoditi Internasional}, jika Perusahaan tidak
dapat menemukan pasar pengganti dengan syarat dan kondisi  yang
setarg, Pemerintah  herus  membeli Mineral yang bersangkutan de-
rgan harga pasar dunia  yang beriaku.

Perusahaan tidak akan membuat suatv kontrak penjralan dari hasil
produksinyd untuk satu jangka waktu yang melebihi 3 (Liga} tahun
tanpa persetujuar  tertebih dulu  dari Pemerintah, persetujuan
mana tidak akan ditahan atay ditunda tanpa alasan yang wajar.

Dalam hal apapun, ikatan penjualan dengan  Afiliasi  hanya akan-
dilaksanakan berdasarkan pada harga ateu same dengan penjualen  “arm's
Tength zales" dengan persyaratan dan kondisi serupa, seandainya
ikatan penjualan tersebut dilakukan dengan pihak - pihak  yang
tidak berafiliasi, dengan kelonggaran yang wajar untuk potongan -
potongan dan komisi - komis{ penjuzlan biasa. Potongan - potongan
dan komisi - komisi yang diberikan kepada  Afiliasi, tidak boleh
lebih - besar dari apa yang berlake umum, sehingga potongan - po-

tangan dan komixi - komisi ity tidak akan mengurangi pengrimaan
bersih penjualan  bagi  Perusahaan, dan tidak akan mergurangi Jumlah
yang seharusaya diterima seandainya dijual  kepauoa pihak - gpihak
yang tidak berafiliasi. Tidak ada potongan - potongan atau komisi

komist. penjualan diperbolehkan kepada Afiliasi bagi peniualan  un-

tuk pemakaian sendfri. Perusahaan akan menyerahkan kepada Pemerin-

tah bukti kebenaran dari angka - angka yang digunakan dalam menghi
tung harga - herga tersebut dfatas, potongan - potongan  dan ko-

mist-komisi dan sehuah  tembusan dari kontrak  penjualan.
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[f the Government believes that any figures '‘used in
computing the revenues are not in accordance with the
provisions of paragraph 4 of this Article, the Government

-may within 12 (twelve) months after the calendar quarter in

which such products were exported, so advise the Company in
writing. The Company shall submit evidence of the
correctness of the figures within 45 (forty-five) days after
receipt of such advice. Within 45 (forty-five) days after
receipt of such evidence, the Government may give notice to
the Company in writing that it is still not satisfied with
the correctness of the figures and within 10 (ten) days
after receipt of such notice by the Company a Committee,
consisting of one representative of and appointed by the
Government and one representative of and appointed by the
Company, shall be constituted to review the issue. The
Committee shall meet as soon as convenient at a mutually
agreeable place in Indonesia and if the members of the
Committee do not reach agreement within twenty (20) days
after their appointment or such longer period as the
Government and the Company mutually  agree, the
representatives shall appoint a third member of the
Committee, who shall be a person of international standing
in jurisprudence and if possible shall be familiar with the
international mineral industry. The Committee after
reviewing all the evidence, shall determine whether the.
figures used by the Company or any other figures are in
accordance with paragraph 4 of this Article. The decision
of two members of the Committee shall be binding upon the
Parties, Failure of two representatives to appoint a third
member of the Committee shall require the issus to bhe
submitted to arbitration pursuant to Article 2l of this
Agreement. Within ninety (90) days after the issue has been
finally decided, pursuant to this paragraph, appropriate
retroactive adjustment shall be made in conformity with the
Committee's decision. The Company and the Government each
shall pay the expenses of its own member on the Committee
and one half of all other expenses of the Committee's
proceedings,

In the event that the Company produces a concentrate
containing gold, silver or platinum which are easily
secarable, the Company shall, if it s economically
feasible, make maximum efforts to separate the gold, silver
and platinum, :

In the event of a sale of gold, silver or platinum to an
Affiliate or tu the domestic market or to the Government's
designated agency it is understood that, unless otherwise
agreed by the Parties, the price of gold produced by the
Company shall be determined on the day of sale at not less
than the 15.00 hours gold fixing as agreed bv memhers of the
London Gold Market and as quoted for that day in the "Metal
Bulletin", that the price of silver shall be determined on
the day of sale at not less than the silver fixing as agreed
by members of the London Silver Market and as guoted for
that day in the “Metal Bulletin", and that the price of
platinum shall be determined at not less than the Johnson
Matthey unfabricated daily world producers’ price on the day
of sale as quoted for that day in "Metals Week" less in each
case selling expenses and charges as defined in Annex "H".
In the event that the London Gold Market or the London
Silver Market ceases to be a suitable reference for pricing,
the Government and the Company will consult together to
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Apabila Pemerintah berpendapat bahwa suatu angka yang dipergunakan
dalam perhitungan penerimaan tidak sesuai dengan ketentuan ayat (4)
Pasal 1ini, Pemerintah dapat, dalam waktu 12 (dua belas ) bulap
setelah triwulan tahun takwin dalam mana hasil produksi itu di-
ekspor, memberitahukan hal ini kepada Perusahaan secara’ terty-
1is. Pérusahaan akan menyerahkan bukti kebenaran angka - angka itu dalam
waktu 45 (--empat .puluh 1ima ) hari setelah pemberitahuan dite-
rima. Dalam waktu 45 (empat puluh Tima) hari setelah bukti tersebut di-
terima, Pemerintah dapat memberitahukan kepa-" Perusashaan secars
tertulis, bahwa ia masih tidak puas dengan kebenaran angka -angka
itu, dan dalam 10 ( sepuluh) hari setelah peneriwean pemberitahuan
tersebut oleh Perusahaan, suatu Panitia harus dibentuk yang terdi-
ri dari wakil dari dan diangkat oleh Pemerintah dan seorang wakil
dari dan diangkat oleh Perusahaan, untuk mempelajari perscalannya.
Panitia harus mengadakan rapat segera disuatu tempat yang dise-
tujui bersama di Indonesia dan jika anggota - anggota Panitia
tidek mencapai persetujuan dalam waktu 20 (dua puluh ) hari sesudzh
pengangkatannya atau dalam waktu yang lebih 1lama yang dapat di-
setujui bersama oleh Pemerintah dan Perusahaan, maka wakil - wakil
tesebut akan menunjuk seorang anggota ketiga dari Panitia tersebut,
yang merupakan orang yang mempunyai kedudukan internasional dalam
ilmu  hukum dan jika mungkin mengenal industri  mineral internasi-
onal. Setelah meneliti semua bukti-bukti, Panitia akan menentukan
apakah angka yang dipergunakan Perusahaan, -atau angka lain, adalah
sesual dengan ayat (4) Pasal ini. Keputusan dua anggota Panitia
akan mengikat bagi kedua belah Pihak. Kegagalan kedua wakil untuk
mengangkat seorang anggota ketiga dari Panitiz akan mensyaratkan,
bahwa persoalan tersebut akan diserahkan. kepada arbitrase sesuaj
Pasal 21 dari Persetujuan ini. Dalam waktu 90 (sembilan puluh) ha-
ri setelah persoalan terakhir diputuskan, sesuai ayat 1ini, pe-
nyesuaian - penyesuaian yang wajar yang berlaku surut akan dibuat
sesuai dengan keputusan Panitia. Perusahaan dan Pemerintah masing
masing akan membayar bijaya - biaya anggotanya sendiri dalam Pani-
tia dan setengah dari semua biaya 1lainhya untuk kegiatan Panitia.

Dalem hal Perusahaan menghasilkan suatu konsentrat yang berisi e-
mas, perak atau platina yang secara mudah dapat dipisahkan, Jika
secara ekonomi adalah layak maka Perusahaan akan mengusahakan
semaksimal mungkin untuk memisahkan emas, perak dan platina.

Disepakati bahwa, dalam hal penjualan emas, perak atau platina
kepada suatu Afiliasi atau kepada pasar dalam negeri atau kepada
instansi yang ditunjuk Pemerintah, dipahami, kecuali disetujui lain
oleh Para Pihak maka, harga emas yang dihasilkan oleh Perusahaan
akar ditetapkan pada hari penjualan yang tidak lebih rendah dari ke-
tetapan Garga emas pada Jjam 15.00 sebagaimana disetujui oleh anggota
anggota ““the London Gold Market" dan segaimana harga yang dicatat
pada hari itu dalam "“"Metal Bulletin", harga perak akan ditetapkan
pada hari penjualan yang tidak 1lebih rendah dari ketetapan harga
perak sebagaimana disetujui cleh angacta - anggota “the London Sil-
ver Market" dan sebagaimana dic2tat untuk hari itu dalam “the Me‘-
tal Bulletin", dan harga platina akan ditetapkan tidak lebih rendah
dari harga "the Johnson Matthey unfabricated daily world produ-
cers" pada hari penjualan sebagaimana dicatat untuk hari itu di da-
lam " the Metals Week " dikurangi dengan ongkos - ongkos penju-
2lan dan beban - beban yang dirumuskan dalam Lampiran "“H". Dalam
hal "the London Gold Market " atau “the London Silver Market" tidak
Tagi merupakan referensi harga yang tepat, Pemerintah dan Pe-
rusahaan akan berkonsultasi untuk
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agree on an acceptable method of determining such prices.
The day of sale shall be construed as the day on which legal
title to the products is transferred by the Company to the
purchaser. Unless otherwise agreed this shall be the day of
delivery. Payment shall be made to the Company in U.5
Dollars within two (2) days of the day of sale,

If at any stage in the course of its marketing arrangement,
the Company refines, or takes delivery of gold or silver
refined from its products, then such gold and silver will be
in a form and bear marks which will make it acceptable in
the international precious metals markets. For gold, this
means the London Gold Market; for silver this means the
London Silver Market.

TR T TS T P PR
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menyetujui cara  yang dapat diterima untuk menetapkan harga terse-
but. Hari penjualan .adalah hari pada waktu berlangsung perali-
han pemitikan hasil produksi secara hukum  dart Perusahaan
kepada pembeli. Kecuali disetujui Tain, hard tersebul adalah
hari pada waktu penyerzhannya. Pembayaran kepada Perusahaan harus
dilakukan dengan U.S. Dollar dalam waktu ? {dua} hari setelah pen-

Jualan.

Jika pada suatu tahap dalam pelaksanaan pengaturan pemasarannyd,
Perusahaan memurnikan atav menerima penyerahan emas atau perak

vang dimurnikan dari hasil produksinya, maka emas dan  perak
tersebut akan berbentuk dan mempunyai merk yang dapat diterima
galam pasar Togam mulafi internasional. Untuk emas, ini berarti

“the London Gold Market", untuk perak bperarti ° The London
Sitver Market". ) '
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ARTICLE 17
IMFORT AND RE-EXPORT FACILITIES

1.  The C{ompany may import dinto Indonesia capital goods,
' equipment, machinery ({including spare parts}, wehicles
(except for sedan cars and station wagons), aircraft,
vessels, other means of transport and raw materials being
items needed for use in the mining, exploration, feasibility
study, construction, production and supporting technical
activities of the Enterprise which shall be exempt or obtain
relief from import duties and postponement of payment of
value added tax (YAT)] pavable in accordance with the
prevaliing laws and regulations for the duration of the
period commencing as from the date of signing of this
Agreement wop to and including the tenth year of the
Operating Period. For any equipment directly used te '°
support its technical operations such as laboratory and
computer equipment locafed cutside its field operations, the
tax exemptions or tax reliefs shall be the same as abave,
in case the Company is operating more than ong Mining Area,
this tenth year of the Operating Period shall be computed
from the date of the commencement of operation of the first
Mining Area.

2., The exemption and reliefs from fmport duties and
postponement of value added tax (VAT} as referred to in
paragraph 1 of this Article shall apply only to ithe exteni
that the tmported goods are not produced or manufactured in
indonesia and available on a competitive time, cost and
quelity basis, provided that for the purposes of comparing
the costs of imports and the cost of goods manufactured or
produced in Indonesia value added tax and import duties
shall be applied to the cost of imports.

3.  Any equipment (which must be clearly ddentified} and
unconsumed material - imported by the registered
sub-contractor(s] of the Company for the exclusive purpose,
of providing services to the {ompany and intended to be
re-gxported will be exempt from import duties) value added
tax and other levies. If such equipmert and material shail
not  have been re-exported by the defined time, the
sub-contractor{s) of the Company shall, unltess extended or
exempted for reasons acceptable to the Government, pay
import duties, wvalue added tax and other levies not paid
epan ensry.  The Company shall be responsibie for proper
implementation of its sub-contractor{s) obligations under
thiz fArticle,

4., Any ifen imported by the Company or ifs registered
subcontractor{s) pursuant to this:; Article ano no longer
needed for the exploration and production activities of the
Company may be sold outside Indonesia and re-exported free

- from export taxes and other customs duties (excluding
capital nains tax)] and value added tax after compliance with
laws and regulations which shall 2t the time of such sale be
- fn force and of general application in Indonesia, Ho
imported item shall be sold domestically or used otherwise
than in  connection with the Enterprise  except  after
compliance with import laws and requlaticns which are at the
time of such {mport in farce and of general application in
indanesia.
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Melihat kenyataan, bahwa barang - barang dan jasa-jasa itu masih harus
diimpor dari luar negeri dan bahwa berbagai bagian Wilayah Xontrak
karya letaknya terpencil, maka untuk segala twjuan praktis dari
pelabuhan laut yang sudah ada dan peiabuhen - pelabuhan masuk
{ports of entry) lainnya untuk urysan bea  cukai

PemerinTah akan mempertimbangkan  permohonan vand wajar : dari Peru-
sahaan yangor diajukan sowakty - waktu untuk menetapkan peiabuhan
laut atau petabuyhan masuk demikian jtu, lengkap dengan kantor bea
cukai vang diperiukan; .setiap kantor bea cukai demikian ity
yang widirikap atas permintaan Perysahaan akan  dilengkapi dan
dipelihara atas biaya Perusahaan dan sespei dengan ketentuan - ke-
tentuan dan peraturan - peraturan  yang ada,

Selamz Jjanmgka waktu Perusahaan diizinkan untuk  mengimpor:. bebas
nea masuk, Perusahaan akan meryerahkan kepada Pemerintah, paling
lambat setiap tangga) 1% HNopember dari setiap tahun, kecuali
peraturan yang berlaku menetapkan lain, syaty daftar peralatan
dar bzhan yamg akan diimpor selama tahun takwin berikutmya untuk
memungkinkan Pemerintah meneiiti dan menyetujui macam - macam ba-
rang yeng akan diimpor uniuk keperluan Pengusahaan. Meskipun de-
mikian, Peruszhaan dapat mengajukan permchonan { dengan menyebut-
kan alasannya ) kepada Pemerintah unfuk merubah daftar peralat-
an dan bahan yang diperlukan selema tahun yang bersangkutan:

Dengan tidak mengurangi ketentuan - ketentuan di muka sebagaimana
di nyatakan daiam Pasal ini, Perusahaan akan sungguh -sungguh mé-
matuhi pembatasan - pembatasan dan larangan - larangan impor serta
peraturan dan (iatacara yang bertaky umum.
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in view af the fact that gogods and services will have to be
imported from abroad and that various parts of the Contract
Area are remote, for all practical purposes from presently
existing sea poris and other ports of . entry for customs

purposes, the Governpent wiil consider establisning such se:
port or pert of entry and the requisite customs -office
the. zat as the Company skall reasonably request from time to
time; in consideration thereof, each such custeas. office so0
estabiished at the. request of the Company shall be furnished
and maintained by the Company 2t its expense and acm:rding

_to the existing rules and regulations.

Puring the period the Company 135 atlowed to imporz free froa
duties the Company shall submit to the Government not later

than Movember 15 of each year, except where the prevalling

requlatians - provide for ~other procedures, - 1ist  &f
equipment and -material to be {mported dur‘i'ng the -pext
calendar year ta enab)e "the Goverament ta roview and to
approve the wvarious 1tems to be Imported for® the
Enterprise. MNotwithstanding the foregoimg the Company wmay
request {stating the cause} the Covernment to amend the 1ist
aof eguipment and material as required during the year.

Without prejudice to tihe foregeing provisions as referred to

in this Articlie, the Company shatl duly cobserve import
restrictions and prohibitions and rules and procedures of
generﬂ application.

T N



- 78 -

PASAL_ 13
PAJAK-PAJAK DAN LAIN-LAIN KEWAJIBAN KEUANGAN PERUSAHAAN

Dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan daiam Persetujuan  inf, Perusshaan
membayar kepada Pemerintah dar memenuhi kewajiban - kewajiban pajaknya, se-
perti vyang ditetapkan sebagai berikut:

{i) furan tetap untuk Wilayah Kontrak Karya atau Wilayah Pertambangan .

(i1} Iuran ekspio-isi/produksi {royalti} untuk Mineral yang diproduksi Pe-
rusahaan,

(iii) luran eksplotasi/produksi tambahan atas- Mineral yang dickspor.

{iv]) Pajak penghasiltan atas segala jenis keuntungan yang diterima atay
diperoleh Perusahaan, :

{v) Pajak penghasilan pergrangan.
{vi} Pajak-pajak atas bunga, dividen dan ruyalti.

il

Pajak Pertambahan HNilai { PPN )} atas pembelian dan penjualan ba-
rang -barang kena pajak, :

{vifi) Bea meterai atas dokumen - dokumen yang sah.

Bea masuk atas barang - barang yang difmpor ke Indonesia.
{x}

Pajak Bumi dan Bangunan { PBB ] untuk :
a. Wilayah Xontrak Karya atau Wiltayah Pertambangan, dan

b. Penogunaan tanah  dan ruangan dimana Perusahaan membangun fa-
§ilitas untuk operast penambangannya.

v (=) Pungutan - pungutan, pajak-pajak, pembebanan-pembebanan  dan heaubga
yang dikenakan oleh Pemerintah Daerah di Ingonesia  yang telab di-
‘setujui oleh Pemerintah Pusat.

{xii) Pungutan-pungutan administrasi umum dan pembebanan - pembebanan
untuk fasilitas atau jase dan hak-hak khusus yang diberikan oleh
Femerintah sepanjang pungutan-pungutan dan pembebanan-pembebanan -
ity telah disetujui olehr Pemerintah Pusat.

(xiii} Pajak atas pemindahan hak pemilikan kendaraan bermotor dan kapal
di Indonesia.

Perusahaan tidak wajib membayar lafn-lain pajak, bea-bea, pungutan - pu-
ngutan, sumbangan - sumbangan, pembebanan - pembebanan  atau biaya - biaya
sekarang maupun dikemudian hari  yang dipungut atau dikenakan atau di-
csetujui  oieh Pemerintah selain dari yang ditetapkas - dalam Pasal ind dan

dalam ketentuan manapy ersetujuan ini,~!
. i

1. luran tetap untuk Wilayah Kontrak Karya atau Wilayah Pertambanrgan.

Perusahaan herus membayar, dalam Rupiah atav dalam  mats wang lain
yang disetujui  bersama, sejumlah wvang wntuk tiag tahun sebagat
furan te*ap yang akan dihitung menerut  jumlah hektar yang terma-
suk dalam Wiiayah Kontrak Kary: atay Wilayah  Pertambangan ber-
turut - turut dihitung.

e e e T
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ARTICLE 13
TAXES AND OTHER FINANCIAL OBLIGATIONS OF THE COMPANY

Subject to the terms of this Agreement, the Company shall pay to
the Govermment and fulfill its tax liabilities as hereinafter
provided:

(i) Deadrent i respect of the Contract Arez or the
Mining Area.

(i1) Royalties in respect of the Company's production of
Minerals.

(i1ii) Additional royalty in respect of Minerals exported.

(iv) Income taxes in respect of 2ll kinds of profits
received or accrued by the Company.

(v) Personal income tax,

(vi) Withholding taxes on interest, dividends and
royalties,

(vii) Value Added Tax on purchases and sales of taxable
goods.

(viii) Stamp duty on legal documents.
(ix) Import duty on goods imported idntc Indonesia.
(%) Land and Building Tax (PEB) in respect of:

(a) the Contract Area or the Mining Area, and

(b) the use of land area and space in which the
Company constructs facilities for its mining
operations. .

(xi) Levies, taxes, charges and duties imposed by
Regional Government in Indonesia which have been
approved by the Central Government.

(xii) General administrative fees and charges for
facilities or services rendered and special rights
granted by the Government to the extent that such
fees and charges have been approved by the Central
Government,

(xiii) Tax on the transfer of ownership of motorised
vehicles and ships in Indonesia.

The Company shall not be subject to any other taxes, duties,
levies, contributions, charges or fees now or hereafter levied or
imposed or approved by the Government other than those provided
for in this Article and elsewhere in this Agresment.

1. Deadrent in respect of the Contract Arez or the Mining Area

The Company shall pay, in Rupiah or in such other currencies
as may be mutually agreed, an znnual amount &3 deadrent tp
be measured by the number of hectares dncluded in the
Contract Area or Mining Ared respectively, calculzted om

n—-l'!“*——'m e P — TeTEyT T e T ey Y
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pada tanggal 1 Januari dan 1 Juii dari ~seliap Tahun, dan pemba-
yaran - pembayaran itu akan dilakukan d1muka dalam dug kali pem-
bayaran mésing - masing dalam waktu 30 (tiga puluh) hari satelah
tangggal - tanggal tersebut selama Jangka  waktu Fersetujuan ini
dan dapat dibayarkan sebagaimana  ditetapkan dalam Lampiran "0".

Iuran ekspiotasf / produksi { royalti ] untuk Mineral  yang Hipruduk-
51 Peruszhaan, .

(i) Perusahaan akan membayar jyran eksplotasi/ produksi untuk Kadar
mineral dari  hasil produks? { sebagaimana dirumuskan dalam
Lampiran F® } dari Wilayah rertambangan, sepanjang setiap -
rneral dari hasil produksi 1ty merupakan Mineral yang ni-
lainyz sesual dengan kebiasaan umum  dibayar atau dibayarkan
kepada Perusahsan oleh pémbelf., Iuran eksplotasi/produksi akan
dibayar dalam Rupiah atau mata wang iain  yang disetujui
bersama dan akan dibayar pada atau  sebelum hari  terakhir
dari bulan setelah tiap triwulan. Setiap pembayaran harus di-
sertai dengan suatu pernyataan yang cukup teringi yang menun-
Jukkan  dasar perhitungan furan eksplotasi/produksi untuk penga-
palan-pengapalan atay penjualan-penjualan yang . dilakukan selama
triwutan  sebelumnya. )

furen eksp]utasi!pruduksi gkan dihitung. degan tarip yang dite-
tapkan daiem Lampiran "F" sebagai berikut:

(a} tonase atau jumlah berat -yang digunakan di dalam perhi-
tungan adalah jumlah yang diserahtkan  bagi pengapalan ekspor
atay -penjualan daiam negeri. Daiam hal konsentrat atau
dore buliion, jumleh &erat setiap mineral yang dikenakan
iuran eksplotasi/produksi ditetapkan secara tepat dengan me-
tudz perhitungan yang dapat diterima secara intermasional.

} - {b} untuk Mineral-mineral yang mempunyai kuotasi harge London

E " Meial Exchange atav yang mempunyai kadar mineral vang 1akuy
dijual dan mempunyai Kuctasi harga IME, harga yang dipakai
dalam perhitungan adalan harga rata - rata harian yang

ditentukan oleh " The London Metal Exchange"™ yang dicatat
periama pada wakiu atav setelah tanggal . pengapalan
untuk ekspor atav penyerahan kepada pembeli dalam negeri,
untuk tipe atau kadar mimeral bersangkutan yang sams atau
-paling ekivaien yang diperdagangkan .dan sebagaimana dicatat
pada hari itu dalam Metd] Bulletin.

{c] untuk Mineral-mineral {selain emas} yang tidak mempunyai ca-
tatan harga London Metal Exchange, harga yang dipakal dalam
perfhiitungan adalah  harga rata-rata harian yang dicatat per-
tama setelah tanggal pengapalan ekspor atap penyerdhan  ke-
pada pembeli dalam negeri, sebagaimana diterbitkan pada
hari itu dalam “Mgtal Week" '

%y (d) deiam hal emas, harga yang dipakzi dalam perhitungan ada-
Tzh harga emas yang ditertukan pada jam 15.00 yang dise-
tejul coleh para anggota London Gold Market pada hari
pengapalan ekspor atau penyerahan kepada pembeli datam
negeri dan seperti  tercatat umtuk hari ity dalam “Me-

talt  Bulletip”.
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January 1st and July 1lst of each Year, such payments to be
made in advance and in twn instalments each payable within
thirty {30) days after the said dates during the term of
this Agreément and payabie as stipulated in Annex "0F
attached hereto,

Royalties in respect of the Company's production of Minerals

{1}

The Company shall pay royalties n respect of the
mineral content of products {as Jefined in Annex
“FH) from the Mining Area, to the extent that any
mineral in such products shall be a mineral for
which value according to general practice s paid or
paid to the Company by a buyer. Royalties shall be
paid in Rupiah or such other currency as may be
mutually agreed and shall be paid on or before the
last day of the month following each calendar
gquarter. Each payment shall be accompanied by a
ctatement in reasonable detail showing the basis of
computation of royalties due in respect of shipments
or sales made during the preceding calendar guarter,

Royalties will be competed from the rates snecif fed
in Annex “F" as follows:

fa) the tonnage or guantity by weight used in the
cumputation shall be that gquantity delivered
far export shipment or for domestic sale. In
the case of concentrates or dore bullion, the
quantity by weight of each mineral subject to
reyaity shall  be  properly determined by
intarnationally accepted assay methods,

{t) for those HMinerals having a London Metal
Exchange price gquatation or for which the
saleable mineral content has an LME price
quotation the price used 1in the camputation
shall be the average of the daily fixings for
the London Metal Exchange first quoted on or
aftar the date of export shipment or deitvery
to a dgmestic buyer, for the same or @ost
equivalent traded type or grade of the Minerals
concerned and as rmuoted for that day in the
“Metal Builetin”.

{¢} for those Minerals {other than gold) having no
London Metal Exzhamae price quotation the price
uted in the computation shall be the average of
the daily price first guated after the date of
axport shipment or delivery to a domestic buyer
as published for that day in."Metals Week".

fd) in the case of gold the price used in
comnutation shall be the 15.00 hours daily gold
Fixing as agreed by members of the fonden Gald
Market on the day of expart shiphent v
delivery to a domestic buyer and as nquirkbel far
tirat day in the *Matal Bulletin®,




(e)

(f)

(g)
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juran eksplotasi/produksi akaen bertambah atau berkurang
dalam perbandingan yang sama, sebagaimana harga yang
berlaku sekarang berbeda dari harga-harga yang tercantum
dalam bLampiran “F" untuk tiap - tiap mineral yang ter-

jual

Pemerintah akan (atas permintaan tertulis dari Ferusghaanj
merinci harga metal dan besarnya ijuran ek§p1ctas1!pra-
duksi pada lajur 5 Lampiran "F" untuk Mineral yang
tidak ada patokan harga dasarnya.

1). Dalam hal emas : -ﬂi

a) Jika harga jual emas adalah US § 300 per troy ounce.

atau lebih rendah, iuran eksplotasi/produksi yang
dikenakan adalah :1% dari harga Jjual.

b) Jika harga jual emas adalah US § 400 per troy ounce
atau lebih tinggi, iuran eksplotasi / produksi vyang
dikenakan adalah': 2% dari harga Jjual.

€) Jika harga jual (G) emas adalah diantara US55 300 per
troy ounce dan US% 400 per iroy ounce, iuran
eksplotasi/produksi  yang dikenakan adalah :

[ 1 + (6G-300) ] % dari harga jual.

[
[ 100 7

Z). Dalam hal perak :

a) Jika harga jual perak adalah uUss 10 per troy
vunce atau lebih rendah, iuran eksplotasi/produksi
yang dikenakan adalah : 1% dari harga jual.

b) Jike harga jual perak adalah US § 15 per troy ounce
atau Tebih tinggi, iuran eksplotasi /produksi yang
dikenakan'. adalah : 2% dari harga Jual. .

c) Jika harga jual (S) perak adalah diantara US $ 10
per troy ounce dan US% 15 per troy ounce, iuran
eksplotasi/produksi yang dikenakan adalah :

[1+(S-10) ] %dari harga jual.

| wseae
[ 5

3) Dalam ndl platina:

7]
—

Jika harga jual platina adalah US § 750 per troy ounce
atau lebih rendah, iuran eksplotasi / produksi yang
dikenakan adalah : 1% dari harga jual.

b) Jika harga jual platina adalah US § 925 per troy
punce atau lebih tinggi, iuran eksplotasi/produksi
yang dikenakan adalah: 2 £ dari‘ harga jual.

Y
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the royalty shall be increased or decreased in
the same proportion that the current price
shall be different from the prices set out in
Annex “F" for each mineral sold.

the Government shall (upon written request from
the Company) specify the metal price and
royalty rate in column 5 of Annex “F" for those
Minerals for which no price reference is given.

1).

a)

b)

c)

2).

a)

b)

c}

a)

b)

In the case of gold :

If the sales price of gold is USS 300 per
troy ounce or lower, the applicable
roga]ty rate shall be : 1% of the sales
price.

If the sales price of gold is USS 400 per
troy ounce or higher, the applicable
royalty rate shall be : 2% of the sales
price.

If the sales price (6) of gold is between
USS 300 per troy ounce and USS 400 per

troy ounce, the applicable royalty rate
shall be :

% 1+(6G-300)71% of the sales price

———

[ 100 ]
In the case of silver :
If the saies price of silver is USS 10 per

troy ounce or lower, the applicable
royalty rate shall be : 1% of the sales

‘price.

If the sales price of silver is USS 15 per
troy ounce or higher, the applicable
royalty rate shall be : 2% of the sales
price. .

If the sales price (S) of silver is
between USS 10 per troy ounce and USS
15 per troy ounce, the applicable royalty
rate shall be :

[ 1+(5-10) ]%of the sales price
[

-

[ 5 ]
In e case i platinum :

If the sales price of platinum is USS
750 per troy ounce or lower, the
applicable royalty rate shall be : 1% of
the sales price.

If the sales price of platinum is USS
925 per troy ounce or higher, the
applicable royalty rate shall be : 23 of
the sales price.




(i)

(§i1)

i

(c) Jika harga jual (P) platina adalah diantara US § 750 per
troy ounce dan US § 925 per  troy vunce iuran
eksplutasi/produksi yang dikenakan adalah :

[1+(P-750)1%dari harge jual.

sebagai contoh:

Jika harga emas yang digunakan untuk pernitungan +dalah
US $ 355,00 per truy ounce dan harga perak ada{a{ q; ;
5,72 per truy ounce dan bullion tersebut FEFdlrl ari
93 emas dan ©7% perak dan 4% produksi ikutan Tain-
nya yanq tidak dapat dipisahkan, maka iuran eksplotasi/
pruduksi yang harus dibayar untuk setiap tun {32.150,746
troy vunce) dari bullion yang dikapdlkan akan dihitung
seperti  berikut:

1]

luran eksplotasi/proouksi emas = [ 1 + ( Jéiaggg] 1=1,55%.

1%

luran eksplotasi/produksi perak
Kandungan emas (9%) : 2.893,5671 troy wounce.
Kandungan perak (87%) : 27.971,1490 truy ounce.

[uran eksplotasi/sproduksi emas=1,55% dari ($ 355x2.893,5671)
=1,4%52 dari (% 1.027.216,38)
=S § 15.921,85

luran ekspiotasi/produksi perak-1% dari (5 6. 72x27.971,1450)
=1Z dari ($ 159.994,97)
=S § 1.599,95.

Jumlah juran eksplotasi/produksi -USS 15.921 A5+USS 1.599,%
=Us § 17.521,80.

Perusahaan mengusahakan agar setiap penambangan, pengolahan
atau pengerjaan dari bijih sebelum penjualan dalam negeri atau
pengapalan ekspor sesuai dengan nurma - norma  internasional
yang dapar diterima serta layak secara ekonumis dan teknis,
dan sesuai dengan norma-nurma tersebut Perusahaan akan menggu-
nakan semua usaha dengan wajar untuk mempertinggi perolehan
bijih seoptimal mungkin dari cadangan yang telah diuji dan
perulehan Mineral secara metalurgi dari bijih, yang secara
ekonomis dan  teknis dapat dilaksarmakan, dan akan menyerahkan
pembuktian  kepada Departémen bahwa Perusahaan telah melakukan
usahanya yang sesuai dengan itu. luran  eksplotasi/produksi
tidak dibayar untuk setiap bahan galian industri yang dipe-
ruoleh dari  Penqusahaan dan dipargunaken oleh Perusanaan bagi
kepentingan masyarakat seperti, tetapi tidak terbatas pada
jalan-jalan, jembatan-jembatan, rel kereta ap1, fasilitas
pelabuhan, lapangan udara, gedung pertemuan , rumah atau se-
tiap prasarana lain yang digunakan untuk Pengusahaan.

Fpabila menurut pendapat Pemerintah, Perusahaan gagal, tanpa
alesan yang kuat untuk memperoleh Mineral - mineral sesuai
dengan tingkat perolehan (recovery rate) yang dinyvatakan dalam
Studi Kelayakan, Pemerintah dapat memberitahukan secara tertu-
1is kepada Perusahaan. Dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah me-
nerima pemberitahuan ini, Perusahaan akan:

A
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c] 1f the sales price [P} of platinum is
between USE 750 per troy ounce and USS 9235
per troy ounce, the applicable royaity
rate shall be :

[ 1+ (P -750 ) 1% of the sales price

For example ;

1f the gold price used for computaiion is S
356,00 per troy ounce and the silver price s US
$ 5.77 per troy ounce and the bullion consists
of 9% gold and 87% silver and 4% other non
recoverable associated products then  the
royalty due on each wetric tonne {32,150.745
troy ounces) of bullion shipped would be
computed as follows.

Royalty rate for Geld = [ 1 + (355 - 300) 1%

Royalty rata for Silver = 1%
Gold Content {9%) 1 2,893.3671 troy cunces
$ilver Content (87%) : 27,971.1450 troy ounces

Gold Royalty 1.55% of (5355 x 2,B93.5671)

1.55% of {51,027,216.36)
Uss 15,921.85

g 1

Sitver Rovalty = 1% of {85.72 x 27,971.1430)
1% of ($159,994.97)

Uss 1,599.95

Total Royalty

Uss 15,921.85 + IS§ 1,599.95
uss 17,521.80 -

The Company undertakes that aay mining, procassing
or truatment of ore prior to doaestic.sale or export
shipment by the Company shall be conducted in
accordance with such generally accepted
jnternational standards as are econgmically and
tachnically feasible, and in accordance with such
standards the Company undertakes to  use all

- reasonable efforts to optimise the minina recovery

of ore from proven reserves and metallurgical
recovery of Minerals from the ore provided it is
economicaliy and technically feasible to do so, and
chall submit evidence to the Minfstry of compliance
with this undertaking. Royaity snail not be payabie
on  any indusfrial minerals derived from the
Enterprise and used by the Company for public
purposes such &s but not limited to roads, bridges,
railways, port faciiities, airports, commenity

‘buildings, housing or any other infrastructure used

in rejatiocn to the Enterprise.

[f in the opinion of the Government, the Company is
fziling without good cause 10 recover Minegrals at
the recovery rate dndicated in the feasibility
study, 1t may give nagtice. in writing 10 the
Company. Within three {31 months of tne receipt of
this noTice the Company shall either:
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{2) memulai pekerjzan untuk memperbaiki metoda pertambangan,
pengerjaan dan fasil{tas pengolahan sebagaimana dikehendaki
Pemerintah, dengan ketentuan bahwa Perusahaan dalam keadaan
apapun tidak diwajibkan melakukan kegiatan penambangan, pe-
ngolahan atau pemurnian selain dari  yang ditetapkan dajam
Pasal 13 ayat 2, sub - ayat {ii), atau

{b) menyerahkan kepada Pemerintah bukti-bukti  yang membenarkan
hasil pekerjaannya sesuai dengan Pasal 13 ayst 2, sub-ayat
{i1}. Dalam hal Pemerintah tetap tidak puas atas hasil pe-
kerjaan Perusahaan daiam menambang bijih dari cadangan yang
telah diujf dan mempersieh mineral dari bijih, maka Peme-
rintah berhak wuntuk melaksanakan studi teknis  yang tidak
memihak guna menetapkan suatu tingkat pergiehan rata - rata
yang wajar dengan memperhatikan sifat dari cadangan bijih
yang telah diuji dan %kelayakan ekonomis serta teknis untuk
mencapat  peningkatan perolehan bagi  Perusahaan sesual de-
ngan Pasal 13 ayat 2, sub-ayat {{i}. Studi tersebut akan di-
laksanakan oleh konsuTtan yang diakui  secara = internasi-
onal, ditunjukx oleh Pemerintah dan  disetujui  oleh Peru-
s¢haan. Pemerintah dan Perusahaan akan mempunyai hak untuk
menyiapkan bahan-bahan bagi konsultan tersebut. Jika kon-
sultan tersebut berpendapat bahwa pelaksanaan dari operasi

Perusahaan tidak memwaskan, maka biayanya akan ditanggung.

oleh Perusahaan. Jikea konsultan berpendapat bahwa pelaksa-
naan kewajiban Perusahaan adalah mooueaskan, maka biayanya
akan ditanggung oleh Pemerintah.

Apabiia setelah selesai studi tersebut, Perusahaan gagal,
dalam suaty jangka waktu yang wajar, untuk mencapai tingkat
perolehan yang ditetapkan oleh studi itu, Pemerintah berhak
apabila Perusahaan kemudian tidak menjalankan pelakseanaan
dalam Pasal 13 ayat 2, sub-ayat (if) untuk meningkatkan se-
carag proporsional iuran eksplotasi/produksi yang berlaku
atas Mineral yang diserahkan untuk pengapalan ekspor atau
penjuatan dalam negeri secara sebanding, sepanjang pero-
lehan mineral yang bersangkutan  oleh ~ Perysahaan kurang
dari tingkat perolshan rata -rzta yang wajar sebagaimana di-
tunjukkan olen studi tersebut.  Tetapi  tidak sekali -
kali pembayaran  kenaikan iuran eksplotasi/produksi demi-
kian 1ty membebaskan  Peruszhaan dari  kewajibannya untuk
mentaatl pelaksanaan  Pasal 13 ayat 2, sub- ayat (ii).

luran eksplotasi / produksi tembahan atas Mineral yang diekpor.

Perusahaan akan membayar dziam Rupiah atau dalam mata uang lain se-
bagaimana disetujui bersama, {uran eksplotasi/produksi tambahan atas
Mineral yang dieksper kecuali bila ditetapkan Tain daiam lajur &
dar{ Lamp1rqn "G@v, Iuran eksplotasi/produksi tambahan hanya akan di-
bayar sepanjang setiap logam.. atau mineral dalam hasil. produksi ekspor
Perusahaan adalah unsur ¥yang nilainya menurut Kebiasaan umum ciba-
¥ar kepada Perusahaan oleh pembeli. Iuran eksplotast/produksi tamba-
Eﬂf yang akan dibavar adal)ah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran

6" . luran eksplotasi / produksi tambaban tidak  dikenakar  yntuk
emas, perak .

e}

L The
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{a) commence work to Jimprove its mining method,
treatment and processing faciiities  to the
reasonable satisfaction of the Government,
provided that the Company shall in no event be
ohliged %o conduct mining, processing or
treatment activities otherwise than as provided
in  sub-paragraph (if) of this Article 13
paragraph 2.

{b) submit to the Government evidence in
justification of fts performance in accordance
with sub-paragraph {if} of this Article 13
paragraph 2. In the svent that the Govermment
remains unsatisfied with the Company's
performance in mining ore from the proven
reserve and recovering Minerals from the ore,
the Government shall have the right to
caommission independent technical studies to
determine a fair average recovery rate taking
into account the nature of the proven reserve
gnd the ore and the ecopomic and technical
feasibility of achieving increased recovery by
the Company in accordance with sub-paragraph
{ii) of this Article 13 paragraph 2, Such
studies shall be carried cut by internationally
recognised consultants  appointed by the
Government and agreed to by the Company. The
Government and the Company shall have the right
to prepare submissions to the consultants, If
the said consultants find that the performance
of the Company's aperations is not
satisfactory, then the cost shall be borne by
the Company. If 4t s found +that the
performance of the Company's aobligation is
satisfactory, then the cost shall be borne by
the Bovernment,

If following the completion of such studies,
the Company fails within a reasonable period to
achieve the recovery rate indicated by such
studies, the Boverrment shall have the right if
the Company 1{s not then opbserving iJts.
undertaking in sub-paragraph (i1) of this
Article 13 paragraph 2 to increase the rayalty
applicabie ta the Minerals delivered for export
shipment ar domestic saie in proportion to the
extent that the recevery of such MWinerals by
the Company falls short of the fair average
rate indicated by such studies., Eut at no time
shall the payment of such increased royalty
free the Company from the obligation to cbserve

1*s undertaking in sub-paragraph {11} of this
Ariicie 13 paragraph 2.

Additional royalty in respect of Mirnerals exported

The Company shall pay in Rupiagh or fn such ather currencies
as may be mutually agreed, additional royalty in respect of
Minerals exported except as otherwise stipulated in column &
of Annex "G" attached hereto, ' Additional royaity shall be
payable only to the extent that any metal or mireral in
the Company’'s export products shall be an slement for which
value s according to general practice paid to the Company
by a buyer. The rate of additional royalty to be paid shall
be ag stipulated in Anmex “G" attached hereto. Adcitional
royaliy shall not be payable on the export of gold, silver
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gtau platina dalam bentuk Mineral Ikutan atau batangan dore hul-
lian yang diekspor, Tatacara wuntuk perhitungan  duran eksplo-
tasi/produksi  tambahan akar sama Ssepertl tatacara perhitungan
iuran eksplotasi f produksi sebagaimana tercantum 'dalam ayat {2) Pa-
sal 13 int dengan penyesuaian seperlunya; Pemerintah  akan {(atas
permintaan tertulis dari Perusahaan} mene;apkan jenis  hasil pro-
duksi  yang dapat dikenakan dJuran produksi tambahan  dan  hasil
produksi mineral yang tidak dicantumkan  dalam -kolam & Lampiran
FIGII‘

Pajak penghasiian atas segala jenis keuntungan  yang diterima
gtav diperoleh Perysahaan.

{1} Perusghaan akan membayar pajak penghasiian perseroan atas
pendapatan, yaity setiap tambahan kemampuan ekonomis  yang
diterima - atau diperoleh Perusahasn, baik  yasg berasal  dari
Indonesia maupun  dari luar Indomesia, dengan nama dan ben-
trk  apapun, termasuk, tetapi  tidak terbatas kepada ]aba
bruto atas usaha ., dividen, bunga dan royalti dan tarip
pajak yang akan dikenzkan selama jangka waktu Persetujuan
in adalabh sebagai berikut :

{a) tarip pajak 15% untuk penghasilan  kena pajak sampai de-
ngan  Rp. 10.000,000,00 { sepgluh jutz Rupiah).

{b) tarip pajak 25% untuk penghasilan kena pajak di atas Rp.
10.000.000,00 { sepuluh juta Rupiah ) sawpai dengan Rp.
20.000.000,60 { lima pulub juta Rupiah ).

{c} tarip pajak 35% untuk penghasilan  kena pajak di atas
Rp. 50.000.000,00 { lima puluh Jjuta Rupiah).

(11) Untuk tujuan-tujuan perhitungan penghasilan kena pajak akan ber-
laku tatacare perhitungan pajak perseroan sebagaimana  ter-
cantum dalam Llampiran "H" yang wmerupakan bagian dari
Persetujuan ini, kecuali ditetapkan lain dalam Persetujuan
ini dan dalam Lampiran “H" tersebut, maka ketentuan- ketentuan
sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984,
Undang-Undang No.7 Tahun 1983 dan peraturan pelaksanaanya akan berlaku.

Pajak  penghasitan  perorangan

(i} Perusahaan akan menahan dan menyetorkan  pajak - pajak peng-
hesilan atas  upah pegawal - pegawai Perusahaan sesuai dengan
Pasal 21 Undang - Undang Pajak  Penghasilan 1984, Undang -
Undang NWo. 7 Tahun 1983,

{i1} Orang Asing yang dipekerjakan atau digunakan gleh Perusahaan
atav Subsidiarinyz atau Sup- Kontraktornya dan yang herada di
Indonesia kurang dari 183 { seratus deiapan puluh  tiga) hari
dalam setiap Jangka waktu 17 (duz belas) bulan akam  terken:
Fajak pengahsilan yang ditahan | withhulding tax] dengan tarip 20%
{ atau persentase lain  yang Tebih rendah  karena
diverlakukannya satu Perjanjian Pajak Ganda yang relevan)
atas penerimaan  bruta  untuk  jasa - Jjasa yanyg dilaksanakan
di Indoensia

& ]
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or platinum in the form of Associated Minerals or dore
bullion bars. The rules for calculating additional royalty
shall be, with necessary adjustment, those rules of
computation of royalty as referred to in paragraph 2 of this

Article 13. The Government shall (upon written request from

the Company) determine the type of product eligible for
additional royalty for Minerals and mineral products for
which no product is specified in column 6 of Annex "G".

Income taxes in respect of all kinds of profits received or
accrued by tiue Company

(i) The Company will pay corporate income tax on income,
meaning any increase in economic prosperity received
or accrued by the Company, whether originating from
within or without Indonesia, in whatever name and
form, including but not limited to gross profit from
business, dividends, interest and royalties and the
tax rates which shall be applied throughout the term
of this Agreement shall be as follows:

(a) 15% tax rate for taxable idncome up to
Rp 10,000,000 (ten million Rupiah, Indonesian
currency);

(b) 25% tax rate for taxable income from Rp.

- 10,000,000 (ten million Rupiah, Indonesian

currency) to Rp 50,000,000 (fifty million
Rupiah, Indonesian currency):

(c) 35% tax rate for taxable income above
Rp 50,000,000 (fifty million Rupiah, Indonesian
currency);

(ii) For the purposes of calculation of taxable income
the rules for computation of corporate income tax as
provided for in Annex "H" attached to and made part
of this Agreement shall apply and except as
otherwise stipulated in this Agreement and the said
Annex "H", the rules as provided in Income Tax Law
1984, Law No. 7 year 1983 and its implementations,
shall apply.

Personal income tax

(i) The Company shall withhold and remit income taxes on
remuneration of the Company's erployees according to
Article 21 of Income Tax Law 1984, Law No. 7 year
1983.

(ii) Expatriate Individuals who are.cmployed or engaqged
by the Company or its Subsidiaries or its
sub-contractors and who ere precent in Indanasia for
less then 183 days in any twelve month periad shall
be subject to withholding of tax at the rate of 20%
(or such lesser percentage as shall apply under any
relevant Double Tax Agreement) on the aross
remuneration for services rendered in Indonesia
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berdasarkan Pasal 26 Undang - undang PaJak Penghasilan 1984,
Undang - undang HNo. 7 fahun  1983. Pquhasiiap dari Perorangan
Astng demikian ity yang terkena pajak  di Indonesia hanya
akan mencakup upah  yang dibayarkan kepada mereka atas jasa
yang dilakukan di Indomesia. e

({ii} Orang Asing yang dipekerjekan atau digunakan oleh Perusahaan,
Subsidiarinya atau Sub - Kontraktornya dan - yang perada  di
Indonesia lebih dari 183 { seratus delapan puluh  tiga} hari
dalam setiap jangka waktu dua belas hulan atau bermaksud
untuk bertempat tinggal di Indonresia, akan terkena pajlak
penghasilan perorangan Indonesia, Perusahaan akan memotang
pajek penghasilan perorangan berdasarkan Pasal 21 Undang -
Jndang Pajak Penghasiian 1984, Undang - undang Mo, 7 Tahun
1983. dari penghasilan yang diterima pegawai darl Perusa-
haan dengan mempertimbangkan peraturan yang berkenaan dengan
penghasilan yang dapat dikurangi. Penghasilan  Perorangan A-
sing tersebut mencakup segala jenis pendapatan yang diba-
yarkan kepada mereka oleh majikan, tetapi  tidak  termasuk
tenjangan  tambahan yang tidak dapat dipotong dalam memper-
hitungkan kena pajak Perusahaan atau seperti  diutarakan
dalam paragrap 7 Lampiran "H".

Pajak - pajak atas bunga, dividen dam royalti.

Berysahaan dan Subsidiarinya sesuad  dengan undang-undang dan pera-
turan-peraturan yang berlaku pada waktu ditandatanganinya Persetuluan
jni harus memotong dan menyetorkan kepada Pemerintah pajak palak
yana dipotong dengan tarip  yang tidak melebihi  seperti ditentukan
datam Pasal ini (atau tarfp Tlain yang lebih rendak yang karena di-
berlakukznnya suatu Perjanlian Pajak Ganda yang relevan) terhadap
yang therikot :

{i] Dividen, bunga dalam bentuk apapun termasuk jaminan hutang;

[ii) Sewa-sewa, royalti dan kompensasi lainnya sehubungan dengan pe-
makaian atas hak-hak dan milik;

{i1i) Kompensasi yang dibayarkan untuk bantusn  tekailk - atau jasa
manajemen yang dilakukan di Indonesia.

Tarip Pajak yang berlaku sejsk ditandatanganinya Fersetujuan ini adalah
15% {lima belas persen) dalam hal pembayaran untuk pembayaran pajak pen-
duduk tetap dan 20% {dua puluh persen; dalam hal pembayaran untuk
pembayaran pajak  yang bukan -penduduk tefap.

Pajak Pertambahan WMitai {PPN) atas pembelian dan penjualan  barang
barang kenz pajak. -

(i) Perusahaan bharus didaftarkan sebagail pengusaha kena pajak
untuk Pajak Pertambahan Nilai dan dengan demikian Pajak Per-
tambahan Nilai harys diksnoken pada :

{a) Penjualan produksi didalam negeri termasuk tetapl tidak
terbatas kepada dore bullion dengan tarip 10% ({sepuluh
persan] dari harga jual atau tarip Tain sesyal  dengan
undang-undang pajak dan peraturan-peraturan  yang berlaku,
dan untuk penjualan  ekspor atas hasil produksi dengan
tarip 0% (nol persen) dari harga jual.

{b) Dengan mengingat ketentuan Pasal 12, barang - harang kena
pajak yang diimpor seperti peraiatan - dan
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based on Article 26 Income Tax Law 1984, Law Mo. 7
year 1983. The dncome of such Expatriate
Individuals which s taxable in Indonesia shall
jnclude only remuneration paid to them for services
rendered in Indonesia. '

{11} Expatriate Individuals whi are employed or engaged
by the Company or its Subsidiaries or its
sub-cgntractors and who are present in Indonesia for
more than 183 days in any twelve manth geriod or
intend to reside in Endonesia, shall be liable for
indonesian personal income tax. The Company shall
deduct personal income tax based on Article 21
Income Tax Law 1984, lLaw MNo, 7 year 1883 from the
jncome received by the employee from the Clompany
With consideration being given to the regulations
reiating to deductible income. The income of such
Fxpatriate Individeals shall include &11 kinds of
remuneration paid to them by their employer but
shall exclude employee benefits which either are noi
deductible in calculating the taxable income of the
Company or are set out in paragraph 7 of Anpex "H".S

§. Withholding taxes on interest, dividends and royalties

The Company and its Subsidiaries shall in accordance with
the laws and regqulations prevailing at the date of zigning
this Agreement withhold and remit to the Governmant
withholding taxes at the rates not exceeding those spacified
in this Article (or such lesser vates as shall be applicable
under any relevant Double Tax fgresment) upon the folliowing:

f1} Dividends, interest in whatever form including lsan
guarantess;

{i1) Rents, royalties and other compensation related fo
the use of rights and property;

{iii} Compensation paid for technical assistance on
management services perfermed in Indonesia,

The rate of such withholding tax prevailing as at the date of
signing this Agreement is fifteen percent ?15%] in the case of
payments to a resident taxpayer and twenty percent (204) in the
case of payment made to a non resident taxpayer.

7.  Vaiusz Added. Tax ([YAT) on purchases and sales of taxable
gaods

(i) The Company shall be registered as a taxanle firm for
Valne pdded Tax purposes and, accordingly, the Value
Added Yax shall be-imposed on .

{a) Bomestic sales of production inctuding but not
limited to dore bullicn at a rate of ten percent
[10%) of the sales wvalee or any other rate in
accordance with the prevailing .tax laws and

¢ requlations, and export sales of production at

a rate of zero percent (0%} of the sales value.

(b} Subject to the provisions of Article 17 imported
taxable goods such as  equipment  and other
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aj f luh per-
keperluan-keperluan lainnya dengan tarip 10% (sepu p
5:ﬁ} atau tgrip lain sesual dengan undang-undang-dan per
aturan - peraturan perpajakan yang berilaku.

Usaha jasa kena pajak dari dalam negeri yang dipakal Pe-

el rusahain untuk pgkerjaan- konstruksi {seperti gedung-gedung,
jalan-jalan, jembatan-jembatan dan Jasa seJenmis ieinnya) dan
pembelfan di dalam negeri atas barang - bareng kena pajak
dengan tarip 10% {sepuluh persen} atau tarip Tain sesual de-
ngan undang - undang dan peraturan-peraturan perpajakan yang
hertaku.

{ii) Sejak didaftarkan sebagai pengusaha kena pajak, kelebihan da-
ri pajak masukan PPN sebagaimana terlihat dalam Risalab
pengembailian Pajak yang dibuat Perusahaan dengan_D1rekturat
Jenderal Pajak akan dibayar kembali oleh Pemerintah kepada
Peruvsahaan sesuvai  dengan undang-undang dan peraturan-per-
aturan perpajakan  yang berlaku.

{ii1) PPN yang terhutang atas pembelian barang-barang didaiam ne-
geri dan barang-barang modal yeng diimpor oleh Perusahaan da-
pat ditangguhkan sesuai dengan keputusan Mentary Keuarigan
No. 827 tahun 1984 atay peraturan - peraturan atau keputusan -
keputusan  sejenis  dengan memperhatikan  berlakunyz kepulu-
san-keputusan tersebut.

{1v) Pajak penjualan atas barang mewah:

Terhadap harang - barang.yanhg diimpor atau barang - barang yang
dibeli didalam negeri yang dikTassifikasi sebagai barang-ha-
rang mewah, dengan tarip 102 {sepuluh persen) atau 20X (dua
puluh persen] dari nflaf f{mpor atau nilai pembelian dan
¢ihitung sedemikian rupa sehingga tidak  ltebih berat dari
peraturan-peraturan perpajakan yang berlaku. Pajaek penjualan
atas barang - barang mewah dikemakan diatas PPN sebagaimana
tersebut dalam Sub-paragrap (i}, paragrap 7 diatas.

Bea metgrai atas dokumen-dokumen.

Sebagaimana ditentukan dalam Undang - undang MHo. 13 Tahuﬁ 1985 ter-
tanggal 27 Desember 1985 tentang Bea  Meterad.

Bea masuk atas barang-harang yang diimpor ke Indonesia

{i} Pembebasan dan keringanan-ksringanan pajak  atas impor barang
barang medai, peralatan dan mesin dan  bahan-bahar diberikan
kepada Perusahaan berdasarkan Undang - undang No. 1 Tahun 1967
~tenteng Penznaman Modal Asing yang dirubah  dengan Undang.-

undang No. 11 Tahun 197¢ sebagaimana ditetapkan dalam Pasal
12 dfatas.

(i1} Barann-barang lain termasuk milik  pribadi akan tunduk kepada
perafuran - peraturan pajak Jimpor yang berlaku.

{iii) Cukaihatas tembakav dan minuman keras tonduk kepada ketentuan
perpajakan sesuai dengan undang - undang yang berlaku.

Pajak Bumi dan Bangunan {PEB)

Perusahaan akan  membaysr Pajak Bumi dan Bangunan {PEB} dalam Ru-
E1ankatau datam mats uang lain yang dapat disetujui bersama, sebagai
arikut:

{1] Fada waktu pericda-pericda Penyelidikan Umum, Eksplarasi, Studi
Kelayakan den.Kunstruksi suetu  jumlah  yang saema denoan jumlah
jurgn tetap {(deadrent). Pade wakiu Pericda Operzsi suatu Jumlah
¥ang  sams dengan  jumlah iuran tetap ditambah.

[1-3
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necessities at a rate of ten percent (10%) ar any
other rate in accordance with the prevailing tax
laws and regulations.

(c} Domestic taxable services hired by the Company
for’ conmstryction servizes (soch as building,
roads, bridges and other similar seryices) and
domestic purchase of taxable good: at a rate of
ten percent (10%) er any gther rate in accordance
#ith the prevailing tax laws and regulations.

{if) Fram *he date of registration as a taxable firm, the
excass of input VAT as shown in the Periodical Tax
Return filed by the Company with the [Directorate
aeneral of Taxation shall be repaid by the
Government to the Company in accordance with the
prevailing tax laws and regulations.

{1ii) ¥AT due on purchases of domestic and imported
capital goods by the Company may be deferred to a
later date %n accordance with the Decree of the
Minister of Finance No, B27 year 1984 or regulations
or decrees having similar effect, due regard heing
had to the validity of such Decrees.

{iv} Sales tax on luxury goods:

On imported goods or agoods domestically procured
which are classified as Juxury geods, &t a rate of
ten percent {10%) or twenly percent (208} of
imported or purchase valye and being calculated in a
mannar no mare onergus than in accordance with the
prevailing tax reaulations. The sales tax on Tuxury
goods is levied in addition to the VAT as mentionsd
in sub-paragraph (i) of this paradaraph 7 above.

8. Stamp duty on legal documents

As provided in Law Mo, 13 year 198BS dated December 27, 1985
re Stamp Duty.

9, {mport duty on goods imported into Indonesia

{i) Exemption and tax rellefs on import of capital
goods, equipment and machinery and supolies are
accorded to the Company by virtue of Law Ho. 1 year
1967 concerning Foreign Capital Investment as
amended by Law Mo, 11 year 1970 as provided 1n-
Article 12 above. .

f11) Other goods including personal affects are subject
“to prevailing ¥mport duty regulations.

(1i1) Excise tax on tobacco and liquor are subject to
taxation in accordance with the pravailing law.

b )

; 10, Land and Building Tax (P8R}

[ The Company shall pay Land and Building Tax (PBB}, in Rupiah
' . or in such other currencies as may be motually agreed, as
follows:

i) Ouring the General Survey, Exploration, Feasibility
studiss and Construction Periods an amgunt equal to
the amount of deadrent. During the Operating Perioc
an amoyunt equal to the amount of deadrent plus an
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l,
pajak bumi tambahan sebesar 0,5% x 202 dari penerimean kotgf

dari eperasi pertambangan. Pembayeran tersebut dilakukan separ)
t1 tertera dalam ayat 1 Pasal int, dan

(i1} satu jumlan yang ditetapkan berdasarkan meter persegi Jyag
tanah  dan (vas Tantai bangunan yang dipakai oleh Perusahaan
untuk fasiiitas yang tertutup untuk  umum, dan pembayaran ter-i
sebut akan dilaksanakan sepanjang  berlakunya- Fersetujyan
ini, sesuai dengan undang - undang dan peraturan - peraiuran
yang berlaku; dipahami  dan disetvjui bahwa tarip - tarip yang,
ake.. dikenakan kepada Perusahaan adalah tarip  yang  berlak, .
umum alam  industri Pertambangan di  Indonesia.

fil. Pungutan - Pungutan, pajak-pajak, pembebanan-pembebanan  dan bea-hea
ffl == yang dikenakan oplek Pemerintah Daerah di Indonesia yano telap
disetujui oleh Pemerintah Pusat  sesuazq dengan undang-undang dan
& peraturan-peratyran yang berlaky dengan tarip dan dihitung sedemi-
kian rupa sehingga tidak lebih berat dari undang-yndang dan peraturan -

peraturan yang = berlaku pada tanggal Persetujuan inj ditandats -
mgant. ) '

12. Pungutan-pungutan administrasi umum dan pembebanan-pembebanan vntuk
fasilitas-fasilitas atav  jasa-jasa dan hak-hak khusus  yang diberi-

kan oieh Pemerintah sepanjang pungutan - pungutan dan pembebanan -
pembebanan  itu  tejah disetujui aleh Pemerintah  Pusart,

13. Pajak atasg pemindahen  hak pemilikan,

{1} terhadap kendarazan-kendaraan bermator dipungut aiehk
Daerah  dimana kendaraan-kendaraan tersebut

R tarfp seswaf dengan pérsturan - peraturan
) yang refevan, o

Pemerintah
didaftarkan dengan
Pemerintah Daerah

(if) terhzdap kapal-kapal atay alat-alat angkutan jaut yang bekerja
di Indenesia dTpungut oleh Direktorat Jenderail Perhubungan

Laut, Bepartemen Perhubungan dimana kapal-kapal atau alat-ailat
angkutan laut tersshut didaftarkan.

Pemenuhan kewajiban Pajak dart Perysahaan danSubsidiarinya atay Afi)i-
asinya yang berhubungan dengan kewajiban-kewajiban formal dan maw
terial parpajakan sepertl  Nemor Pokok Wajib Pajak, Pengembalian
Pajak, pembayaran pajak, Pelaporan  dan hak-hak atas perpajakan ya- '
Tty keberatan atas besarnva pajak, pembayaran kempali, kredit
Pajak, kompensasi dan sanksi-sanksi adaiah  tunduk kepada ketentuan
ketentuan yang ditetapkan dalam Undang - undang Ppajak Penghasiian
Tahun 1984, Undang - undang Ng . 7 Tahun 1933 dan Undang - undang
No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajaian.

JTIST SRPT S RPLY S LR

Dalam meretapkan penghasilan bersih kena pajak darf Perusahaan, akan

diterapkan Prinsip-prinsip pembukuan yang sehat, konsisien dan gite-
rima  secara umum sebagaimana biasadigunakan dalam Tndyustei pertam-
bangan, dengan ketentuan, bahwa dimana ditemui olep Pemerintzh leb:h
dari satu praktek pemhikyan yang ditarapkan terhadap hal tertapty,
waka, Pemerintah akan berkonsultasi dengan Perusahaan untuk mene-
tapkan praktek mang yang akan diterapkan gleh Perusahaan sehubung-

an hal  tersebut. Tampa membatasi  ketentuan umum  tersebut, untuk !
tujuan pembukuan, Pemerintah dalam keadaan bagaimanapun, tidak akan !
terikat oleh sifat kKhusus sesvatu  transaksi dengan suatu Afiliasi
sebagatmana didalihkan oleh Perusahaan. Dalam hal Pemerintah memas-
tiken svaty pembayaran, notongan, pembebanap untuk  gerngeluzran -
Pengeluaran at{ay transaksi  Tainnya dengan  satu Afilfasi tidak wg-
Jar, Fayak dankunsfstendengan kebidgaan umum ¥ang diangt nleh pihak
pikak independen dajam SBseaty  transaksi Yang serupa | maka yntuk
tujuan menetagkan pajak penghasilan Perusahaan Pemerintah mengganti- -
ken pembayaran, Patongan, pembebanan pengeluaran atay transakst lainnys :

¥arq berlakyg 5€andainya  trangaksi AT herlangsung antsra pihas - gpi- i
her  independen,
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additional land tax egqual to an amount of 0.5% x 20%
of gross revenue from mining operations, Such
payment shall be made as 1in paragraph 1 of this
Article, and

(ii) an amount to be measured by the number of sguare
metres of land area and floor space used by the
Company for its facilities which are closed to the
public, and such payment shall be made during the
term of this Agreement in accordance with prevailing
laws and regulations; it is understood and agreed
that the tariffs imposed on the Company shall be
those of general application in the mining industry
in Indonesia,

11. Levies, taxes, charges and duties imposed by Regional
Government in Indonesia which have been approved by the
Central Government at rates and calculated in a manner no
more onerous than in accordance with laws and regulations
prevailing as.at the date of signing this Agreement.

12. General administrative fees and charges for facilities or
services rendered and special rights granted by the
Government to the extent that such fees and charges have
been approved by the Central Government.

13. Tax on the transfer of ownership

(i) on motorised vehicles 1levied by +the Rregional
Government where the vehicles are registered at
rates according to the relevant Reoional Government
regulations,

(ii) on ships or vessels working in Indonesia levied by
the Directorate General of Sea Communication,
Ministry ‘of Communication where the ships or vessels
are registered.

Tax compliance of the Company and its subsidiaries or .its
Affiliates in connection with formal and material tax obligations
such as Tax Identification Number, Tax Return, tax payment,
reporting and rights on taxation namely tax objectfen, refund,
tax rredit. compensation and penalties are subject te -provisions
provided in Income Tax Law 1984, Law No.7 year 1983 and Law No. b
year 1983 concerning General Tax Provisions and Procedures.

In determining the Company's net taxable incame, sound,
consistent and generally accepted accounling préaciples as
usually used in the mining industry shall be employed, provided,
however, that where more than one accounting practice.is found by
the Government to prevail with regard to any item, the Government
shall in consultation with the Company determine which practice
i ty be applied ny tne Company with reagard to the particular
item, Without limiting the generality of the foregoing, the
Government shall in no event be bound by the Company's
characterization of any transaction with an Affiliate for
accounting purposes. In the event that the Government
establishes that any payment, deduction, charge for expenses or
other transaction with an Affiliate is not fair, reasonable and
consistent with the general practice that would have been
followed by independent parties in conmection with a transaction
of a2 similar nature, the Government may, for the purposes of
determing the Company's income tax liability, substitute the
payment, deduction, charge for expenses or. other transactian
which would have prevailed had the transaction occurrad batwesen
independent parties.
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PASAL 14

PELARORAN, INSPEKSI DAN RENCANA KERJA

Perusahaan akan semantiasa menyiapkan dan memelihara d1 Indonesia, 13-
poran teknis yang teliti dan sistematis sehubungar dengan lapuraq
keuangan yang menunjukkan suatu gambaran yang benar dan bk, dari
semud kegiatannya, dan status dari cadangan tahan  galian terukur,
terkira dan mungkin, termasuk penambangan, pengolahan, pengangkutan dan
pemasaran, sesuaf dengan dasar-dasar pembukuan yang berlaku  umum
generally accepted accounting principles) yang dinyatakan dalam Rupiah
atau dengan persetujuan Menteri Kevangan dalam dollar Amerjka Serikat
yang sepadan. Laporan keuangan dan laporan lainnya akan dibuat dalam
bahasa Tndenesfa atau dengan persetujuanm Menteri Keuangan dalam baha-
sa Inggris. Peruszhaan akan menyerahkan kepadaz Pemerintah laporan
keuangan (Tinancial statements) tahunan yang terdiri  dari neraca dan
laporan rugi laba dan semua keterangan keuangan iain mengenai upe-
rasinya sesvai dengan prinsip pembukuan yang berlaku ymum di Inda-
nesia dan semua keterangan lain mengenaij aperasinya dengan rin-
cian yang wajar dan dalam rincian sebagaimana dikehendaki oleh
Pemerintah.

Pemerintzh dan wakilnya ¥yang berwenang mempunyat hak untuk menel]qiti
dan mengadakan pemeriksaan {audit) atas laporan  keuangan dalam
waklu 5 {lima) tahun setelah disershkan oleh Perusahaan, Kegagalan
Pemerintah unituk mengajukan tuntutan untuk  tambahan pembayaran atas
ivran tetap, juran ekspiutasi!prnduksi, paiak perseroan atay pembayaran

atau pembayaran lainnya dalam wakiu Timz tatun itu, akan meniadakan hak
pengajuan  tuniutan sesudahnya,

Pemerintah dan wakiinya yang berwenang “dapat memasuki Wilayah Kon-
trak Karya dan setiap tempat wusaha Perusahaan dimanapun untuk menga-
dakan pemeriksaan kegiatan pada setiap waktu dan dari wakiu ke
wakiu selama jam - Jam kerja. Perusahaan akan memberikan baniuan
yang diperlukan untuk memungkinkan wakil - wakil Pemerintah
mengadakan pemeriksaas catatan - catatan teknis dan keuzngan dengan
keqiatan Perusahaan dan akan memberikan kepada wakii - wakil tersebut
keterangen yang diminta secara wajar. Wakil - wakii Pemerintah
tersebut akan melakukan pemeriksaan atas  risiko  sendiri . dan akan
menghindari  campur tangan terhadap kegiatam rutin Perusahaan,

Perusahaan akan menyampaikan  kepada Pemerintah, tidak lebih lama dari
tanggal 15 {1ims belas) Nopember atau 15 {lima belas) Pebruari setiap
Lihun selama jangka waktw Persetujuan ini, rencana kerja, rencana ang-
garan pendapatan dan belania, kontrak-kontrak penjuaian dan rencana
pemasaran/penjuaian untuk tahun berikutnya, dengan  rincian yang
tukup agar Pemerintazh dapat meneliti rencana fisik, keuangan dan
pemasaran/penjualan-penjuatan terseput dan menevapkan apakah ren-
“an@ - .rencana itu sesuvai dengan kewajiban Perusahaan di bawah Perse-
tujuan ini. Suatu rencana kerja dan rencana anggaran  pendapatan dan
beianjz wuntuk tahun pertama dari Persetuyjuan ini akan disampaikan
kepadaiPemerﬁntah secepat mungkin  seteiah  Persetujuan ini ditanda-
tangani, - . :

Sebagai tambahan, hal-hal berikot harué disampaikan kepada Departemen:

(1} Salinan yang disahkan dari semua persetujuan  mengenai penjualan,
mahafemen, komersial dan keuangan yang dibuat dengan Afiliasi-afi-
iiasi dan pihak-pihak yang bebas (independen) serta semua persetu-
juan Tain  yang dibuat dengan Afiliasi-afiliasy, yany harus disge-
rahkan dalam wakiu satu bulan sesudah dibwat,

=
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ARTICLE 14
RECORDS, INSPECTION AND WORK PROGRAM

The Company shall maintain 1n Indonesia precise and
systematic technical records relating to, and financial
records showing a true and fair view of, 211 of its
operations and the status of proven, probable and possible
ore reserves, including mining, processinc transportation
and marketing, in accordance with gen.cally accepted
accounting principles stated in Rupiahs or wi.. the approval
of the Minister of Finance in equivalent United States
dollars. The financial and other records shall be maintained
in the Indonesian language or with the approval of the
Minister of Finance in English. The Company shall furnish
to the Government annual finmancial statements consisting of
balance sheet and statement of income and all such other
financial information concerning its operations in
accordance with generally accepted accounting principles in
Indonesia and all such other information concerning its
operations in reasonable detail and in such detail as the
Government may reasonably request.

The Government and its authorised representatives have the
right to review and audit such financial statement within .
five (5) years after submission by the Company. The failure
by the Government to make a claim for additional payment on
account of deadrent, royalties, gorporate income tax oOr
other payments to the Government within such five (5) years
period shall preclude any such ¢laim thereafter.

The Government and its authorised representatives may enter
upon the Contract Area and any other place of business of
the Company to inspect the operations at any time and from
time to time during regular business hours. The Company
shall render necessary assistance 10 enable said
representatives to inspect technical and financial records
relating to the Company's operations and shall give said
representatives such information as the said representatives
may reasonably request. The representatives shall conduct
such inspections at their own risk and ‘shall avoid
interference with normal operations of the Company .

The Company shall submit to the Government not later than
November 15th (fifteenth) or February 15th (fifteenth) of
each year during the term wof this - Agreement its work
program, budget plan, sales contract and marketing/sales
plan for the following year in sufficient detail to permit
the Government to review such physical, financial and
marketing/sales program and determine whether they are in
sccordance with the Company's obligations under this
Agreement. A work program and budget for the first year of
this Agreement shall be cubmitted as soon as possible after
the signing of this Agreement.

In addition, the following shall be delivered to the
Ministry:

(i} Conformed copies of 2ll sales, management,
commercial and financial agreements concluded with
Affiliates and independent parties and all ogther
agreements concluded with Affiliates, to be
cubmitted within one month after conclusion.
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{11} Laporan bulanan yang menyatakan jumiah dan mutu dari bijih yang
dinhasilkan, dikapalkan, dijual, digunakan atav dilepas dengan
cara lain . dan.harga - harga yamg diperoleh.

Perusahaan harus menyerahkan kepada Pemerintah semua  keterangan
tain 2papun  yang berhubungan dengan kegiatan Pengusahaan  yang
mungkfn diminta eleh Pemerintah, baik yang telah dikuasainya maupun
yang dapat diperolehnya melalui wusaha- yang wajar, supaya Peme-
rintah dapat sepenuhnya meniiai ke,iatan - kegiatan eksplorasi dan
eksplotasi  Perusahaan,

3emua keterangan yang disebut dalam ayat & Pasal imi harus diserah-
kan kepada Pemerintah dalam bahasa Inggris atau bahesa Indonesia dan
semua data kewangan hares dibukukan dalam mata wang Rupiah atau
dollar Amerika  Serikat dan catatam-catatan harus juga dibual  untuk
ailai-nilat tukar yang berlaku . terhadap mata wuang aslinya.

Perusahaan akan meme]ihara semua catatan yarg asli dan  Taporan yang
berhubumgan dengan kegiatan operasinya di bawah Persetujuan ini ter-
masuk semuz dokumen yang bertalian dengan transaksi-transaksi ke-
uangan dan komersial dengan pihak-pikak lain (independent parties)
serta Afiliasi-afiliasi dikentor pusatnya di Indenesia. Catatan-catatan
dan iapgran-laporan ini terbuka untuk Ekeperiuan pemeriksaan oleh
Pemerintah melalui wakilnya yang berwenang. Laporan-laporan dan ca-
tatan-catatan tersebut harus dibuat dalam bahasa Indonesia dan semua
data keuangan harus dicatat dalam mata uang BRupiah dan catatan -
cgtatan harus Juga dibuat untuk nitai-miiai tukar yang beriaku  ter-
hadap mata uang aslinya.

Perusahaan harus meminta kepada  rekan usaha {Coparticipants) Pe-
rusahaan, Afiliasi-aliliasi, kontraktor-kontraktor dan cub-sub kontraktor
sepanjang rekan usaha, Afiliasi, kontraktor ataupun sub-kontraktor
tersebut melakukan operasi dan kegiatannya sebagai kelanjutan dari ke-
wajiban-kewajitan, kegiatan-kegiatan dan operasi-operasi Perusahaan ber-
dasarkan Persetujuan ini untuk memelihara semua laporan kevangan, ca-
tatan, data den keterangan yang perlu untuk memungkinkan Perusahaan
menjalankan ketentuan - ketentuan dalam Pasal 14 ini. ’

Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 7 ayat 6, setiap keterangan
yang diserahkan oleh Perusahaan akan (kecuali dengan persetujuan
tertulis dari Perusahaan, persetujuan mana tidak akan ditangguhkan tan-
pa alasan yang wajar) diperlakukan oleh  semua pejabat Pemerintah
Republik Indonesia sebagai rahasia, tetapi  Pemerintan meskipun doemi-
kian akan mempunyai hak untyk setiap saat menggunakan semuz keterangan
yang diterima dari Perusahaan untuk tujuan mempersiapkan dan mener-
bitkan angka - angka statistik serta laporan-Taporan umum tentang
prospeksi bijih atau kegiatan - kegiatan pertambangan di [ndonesia dan
untuk keperiuan suatu arbitrase atau proses pengadilan antara Pemerin-
tah dan Perusahaan.

Semua catatan, laporan, rencana, peta, grafik, pembukian dan kete-
rangan yang diwajibkan atav dari waktu ke waktu dapat diwajibkan
untuk diserahkan oleh Perusahaan berdasarkan ketentuan - ketentuan
dalam Persetujuen ini  akan disershkan atas biaya Perusahaan.
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(i) Monthly report setting forth the gquantities and
qualities of ore produced, shipped, sold, utilised
or otherwise disposed of and the prices obtained.

" The Company shall furnish to the Government all other

information of whatever kind relative to the Enterprise
which the latter may request, which is, or could by the
exercise of reasonable efforts by the Company have been,
within the control of the Company in order that the
Government may be fully appraised of the Compans's
exploration and exploitation activities.

A1l information mentioned in paragraph 5 of this Article
furnished to the Government shall be either in English or
Indonesian and all financial data shall be recorded in
Rupiah or United States of America currency and records
shall also be kept of conversion rates applied to the
original currency.

The Company shall maintain all original records and reports
relating to its activities and operations under this
Agreement including all documents relating to fimancial and
commercial transactions with independent parties and
Affiliates in its principal office in Indonesia. These
records and reports shall be open to inspection by the
Government through an authorised representative. Such .
reports and records shall be maintained in Indonesian and
all all financial data shall be recorded in Rupiah currency,
and the records shall also be kept of conversion rates
applied to the original currency.

The Company shall require to the Company's co-participants,
Affiliates, contractors 2nd cub-contractors to the extent
that such co-participant, Affiliate, contractor or
sub-contractor carries out operations and activities in
furtherance of the Company's obligations, activities and
operations under this Agreement, to keep all financial
statements, records, data and information necessary to
enable the Company to observe the provisions of this Article
14.

Without prejudice to paragraph 6 of Article 7 any
information supplied by the Company shall (except with the
written consent of the Company which shall not be
unreasonably withheld) be treated by all persons in the
cervice of the Covernment of the Republic of Indonesia as
confidential, but the Government shall nevertheless be
entitled at any time to make use of any information received
from the Company for the purpose of preparing and publishing
aggregated returns and general reports on the extent of ore
prospecting or ore mining operations in Indonesia and for
the purpose of =znv arbitratisn or litigation hetwsen the
Government and the Company.

A1 records, reports, plans, maps, charts, accounts and
information which the Company is or may from time to time be
required to supply under the provisions of this Agreesment
shall be supplied at the expense of the Company.

L
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"PASAL 15
PERTUKARAN ALAT PEMBAYARAN {CURRENCY  EXCHANGE)

Semua pengiriman vang untuk pepanaman modal ke Indonesia (baik modal
saham maupun pinjaman] akan dimasukkan daiam rekening penanaman
modal asing {PMA account) of suatu bank (bank-bank) devisa di Indo-
nesia dan dapat digunakan menurut peraturan penanaman modal yang
berlaku. Konversi valuta asing dari rekening penanaman modal asing
ke dalam Rupiah akan dilaksanakan wmelatui bursa valuta asing ber-
dasarkan nilai tukar yang berlaku.

Perusahaan akan diberi hak ountuk mentransfer ke luar negeri dang -
dana sehubungan dengan hal! - hal berikut dalem mata uang yang ia ke-
hendaki dengan ketentuan bahlwa transfer tersebut. dilaksanakan se-
suai dengan undang - undang dan peraturan yang beriaku dan dida-
sarkan atas nilai tukar yang berlakuy umum terhadap transaksi -
transaksi perdagangan:

{i} Keuntungan bersih usaha {net operating profits) sebanding de-
ngan saham yang dipegang oleh  Penanam Modal Asing.

{11} Pembayaran kembaii pinjaman dan bunganya, sepanjang pinjaman
ity merupakan bagian dari rencana investasi yang telah dise-
tujui oleh Pemerintah.

(iii} Jumlah weng penyusutan barang - barang modal sesuai denmgan ke-
tentuan peranaman modal asing.

{iv] Hasil-hasil penjualan saham yang dimiliki oleh Penanam- Modal
Asing yang dijual kepada Peserta - peserta Indonesia (seba-
gaimana divraikan dalam Pasal 24 ) atau kepada warganegara
Indonesia.

{vi Biaya - biaya untuk Tenaga Kerja Asing dan latihan  tenaga
Indonesia di  luar negeri.

(vi} Ganti rugi dalem hal dilakekan nasionalisasi. terhadap Peru-
sahaan , : :

Hasil penjualan ekspor Mineral - mineral dan setiap hasil produksi
yang berasal  daripadanya dapat dimiliki dan diguneakan sesval de-
ngan kebituhan Perusahaan, Dengan tidak mengurangi ketentuan dimuka
Ferusahaan akan mengelicla penerimaan ekspor tersebut sesuai  dengan
undang-undang dan peraturan - peraturan yangdari waktu ke waktu akan
berlaku di. Indonesta, kecuali jika Bank  Indonesia dan Perusahaan
menyety jui 1ain, .

Kendisi - kondfsi dan syarat - syarat dari setfap persetujuan ter-
sebul tidak akan kurang menguntungkan dari persyaratan. dalam perse-
tujuan - persetujuan sejenis yang dibuat Bank Indonesfa dengan pe-
rusahaan. - perusahaan pertambangan  latnnya.

Perusahaan, didaiem melaksanakan dan menundikan  hak-hak  dan kewa-
Jiban - kewajibannya yang dicantumkan di dalam Persetujuan ini akan
berhak untuk membayar keluar negeri, dalam setlap mata uang yang
diingininya, tanpa konversi ke dalam Rupiah untuk barang - barang
dan jasa-jasa yang diperlukannya dan membiayai di luar negeri dalam
sétiap mata uang yang diingininya, setiap pengetuaran  lain  yang
timbul hagi operasi - operasi pertambangan menurut Fersetujuan ini.
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ARTICLE 15
CURRENCY EXCHANGE

A1l investment remittances into Indonesia (equity capital as
well as loan) shall be deposited into a foreign investment
account (PMA account) held at foreign exchange bank(s) in
Indonesia and can be used in accordance with the prevailing
investment regulations. Conversion of the foreign exchange
from PMA account into Rupiah shall be effected through the
foreign exchange bourse (bursa valuta asing) at the
prevailing rate of exchange.

The Company shall be granted the right to transfer abroad in
any currency it may desire funds in respect of the following
items, provided that such transfers are effected in
accordance with the prevailing laws and regulations and at
prevailing rates of exchange generally applicable to
commercial transactions:

(i) Net operating profits in proportion to the share
holding of the Foreign Investor(s).

(ii) Repayment of the loan and the interest thereon, as

far as it is a part of the intended investment,
which has been zpproved by the Government.

(i) Allowance for depreciation of capital assets
according to the foreign investment scheme.

(iv) Proceeds from sales of shares owned by the Foreign
Investor(s) to the Indonesian Participant (as
defined in Article 24 hereof) or to Indonesian
nationals.

(v) Expenses for Expatriate personnel and training of
Indonesian personnel abroad.

(vi) Compensation in case of nationalisation of the
Company.

The proceeds of the export sale of Minerzls and any products
therefrom can be possessed and used according to the
Company's need. Without prejudicing the foregoing, the
Company shall treat the expori proceeds in accordance with
laws and reaulations that may from time to time be in force
in Indonesia, except as Bank Indonesia and the Company may
otherwise agree.

The terms and conditions of any such agreement shall not be
less favourabie than those conleiued i any other similar
agreements by Bank Indonesia and other mining companies
either in force or contemplated.

The Company in the exercise and performance of its rights
and obligations set forth in this Agreement shall be
authorised to pay abroad, in any currency it may desire,
without conversion into Rupiah, for the goods and services
it may require and to defray abroad in any currency it may
desire any other expenses fncurred for mining gperations
under this Agreement.
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Sehubungan  dengan hal « hal 1ain mengenai valuta asing yang timbul
dengan  cara 2papun  atau dalam hubungan dengan Parsetujuan ini,
Perusahaan akan berhak untuk mendapatkan periakuan yang tidak ky.
rang menguntungkan  daripada ¥ang diberikan kepada perusahaan tam -
bang  lainnya yYang . melaksanakan operasi Indoresia,

Perusshaan  akan  mengirimkan Japoran - laporan keuangan sesuai de.
ngan  prosedur  yang disvaratkan oleh Bank  Indonesia.
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In respect of other matters of foreign currency arising in
any way out of or in connection with this Agreement, the
Company shall be entitled to receive treatment no Jless
fayourable to the Company than that accorded to any other
mining company carrying on operations in Indonesia.

The Company shall forward financial reports in accordance
with the procedures required by Bank Indonesia.
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PASAL 16

HAK - HAK KHUSUS PEMERINTAH

Perusahaan dan para pemegang sahamnya setuju bahwa mereka tanpa
persetujuan lebih dahulu dari Pemerintah tidak akan:

(i} merabah Akte Pendirian Perusahaan:
{11) mengganti  tujuan usaha pokok Perusahaan;
(i1} melfkwidasi atau mengakhiri Perusahaan secara sukarela;

{i¥] bergabung atou mengkonsoiidasi  Perusahaan derigan Perusahaan
Tain;

(v} menjaminkan atas dengan cara lain menggadaikan Mineral di
dalam Wilayah Kontrak Karya.

Menteri dapat menyatakan kepada Perusahaan keberatan - keberatan
tertentu sehubungan demgan rencana - rencana dan  rancangan - ran-
cangan Perusahaan, dan Pemerintah berhak untuk menanggulikan par-

setuluannya atas rencama - rencana dam rancangan - rancangan yang
berfubungan demgan  konstruksi, operasi, perluasan, modifikasi, -dap
penggantian  fasilitas-fasilitas Pengusahaan  yang tidak  seraszi

dan tidak wajar yang dapat merusak Lingkungan Hidup atav membatasi
potensi pengembangannya iebih lanjut atav sangat mengganggu. sta-
bilitas sosial politik di daerah {itu. Persetujaun Pemerintah terse-
but tidak akan ditahan atau ditangguhkan secara tidak  wajar;
dan apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan setelazh diserahkannya ren-
©ana -rencana dan rancangan - rancangan ity Pemerintah  tidak menya-
takan keberatannnya, maka rencana - rencana  dan rancangan - ran-
cangan dimzksud dianggap telah disetujut.

Pemerintah herhak untuk memasuki Witayah HKontrak  Karva votuk tu-

juan suate penyelidikan ¥ang ingin diiskukan,dengan ketentuan bahwa
penyelidikan tersebut tidak akan menggangou secara tidak wajar Pe-
ngusahaan itu, dan bahwa apabila terjadi kerusakan < ksrusakan
atas milik atau kegiatan - kegfatan Perusahaan sebagai  akibat pe-
nyelidikan tersebut Pemerintah setuju  wnivyk  memberikan ganti ru-
91 yang Tayak dan wajar kepada perusahaan atas kerusakan - keru-
sakan tersebuf.
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ARTICLE 16
SPECIAL RIGHTS OF THE GOVERNMENT

The Company and its shareholders agree that they will not
without the Government's prior approval:

{i) amend the Articles of Incorporation of the Company;

(ii) change the basic nature of the business of the
Company;

{iii) wvoluntarily liquidate or wind up the Company;

{iv) merge or consolidate the Company with any other
Company .

(v) guarantee or otherwise pledge the Minerals in the
Contract Area.

The Minister may make known to the Company certain
objections with regard to the Company's plans or designs and
the Government reserves the right to withhold its approval
from plans and designs relating to construction, operation,
expansion, modification and replacement of facilities of the
Enterprise which may disproportionately and unreasonably
damage the surrounding Environment or 1limit its further
development potential or significantly disrupt the
sociopnlitical stability in the area. Such approval shall
not unreasonably be withheld or delayed; and if within three
(3} months after submission of such plans or designs the
Government does not raise any cbjection, then such plans or
designs will be considered approved.

The Government' reserves the right of access to the Contract
Area for the purpose of any investigation it wishes to make,
provided that such investigation shall not unreasonably
interfere with the Enterprise and that, if damages result to
the Company's  property or  operations from  such
investigation, the Government agrees to provide fair and
reasonable compensation to the Company for such damages.




- 47 -

PASAL 17

PEMBUKAAN KESEMPATAN KFRJA DAN LATIHAN BAG! WARGA NEGARA TNODONESIA.

Perusahaan akan mempekerjakan tenaga kerja Indonesia sebanyak mungkin
dalam batas-batas yang praktis sesuai dengan operasi yang efisien,
dengan mengingat ketentuan  undang - undang dan peraturan, yany
berigky di Indonesia. S

Perusshaan tidak akan dibatasi dalam pengangkatan atau pemberhentian
tenaga kerja, akan tetapi dengan ketentuan, bahwa berdazarkan sya-
rat - syarat tersebut di atas, sysrat - syarat dan kondisi pengangka-
ten-dan  pemberhentian sertz cara mendisiplinkan ténaga kerja In-
donesia harus dilaksanzkan berdasarkan wondang - undang dan peraturan
peraturan  Indonesia yang berlaky umum pada waktu itu.

Perusahaan akan berusaha untuk mengikut sertakan ]angsung warga In-
donesia dalam  Pengusahaan dengan memasukkan warganegara Indonesia
galam pimpinan  Perusizhaan dan diantara anggota Dewan  Direksinya.
Untuk  tujusn ini sekurang - kurangnya sato kursi daiam Dewan
Mrekst akan diduduki terus-menerus oleh warganegara Indonesia se-
Jak tenggal didirikannya Perusahaan. Perysahaan Jjuga akan melatih
warganegara Ingdonesia untuk menduduki jabatan - Jjabatan lain yang
mempunyaj  tanggung jawab. .

Perusahaan akan mengadakan suaty rencana Jatihan yang luas untuk te-
naga kerja Indonesia di Indonesia dan, tergantung kepada perseto-
Juen Pemerintah, di negara - negara lain, dan melaksanakan rencana
tesebut untuk Tatihan dan pendidikan dalam memenuhi persyaratan un-
tuk berbagal klasifikasi pekerjaan tetap (full time} pada kegiatan -
kegiatannya di Indonssia dalam waktu yang sesingkat - singkatnya
dan praktis, setelah menyampaikan permohionan tertulis  kepada dan
mendapatkan persetujuan  Pemerintah sesval ayat 3 Pasal 8, sehu-
bungan dengan keputusannya untuk melanjutkan pengembangan  endapan
endapan itu. Perusahaan Jugs akan .:melaksanakan suatu  program
untuk  memperkenaikan kepada semua pegawai Asing dan  sub kontrak-
tor yang terdaftar, tentang hukum dan adat kebiasaan Indonesia.

Peresahaan dan  sub-sub kuntrakfurnya ‘vang terdaftar dapat memasuk-
kan ke Indonesia tenaga - tenaga kerja bukan warganeqara Indonesia,

-yang menurut pertimbangan Perusahaan diperlukan  uniuk melaksanakan

kegiatan - kegiatannya dengan efisien; dengan ketentuan bahwa Men-
teri dapat memberitahukan kepada FPerusahaan dan  Perusahaan  akan
mempetimbangkan dengan sungguh-sungguh, keberatan - keberatan ber-
dasarkan keamanan nasfonal atau kebijaksanaan - kebiiaksanaan Tuar
negeri Pemerintah. Atas permintaar Perusahaan { yang akan disertai de-
ngan xeterangan pendidikan, pengalaman dan kwalifikasi lainnya dari te-
naga kerja yang bersangkutan ), sesuai dengan tatacara dan peraturan
peraturan  yang berlake, Pemerintah akan mengatur cara - cara untuk
memperoleh semua izin yang dipeclukan { termasuk izin masuk dan
izin ke Tuar. izin kerja, wvi«a dam izin - izin lain  yang mungkin
diperTukar); dalam huburoan iR Perusahaan secara berkala akan
menyerahkan kepada Pemerintah rencana-r rencana keperiuan  tenaga
keria, Tlaporan tenaga keriz, rencana pendidikan dan laporan nendidikan
dalam rangka proses Indonesiznisasi.
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ARTICLE 17

EMPLOYMENT AMD TRAINING OF INDONESIAN NATIONALS

The Company shall employ Indonesian personnel to the maximum
extent practicable consistent with efficient operations,
subject to the provisions of the existing laws and
requlations which may from time to time be in force in
Indonesia.

The Company shall not be restricted in its assignment or
discharge of personnel; provided however that subject to
the foregoing requirements the terms and conditions of such
assignment and discharge or disciplining of Indonesian
personnel shall be carried out in compliance with the laws
and regulations of Indonesia which at the time are generally
applied. '

The Company shall seek to provide direct Indonesian
participation in the Enterprise through the inclusion of
Indonesian nationals in the management of the Company "and
among the members of its Board of Directors. To this end at
least one seat on the Board of Directors will continuously
be occupied by an Indonesian national from the date of
incorporation of the Company. The Company will also train

Indonesian nationals to occupy other responsible positions.

The Company shall conduct a camprehensive training program
for Indonesian personnel in Indonesia and, subject to the
approval of the Government, in other countries and carry ocut
such program for training and education in order to meet the
requirement for wvarious classifications of full time
employment for its operations in Indonesia within the
shortest practicable period of time after having submitted
written application to the Government and upon approval
thereof in accordance with paragraph 3 of Article 8 1in
relation to its decision to proceed with development of the
deposits. The Company shall also conduct a program. to
acquaint all Expatriate employees and registered
sub-contractors with the laws and customs of Indonesia.

The Company and its registered sub-contractors may bring
into Indonesia such Expatriate Tndividuals as 1in the
Company's judgement are required to carry out the operations
efficiently; provided however, that the Minister may make
known to the Company, and the Company shall duly cbserve,
objections based on grounds of national security or foreign
policy of the Government. At the Company's request (which
shall be accompanied by information concerning the
education, experience and other qualifications of the
individuals concerned} and in compliance with the existing
rules and regulations, the Government will make arrangement
for the acquisition of all necessary permits, (including
entry and exit permits, work permits, visas and such other
permits, as may be required); in this connection the
Company shall periodically submit its manpower requirement
plans, manpower report, training program and training report
in the framework of the Indonesianization process to the
Government.
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Perusahaan setuju bahwa akan selalu ada perlakuan, dan pemberian
fasilitas dan kesempatan yang sama antara tenaga - tenaga kerja da-
lam tingkat jabatan yang sama mengenai gaji, fasilitas dan kesem-
patan dalam industri pertambangan, tanpa memandang kebangsaan dan
Perusahaan akan mematuhi dengan sungguh - sungguh undang - undan
dan peraturan - peraturan tenaga kerja yang berlaku di Indonesia,

Sebelum pemukiman tetap didirikan, Perusahaan akan menyediakan se-
cara cuma-cuma pemeliharaan dan perawatan kesehatan kepada semua pegawai
yang bekerja di wjilayah yang  termasuk dalam Persetujuan ini, se-
cara wajar dan akan mengadakan atau memberikan perawatan kese-
hatan yang cukup sekurang - kurangnya sebanding dengan perawatap
yang diberikan dalam keadaan yang sama di Indonesia. Jika Pery-
seéhaan mendirikan pemukiman tetap, Perusahaan harus menyediakan
pemeliharaan dan perawatan kesehatan dengan cuma - cuma Kkepada
Semua pegawainya serta kepada semua pejabat Pemerintah yany
bekerja di wilayah yang termasuk dalam Persetujuan ini, atas per-
mintaan Perusahaan, . secara wajar dan akan mengangkat petugas dan
menyediakan sebuah apotik, klinik atau rumah sakit  yang memadai
untuk keadaan itu sesuai dengan undang - undang dan peraturan - pe-
raturan yang berlaku di Indonesia.

Jika Peruszhaan mendirikan pemukiman tetap dan memasukkan keluarga
keluarga pegawai bargabung dengan Pengusahaan, Pesrusahaan akan me-
nyediskan secara cuma - cuma fasilitas sekolah dasar dan sekolah
menengah  bagi pendidikan anak - anak semua pegawai. Tatacara, per-
aturan dan norma yang berlaku umum bagi fasilitas pendidikan
yang sepadan di Indonesia yang dikeluarkan Departemen  Pendidikan
dan  Kebudayaan harus dipatuhi,

-
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The Company agrees that there shall at all times be equal
treatment, facilities and opportunities among employees in
the same job classification with respect to salaries,
facilities and opportunities within the mining industry
regardless of nationality and the Company shall duly cbserve
the existing manpower laws and regulations which may from
time to time be in force in Indonesia.

Prior to the >»stablishment of & permanent settlement, the
Company shall iurnish free medical care and attention to all
its employees wurking in the area covered by this Agreement
as is reasonable and shall maintain or have available
adequate medical services at least commensurate with such
services provided in similar circumstances in Indonesia. If
the Company establishes a permanent settlement, the Company
shall furnish such free medical cazre and attention to all
its employees and all Government officials requested by the
Company working in the area covered by this Agreement as is
reasonable and shall establish a staff and maintain a
dispensary, clinic or hospital which shall be reasonably
adequate under the circumstances according to the prevailing
laws and regulations of Indonesia. ’

If the Company establishes & permanent settlement

incorporating families for the employees associated with the,

Enterprise the Company shall provide, free of charge,
primary and secondary education facilities for the children
of all employees. Rules, requlations and standards of
general application for comparable education facilities in
Indonesia established by the Ministry of Education and
Culture shall be followed.
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PASAL 18

KETENTUAN - KETENTUAN  KEMBDAHAN

Pemerintah akan wmemberikan kepada Perusahaan  hak - hak yang diper-
lukan ~ dan  akan mengambil tindakan - tindakan lain yang barangkalf
diperlukan uentuk mencapai tujuan  bersema dari Fersetujuan
ini. Perusahaan akan mempunyai hak - hak seperti tersebut o
bawah :

{1) hek tunggal untuk memasuki Wilavah Kontrak ¥arya atau Wilayah
Pertambangan untuk maksud - maksud Persetujuan  ini, untuk mem-
buat lobeng - Jobang pemboran, sumur - sumur uji  dam  pengga-
lian - penggaiian, dan untuk mengambil  dan memindahkan tanpa
membayar duran eksplotasi/produksi ataupun pembayaran - pemba-
yaran lainnya, contoh-contoh untuk analisa dan untuk maksud -
maksud riset metalurgis, serta riset dipabrik percobaan
{pflot plant ) dan di laboratorium, termasuk contoh - contoh be-
sar - besaran { bulk) dari masing - masing kurang lebih SO
metrik ton; dan conteh pengerukan sampai dengan 50,000 M3,
dengan ketentuan bahwa, Perusahaan tidak akan mengekspor contoh
conkoh.. tersebut tanps terlebih  dahulu mendapat  persetujuan
tertulis dari Pemerintah. Jika Perusahaan  mengekspor contoh -
contoh tersebut, Perusahaan harus membayar setiap skewajiban
yang ditetapkan dalam P=rsetujuan ing.

{i1} untuk memasuki dan tinggal di dalam Wilayah  Kontrak Karye
dan Wilayah #royek (termasuk bagian bagian dari  ruang udara
dan garis pantaf), kecuali daerah, yang telah diberitahukan
kepada Perusahaan sebagai yang dicadangkan aleh Pemerintah
baik untuk maksud - maksud keamanar nasional  atau lainnya,
yang tercakup di dalam rencana - rencana seperti ditetapkan di

bawah. Perusahaan akan mengakui hal - hal yang tercantum dalam

Pasaid Undang - Undang MNomor 11 Tahun 1967, dengan memper-
hatikan ketentuan ayat (4) Pasal tersebut.

Caiam melaksanakan kegiatan - kegiatannya berdasarkan Persatujuan
ini, Parusahazn akan berhak tetapi tunduk kepada undang-undang
dan peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia, untuk membangun
fasilitas - fasilitas "yang dianggap perlu, dengan ketentuan bahwa:

(1) sehubungan dengan penggunaan tanah oleh Perusahaan untuk memba-
ngun fasilitas - fasilitas, sebagaimana dicantumkan dalam Parse-
tujuan ini, Perusshaan akan membayar pungutan - pungutan yang
tazim untuk pengukuran dan pendaftaran tanah yang dipungut
oleh Kantor 'Pendaftaran Tanah. Dalam mempero]ah. hak - hak
tanah. di luar Wilayah Pertambangan, Perusahaan akan mematuhi
undang - undeng dan peraturan - peraturan yang berTaku umum.

{i1) sehubungan- dengan kegiatan-kegiatan Perusahaan, Perusahaan akan
membayar- hiaya dan  pungutan yang berlake umum  untuk pela-

yanan, fasilitas, dan hak Xhusus yang diberikan «aleh Pemerin-

tah, dengan . ketentuwan , . bahwa pelayanan, rfacifitas dan - hak
tersebut diminta oleh Parusahaan.

Dengan  tunduk kepada undang-undang dan peraturan - peraturan yang
beriaku di Indonesfa dan dengan  tunduk pula pada Ketentuan Fasal
25 ayat Z, Pasal 16 ayat 2, Perusahaan setiap  waktu dapat me-
ngajukan suaty rencanaz atar rencane - rencana  kepada QJepartemen darn
sesudah  jtu dapat mengajukan  rencana - rencama tambahan atau renca
na perubzhan yang meTiputi:
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ARTICLE 18
ENABLING PROVISIONS

The Government will grant the Company the necessary rights
and will take such other action as may be desirable to
achieve the mutual obje~tives of this Agreement. The
Company shall have the unc.rmentioned rights:

(i) the sole right to enter the Contract Area or the
Mining Area for the purposes of this Agreement, to
make drill holes, test pits and excavations, and to
take and remove, without royaelty or other charge,
samples for assays and for metallurgical, pilot
plant and laboratory research purposes, inciuding
bulk samples of approximately 500 metric tons each
and dredge samples of up to 50,000 cubic metres
provided, however, the Company will not export any
such samples without the prior approval of the
Government. 1f the Company exports such samples,
then the Company shall pay any obligations
stipulated in this Agreement.

(i1) to enter upon and remain within the Contract Area
and the Project Areas (including portions of the air
space and shore line), except such area as may have
been notified to the Company as being reserved by
the Government either for purposes of national
security or else covered by tne plans provided fcr
below. The Company shall recognise the items
referred to in Article 16 of Law No. 11 year 1987,
subject to the provision of paragraph 4 of the said
Article 16.

In carrying out its activities under this Agreement, the
Company shall have the right subject to the existing laws
and regulations which may from time to time be in force in
Indonesia to construct facilities as it deems necessary,
provided that :

(i) in connection with the use of land by the Company
for construction of facilities as provided in this
Agreement the Company shall pay the usual surveying
and registration fees <charged by the Land
Registration Office. In acquiring titles to land
outside the Mining Area, the Company shall comply
with existing laws dand regulations of general
application.

ii) in connection with the acrivities of the Lompany,
the Company shall pay generally apsiicabie fees and
charges for services performed, facilities provided
and special rights granted by the Government,
provided that such services, facilities and rights
are reguested by the Company.

Subject to laws and regulations which may from time to time
be in force in Indonesia and subject also to the provisions
of Article 25 paragraph 2 and Article 16 paragraph 2, the
Company may at any time file with the Ministry a plan or
plans, and may thereafter file additional or amended plans,
covering :
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(i) daerah atav daerzh-daerah dimana Perusahaan akan mempunyai  hak
untuk membangun fasilitas - fasilitas yang berhubungan dengan
produksi;

(i1} semva daerah lainnya dimana Perusahaan akan mempunyai hak untygk
membangun. fasilitas-fasilitas Tainnya, dan Tetak dari semuaz dagerah
tersebut di dan di atas daratan, termasuk hal-hal untuk MEMPE rm |-
dah penggunaan, hak-hak untuk Tewat, dan hak-hak untuk meletakkan
atau meiewati, di atas atau di bawah tanah, setiap jalan, rel-re],
pipa-pipa, saluran - saluran pipa, saluran - saluran pembuangang
saiuran - saluran-- pengering, kabel - kabel, kawat - kawat atay
fasi’[tas - fasilitas yang serupa yang mungkin diperlukan untuk
Pangu--haan ; dan

($i1} semua daerah dimana Perusahaan berhak untuk membangun fTasi-
1itas - fasilitas. tambahan yang gleh Perusahaan dianggap
periu  atau memudahkan bagi Pengusahaan.

Pemerintah selanjutnya akan mengambil Tangkah - langkzh untuk memungkip-
kan Perusahaan menggunakan dan tinggal di dailam  semua daerah dan
wandh  yang tercakup ‘oleh rencana-rencana tersebut { atau daerah-da-
erah semacam ity sesuai dengan persetujuan ‘antara  Pemerintah
dengan Perusahaan } dan untuk :melaksanakan dengan ieluasa hak
hak.. lainnya  seperti diutarakan di atas mengenal masing - masing da-
erah itu. Penggunaan dan pendudukan sesusty daerzh yang tercakup
cieh rencana-rencana termaksud, fidak akan membehani Perusahaan
untuk membayar pungutsan - punguten selain  dari yang ditetapkan gi
bagian lain di dalem Persetujean ini. Rencana - rencana yang di-
ajukan sesvai dengan ayat ini, sepanjang dapat ¢ilaksanakan harus memuat
perjelasan  secara cukup terinci, demi untuk dindentifikasi setepat

mungkin dari daerah -. daerah yang direncanakan. Pemerintah akan
membantt Pervsahaan  dalam pengaturan wuntuk setiap pemukiman.
kembali penduduk setempat ¥ang. diperlukan dari  sesuatuy tragian

dari Wilayah Kontrak Karya atau Hiiayah Proyek dan Perusahaan
akan  membayar ganti rugi yang wajar untuk setiap  rumah tinggal,
tanah - tanah hak milik {termasuk tanah-tanah hak miiik berdasarkan
adat atau hukum adat indonesia, yang berlaky  wmum  atay yang
berTaku setempat) dan perbaikan - perbaikan permanen lainnya yang ada
pada tiap hagian  tersebut yang diambil atav dirusak oleh Peru-
sahaan sehubungan dengan pelaksanaan  kegiatan - kegiatannya her-
dasarkan Persetujuan iqq.

Dangan memperhatikan pembayaran - pembayaran sebagaimana diatur
dalam Pasal 13 Persetujuan ini dap pembayaran - pembayaran serta ke-
tentuan - ketentuan yang dicantumkan dalam wndang - undang dan per-
aturan - peraturan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang
beriaku umum, dan tanpa- mengurang? hak-hak pitak-pihak lain dan
pembayaran ganti rugi yang walar sebagaimana  Jazim  berlaky dalam
Wilayzh Kontrak,. Karya, maks Perusahaan atas biaya sendiri sesudab
mendapat persetujuan Pemerintah, dapat mengambii gan  menggurakan
dari Milayah Kontrak Karya, kayv (untuk keperluan konstruksi), _tanah,
bati, pasir, kerikil, gamping, air dan hasii serté  bahan-bahan
lainnya yong dibutuhkan untok 2lav  yang . akan digunakan oleh Pe-

vusahaan. Dalam welakukan nai tersebut, Perusahaan akan memperhatikan  :

peraturan - peraturan yéng bherlake yang mengatur eksplatasi  dan
penggumaan  sumber daya alam  tersebut.

Parysahaan juga terhak dengan persetujuan Pemerintah dan dengan mematuhi
tatacara dan peraturan - peraturan  yang berlaku, untuk menebang  dan
memindahkah pohon-pohon, tanah penutup dan penghalang ‘Tainnya,  yang
dianggap perfu atau dikehendaki untuk penambangan |, konstruksi fasi-
litas-fasilitas dan setiap kegiatan Tain dari  Perusahaan berdasarkan
Persetujuan inf, dengan ketentuan, bahwa Peruszhaan akan mengharmati hak
Rak 12in  yang telah diberikan oteh Pemerintah, seperti hak penggemba-
laan, hak penebangan kayw dan haX-hak bercocok tanam, sertz hak-hak me-
Tewati jalen, dengan melaksanakan kegiaten-kegiatannyz herdasarkar Per-
setujuen ini sedemikian FUpa agar sekecil mungkin mergganagy hak - hak
tersehut.
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(1) the area or areas in which the Company shall have
the right to construct facilities related to
production;

(i) 211 other areas in which the Company shall have the
right to construct any other facilities and the
location of 2ll such rights in and over land,
including easements, right of way and rights to lay
or pass on, over or under land, any roads, railways,
pipes, pipelines, sewers, drains, w~ires, lines or
similar facilities, as may be ner-ssary for the
Enterprise; and

(iii) all areas in which the Company shall have the right
to construct such additional facilities as the
Company deems necessary or convenient for the
Enterprise.

The Governmant shall thereupon make arrangements for the
Company to utilize and remain within all such areas end such
land covered by such plans (or such comparable areas as may
be agreed between the Government and the Company) and to
exercise the other rights specified above with respect to
each such area. The use and occupancy of any areas covered
by such plans shall not be subject to payment by the Company
of any levies other than those specified elsewhere in this
Aqreement. The plans filed pursuant to this paragraph shall
to the extent practicable, give descriptions in sufficient
detail to permit precise identification of the designated
areas. The Governmenl shall assist the Company in
arrangements for any necessary resettlement of Tlocal
inhabitants whose resettlement from any part of the Contract
Area or the Project Arcas is necessary and the Company shall
pay for the resettlement and give reasonable compensation
for any dwelling, privately owned lands (including such
landownership based on any Indonesian customs or customary
laws, generally or locally applicable) or other improvements
in existence on any such parts which are taken or damaged by

the Company in connection with its activities under this

Agreement.

Subject tc the payments provided for in Article 13 of this
Agreement and payments and provisions laid down in generally
applicable Central Government, Regional Government and
Provincial laws and regulations, and without pre,udice to
the rights of private parties and to payments of reasonable
compensation as may be customary in the Contract Area, the
Company at its own expense aftar approval of the Government
may take and use from the Contract Area such timber (for
construction purposes), soil, stone, sand, gravel, Tlime,
water, and other products and materials as are necessary for
or are to be used by the Enterprise. In doing so, the
Lompany chall observe tne existing regulations guverning the
exploitation and use of said natural resources.

The Company shall also have the right sub,ect to the
approval of the Government and in compliance with existing
rules and regulations to clear away and remove such timber,
overburden and other obstructions as may be necessary or
desirable for the mining, construction of facilities and any
other operations of the Company under this Agreement,
provided that the Company shall take into account other
rights gqranted by the Government such as grazing, timber
cutting and cultivation rights, and rights of way, by
conducting its cperations under this Agreement so as to
interfere 2s little as possible with such rights.

e
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Perusahaan dapat, atas biaya sendiri, Juga mengambil dan menggunakan
setiap hasfl dan  hahan - bahan dari daerah Tain di juar Wila-
¥ah Kontrak Karya dengan mengingat kepada hak - hak pihak - pi-
hak  Tlain, berdasarkan Persetujuan  Pemerintah, dan déngan mem-
bayar ganti rugi  sebagaimana disetujui antara  Perusahaan dan pi-
hak - pihak ‘tain atay  Pemerintah  dan  sesuaf dengan perundang-
undangan  dan Peraturan - peraturan ¥ang terlaky. -

Atas permintaan Peruss.aan, Pemerintah akan  membantu dalam suaty
usaha bersama untuk menlarangi  setiap gangguan yang mungkin timoy]

dari pihak - pihak jain yang baroperasi berdasarkan  hak - hat
Yang bhersetisin.
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The Company may, at its own expense, also take and use any
of such products and materials from other areas outside the
Contract Area subject to the rights of other parties, to the
approval of the Government, and to the payment of such
compensation as may be agreed between the Company and such

other parties or Government and in accordance with the
prevailing laws and regulations. '

At the request of the Company, the Government _hall
co-operate in & Jjoint endeavour to alleviate any

interference which may arise from others operating under
conflicting rights.
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PASAL 19

KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

T. Setiap kegagalan dari Pemerintah atau dari Perusahaan, untuk melaksa-
nakan setiap kewajibannya di bawah Persetujuan 7ni, tidak akan dianggap
sebagai suatu peTanggaran kontrak atauvpun kelalaian, apabila kegagaian
itu disebabkan olsh keadaan kahar, pihak yang bersangkutan telah me-
Takukan semua langkah pengamanan yang sesuai, telah betul-betul menja-
ga dan mengambil langkah-langkah pilinan yarn.-wajar dengan sasaran un-
tuek menghindarkan kegagalan tersebut dam untuk melaksanakan kewajiban

_ kewajihannya berdasarkan Persetujuan ini, Jika suatu kegiatan tertun-

- da, terbatasi atav terhalang oleh keadaan kahar, maka  sekalipun i
bertentangan dengan apa yang tersebut di dalam Persetujuan ini,
wakiu wntuk melaksanakan kegiatan yang kena pengaruh oleh keadaan
kahar dan jangka waktu Persetujuan seperti yang dicantumkan daltam |
Pasal 31, masing-masing akan diperpanjang dengan jangka wakiu yang :
sama dengan  jumlah waktu pengaruh - pengaruh ity  berlangsung, dan
untuk suate perioda perpanjangan, jika ada, sebagaimana diperlukan °
ratuk mengganti kerugian waktu, yang diakibatkan keadaan kahar
tersebut. Untuk maksud Persetujuan ini keadaan kahar meliputi an-
tara lain: peperangan, pemberontakan, kerusuhan sipil, blokade, sabe-

ROl e b "-l.‘l TS
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tase, embargp, pemogokan, dan perselisihan perburuhan  lainnya,
keributan, epidemi, gempa bumi, angin ribut, banjir atav keadaan -
keadaan cuaca lainnya yang merugikan, Tledakan, kebakaran, petir,

perintah atav petunjuk {adverse arder or direction)  yang merugikan
dari setiap Pemerintahan “de jure® ataupun "de facto” atau perangkat-
nya atau sub divisinya, fakdir Tuhan atay perbuatan musuk masya- 1.
rakat, kerusakan pada "mesin --mesiy yang berpengaruh besar terha- !
dap kogiatan  Pengusahaan, dan  setiap.- sebab lainnya { seperti yang di- 3§ -
uraikan diatas, hbaik yang seienis maupun yang tidak) yang secara wajar
tidak dapat dfkuasai aleh pihak yang terkena  sebab-sebab ftu,dan
yang sifatnya sedemikian rupa, sehingga mengzkibatkan perundaan, pem-
batasan atau menghalangi tindakanm tepat pada waktunya oleh  pihak
yang terkena pengaruhi,

2. Pihak yang kemampuannya wuntuk melaksanakan kewajiban - kewajtban ter-
kena ojeh keadaan kahar, harus memberitahukan hal itu sesegera inung-
kin kepada pihak lainnye secara tertulis, dengan menyebutkan sebab-
nya, dan kedua belah pihak akan berusahaa untuk melakukan semud
tindakan dan hal - hal yang perlu dalam batas - batas kemampuannya,
untuk _mengatasi keadaan tersebut; akan tetapi dengan ketemtuan bah-
wa masing-masing pihak tidak diwajibkan untuk menyelesaikan atau meng-
hentikan suatu perselisfhan dengan pihak ketiga, termasuk perseli- ;
s1han-pgrselisihan perburuhan, kecuali dengan syarat - . syarat yang
gapat diterima atau sesval dengan keputusan terakhir dari badan ar-
bitrase, pengadilan atav badan-padan yang diietapkan aleh undang -
undang yang mempunyai wewenang hukum, untuk akhirnya menyelesaikan
perselisihan itu. Mengenai sengkets - sengketa perburukan, Perusahaan
dapat meminta kepada Pemerintah wuntvk bekerjasama_dalam suatu usaha
bersama untek meringankan setiap operselisihan  yang mungkin timbul .
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ARTICLE 19
FORCE MAJEURE

Any failure by the Government or by the Company to carry out
any of its obligations under this Agreement shall not be
deemed a breach of contract or default if such failure is
caused by force majeure, that party having taken all
appropriate precaution, due care and reasonable alternative
measures with the objectives of avoiding such failure and of
carrying out its obligations under this Agreement. If any
activity 1s delayed, curtailed or prevented by force
majeure, then anything in this Agreement to the cantrary
notwithstanding, the time for carrying out the activity
thereby affected and the term of this Agreement specified in
Article 31 shall each be extended for a period equal to the
total of the periods during which such causes or their
effects were operative, and for such further periods, if
any, &s shall be necessary to make good the time lost as a
result of such force majeure. For the purposes of this

Agreement, force majeure shall include among other things;

war, insurrection, civil disturbance, blockade, sabotage,

embargo, strike and other labour conflict, riot, epidemic,

earthquake, storm, flood, or other adverse weather .
conditions, explosion, fire, lightning, adverse order or
direction of any Governmer: de jure or de facto or any
instrumentality or subdivision thereof, act of God or the
public enemy, breakdown of machinery having a major effect
on the operation of the Enterprise and any cause (whether or
not of the kind hereinbefore described) over which the
affected party has no reasonable control ana which is of

such a nature as to delay, curtail or prevent timely actien
by the party affected.

The Party whose ability to perform its obligations is
affected by force méjeure shall notify as soon as
practicable the other party thereof in writing, stating the
cause, and the parties shall endeavour to do all reasonable
acts and things within their power to remove such cause;
provided, however, that neither party shall be obligated to
resolve or terminate any disagreement with third parties,
including labour disputes, except under conditions
acceptable to it or pursuant to the final decision of any
arbitral, judicial or statutory agencies having jurisdiction
to finally resolve the disagreement. As to labour disputes,
the Company may request the Government to co-operate in a
joint endeavour to alleviate any conflict which may arise.
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PASAL 2D

KELALATAN ( DEFAULT )

Dengan tunduk kepada ketentuan-ketentuan Pasal 1%  Persetujuan ini,
daTam hal, Peruszhaan ternyata ialai daiam melaksanakan ketentuan
Persetujuan fni, maka Pemerintah, sebagai wsaha uniuk ‘memperbaikinya
berdasarkan Fersetujuan dini, akan menyampaikan pemberitahuan tertuiis
tentang hal tarsebut kepada Perusahaan { pemberitahuan mana harys
menyatakan bahwa hal 4ty sesyai dengan Pasal i} dan Peruszhaan
akan mendapat jangka waktu maksimum 180 [ seratus dela.an puluh)
hari seteiah menerima pemberitahuan tersebut, untuk memperbaiki kela-
laian « ite, Wakty yang sebenarnya diperiukan untuk memperbaiki ke-
lalaian tersebut, harus dicantumkan didalam pemberitahuan tertulis
untuk setfap keialaian, sebagaimana wajarnya dalam suaty keadaan
dengan mempertimbangkan sifat dar{ kelalafan. - Balam fial Parusahaan
telah memperbafki kelalaian tersesbut dalam Jangka wakte yang telah
ditetapkan, maka Perjanjian  ini  akan tetap berlaku penuh  dan
tidak mengurangi . hak Pemerintah (untuk melakukan teguran }terhadap
sesuatu - kelalajan’ dikemudian hari. Dalam hal Perusahaan tidak mem.
perbaiki kelalaian tersebut dalam Jangka waktu yang ditetapkan di
dalam pemberitahuan , maka Pemerintah berhak untuk mengakhiry
Persetijuan ini sesuai dengan ketentuan - ketentuan Pasal 22, ter-
gantung pada masalahnya.

Tanpa mengurangi ketentuan - ketentuan ayat (1) Pasal ini, daTam hal
Perusahaan lalai- dafam melakukan svatu pembayarsn uang kepada Pe-
merintah yang diwajibkan terhadap Perusahaan sesuai dengan Pasal
12 atau Pasal 13, maka Jangka waktu, dalam mana Perusahaan harus
memperbaiki kelalaian tersebut, adalah 30 {tiga puluh) hari sate-
lah menerfma . pemberitahuan itu. Denda untuk pembayarasn yang ter-
lambat adalgh.  beban bunga atas jumiah uang  yang lalai dibayar,
terhiting dari tanggal seharusnya pembayaran dilakukan, dengan
tingkat bunga pokok yang Perlaku di New York pada tanggal keila-
laian itu terjadi ditambah empat persen (4%) .Denda ini atay hu-
kuman - hukuman lain yang ditetapkan dalam Pasal ini tidak boleh
dianggap sebagai potongan - potengan  {ongkes) dalam menghitung pen-
dapatan: kena pajak. ' .

Perusahaan belum dianggap lalai dalam pelaksanaan suatuy ketentuan
dalam Persetujuan  ini menganai  hal yang masih disengketakan antara
kedus helah pihak, sampal  waktu semua sengketa itw,termasuk setiap
anggapan bahwa Perusahaan  1alai  dalam pelaksanaan  dari padanyad
atau sesuatu  sengketa dimana Perusahaan telzh disediakan kesempat-
an ¥ang walar untuk memperbaikinya telah  terselesaikan "sehagai
mana diataur dalam Fasal 21,
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ARTICLE 20
DEFAULT

subject to the provisions of Article 13 of this Agreement,
in the event that the Company is found to be in defautt n
the perfermance of any provision of this Agregment, the
Government, as its remedy under this Agreement, shall give
the Company written notice theraof fwhich notice must state
that it is pursuant to this Article} and the Company shalj
have 8 pericd of 2 maximum 180 {one hundred and eighty) days
after receipt of such notice to correct such default. The
actual time within which tg correct such default shail he
stipulated in the said written notice in each fndividual
CasE  4S may be reasonable under the circumstances
considering the nature of the defauvlit. In the event the
Company corrects such defaylt within such period, this
Agreement shall remain in full force and effect without
prejudice to any Future right of the Gevernment in respect
of any future default. In the event the Company does not
correct such default within the time stipuiated in the
notice, the Government shall haye the right to termipate
this Agreement fn accordance with the previsions of Article
22 as the case may be.

- Hotwithstanding  the provision of paragraph 1 aof this

Articie, in the event the Company shall be found to ke in
default dn the making of any payment of mongy Lo the
Government which the Company is required to make pursuant To
Article 12 or Article 13, the period within which the
Company must correct such default shall be 30 (thirty) days
after the receipt of notice thereof. The penalty for late
payment shalt be an interest charge on the amount in defaclt

. from the date the payment was due, at the rate of the Haw

York prime interest rate in effect at the date of defauit
Plus 4% (four percent). This or other penalties provided
for in this Article may not be taken as deductiens in the
caleulation of taxabie income.

The Company shail not 42 deemed to be in default in the
performance of any provision of this Agreement concerning
which there is any dispute between the Parties unti such
time as all disputes concerning such provision, inciuding
any contention that the Company is in default in the
performance thereof pr any dispute as to whether the Comeany
was provided a reasonable opportunity to correct a dafault,
have heen sottled as provided in Article 21,
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PASAL 21

PENYELESAIAN SENGKETA

Pemerintah dan Perusahaan' dengan ini bersepakat untuk menyerahkan
kepada "Konsiliasi" (conciliation), dimana para pihak berkeinginan un-
tuk meminta suatu penyelesaian secara baik dengan cara konsiliasi,atay
melalui arbitrase, semua sengketa antara kedua Pihak Yyang timbu]
sebelum atau sesudah pengakhiran Persetujuan ini atau penerapan
nya 2tau operasi-operasi dibawah Persetujuan ini, termasuk perselisihan
perselisihan dimana satu Pihak 1lalai dalam melaksanakan kewajiban
kewajibannya, untuk penyelesaian akhir. Dalam hal Para Pihak
meminta suatu penyelesaian secara baik dengan cara konsiliasi ma-
ka, konsiliasi akan berlangsung sesuai dengan peraturan - peraturan
Konsiliasi UNCITRAL dalam resolusi 35/52 yang disetujui oleh Maje-
lis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa ‘pada tanggal &4 Desember 1980
yang berjudul “Conciliation Rules of the United Naticns Commission
on International Trade Law" yang pada waktu ini berlaku. Dalam hal
Para Pihak akan menggunakan arbitrase maka, sengketa akan diselesai-
kan oleh arbitrase, sesuai dengan Peraturan - peraturan Arbitrase
UNCITRAL yang dimuat dalam resoclusi 31/98, yang disetjui Majelis
Umum Perserikatan Bangsa - Bangsa pada  tanggal 15 Desember 1976

yang berjudul " Arbitration Rules of the United MNations Commission
on International Trade Law" yang pada saat ini berlaku. Ketentuan
ketentuan tersebut diatas 1ini tidak berlaku untuk masalah -

masalah perpajakan' yang tunduk ' kepada yurisdiksi  Majelis Pertim-
bangan Pajak. Bahasa yang akan digunakan dalam acara kerja Konsi-
Tiasi dan Arbitrase adalah Bahasa Inggris kecuali kedua Pihak
menyetujui lain.

Sebelum Pemerintah atau Perusahaan menempuh upaya arbitrase dibawah
peraturan - peraturan Arbitrase UNCITRAL tentang suatu sengketa
tertentu, mereka seharusnya telah melakukan segala upaya untuk
mengambil semua langkah yang perlu dalam mencari kemungkinan pe-
mecehan administratip mengenai sengketa tersebut atas dasar hukum
perundang- - undangan [ndonesia.

Acara kerja konsiliasi atau arbitrase yang dilaksanakan menurut Pa-
sal ini, akan diadakan di Jakarta, Indonesia, apabila dapat dila-
kukan pengaturan yang serasi, kecuali kedua belah Pihak mufakat
untuk memilih tempat 1lain atau kecuali peraturan - peraturan atau®
tata cara yang disebut diatas menghendaki lain. Ketentuan - keten=
tuan  Pasal ini akan tetap berlaku meskipun Persetujuan ini ber=
akhir. Satu keputusan menurut Acara Arbitrase tersebut harus dé=
pat dilaksanakan dan mengikat kedua belah Pihak.
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ARTICLE 21
SETTLEMENT OF DISPUTES

The Government and the Company hereby consent to submit to
conciliation, where the Parties wish to seek an amicable
settlement by conciliation, or to arbitration, all disputes
between the Parties hereto arising - before or after
termination out of this Agreement or the application thereof
or the operations hereunder, including contentions that a
Party is- in default in the performance of its obligations,
for final settlement. Where the Parties seek an amicable
settlement of & dispute by conciliation, the conciliation
shall take place in accordance with the UNCITRAL

Conciliation Rules contained in resolution 35/52 adopted by

the United Nations General Assembly on 4 December, 1980 and
entitled “"Conciliation Rules of the United Nations
Commission on International Trade Law" as at present in
force. Where the Parties arbitrate, the dispute shall be
settled by arbitration in accordance with the UNCITRAL
Arbitration Rules contained 1in resolution 31/98 adopted by
the United Nations General Assembly on 15 December, 1976 and
entitled “Arbitration Rules of the United Nations Commission
on International Trade Law" as at present in force. The
foregoing provisions of this paragraph do not apply to *tax
matters which are subject to the jurisdiction of Majelis
Pertimbangan Pajak (The Consultative Board for Taxes). The
language to be wused 1in conciliation and arbitration
proceedings shall, wunless the Parties mutually agree
otherwise, be the English language.

Before the Government or the Company institutes an
arbitration proceeding under the UNCITRAL Arbitration Rules
with respect to a particular dispute, it shall have used its
best endeavours to take all necessary steps to exhaust the
administrative remedies available to it under the laws of
Indonesia with respect to that dispute.

Conciliation or Arbitration proceedings conducted pursuant
to this Article shall if appropriate arrangements can be
made be held in Jakarta, Indcnesia, unless tne Parties
mutally agree upon another location or unless the aforesaid
rules or the procedures thereunder otherwise require. The
provisions of this Article shall continue in force
notwithstanding the termination of this Agreement. An award
pursuant to such Arbitration Proceedings shall be
enforceable against and binding upon the Parties hereto.

C




- 50 -

PASAL 22
PENGAKHIRAN KONTRAK KARYA

Setiap waktu selama jangka waktu Persetujuan ini, setelah memperquna.
kan segenap kesungguhan yang wajar di dalam usaha-usahanya untuk mela,.
sanakan kegiatan - kegiatannya berdasarkan Persetujuan ini, apabila ME-
nurut pendapat Perusahaan bahwa Pengusahaan tidak dapat dikerjakanl
Perusahaan akan berkonsultasi dengan Menteri dan .kemudian dapat me.
nyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Menteri untuk mengakhiri
Persetujuan ini, dan untuk dibekaskan dari kewajiban - kewajibannya
Pemberitahuan tersebut harus “isertai dengan data dan keterangan
tentang kegiatan Perusahaan berdasarkan Persetujuan ini yang akan ge-
liputi, tetapi tidak terbatas pada, dokumen-dokumen, peta-peta, ren.
cana-rencena, lembaran-lembaran kerja dan lain - lain data dan ge.
terangan teknis. Dengan penegasan persetujuan tentang pengakhirzn
itu oleh Menteri atau dalam waktu & (enam) bulan setelah dikirim.
kannya pemberitahuan tertulis oleh #Perusahaan, mana yang lebih duly,
Pesetujuan ini dengan sendirinya akan berakhir dan Perusahaan akan
dibebaskan dari kewajiban-kewajibannya berdasarkan Persetujuan ini,
kecuali mengenai hal - hal yang secara khusus diatur selanjutnya
dalam FPasal ini.

Apabila pengakhiran terjedi pada Perioda - perioda Penyelidikan Umum
atau Eksplorasi, Perusahaan akan mendapat kesempatan selama §
(enam) bulan untuk menjual, memindzhkan atau dengan cara apapun me-
nyingkirkan harta kekayaannya di Indonesia dan menyerahkan kepada
Pemerintah semua informasi tentang hasil - hasil pekerjaan yang
telah dilaksanakan oleh Perusahaan sampai tanggal pemberitzhuan ter-

sebut ciatas. Semua harta kekayasan yang tidak dipindahkan atau di-

singkirken akan menjadi milik Pemerintah tanpa suatu kompensasi
kepadz Perusahaan.

Apabila pengakhiran terjadi selama Perioda  Studi Kelayakan (Feasi-
bility Studies), semua harta kekayaan Perusahaan, baik yang hergerak
maupun yang tidak bergerak yang berada di dalam Wilayah Yontrak Karya

akan ditawarkan untuk dijual kepada Pemerintah, dan Pemerintah akan

mendapat opsi yang berlaku untuk 30 (tiga puluh) hari, terhitung mulzi
tangoal penawaran diajukan, untuk membeli semua harta  kekayaan
tersebut dengan harga yang dinilainya sama’ dengan jumlah ongkos
semula yang dibayar oleh Perusahaan yang dilunasi dalam setiap matz
uang yang dapat ditukarkan secara bebas di Indonesia dan dibayar
elalui sebuah bank yang disetujui oleh kedua belah pihak, dalem

aktu 90 ( sembilan puluh ) hari setelah Pemerintah menerima penawa -

an termaksuZ. Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut,

erintah menolak penawaran itu, dalam jangka waktu 6 (enam) bulan,

terhitung mulai berakhirnya jangka waktu penawaran, maka Perusahazn

bolen menjual, memindahkan atau dengan cara lain  menyingkirkan
semuz harta kekayaannya tersebut. Semua harta kekayaan yang tidak
teriuvai, dipindahkan atau dengan cara lain disingkirkan akan men-
jedi milik Pemerintah tanpa suatu kompensasi kepada Perusahaan.

Apebila pengakhiran terjadi selama PRerioda Konstruksi , semua harté

kekzyazn Perusahaan haik vang hergerak maupun yang tidak bergerzk yand

terietak di dalam Wilayah Kontrak Karya, terlebih dahulu akan dité" |

werkan untuk dijual kepada Pemerintah, dan Pemerintah akan mempunyal

opsi seiema 30 (tiga puluh) hari, terhitung mulai tanggal  diajukan

penimaran untuk membeli barang - barang termasuk dengan harga yang 52
me c2ngan jumlah ongkos semula yang dapat dibayar dengan setiap mat2
uan: ¥éng dapat ditukarkan secara bebas di = Indonesia dan dibayZ’
melzlui sebuah bank yang disetujui oleh kedua belah pihak 2

&= waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah  persetujusn Pemerintsh
Lernicip periawaran tersebut. Apabila Pemerintah dalam wakty 30 (t192
puE--‘_ﬁeri tersebut menolak penawaran itu, maka Peruszhaan bﬂ1e;
me7..2., memindahkan atau dengan cara lain  menyingkirkar  seti?
ati_‘ temua  harta kekayaan tersehut dalem waktu 17 {L‘au& t-E.’.z‘.i:l hylah
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ARTICLE 22
TERMINATION

At any time during the term of this Agreement, after having
used all reasonable diligence in its endeavour to conduct
its activities under this Agreement, if in the Company's
opinion the Enterprise iS not workable, the Company shall
consult with the Minister and may there.fter submit a
written notice to terminate this Agreemer® ,and to be
relieved of 1its obligations. Such notir- shall be
accompanied  “th all data and information of the Company's
activities ufiir this Agreement which shall include but not
be limited to documents, maps, plans, worksheets and other
technical data and dinformation. Upon confirmation of
termination by the Minister or within a period of & (six)
months from the date of the giving of such written notice by
the Company, whichever shall be the earlier, this Agreement
shall automatically terminate and the Company shall be
relieved of its obligations under this Agrcement except as
hereinafter specifica%]y provided in this Article.

If termination occurs during the General Survey or
Exploration Periods, the Company shall have a period of 6
(six) months within which to sell, remove or otherwise
dispose of its property in Indonesia and to furnish the
Governmenl with the information to be turned over to it in
respect of the work which the Company has performed to the
date of the giving of tne aforementioned notice. Any
property not so removed or otherwise disposed of shall
become the property of the Government without any
compensation to the Company,

If termination occurs during the Feasibility Studies Period
all property of the Company, movable and immovable, located
in the Contract Area shall be offered for sale to the
Government, which shall have an option, valid for 30
(thirty) days from the date of such offer, to buy all such
property at a price equal to the total original cost to the
Company payable in any currency freely convertible in
Indonesia and through a bank to be agreed upon by both
parties within 90 (ninety) days after acceptance by the
Guvernment of such offer. If the Government does not accept
such offer within the said 30 (thirty) day period, the
Company may sell, remove or otherwise dispose of any or all
of such property during a period of § (six) months after the
expiration of such offer. Any property not so sold, removed
or otherwise disposed of shall become the property of the
Government without any compensation to the Company.

If termination occurs during the Construction Period all
progerty of the Company, both movabie and immovable, jocated
in the Contract Area shall in the first instance be offered
for sale to the Government which shall have an option, valid
for 30 (thirty) days from the date of such offer, to buy all
such property at a price equal to the total original cost to
the Company payable in any currency freely convertible in
Indonesia and through a bank to be agreed upon by both
parties within 90 (ninety) days after acceptance by the
Government of such offer. If the Government does not accept
such offer within the said 30 (thirty) day period, the
Company may seil, remove or otherwise dispose of any or all
of such property during 2 period of 12 (twelve) months after
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berakhirnya. penawaran tersebut. Semua harta kequaaq yang tidak ter.
jual, dipindahkan atau dengan cara 1lain disingkirkan akan mep.
Jadi milik Pemerintah tanpa suatu kompensasi kepada Perusahaan.

Apabila pengakhiran terjadi selama Perioda Operasi atau sebagai
akibat habisnya jangka waktu Persetujuan ini, semua harta kekayaan
Perusahaan, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, yang
berada didalam Wilayah Kontrak Karya harus ditawarkan untuk
di jual kepada Pemerintah dengan harga yang besarnya sama denganp
ongkos perolehan atau menurut  harga nasar, mana yang lebip
rendah, tetapi bagaimanapun tidak akan lebih rendah dari nilaj
buku. Pemerintah akan mendapat opsi yang verlaku untuk 30 (tiga pu-
1uh) hari, terhitung mulai tanggal penawaran itu, untuk membeli harta
kekayaan tersebut dengan harga yang disetujui, dapat dibayar de-
ngan setiap mata vang yang dapat ditukarkan secara bebas di Indo-
nesia melalui sebuah bank yang disetujui bersama dalam waktu 89
(sembilan puluh ) hari setelah persetujuan Pemerintah terhadap pe-
nawaran tersebut. Apabila Pemerintah , dalam waktu 30 (tiga puluh)
hari tersebut, menolak penawaran itu maka, Perusahaan boleh menjual

memindahkan atau dengan cara lain menyingkirkan setiap atau
semua  harta kekayaan tersebut dalam waktu 12 ( dua belas ) bulan
setelah berakhirnya penawaran tersebut. Semua harta kekayaan
yang tidak terjual, dipindahkan atau dengan cara lain disingkir-
kan akan menjadi milik Pemerintah tanpa suatu kompensasi

kepada Perusahaan,

Meskipun demikian, disetujui, bahwa setiap harta kekayaan Perusa-
haan°di Indonesia, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak

yang pada saat pemutusan Persetujuan 1ini, dipergunakan untuk
kepentingan umum, seperti jalan - jalan, sekolah - sekolah dan/atay
rumah -sakit - rumah - sakit, termasuk alat - alat periengkapannya,

segera akan menjadi milik Pemerintah tanpa suatu kompensasi
kepada FPerusahaan; dan Perusahaan akan menghormati hal - hal wang-
tercantum cdalam ketentuan Pasal 24 (1) (c) undang - undang Hu.?l
Tahun 1867 dan ayat (3) (4) (5) Pasal 46 Peraturan Pemerintah
No. 32 Tahun 1969,

Semuz penjualan, pemindahan atau penyingkiran harta kekayaan Peru-
sehaan sehubungan dengan Pengakhiran Persetujuan ini  harus di-
laksanakan sesuai dengan undang - undang dan peraturan - peraturan
yang berlaku; setiap keuntungan atau kerugian sebagai  akibat pen-
Jualan atau sehubungan dengan penghapusan nilai pembukuan, akan
ditetapkan menurut Pasal 13 Persetujuan ini. Semua nilai akan
didasarkan pada azas - azas akuntansi yang berlaku umum.

Hak - hak dan kewajiban - kewajiban yang telah mulai berlaku se-
belum pengakhiran Persetujuan jni, serta hak - hak dan kewajiban -
kewzjiban sehubungan dengan transfer mata wuang dan harta keka-
yaan, -yang pelaksanaannya belum selesai pada saat pengakhiran di-
maksud, akan tetap berlaku sepenuhnya selama waktu yang diperlukan
atau yang wajar untuk pelaksanaan hak - hak  dan kewajiban - kewa-
jiban demikian itu. Disamoina itu, Perusahaan diberi hak untuk men-
transfer keluar negeri semua ~atau setiap hasil penjualan yang

diterima berdasarkan Pasal 22 dengan mengingat ketentuan Pasal
15 ayat 2.
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ARTICLE 22
TERMINATION

At any time during the term of this Agreement, after_having
used all reasanable diiigence in its endeavour to conduct
its activities under this Agresment, if in the Company's
opinion the Enterprise is not workabie, the Company shalj
consuit with the Minister and may thereafter submit 2
written notice to terminate this Agreement ,and to be
relieved of its obligations. Such notice shall be

-accompanied with all data and information of the Company’'s

activities under this Agreement which shali include but not
be Timited to documents, maps, plans, worksheets and other
technical data and information. Upon confirmation aof
termination by the Minister or within a perjod of & (sixz)
months from the date of the giving of such writien notice by
the Company, whichaver shall be the earlier, this Agreement
shall automatically terminate and the Company shall be
relieved of its uh]i%atinns under this Agreement except as
hereinafter specifically provided in this Article. -

If  termination occurs dering the General Survey or
Exploration Periods, the Company shall have a period of 6
(six} months within which to 5e11, remove or otherwise
dispose of its property in Indonesia ang to furnish the
Bovernment with the information to be turned over to jt in
respect of the work which the Company has performed to the
date of the giving of the aforementioned mtice.  Any
praperty not so removed or otherwise disposed of shall
become the property of the Government without any
compensation to the Company,

If termination occurs during the Feasibility Studies Period
all property of the Company, movable and immovable, laocated
in the Contract Area shall be offered for sale to the
Bovernment, which shall have an option, valid for 30
(thirty) days from the date of such offer, to buy all suech
property at a price equal to the total original cost to the
Company payable in any currency freely convertible in
indonesia and through a bank to be agread upan by bath
parties within 90 (ninety) days after acceptance by the
Bovernment of such offer. If the Government does rot accept
such offer within the said 30 (thirty) day pericd, the
Company may sell, remove or otherwise dispose of any or all
of such property during a periad of & {six) months after the
expiration -of such offer, Any property not so sold, removed
or gtherwise disposed of shall become the groperty of the
Government without any compensation to the Campany.

If termination occurs during the Construction Period all

Ubropexiy 6f tha Company, both movable and immovable, located -

in the Contract Area shall in the first instance be offered
for sale to the Govermnment which shall have an option, valid
for 30 (thirty) days from the date of such offer, to buy all
such property at a price equal to the total original cmst to
the Lompany payable in any currency freely convertible in
Indonesta and through a bank to be agreed upon by both
parties within 90 {ninety) days after acceptance by the
Govermment of such offer. If the Government does not accept
such offer within the said a0 {thirty) day period, the
Company may sell, remove or otherwise dispose af any or all
of such property during a period af 12 {tweive] months after




TRy

- 5] -

berakhirnya penawaran tersebut. Semua harta kekayaan yang tidak ter-
jual, dipindahkan atau dengan cara lain disingkirkan akan mer-
jadi milik Pemerintah tanpa suatu kompensasi kepada Perusahaar.

Apabila pengakhiran terjadi selama Perioda Operasi atau sebaga+
akibat habisnya jangka waktu Persetujuan 1ini, semua harta kekayzar
Perusahaan, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, yans
berada didalam Wilayah Kontrak Karya harus ditawarkan untuk
di jual kepada Pemerintah dengan harga yang besarnya sama denga-
ongkos  perolehan atau menurut harga pasar, mana yang lebir
rendah, tetapi bagaimanapun tidak akan lebih rendah .ari nilas
buku. Pemerintah akan mendapat opsi yang berlaku untuk 30 (tiga pu-
luh) hari, terhitung mulai tanggal penawaran itu, untuk membeli harzs
kekayaan tersebut dengan harga yang disetujui, dapat dibayar d=-
ngan setiap mata vang yang dapat ditukarkan secara pebas di Inde-
nesia melalui  sebuah bank yang disetujui bersama dalam waktu <7
(sembilan puluh ) hari setelah persetujuan Pemerintah terhadap pe=-
nawaran tersebut. Apabila Pemerintah , dalam waktu 30 (tiga pulun.
hari tersebut, menolak penawaran itu maka, Perusahaan boleh menjuz’

memindahkan atau dengan cara 1lain menyingkirkan setiap atau
semua  harta kekayaan tersebut dalam waktu 12 ( dua belas ) bula-
setelah berakhirnya penawaran tersebut. Semua harta kekayaz~
yang tidak terjual, dipindahkan atau dengan cara 1lain disingkir-
kan akan menjadi milik Pemerintah tanpa suatu kompensas

kepada Perusahaan.

Meskipun demikian, disetujui, bahwa setiap harta kekayaan Perusz-
haan'di Indonesia, baik yang bergerak mavpun yang tidak bergerac

yang pada saat pemutusan Persetujuan ini, dipergunakan untuk
kepentingan umum, seperti jalan - jalan, sekolah - sekolah dan/ataz
rumah -sakit - rumah - sakit, termasuk alal - alat perlengkapannysz,

sEgera akan menjadi milik Pemerintah tanpa suatu kompensasi
kepadz Peruszhaan; dan Perusahaan akan menghormati hal - hal yanc
tercantum dalam ketentuan Fasal 24 (1) (c) wundang - undang No.i®
Tahun 1967 dan ayat (3) (4) (5) Pasal 46 Peraturan Pemerintat
No. 32 Tahun 1969,

Semua penjualan, pemindahan atau penyingkiran harta kekayaan Peru-
sahaan sehubungan dengan Pengakhiran Persetujuan ini harus di-
laksanakan sesuai dengan undang - undang dan peraturan - peraturss
yang berlaku; setiap keuntungan atau kerugian sebagai akibat pen-
jualan atau sehubungan dengan penghapusan nilai pembukuan, akar
ditetapkan menurut Pasal 13 Persetujuan ini. Semua nilai aker
didazarkan pada azas - azas akuntansi yang berlaku umum.

Hak - hak dan kewajiban - kewajiban yang telah mulai berlcku se-
belum pengakhiran Persetujuan ini, serta hak - hak dan kewajiban -
kewajiban sehubungan dengan transfer mata uang dan harta keka-
yaan, ‘yang pelaksanaannya belum selesai pada saat pengakhiran di-
maksud, akan tetap berlaku sepenuhnya selama waktu yang diperlukar
atau yang wajar untuk pelaksanaan hak - hak dan kewzjiban - kewz-
jihan demikian itu. Disamping itu, Perusahaan diberi hak untuk men-
transfer keluar negeri semua atau setiap hasil penjualan yanc
f;terim; gerdasarkan Pasal 22 dengan mengingat ketentuan Pasal
aya -




niran di- |

ter-
men-
jaan,

Jagai
ayaan
yang
‘untuk
engan
Tebih
nilaj
a8 pu-
harta
T de-
Indo-
tu 90
ip pe-
puluh)
enjual
atau
bulan
kayzan
ngkir-
jensasi

Jgrusa-
srgerak

untuk
an/atau
pannyé,
pensasi

yang -
ig fio.1
]Eriﬂtah

an Peru-
us di-

eraturan
)at pen-
an, akan
Lai akan
m.

aku S€-
wajiban =
ta kERB'

jperiukan
P eve- |

ntuk med

ilan ya"

uan Pasa

gt
T

o El -

the expiration of such offer, Any property not so sold,
removed or otherwise disposed of shall become the property
of the Government without any compensation to the Company.

If termination occurs during the Operating Period or by
reason of the expiration of the term of this Agreement, all
property of the Company, both movable and immovable, located
in the Contract Area shall be offered for sale to the
Government at cost or market value wh:~hever is the Tower,
but in no event lower than the deprecia.ed book value. The
Government shall have an option, valid fu- 30 (thirty) days
from the date of such offer, to buy all such property at the
agreed value payable in any currency freely convertible in
Indonesia and through a bank to be agreed upon by both
Parties within 90 (ninety) days after acceptance by the
Government of such offer. If the Government does not accept
such offer within the said 30 (thirty) day period, the
Company may sell, remove or otherwise dispose of any or all
of such property during a period of 12 (twelve) months after
the expiration of such offer. Any property not so sold,
removed or otherwise disposed &f shall become the property
of the Government without any compensation to the Company.

It is agreed, however, that any property of the Company in
Indonesia, movable or immovable, as shall at the termination
of this Agreement be in use for public purpose such as
roaus, schools and/or hospitals with their equipment shall
immediately become the property of the Government without
any compensation to the Company; and the Company shall
recognise the items referred to in paragraph (c) of
sub-paragraph 1 of Article 24 of Law Mo. 11, 1967 relating
to safety and the right to excavate, and paragraphe 3, 4,
5 of Article 46 of Government Regulations No. 32 of 1969.

A1l sales, removals or disposals of the Company's property
pursuant to the termination of this Agreement shall be
effected according to the prevailing laws, and regulations:
any gain or loss from sale or disposal as relating to the
written down book value shall be determined in accordance
with Article 13 of this Agreement. All values shall be
based on aenerally accepted accounting principles.

Rights and obligations which have come into effect prior to
the termination of this Agrecment and rights and obligations
relating to transfer of currencies and proparties which have
10t yet been completed at the tirme of such termination shal)
continue in effect for the time necessary or approgriate
fully to exercise such rights and discharge such
obligations. Additionally, the Company shall be granted the
right to transfer abroad 2all or any proceeds of sale
received under this Article 72 subject t» the requirement of
paragraph 2 of Articie 15.
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PRSAL 23

KERJASAMA PARA PIHAK

¥edua belah pihak dalam Persetujuan fni  setuiu bahwa setiap waktu
mereka akan berusaha sebafk - bajknya untuk melaksanakan ketentuan-
ketentvean Persetujuan  ini dengan  twjuar  agar  Pengusahaan senan-
tiasa dapat dilakukan demgan cara  yang effsien guna mencapai

manfaat ¥ang sebesar - besarnya bagi kedua belah Pihak,

Perusahaan setu,u  untuk merencanakan dan melaksanakan semua kegiatan
berdasarkan Persiiujuan  ini sesuai dengan standar dan  persyara -
tan  yang ditetapkan dalam Persetujuan ini, demi perkemhangan
yany baik dan progresip bagi industri pertambangan di Indonesia,
dan dengan sepenuhnya senantiasa akan  memperhatikan aspirasi -
aspirasi  dan kesejahteraan rakyat Repubiik Indonesia dan  pem-
bangquran Bangsa, dan  akan bekeriazama dengan Pemerintah

dalam meningkatkan. pertumbuhan serta perkembangan s truktur
ekonomi dan sosial Indonesia, dan dengan mengingat akam ketentuan
ketentuan Persetujuan ini, senantiasa akan mentaati  semua undang
undang dan peraturan - peraturan  Republik  Indonesia,

Setiap wakty selama berlakunya Persetujuan iri, atas permintaan
salah satu pihak, Pemerintah dan Perusahaan depat saling berkom-
sultasi

{2] untuk menetapkan apakah ketentuan - ketentuan keuargan atau
ketentuan-ketentuan lain dari Persstujuan  ini memerliukan perue-
bahan  sehubungan dengan semua kezdaan yang bertalian

. dengan itu, untuk menjamin agar Persetujuan  int memadai pe-
laksanaannya dan tanpa meruaikan kepentingan salah satu Pi-
hak. Keadzan - keadaan tersebut meliputi kondisi produksi mi-
neral seperti Jumlah, .jokasi dan Tlapisan penutup dari endap-
an - endapan mineral, mutu mineral, kondisi pasar mineral, daya
beli uang yang sedang berlaku dan syaral - syarat serta kon-
disi yang ada untuk usaha bahan galian yang sejenis. Dalam
uszha mencapai kesepakatan, alas setiap perubahan Persetujuan
berdasarkan ayat 3 Pasal ini, kedua belah pihak akan menja-
min bahwa revis?  Persetujuan ini  tidak akan mehgurangi
kemampuan Perusahaan untuk  mempertahankan Kredfbilitas Fi -
nancialoya di  luar negeri  dan  menghimpun dana melalui
pinjaman internasional sesuai  dengan cara dan persyaratan yand
umum berlaky di  industri pertambangan, dan

{b) mengenai kemajuan’ Pengusahaan, Dalam hal ini, Pemerintah me -
nyadari bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan lainnya da-
fam Persetujuan ini, Perusahaan dapat memohon  perpanjangan
waktu bagi setiap perioda atay tahap yang dimaksud dalam ayat
Z Pasal 3, dan Pemerintah dengan  kewenangannya .. dapat mem-
derikan suatu perpanjangan waktu atas periocda - perioda atav
tahap - tahap tersebut.

Konsuitasi tersebut harus dilaksanakan dengan semangat kerjasama sertd
dengan memperhatikan sepenuhnya maksud dan tujuan dari masing - masing
Pipak. Kedua belah Pihak berkeinginan untuk merealisir keberha-
silan dari Pengusahazn bagi kepentingan rakyat Republik Indo-
nesia, pembangenan bangsa, perkembangan ekonomi  dan struktur 597
sial, operasi yang berkelanjutan dari  Perusahaan dan  pengéd-
banger  sumber daya mineral Repyhlik  Indonesia.
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ARTICLE 23

COOPERATION OF THE PARTIES

The Parties te this Agreement agree that they will at all
times use their best efforts te carry oui the provisions of
this Agresment to the end that the Enterprise my at ail

times bhe conducted with efficiency and for the optymum
Denefit of the Parties,

The Company agrees tp plan and conduct all operations under
this Agreement in accordance with the standards and
requirements imposed elsewhere in this Rgreemant for the
sound and progressive davelopment of the mining industry in
Indonesia, to give at atl times full consideration o the
aspirations and welfare of the peopie of the Republic of
Indonesia and to the deveiopment of the Hation, and to
Cooperate .with the Government in Fromoting the growth and
development of the Indonestan economic apd social structlure,
and subject to the provisions of this Agreement, at. all
timas to comply with the Yaws and requlations of Indonesqia.

At amy time during the term of this Agreement, upen reguest

by either party, the Government and the Company may consuit
with each other: :

{a) to determine whether in the Tight of all relevant
circumstances the financial or other provisions of
this Agreement need revision in order to snsure that
the Agreement gperares 2quitably and without major
detriment to the interests a7 efther Party. Such
circumstances shall  inciude the conditions wunder
which the mineral Freduction s carried our such  as
the size, lgcation and overburden of mineral
deposits, the quality of the miraral, the market
conditions for the mineral, the prevailing purchasing
power of wmoney and the terms and  conditions
prevailing for comparable mineral” ventures., - In
reaciing agreement pp any revisign of this Agreement
Pursuant to this paragraph 3 hoth ‘Parties shall
Ensure that no revisfon of this Agreement  shall
prejudice the Company's ability to retain financial
credibility abroad and L2 raise finance by borrowing
internationally in a manner and on terms normal to
the mining industry, and

fb) concerning the progress of the Enterprise. I8 this
regard, the Government ackaowledges that without
prejudice to the other provisions of this Agreemgnt,
the Company may apply for an extension of any poriad .
or sicge referred to in Faragraph Z of Article I and
the Government may fn jre dizcretion grant an
extension of such periad{s) or stage(s}.

such censultation shall he carried out in & spirit of
cooperation with dee regard to the intent and objectives of
the respective Parties. Rath Parties desire to realize the
success of the Enterprise for the benefit of the peaplo of
the Hepublic af [ndonesia, the dovelopment of the natign,
the nqrawth and development of the ccanomic  and social
structure, the continued peeration af rhe Company and the

development af the miparal resources of the Republic af
fndonesia. -
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PASAL 24
PROMOST KEPENTINGAN * NASIONAL

Dalam- pelaksanaan kegiatannya berdasarkan Persetujuan ini, Perusahaan

harus, korsisten dengan hak-hak dan kewajiban -kewajibannya seperti

tercantum pada Pasal lain dalam Persetujuan ini, mengutamakan untuk
memenuhi permintasn - konsumen Indonesia untuk hasii produksinya dan Pe.
rusahaan serta Afilias{ dan sub-kontraktornya, dengan itikad baik, se-
jauh mungkin sepanjang masih dapat dilaksanakan akan mengounzkan te-
naga kerja Indonesia, jasa-jasa dan bahan-bahan mentah yang dihasili-

kan dari sumber Indonesia dar produksi yang dibuat di Indomesia, i

sepanjang jasa-jasa dan produksi “ersebut tersedia dalam waktu, harga 3

dan dasar mutu yarg bersaing, dengan ketentuan , bahwa : 5

i

(i) dailam membandingkan hargs barang-barang yang diproduksi atau di- i
byat di Indonesia dengan harga barang-barang yang diimpor { pada
harga impor tersebutjekan ditambahkan bea, pungutan Tain dan hi-
aya yang timbyl sampai waktu barang - baramg  yang difmpor |
ity tiba di Indonesia.

{i1) dalam membandingkan jasa-jasa yamg tersedia di Indonesia, 15% 3
{Tima beias persen} harus ditambahkan kepada harga jasa-jasa yang J
ditmpor. 4

L

Perusahaan secara konsisten akan melaksanakan hak-hak  dan kewajiban -

kewajibannya seperti
mengolah atau harus mengelak bijih-bijih { hasil tambangnya ) di Indo- y

nesia sampai sejauh mungkin ketingkat yanmg Tebih  tinggi sesuai  Pa-

sal 10 ayat 3 dan dalam hal Perusahaan tidak mendirikan fasilitas-fa- E R
1

silitasnya sendirf, akan menggunakan fasilitas-fasiiitas pengaiahan
yang ada di Indonesia, dengan ketentuan bahwa biaya-biaya, hasil peroie- -
han dan jacs - jasa sehubungam' dengan
saing.

tercantum pada Pasal Tain dalam Persetujuan ini, «§-

itu adalah ekonomis dan ber:- 3°

Dengan mengingat kepada ketentuan - ketentuan di bhawah  ini, Perusahaan jJ
harus menjamin bahwa saham-sahamnya yang dimiliki oleh Penanam Modal -
Asing akan ditawarkan wuntuk dijual atau diterbitkan,pertama-tama ke- ;
pada Pemerintah, .dan kedua { Jika Pemerintah tidak menerima {menyetu- ;
jui) penawaran itu dalam 3G {tiga puluh) hari sejak tanggal penawaraan).

kepada warga negara Indonesia atav Perusahaan Indomesia yang diken- g

dalikan oleh warga negara Indonesia. Suatu penawaran kepada Pemerin-
tah atau warga nmegara Indonesia atar Perusahaan indonesia yang di-:
kendalikan oleh warga negara Indenesia akan disebut suatu penawaran 4
kepada “Peserta Indonesia" untuk waksud Pasal 24 ini, Dalam hal Pe- %
merintah menolak penawaran sesuai Pasal dini, Pemerintab

sahaan Indonesia  yang dikendalikan oleh warga negara Indonesia dan pe-
naksiran saham itu sesuvai Pasal 24 ayat 6. K

Jumlah saham-saham yang okan ditawarkan kepada Peserta Indonesia dalam g
tiap .tzhun sesudah berakhirnya tahun takwin penuh keempat dari Periodd .
Operasi,.adalah perbedaan antara persentase barikul dan perseniase 327
ham-saham {jika kurang dari persentase seperti berikut) vang -udah 8107
miliki Peserta Indonesia pada tanggal penawaran yang bersangkutan:

6> Pada akhir tahun kelima, se-kurang-kurangnya ISﬁ;. - -3"&
@F Pada akhir tahun keenam, se-kurang-kurangnya 23%; —v -+ l]l’ﬂf;n T
¢4+ Padaz akhir tahun ketuluh, se-kurang-kurangnya 30%; A4 f s :
gg Pade akhir tahun kedelapan, se-kurang-kurangnya 3723, 4+ 1 f-'(ﬂ
i
L§

Pada akhir tahun kesembilan, se-kurang-kurangnya 44%; +1 €7y :
Pada akhir tahun kesepuiuh, se-kurang-kurangnys 51%; ‘f?’a{t !
L4 5

dapat menga- - .
wasi penawaran ity kepada warga negara Indomesia atau kepada Peru- 3

=N
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ARTICLE 24

PROMOTION OF NATIONAL INTEREST

In the- canduct of its activities wunder the Agreament the
Company shall consistent with its rights ang cbligations
el sewhare under this Agreemert give preference tn Indenesian
consumers' requirements for . g products and the Lompany and
its Affitiate. and sub-contractors shall in gocd faith and
to  the fullest practicable extemt ytilize Indonesian
manpower,  services and paw materials produced from
Indonesian sources ang broducts manufactured in Indunesia to
the extent such services and products are avaiiable on 2
competitive time, cost and qualfty basis, pravided that:

(i) in tomparing  prices gof goods  produced o
manufactured in Indonecia to the price of imported
goods there shall be added customs duties, othar
Tevies and expenses incurred up to the time the
imparted goods are Tanded in Indonesia.

{ii) In_ comparing the services avaflable in Indanesiz
fifteen percent (15%) must be added tg the charge af
the fmported services.

The  Company shali, consistent with itsg rights ang
obligations ‘elsewhere under this Agreement, process or cause
to be processed, its ores in Indorresfa to the most adv anced
stage possibie sub,ect to Article 10 paragraph 3 and, in the
event it does not establish its own facilities, shall use
existing processing facilities in Indonesia, provided that
the rcharges, recoveries and services therefor are economic
and competitiva,

Sub,ect to the provisions hereunder, the Company  shati
ensure thal its shares gwned by the Foreign Investor(s) are
offered aither for sale or 1ssue Firstly, to the Government,
and secendly [if the Bovermment does npot accept this offer
within thirty ({30) days of the date of the aoffer] to
Indonesian nationals or Indonesian companies contrelled by
Indonesian nationals. An offer to the Govermment ogr
Indonesian nationals or Indonesian companies controlled by
Indonesian natignals shall be called an gfrer to "the
Indonesian Participant® for the purpose of this Article 24,
In the event that the Govermment does not accept an offer
pursuant to this Article, it may supervise the offer ip
Indonesian nationals or to Indonesian companies controlled
by Indonesian natignals and the valuation of the sharas
pursuyant to this Article 24, paragraph 5.

The. pumber of shares to be offered to the Indanzsian
Participant in each year following the end of the fourth
full calendar year of the Operating Perigd sghal] ke the
difference between the toliowing parcentages  and  the
percentage of shares {if less than  the fallowing

percentages) already owned by the [ndonesian Participant at
the relevant date of offar:

By the end of the 7ifth year, at least 15%;
By the end of the s51xth year, at least 234
By the end of the seventh year, at least 30%:
By the end or the eighth year, at laast 373
By the end of the ninth year, at least 43%;
By the end of the tenth year, at Teast 512
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Semua kewajiban dari Perusahaan menurut Pasal 24 ayat 4 ini akap
dianggap telah dilaksanakan segera sesudah tidak kurang dari 51% darj
jumlah saham yang telah diterbitkan dan yang ada pada waktu itu te.
lah ditawarkan kepada dan dibeli oleh Peserta Indonesia.

Jadwal waktu penawaran saham Perusahaan kepada Peserta Indonesia ter.
sebut dapat diperpanjang dengan persetujuan Pemerintah.

Penawaran saham - saham  tersebut akan dilakukan :

(i} dengan syarat-syarat dan kondisi yang direncanakan secara wajar
untuk menjamin bahwa saham-saham tersebut nantinya tidak akap
dipindah-tangankan kepada bukan warga negara Indonesia, dan

(ii) dalam waktu tiga bulan setelah berakhirnya tiap tahun takwin dap
Peserta Indonesia, selambat-lambatnya tiga bulan setelah tanggal
penawaran harus memberitahukan kepada Perusahaan bahwa mereka
akan melaksanakan haknya membeli saham - saham tersebut.

Harga saham-saham yang harus ditawarkan untuk dijual sesuai Pasal 24
ayat 3, 4 dan 5 1ini akan ditetapkan pada akhir tahun sebelum tahun
dilakukannya penawaran dimaksud, dan adalah yang tertinggi di-
antara :

(i) Bisya penggantian yang berlaku pada saat ity atas investasi
Peruszhaan menurut Persetujuan ini yaitu biaya penggantian Pe-
rusahaan' yang berlaku pada saat itu atas penanaman modal Pe-
rusahaan yang ditetapkan sebagai Jjumlah kumulatip yang dibelan-
jakan Perusahaan untuk Penyel+¥dikan Umum, Eksplorasi, Studi Ke-
layakan, pengembangan dan biaya - biaya pra-produksi Tlainnya,
pengeluaran modal dan modal kerja disesuaikan dengan: jumlah ta -
hunan yang sesuai yang diperlukan untuk membenarkan pengaruh
inflasi dihitung dari Indeks Harga Ekspor Barang - barang Ha-
sil Pabrikasi seperti dilaporkan dalam * The United Nations
Bulletin of Statistics", dikurangi :

{a) penyusutan akumulatip dan amortisasi yang didasarkan atas
umur ekonomis atau manfaat dari golongan harta (investment
categories) yang berbeda - beda seperti disebut diatas, dise-
suaikan dengan jumlah tanunan yang sesuai yang diperlukan un-
tuk membenarkan pengaruh inflasi dihitung dari Indeks Harga
Ekspor Barang-barang Hasil FPabrikasi seperti dilaporkan
dalam "The United Nations Bulletin of Statistics", dan

(b) kewajiban keuangan sampai akhiF tahun.

Umur ekonomis dari golongan harta ( investment categories)
yang berbeda - beda yang digunakan untuk menetapkan biaya
penggantian  yang bertaky pada saat itu harus sesua

dengaii prinsip - prinsip akuntansi  yang diterima umuw Jald™®
industri pertambangan. Penyesuaian inflasi akan ditcrapkan ke-
pada investasi tersebut diatas dengan mengakui, sebagal
modat kerja yang diperhitungkan dengan penyesuaian inflasi,
hanyalah bagian yang berbentuk peralatan nyata dan barang -
barang setengah jadi atau barang-barang jadi, termasuk
tetapi tidak terbatas kepada bahan - bahan untuk gperasi dan
persediaan-persediaan dan suku cadang dan  bahan galian
dan/atau logam inventaris yang dapat  dijual. Harga tiap

saham yang djtawarkan adalah harga yang
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A1l obligations of the Company under this Article 24,
paragraph 4 shall be deemed to be discharged as soon as not
less than 51% of the total shares issued and outstanding

shall have been offered to and purchased by the Indonesian
Participant.

The timetable under which shares in the Company are to be
offered to the Indonesian Participant may be extended with
the approval of the Gavernment.

The offer of such shares shali be made:

(i) Upon terms and conditions reasonably intended to
énsure that such shares are not thereafter
transferred to non-Indonesians, and

(i) Within three months from the end of each calendar
year and the Indonesian Participant shall within a
period of three months from the date of offer,
advise the Company of its intention to exercise its
option to purchase such shares.

The price at which shares shall be offered for sale pursuant
to this Article 24, paragraphs 3, 4 and 5 shall be
determined as of the end of the vear preceding that in which
the particular offering is to be made, and shall be the .
highest of:

(i) The then current replacement cost of the Company's
investment under this Agreement being the current
replacement cost of the Company's investment defined
a5 the cumulative amounts expended by the Company
for General Survey, Exploration, feasibility study,
development and other pre-production costs, capital
expenditure and working capital adjusted by an
appropriate annual amount necessary to recognize the
effect of inflation computed from the Export Price
Index of Manufactured Goods reported by the United
Nations Bulletin of Statistics, less:

(2) accumulated depreciation and amortization on
the basis of the useful or economic life of the
different investment categories listed above,
adjusted- by an anpropriate annual amount
necessary to recognize the effect of inflation
computed from the Export Price Index of
Manufactured Goods reported in the United
Nations Bulletin of Statistics, and

(b) 1liabilities as of the end of the year.

The economic 3ives for the aifferent insvestment
categories for use in the detzrmination of current
replacement cost shall be 1in accordance with
generally accepted accounting principles in the
international mining industry. The inflation
adjustment is to be applied to the investment listed
above recognizing as working capital subject to
inflation adjustment only that portion represented
by tangible equipment and semi finished or finished
goods, including but not Jimited to operating
materials and supplies and spare parts and saleable
mineral and/or metal fnventeries. The price per
share of shares offared shall be that oprice
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ditetapﬁan dengan cara membagi biaya penggantian yang berlaky
saat itu dengan jumlah keseluruhan saham  Perusahaan sebeTun
penawaran termaksud diiakukan.

Penetapan biaya pengganiian yang berlaku saat itu akan merupa-
kan hal yang harus disetujui antara  Pihak  Penanam- Moda]
Asing dan Pemarintah. Apabila gagal mencapai persetujuan terse.
but, maka biaya penggantian yang beriasku - saat Jiv harys
ditetapkan oler penilai yang independen (tidak memihak} yang
akan ditunjuk seperti ditetapkan dibawah; '

(ii) Harga® saham yang dapat diterima untuk didaftarkan di Bursa
Saham  Jakarta dan ditawarkan untuk dijueal.

Femerintah dan Perusahaan  harus berkonsuitasi dengan wakil dari
Bursa  Saham Jakarta dan ahii keuangan Jainnya untuk mepe-
tapkan pada harga berapa saham - saham akan ditawarkin wuntuk
didaftarkan di . Bursa Saham Jakarta.

{i1i) #ilai dari saham - saham (dalam perbandingan antara modal saham
yang disetor dengan modal saham  yang diferbitkan | didasarkan
kepada satu periiaian :yang wajar atas FPerusahaan sebagai suatu
usaha yang sedang berjalan { as & going concern) yang < harus di-
setujui woleh Pemerintah dan Pihak Penanam Modal Asing,

Perusahaan dan Pemerintah setuju bahwa nitai dari saham -sa-
ham yang didasarkan pada satu Fenilatan yang wajar atas Peru-
sahaan sebagai saty esaha yang sedang berjalan akan dite-
tapkan dengan memperhitungkan penerimaan - penerimaan dimasa
yang akan'datang, proyeksi dividen dan pertimbangan atas ting-
kat pengembalian modal  yang sesuadi dengan  memperhitungkan
risiko yang berkaitan- dengan penerimaan - penerimaan dan divi-
den diwaktu yang akan datang.

Daiam hal persetujuan tidak dapat dicapai mengenai biaya penggan-

tian yang berlaku pada saat itu atas investasi Perusahaan de-
-‘ngan cara perhitungan seperti disebut diatas atar penilaian yang
wajar atas Perusahaan sebagai satu usaha yang sedang  berjalan,

sepertl " disebut diatas, maka biaya penggantian yang berlaku pada
saal itu atas investasi Perusahaan atau penilatan: vyang wajar atas
Perysahiaan sebagal swatu usaha yang sedang berjalan akan ditetapkan
oleh penilai yang independen (independent valuer) atas dasar bahwa
Penanain- Modal Asing adalah penjual yang bersedia ‘tetapi bukan

penjual’ yang menginginkan sebagai ditetapkan dibawah  denaan f?fg

menggunakan piinsip penilaian seperti diatur diatas dan dalam hal
penilzian menerut {ii] atsu (ii7) diatas, dengan memberikan per-
timdangan  yang ‘tayak atas risiko investasi proyek.

Penilai independen tersebut terdiri dari satu wakil dari dan di-
tenjuk  oleh Pemerintah dan satu wakil dari  den ditunjuk oleh Pena- :
nau Wodal Asing. Penilai tersebut "harus mangadakan ~Fapat sesegera :
mungkin disuate tempat yang disetuju{ bersama di  Indonesia dan
Jika anggota - anggota dari  penilai yang independen itr tidak
mencapal persetufuan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sesudah penun-
Jukan  mereka atau waktw yang Tebih lama  yang disetujui bersame
oleh Pemerintai dan Penamam Madal Asing, wmaka wakil - wakil ter-
sebut harus menenjuk -seorang anggota  ketiga dari  penilai  in-
dependen, vaitey wakil dari suaty
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determined by dividing tha current replacement cpst
by the _total number of sharas gf the Lompan
Outstanding immediately prior to the offer,

The determination of Current replacement cost shall
be the subject of agreement betwesn g
Investor{s) and the Government, Fatling
agreement, current replacement cost shall be

deftermined by independent valuers to be appointed as
provided for balow;

or

(31} The price at which shares wiil be accepted for

1i%ting on the Jakarta Stock Exchange and offerad for
sile,

The Government and the Company shall consylt with
representatives of the Jakarta Stock Exchange and
othar financial 2xparts to determine the price at

which shares should be offered for 1i5ting on the
Jakarta Stock Exchange,

ar

(111} The value of the shares {in the proportign that they
bear to the issued share capital of the Company}
based upon a fair vaivation of the Company as a going

concern to be agresd Upon between the Government
and the Foreign Investor(s),

Company as a 80ing concern is to be determinad by
assessment of future earnings, dividend projections
and judgement of an appropriate rate of return that

recognizes the risk associated with future earnings
and dividends, :

In the event that agresment cannot be reached en the current
réplacemant cost of the Company's investment calculateq in
the manner set out. shove or the fair valuation of the
CompEny as a going concern calculated in the manner set out
above, then the current -replacement cost of the Company’s
investment or the fair valuation of the Company as a going
concern will be determined by independent valuers on the
basis that the Foreign Investor(s) isfare a willing but not
anxious .setler and as provided beloyw using the valuation
principles sat forth abave and in case of g valuation under

{i1) or [ii{} above, giving due consideration to the project
investment risk_ : -

Such independent valuers ghall consist af one representative
of and appointed by the Government and one representative of
ard appointed by the Foreign Investor(s). The independent
vatvers shall meet as soon as convenient at 2 mutually
agreeahle place in [ndonesia and if the members of the
independent valuers do not reach agreement within thirty
(30} days after their gppointment or such Yanger period as
the Government apd the Foreign Investor(s) may mutualty
agree the representatives shall appaint a third member of
the independent valuers, who shal) be a representative of zn
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"Merchant Bank" ( Bank yang bergerak dalam bidang” pinjaman komersia)
dan pembiayaan) yang dikenal secara Internasional yang juga mengena) ine
dustri pertambangan internasional serta bukan warganegara HEpuh]ik
londonesia ataupun warganegara Amerika Serikat . Keputusap
dari dua anggota penilai independen tersebut akan mengikat bagi Par,
Pihak. Kegagalan dari dua wakil untuk menunjuk seorang anggota ketj.
ga dalam penitai independen tersebut dalam waktu 40 ( empat pulyh
hari sesudah_penuniukan—mereka,—mengharuskan—masalah—--masalah ter.
sebut diserahkan kepada arbitrase menurut Pasal 2l. Penanam Moda)
Asing dan Pemerintah masing - masing akan membayar biaya - biaya
bagi wakil wakilnya dan masing - masing membayar pula setengah darj
senua biaya lain untuk poraksanaan tugas penilai independen tersg.
but.

Perusahaan dan Pemerintah setuju bahwa, dalam hubungan  pelaksanaan ke-
wajiban Perusahaan ‘-untuk menawarkan saham - sahamnya , biaya per-
tanggungan { underwriting fee ) akan dipikul oleh Perusahaan sedangkan
biaya pendaftaran dan/atau komisi perantara , Jjika ada, yang timbul
dalam pendaftaran dan/atau penjualan saham - saham tesebut akan wa-
jar dan tidak terlalu mengurangi penerimaan dari penjualan tersebut
dan akan dipikul secara bersama oleh pembeli dan penjual.

Saham - saham yang dibeli Peserta Indonesia akan dibayar dalam Rupizn
(dapat ditukar ke dalam U5 $ dengan milai tukar yang berlaku pada
tanggal pembayaran seperti ditunjukh dibawah ) atau dalam US dollar.
Penerimaan dari penjualan tersebut dapat ditransfer ke luar negeri

sesuai dengan Pasal 15 ayat 2. Pembayaran demikian itu, akan di

laékukan dalam waktu 3 (tiga) bulan sesudah tanggal diterimanya pena-
waran seperti ditetapkan dalam Pasal 24 ayat 5 tersebut diatas.

Sesudah menerima pembayaran; Perusahaan akan mengusahakan penyerahan
segera saham-saham tersebut kepada Peserta Indonesia. Dalam hal pen-

jualan saham, yang berlainan dengan penerbitan saham, Perusahaan akan

menerima pembayaran tersebut sebagai agen bagi Pihak Penanam Mo-
dal Asing yang menjual saham - saham tersebut. Pemerintah akan men-
Jamin bahwa Perusahaan akan dapat mentransfer wuang hasil penjualan
tersebut kepada Pihak Penanam Modal Asing yang bersangkutan, bebas
dari semua pajak Indonesia dan Pemerintah dengan ini akan menye-
lesaikan pajak - pajak bilamana ada bertalian dengan transfer ter-
sebut.

Dalam hal ada penambahan jumlah dalam modal saham Perusahaan, peme-
gang saham Indonesia akan ditawari saham - saham baru sebanding de-
ngan sahem - saham yang telah mereka pegang untuk memberikan keses-
patan kepada mereka memelihara perbandingan saham yang telah mere-
ka mihﬂki di dalam Perusshaan.

ara Indonesia, tidak akan diperlakukan kurang menguntungkan diban=
ingkan dengan saham - saham yang dipegang oleh pemegang - pemegang
sahan lainnya.

Ea]am keadaan bagaimanapun, saham-saham yang dipegang oleh wargane

Pgmerintsh berhak untuk menunjuk direktur - direktur Perusahaan seban-
ding dengan saham yang dipegang oleh Femerintah di dalam Perusahaan-

Semua hak atau hak Pemerintah yang manapun menurut Pasal ini (terma-
suk hak wuntuk membeli saham di Perusahaan dan  hak untuk menunJuk
direktur-direktur), dengan persetujuan Pemerintah dapat dilakukan oleh
senrang atau lebih yang ditunjuk oleh Pemerintah, dalam bentuk bacan
hukum Pemerintah atau aparatur Pemerintah 1lainnya, baik sendiri  atdv
bersema dengan Pemerintah dan sesuai dengan ketentuan - ketentuan €37
lem Pasal ini, namun, keseluruhan hak Pemerintah dan wakil - w2kl
yanqg ditunjuk baik <endiri atau bersama - sama tidak akan melebihi 2°2
yonq menjadi hat  Pemerintah menurut Pasal ini, seandainya Pemer!””
Lahh cendiri melaksenakan  hak - hak tersebut.
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internationally recognized Merchant Bank who is familiar
with the international mining industry and not a pational of
the Republic of Indonesia or United "States of America.The decision of two
members of the {ndependent valuers shall then be binding

- upon the Parties. Failure of the two representatives to

appoint a third member of the 1independent waluers withia
forty {40} days of their appointment shall reguire fhe
is5sues to be submitted fto arbitration pursuant to Artiglz
21. The foreign Investor(s) and the Government shall sach
pay the expense of its own representative and one half of
all ather expenses of the independent valuers' proceedings.

Tne Company and the Governoment agree wnat, in view of the
Company undartaking this obligation to offer for sale shares
of the Company, the underwriting fee will be horne by the
Company whnile the listing andfor brokerage commissfons and
fees, if any, incurred in any ensuing 1isting and/for sale of
such shares shall be reascnable and not substantially reduce
the .proceeds of the sale and *shall he shared egqually by
buyer and seller.

Shares purchased hy the Indonesian Participant shall be paid
for in Rupiahs {convertible at the prevailing exchange rate
into Unfted S5tates Dollars applicable at the date of the
payment -referred below} or in United States Doilars. The
proceeds of sale may be transferred abroad in accordance
with Article 15, paragraph- 2. Such payment shall be made
within three (3} months after the date of acceptance of the

_offer referred to in Arfticle 24, paragraph & hereinzbove.

Upon receipt of payment, the Company shall cause prompt
delivery of the shares to the indosesjan Participant. In
the case of a sale of shares, as distinct from an issue, the
Company will be receiving such payment as agent for the
Foreign Investoris) seliing those shares. The Government
will ensure that the Company can remit the amount of such
payment to the relevant Foreign Investor{s) exempted from
Indonesian taxes and the Governmsat hereby indemnifies the
Company in respect of any such taxes.

In the event of an increase in the share capital of the
Company, tThe Indonesian sharenolders shall be offered new
shargs in proportion to thefr existing shareholding so as o
give cthem the opportunity o maintain  thefr existing
proportionate shareholding in the Company.

In no event shall shares 'held tw lndonesians be treated less
favourably than thase held by any athers.

The Govgrnment shall be entitled to appoint directors of the
Company 1n proportfon to the Government shareholding in the
Eompany. .

AVl or any of the rights of the Govermment uader this
Articie (including the right to take up shares in the
Company and the right Lo appaint directors) may be exercised
with the consent gf the Government by 2 nominee or nominees
of the Govermnent being & statutory body orF  other
instrumentality of the Government either solely or jointly
with the Government and in accordance with the terms in This
Article, byt so that the total entitlement of the Daovernment
and iis nomineg or nominees eithar solely o jointly shall
not exceed that which the Governament would have been allowed
under this Article if it hod czercised thass rights solely.




Untuk menetapkan jumiah direktur yang menjedi hak Pemerintah untuk
mertgangkatnya sesuai dyat 11, setiap .pemilikan szham seorang wa-
kil wyang ditunjuk Pemerintah akap dianggap sebagal pemilikan Gl
sahait Pemerintah, .
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For the purpose of determining the number of directors which
the Goverament 1is entitied to. appoint under paragraph 11,
any shareholding of a nominee of the Government shall be
deemed to be a shareholding of the Government.
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PASAL 25
KERJASAMA DAERAH DALAM PENGADAAN

PRASARANA  TAMBAHAN
Parusahaan senantiasaz akan bekerjasama demgan Pemerintah dengan
berusaha sebatk - baiknya untuk  merencanakan dan mengkoordinipe
kegiatan - kegiatannya dan mengusulkan proyek - proyek masa depan

di ¥ilayah Kontrak Karya atau Wiiayah Proyek. Aﬁnmodasf_ dan f3-
»bitas - fasilitas penghidupan serta kondisi kerja {working con-

=

dan  yang akan diagakan di dalam wilayah Pengusazhaan.

di.ions) yang disediakan oleh Perusahaan untuk keqiatannya harys. 3
laf  sesuai dengan standar Pemerintah, setaraf dengan yang diguna- D
kan ©oleh para pengusaha yang baik yang bekerja di Indonesia. H
Oalam hubungan dengan daerah, Perusahaam akan berusaha untuk mem. -
baniv meningkatkan semaksimal mungkin manfaat ekonomi  dan sp-
sial yang ditimbulkan Pengusahaan dalam Wilayah FKontrak Karyz -
dalam hal ; !
(1} mengkoordinir manfaat tersebut dengan studi prasarana -setempat
dan deerah yang dilakukan oleh Pemerfntah bersama dengan setiap i
manfaat yang ditimbulkan oleh pihak swasta dan umum baik yang 3
berasat dari setempat, asing, maupun  badan umum Internasio- }
ral yang berkepentingan, dan :
(i1) membanty dan memberikan  saran kepada Pemerintah, jika diminta, ¢
dalam perencanaan prasarana dan pengembangan  dasrah, yangﬁ
aleh  Perusahaan dianggap berguna untuk Pengusahaannya dan
untuk industri - industri dan kegiatan - kegiatan yang telah adaj

Perusahaan membolehkan masyarakat umum danm  Pemerintah  untuk meng-
guniakan instaTasi - instalasi dermaga danm pelabuhan, Tapangan ter-'
bang, mesin - mesin, peraiatan, Jasa - fesa dan fasilitas - fasili-
tas  pendukung yeng dimiliki Perusahaan atas dasar syarat - syarat’
dan pembayaran yang wajar, yang akan dikenakan gleh Perusahaan, {
déngan ketentuan bahwa penggunaan demikian ity tidak akan meru-!
gikan  atau mengganggue kegiatan  Perusahaan. :

QLY

Peruszhaan selama Perioda Konstruksi dan pada pokoknya sesuvai de-ﬂ
ngan perencanaan dan rancangan untuk Pengusahaan seperti yang telzh:
disetujui Pemerintan akan membangun dengan biaya sendiri jalan;
Jaian berikut ramby - rambunya, jembatan - jembatan dan  penyé-:
berangan - penyeberangan yang dianggap perly untuk  tujuan  pelak-
sanaan  Persetujuan ini.

Perusahaan membolehkan masyarakat umum dan  Pemerintah  untuk mﬂﬂ§‘§
gunakan secara cuma - cuma  setiap jalan di iuar Wilayah Pertam-,
bangan  yang dibangun danfatau yant dipelihara aleh Perusahaan.%

gikan atau menggangou kegiatan Perusahaan darm bahwa uptyk meng-
hindarkan pembebanan bfaya --peémeliharean vang berkelébihan  pada
Perusahaan, Pamerintah dar Perusahazan secara bersama - sama akan me-
netapkan golongan  kendaraan apa saja yang akan diperbolehkan un-
tuk menggunakan  jaTan - jalan  tersebut dan sejauh manz jika ada, ¢
Pemerintah atau pihak - pihak ketiga akan ikut serta dalem fem- 3

biayean pemeliharzan tersebut. %

il

e

Perusahaan harus memelihara dan bertanggung  jawab atas pemeli- :
haraan semua  jalar di Wilayah Pertambangan, '

-
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ARTICLE 25
REGIONAL CO-OPERATION IN REGARD TD

ADDITIONAL INFRASTRUCTURE

The Company will at a17 Lives co-gperate with
In utilizing its pest efforts to plan and

activities, and Proposed future projects in the Contract
Area or the Project Area,

Living accommedation and
facilities and working conditions pravided by the Company
for its operations shall be oF a Government  standard
comicnsyrate with -those of good employers operating in
Indonesia,

the Government
co-grdinate its

In relatian to the region,

the Company Wil endeavour to
assist in maximizing the

economic and spcial henefits
generated by the Enterprise in the Contract Area in respect
to :
{1} co-ordinating such benefits with Incal and regional

infrastructure studies undertak
together with eny benafits
interested locai, foreign and
and private entities; and

en by the Government
generated by pther
internationai public

{i1) assisting  ang advising the
requested, in {ts planning of
regional development which the Company may deen
useful! to the Enterprise and tg existing and future

industries ang activities in the grea of  the
cnterprize,

Bovernment, when
the infrastrecture and

air strips,

machinery, equipment, services and facilities ancillary

thereto on sych reasonable terms and reasanable charges as
the Company shall imposs, provided, however, that Such pse

shall not unduly prejudice or interfere with the Company's
operations hereunder, -

The Company shall during the Construction Periog and
substantially in accordance with the Flans and i

the Enierprise ag approved by the Government at {ts own cost
construct such new roads together with a]l warning devices,’

bridges and Crossings as may he necessary for the purpnse of
this Agreement,

The Company shall allow the public and the Government to yse
free of charge any roads outside the Mining Area constructed
ond/ ar maintained by the Company, provided, noweysr, that

duly prejudice or interfere with the
t to avoid burdening
€osts the Government

traffic shall be allowed to use suvch roads and to what
extent i any the Government or thirg parties shall
contrifute towards such maintenance costs,

The Lompany shali maintain and pe responsible for the
mziptenance af ajl roads in the Mining Area,
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Semua jalan yang dibangun oleh Perusahaan di luar Wilayah Pertambangan
akan menjadi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam undang - undang dap
peraturan-peraturan lalu lintas yang berlaku di Indonesia. Sepan-
jang perencanaan dan rancangan untuk Pengusahaan yang telah disety-
jui Pemerintah, telah mencanangkan hal demikian itu, maka untuk se.
lanjutnya, Pemerintah dapat membuat peraturan khusus yang_dianggap
periu atau diinginkan berdasarkan undang - undang 1lalu lintas untyj
keselamatan . pemakai jalan - jalan tersebut. e

Jika penggunaan jalan - jalan umum yang telah ada oleh Perusahaap
mengakibatkan atau 'enderung mengakibatkan kerusakan atau deteriorasi
yang berarti, maka Perusahaan akan membayar kepada Pemerintah atay
penguass lain yang mempunyai wewenang terhadap jalan itu, biays
pencegahan atau perbaikan kerusakan - kerusakan atau keadaan  yang
memburuk "tersebut, ( atau sebagian biaya dengan memperhitungkan peng-
gunaan jalan' térsebut oleh pemakai - pemakai 1lain ) atau biaya un-
tuk peningkatan ke standar yang perlu dengan memperhitungkan pening-
katan lalu lintas, dan sebagai tambahan, Pemerintah atau penguasa
lain yang mempunyai - wewenang atas jalan itu, depat meminta Pery-
sahaan untuk membayar biaya pemeliharaan pemakai yang didasarkan

atas apa yang layak dan wajar dengan  ‘medpertimbangkan biays ru- °

tin ( tanps suvatu keuntungan kepada Pemerintah atau penguasa lain)
bagi operasi dan pemeliharaan jalan itu dan penggunaan jalan
itu oleh pihak - pihak 1lain.

Perusahaan dengan biaya sendiri dan sesuai dengan undang - undang

dan peraturan - peraturan yang berlaku di Indonesia akan membangun dan |
mengadakan semua waduk penyimpanan air , bangunan air, pengolahan,
transmisi dan pekerjaan jaringan - jaringan air ( yang selanjutnya
disebut " Bangunan - bangunan Air " ) yang perlu untuk  dapat menye-

diekan - secukupnya kebutuhan Penguszhaan.

Perusahaan dengan biaya sendiri akan mengoperasikan dan memelihara

serta bertanggung jawab atas pemelfiharaan bagian dari Bangunan Air yang

perlu. untuk penyediaan. bagi Pengusahaan, dimulai dari titik.di-

mana bagian- tersebut dipisahkan dari bagian Bangunan Air lainnya. Peru-

sahaan dapat mengenakan biaya yang wajar dan biaya jasa untuk penye-

dizan air. Jika Pemerintah mampu- mengambil alih dan mampu meme-

lihara secara memadai bagian  Bangunan. - bangunan Air itu; Peru -

sahaan dan pegawai - pegawainya selanjutnya akan membayar tarip dan |
biaya jesa ‘'yang wajar untuk penyediaan air tersebut.

Dalam  hal Pemerintah tidak, dapat menyediakan fasilitas telekomunikasi
yang cukup, Perusahaan dapat, sesuai dengan peraturan dan ketentuan
yang berlaku di Indonesia memasang dan mengoperasikan fasilitas - |

fasilitas telekomunikasi, dengan ketentuan bahwa Perusahaan gkaHQa
membolehkan Pemerintah dan masyarakat umum untuk menggunakan fasili- |

tas - fasilitas tersebut atas dasar syarat - syarat dan pembayaran
yang wajar yang akan dikenakan oleh Perusahaan, dengan syarat bah-
wa penggunaan demikian 1itu tidak akan .merugikan atau menggang-
gu operasi  Perusahaan,. ] '

i
; d

Calasi hal fasilitas - fasiliias telekomunikasi. dapat disediakan nlehé
Pemerintah, Perusahaan diwajibkan untuk menggunakan jaringan Peme-
rintah tersebut’ dan membayar sesuai - tarip umum untuk jasa - jasa
telekomunikasi itu. - '

|
Perusahaan dengan biaya sendiri, sesuai dengan undang - undang dan
peraturan - peraturan yang berlaku di Indonesia dan tunduk kepad2
persetujuan  Pemerintah yang ° tidak akan ditunda tanpe alasen .
akan  membangun dan mendirikan serta mengembangkan perkemahan
ataupun fasilitas yang permanen yang cukup untuk melayani kebu
tuhan kegiatan Pengusahaan.
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ATl roads constructed by the Company outside the Mining Area
shall be public roads for the purposes of the provisions of
the traffic laws and regulations which may from time to time
be in farce in Indonesia. To the axtent that the plans and
desfgns for the Enterprise as approved by the Government so
provide and thereafter from time to time, the Government
will make such special regulations under the traffic laws as

it considers Necessary or desirable for the proper safety of
the users of the said roads,

If the Company's use of the existing public roads results in
or is  Iikely to result in significant damage or
deterioration, the Company shall pay to the Government or
other authority having control over the road the cost {or an
equitable proportion thereof having regard to thes wse of
such road by others) of preventing or making good such
damages or deterioration or of upgrading to a standard
NEcessary having regard to the increased traffic and in
addition the Government or other authority having controi
over that road may require the Company to pay a mafntenance
user charge based upon what is fair and reasonable having
regard to the tantinuing cost (excluding any profit to the
Government or such other authority) of operatian and the
maintenance of that voad and the use of that read by others,

The Company shall at its Own cosi and in accordance with
laws and reguiations that may frem time tp time be in Tores
in Indonesia, construct ang provide all storage dams, water
warks,  treatment, transmission ang reticulation works
{hereinafter called “the Water Works®) necessary to supply
adequately the needs of the Enterprise,
The Company shall at its own cost operate and maintain and
be responsible for the maintenance of that part of the Water
Works necessary to supply the Enterprise from the point
where such part is separated from the rest of the Water
Works. The Company may charge reasanable rates and service
charges for the water supply. If the Government is able to
take over and adequately maintain that part of the Water
Warks, “the Company and jts empioyees shall thereafter pay
reasonable rates and service charges for the water’ supnly,

In the event that the Government is wunable tg provige
adequate telecommynications facilities, the Company may 4n
accordance with rufes and reguilations which may from time to
time be in force in Indenesia, install ang operate- such
talecommunications facilities, provided that it shall allow
the Goverament and public to wuse sych raciiities on such
reasonable terms and reasanable tharges as the Company shall
impese, on the conditien that such use shall nat undul y
Prejudice or interfere with the Company's operatians,

In the event that telecbmmunicatidns faciTities can be
provided by the Gavernmeni, the Company shall be chliged to

use the Government's network and pay standard charges for
telecommunications services,

The Company may at its own cost, in accordance with the laws
and requiations which May from time to time be in force in
indonesia, and subject to Government approval which shall
oL unreasonably be withheld constrect and establish and
develop a camp or permanent facilities sufficisnt to service
the needs of the Enterprise,
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PASAL 28
PENGELOLAAN DAN  PERLINDUNGAN 1 INGKUNGAN

! 1. Perusahazn, sesuai dengan undang - undang dan peraturan ~peraturan
Lingkungan Hidup dam suaka alam yang berlaku 4f Indonesia, harug
melakukan kegfatannys  sedemikian rupd untuk mengendalikan Pem .
borosan  atav kehilangan sumber daya alam, mel indung]  sumber daya

alam terhadap kerusakan yang tidak perlu  dan mencegahk . pence-
maran dan pengotoran Lingkungan, dan  secara umum  memel fhara ko-
sehatan dan keselamatan pegawai - pegawainya  dan peri kehidy -

pan masyarakat setempat. Perusahaan Jjuga bertanggung  jawab untuk

menjaga kelestarian lingkungan alam secara layak dimana Perusahaan

beroperasi dan  terutama sekali tidak akan melakukan tindakan 3
; yang mungkin menutup atau membatasi secara tidak perlu dan tidak
. wajar pengembangan lebih lanjut sumber daya daerah tersebut.

B
i

2. Perusahaan harus memasukkan ke dalam stedi  kelayakan setiap ope- °
rast pertambangannyaz suatu Studf Analisa Dampak Lingkungan untuk ?
menganalisa pengaruh yang mungkin timbyl akibat operasinya ter-
hadap tanah, air, udara, sumberdaya. biclogis, dan pemukiman
penduduk. Stedi lingkungan  hidup ini  akan Juga menguraikan tin- 3

. dakan - tindakan yang akan diltakukan Perusahaan quna mengurangi
pengarvh - pengaruh  yang merugikan.
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ARTICLE 26
ENVIRONMENTAL MANAGEMENT AND PROTECTION

The Company shall, 1in  accordance with Preva.. ...
environmental and natural preservation laws zand regulations
of Indonesia, conduct its operations so as to contro] Waste
or loss of natural resources, to protect natural resources
2gainst unnecessary damage, a.d to prevent pollution and
contamination of the Environmer., and in general maintain
the health and safety of its employees and the local
community, The Company shall also be responsible for
reasonable preservation of the natural environment within
which the Company operates and especially for taking no acts
which may unnecessarily and unreasonably block or limit the
further development of the resources of the area.

The Company shall include in the feasibility study for each
mining operation an Environmental Impact Study to analyse
the potential impact of its operations on land, water, air,
biological resources and human settlements. The
environmental study ‘will also outline measures which the
Company intends to use to mitigate adverse impacts.
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PASAL 27

PINGEMBANGAN  KEGIATAN USAHA SETEMPAT

Perysahaan harus, sepanjang hal! fitu layak dan dapat dilakukan se-
cara ekonomis, dengan mengingat sifat dari harang - barang  dan
jasa yang bersangkutan, memajukan, menunjang , mendorong dan  mem-
banty warganegara Indonesia yang ingim mendirtkan Perusahaan dan
usaha - usaha yang akan menyediakan barang - harang dan Jasa -
jasa uhtuk Pengusahaan dan untok pemukiman tetap {jTka ada), yang
dibangun oleh Perusah&an beserta penduduk se-ompat, dan secara
umum  memajukan, menunjang, mendorong dan  membante pembangunan dan
kegiatan usaha - usaha setempat di dalem Wilayah rFertambangan.

Perusahaan akan menggunakan secara maksimal sub-kentraktor - subkon-
traktor Indonesia dalam hal jasa - jasa mereka tersedia dengan harga
yang bersaing dan standar yang sebanding dengan yang dapat di-
peroleh dari  tempat tlain  baik di dalam waupun di lTuar Indonesia.

Sejavh  dapat dilakukan Ferusahaan dalam memberikan bantuan akan
mendahulukan pemiiik - pemilik  tanah di dalam  dan orang’ - orang
lain yang berasal dari daerah Pengusahaan.

Perusahaan pade saat dimutainya Perioda Studi Kelayakan, akan me-

nunjuk  untuk jangka waktu sebagaimana diperlukan  seorang anggeta -

stafnya yang telah mempunyai pengailaman di Indonesia dalam pem-
hentukan, pengendalian dan menjalankan usaha sehari - hari  yang
dikendalikan zn dijalankan olseh warganegara Indonesia, dan yang

akan ;

{i) mengindentifikasi keglatan - kegiatan yang ada hubungannya de-
ngan Pengusahaan termasuk penyediaan barang - barang dan jasa
jasa seperti divraikan df atas  yang dapat  dilaksarakan
oleh warganecara Indonesis atau perusahan - perusahzan setempat;

{ii} memberiken saran dan sembaniy warganegara Indunesig _yang ingin
menjoiankan kegiatan-kegiatan tersebut ataus mendirikan peruse-

haan untuk menjalankan kegiatan yang sa&ma; dan

{111} atas nama Perusahaan, menerapkan atau membantu dalam pelaksanaan
Program Pengembangan Usaha seperti yang akan diuraikan  lebih
Tanfut. .

Anggota staf yang ditunjuk untuk makswd ini hkarus  seorang pegawai
Perusahaan yang bekerja secara penuh {full time].

Peruszhaan harus dengan berkonsuitasi dengan  Pemerintah, mEmpersiap-

kan suatu Program Pengembangan Msaha bagi pengembangan  usaha-usaha
berhubungan .

dan perusahaan - perusahaan warganegara Indonesia yang k
atau sesekali berhubungan dengan Pengusahaan  yang akan disampaikan
kepada Pemerintah sebagai bagian dari Taporan  studi kelavakan Pe-
‘rusahaan sebagaimana diuraikan dalam Lampiran “E".

Pragram Pengembangan Usaha akan menyiapkan kesempatan  sejauh dapat ¥

dilaksanakan wuntuk hal - hal berikut 3

{i) perusahaan-perusahaan yang bergerak datam penyedisan dan perd-
yang .dilakukan pleh ;

watan peralatan periambangan {(selain dari "

Perusahaan) dan penyediaan bahan - bahan yang habis terpakals

{1i) pensubkcntrakan {subcontracting) kepada operater - operator per:
alatan yang berusaha sendiri (self employed ) atau pembangV

nan jalan dan pemelimarsannys;

¥
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ARTICLE 27
LOCAL BUSINESS DEVELOPMENT

The Company shall to the extent reasonably and economically
practicable having regard to the nature of the particular
goods &nd services promote, support, encourage and lend
assistance to Indonesian nationats desirous of estabiishing
enterprises and businesses providing goods ind services for
the Enterprise and for the permanent sett:ment (if any)}
constructed by the Company and the residents thereaf, and
shall generally promote, suppart, encourage and assist the
establishment and operation of loca] enterprises in  the
Mining Area.

The Company shall make maximum use of Indgnesian
sub-contractors where services are dvafiable from them at
competitive prices and of comparable standards with those
obtainable " from elsewhere, whether inside or outside
Indonesia.

Insofar as it is practicabie the Company shail give first
preference in its assistance hersunder to landowners in and
other people originating from the area of the Enterprise.

The Company shall, at the commencement of the Feasibiiity
Studiez Period, appoint for such rertod as s reasonably
necessary, & mewmber of its staff who has had experience
within Indonesia of  ihe establishment, controi  and
day-to-day runding of enterprises coatrolled and run hy
indonesians and who shall :

(i} identify activities related to the Enterprise

~including the provision of goods and services as

described above which can be carrisd  on by
Indanesians nationals or local enterprises;

(ti)  advise and assist Indonesian nationals desirous of
carrying on those activities or of establishing
enterprizes ta do the same: and

(i1i) {mplement, or assist in the implementation of, the
Business  Development Program as hereinafter
described on behalf of the Company .

The staff member appointed for this purpose shall be a full
time emploves of the Companmy.

The -Company shall, 4in consultation with the Government
prepare 28 Business Development Program for the develbpment
of Indonesian businesses and enterprises ascociated with nr
incidental to the Enterprise which shall be submitted to the
Government as part of the Company's feasibility study repor't
a5 described in Annex “E“.

The Business Development Program will make provision as far
a5 15 practicable for the following:

fi} enterprises involved in the supply and maintenance
of mining equipment {other than that carried out by
the Compamy) and the provision of cansumabie
suppTias;

fi%} subcontracting to self-employed equipment operaters
or riad construciion and maintenance:
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fiii) pensubkontrakan pekerjaan persiapan 1ahan, ?Embangunan dan
pemeliharaan rumah-rumab , gedung-gedung Pemerintah, fasilitas
facilitas industri dan lain - lain pekerjaan dan gedung-ge-
dung serta fasiiitas yang akan dibangun, termasuk pembetonan,
pengelasan, pembangunan tangki - tangki, konstruksi baJa, pe-
masangan pipa - pipa { plumbing },” pekerjaan 1listrik dan per-

tukangan kayu;

fiv) perusahaan yang bergerak dalam pelayanan kota seperti pember-
sihan saluran - saluran air dan pengumpylan, penanganan dan
pempuangan sampah, angkutan penumpand, angkutan barang-F-rang
konsumsi dan pekerjaan boagkar muat kapai (stevedorimg],(ke.-ralj
yang berhubungan dengan pengapalan hasil-hasil produksi tambann);

v} perusahaan yang bergerak dalam pertokcam (trade stores), swa-
tayan, pedagang pengecer lainnya, kantis, restoran, Kedai
minuyman, bioskop, perkumpulan sosial, wusaha cuci dan binate,
fasilitas perbaikan dan pemeliharaan kendaraan;

(vi) Perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam penyediaan buah -
buahan segar, sayur mayur, daging dan fkan; )

dan dapat termasuk menetapkan ketentuan - ketentuan untuk kegiatan -
kegiatan lain yang disetujui oleh Perusahaan dan Pemerintzh.

Program Pengembangan Usaha harus Jjuga membuat  rincian - rincian
dary :

(i} Jadwal waktu pelaksanaannya;

{1i} kegiatan - kegiaten tambahan Tlainnya yang dapat didirikan
oleh warganegara Indonesia;

{iii} kegiatan - kegiatan dimans Perusahaan ingin memuiai ope-
rasi - tetapi yang akan dialihkan kepada  warganegera  Indo-
nesia dikemudian  hari atas dasar komersial | dan

{iv} setiap fasilitas untuk latihan, bantuan teknis atau keuangan
yang dapat disediakan untuk memperlancar peralihan  pemilik-
an dan kegiatan kepada warganegara - Indnﬁgﬁia.

Program Pengembangan Usaha akan ditinjau setiap tahun oleh Pe-

rusahaan dengan  berkonsultasi dengan Pemerintah dan dapat diubah }

atas persetujuan bersama entara Perusahaan dap Pemerintah dengan

maksud untuk menjamin manfaat sebesar - besarnya bagi wargarega-

ra Indonesia dam usaha - usaha setempat dari kegiatan Perusahaan i
i

serta dalam pelaksanaan  Pengusahaan,

Perusazhaan dari waktu ke waktu akan berkensultasi dengan wakil -
wakil Pemerintah dan menyerahkan laporan triwulan kepada Peme- J.

_rintah tentang hal - hal barikut :

{#) - pelaksenaan program latihan dan aspek . tenaga kerja dari 3.

Program Pengembangan  LUsaha,;

(17} pelaksanaan ketentusn - ketentuwan sehubungan derngan pembe-
1ian bahan - bahan dari daerah setempat  bagi  persediani’

dan

{i11) pelaksznaan ketentuan - ketentuan sehubungan dengan  pgngem=
bangan wsaha setempat,.

-
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{(iii} subcontracting of site preparation, construction and
meintenance of houses, government  buildings,
Industrial facilities and other works and buildings
and facilities +to be established, including
concreting, welding, tank constructions, steel
fabrication, plumbing, electrical work  and
timberwork : :

fiv) enterprises invelved 1in town services such as
sewerage and wgarbage collection, treat—ent and
disposal, passenger transpord, frefght carrage of
cansumer items and stevedoring (except in relation
to the shipping of the produce of the minel;

fv) enterprises involved in trade stores, supermarkets,
other retail outlets, canteens, restaurants,
taverns, cinemas, social  c¢lubs, c¢leaning and
Taundry, and vehicle maintenange and repair
facilities;

fwil enterprises fnvolved in the supply of fresh fruits,
vegetables, wmeat and fish;

gnd may include provision for other activities agreed to by
the Company &pd the Gevernment.

The Business DGevelopment Program shall also incliude details
of :

£9) the time scheduie for its implementation;

{74} those  additional  activities which could  be
estabtished by Indonesian nationals;

fi4i1) those activities 1n which the Company intends to
cormence operating but which will be transferred to
Indgnesfan mationals at a later date, on 4
commercial basis; and

{iv] any facilities by way of training, technical or
financial assistance which can be made availabie to
faciitate the smpoth transition of  ownership and
pperation to Indonesian nationals.

The Business Development Pragram shall be reviewed annually
by the Company, in consultation with the Government, and may
be zitered by mutual consent between the {ompany and the
Government with a view to securing the maximum benefit te
Indonesian nrationals and uocal  enterprises  from  the.
operations of the Company and the carrying out’ of the
Enterprise.

The Company shall _ consult .- from +time to time with
representatives of the Government and furnish the Government
at quarterly intervals with & report concerning the
following

{¥] - the fimplementation of the training and manpower
aspects of the Business Development Program;

fii} the Tmplementation of provisions relating to local
purchasing of suppliies; and

{1i1] the implementation aof provisions relating to local
business develapment.
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PASAL 28

KETENTUAN LAIN - LAIN

Masing - masing pihak setuju untuk metaksanakan dan menyediakan se-
rala  sesuatu, sertz melakukan  dan selanjutnya menjalankan semyg
tindakan dan tegala sesuatu yang perlu atau  yang patut uotuy
memenufii - ketentuan - ketentuan Persetujuan ini, '

Setiap pemberitahuan, permintaan, penfadaan  ({waiver), izin, perse-
tujuan den pengumuman - pengumuman  lain yang diperlukan atau di-
ijinkan sesuzi dengan ketentuan - kKetentuan Persetujuan ini ha-
rus  dilakukan dengan  tertulis dan dianggap sudah diserahkan
atau disampaikan pada wakty pefiyerahan secara langsung atau PENGT -
riman depgan pos-udara, telegrap, kawat atay radiogram dengan perang-
ka atau ongkos - ongkos pengiriman yang telah  dibayar lunas, yang
ditujukan kepads masing-masing Pihak yang dimaksud pada alamat terse-
but di bawah imi atau pada alamat Jainnya seperti yang akan
ditunjuk oleh Pihak yang bersangkutan dengan pemberitahuvan kepada Pi-
hak  yang akan menyampaikan pemberitahuan atau permintazn :

Kepada Pemerintah dengan alamat -

Departemen Pertambangan  dan Energi Republik Indonesia.
u.p : Direktorat Jenderal Pertambangan Umum

J1. Jenderal Gatot Subroto Kav. 45

JAKARTA - INDONESIA

Kepada Perusahaan pada kantor pusatnya di Jjakarta dengan satu tem-
busan  yang dikirim dengan pus udara, itelegram, telex, kawat atau ra-
diogram, dengan perangko  atau ongkas pendiriman  yang telah di-
bayar lunas kepada :

Newmont Indonesia Limited

18th Fioor, A.M.P. Tower

535 Baurke St , Melbourne 3000

¥ictoria , Australia.

Telex No. 32026

alau alamat lain yang akan diberitahukan sewaktu - waktu oleh Pe-
rusahaan,

Menteri dapat mengambil suate tindakan atau memberikan suatu persetu-
juan atas nama Pemerintak yang dianggap perlu, atau wuntuk mem-
permudeh  berdasarkan  atau sehubungan  dengan Persetujuan  ini, demi
pelaksanaannya sebajk-haiknyz, dan setiap tindakan yang diambil
atal persetujuan yang diberikan ity akan mengikat bagi Pemerin-
Lah dan  aparat atay bagiannya.

Apabiia dikendaki oleh maksud Persetujuan ini, maka setiap angka
(tunggal atou jamak) akan meliputi semua angka dan setiap jenis akan
mel ipyii  semra jenis. Judui - Judu? yang tercantum di dalam Perse-
bujuan ini  tidak boleh diartikan sehagat penafsiran dari teks atou
kelentuan - ketentuan Percetujuan ini, akar. tetapi hany: dimaksud-
¥on untuk mempermudah referensi.

retentuan-ketentuan Persetujuan  ind merupakan keseluruhan persetujuan
antars kedua belah Pihak, dan tidak ada komunikasi, usel - wusul
dtav  persetujuan -~ persetujuan terdahulu, baik secara 1isan waupun
tertutis, yang diadakan antara kedua belah Pihak mengenai pokok
persoalan Persetujuan ini, ¥ang akan dapat merdgbah ketentuan -
ketentuan Fersetujuan ini.

kecuali  konteks itu menentukan 12in, maka referensi yang dipuati dalad .

Fersetujuan ini wntuk undang - undang atau peraturen - peralurén In-
donesta, referansi iy dinaksudkan untuk wndang - undang
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ARTICLE 28
MISCELLANEOUS PROVISIONS

Each of the Parties agrees to execute andg deliver all such
further instruments, and I8 do and perform all such’ further
acts and things, as shal] be necessary or convenient to
Carry out the provisions of this Agresment.

Any notice, request, waiver, consent, approval and other
communication reguired or permitted under this Agreement
shall be ip writing and shatl he deemed to have been duly
given or made when it shall he delivered by hand or by mail,
telegram, ¢able or radicgram, witn pPostage or transmission
tharges fully prepaid, tn the Party to which it is required
or perfitted to ha given or made at Such Party's address
hereinafter specified, or at such other addresses as such

Party shall haye designated by notice o the Party giving
such notice or making such request:

To the Governmzny, addressad tg -

The Ministry of Mines and Energy of the Republic of Indoresia
©/o ¢ Directorate General of Mines

J1. Jenderal CGator Subroto  Kav. 49

JAKARTA - INDOKES] A

To the Company at irg principal offige in Jakartaz with one
copy by airmaid, telegram, telex, cable or radiogram, with
postage or transmission charges fuliy prepaid to

+

Newmont Indonesia Limited

18th Flogr, A.M.P. Tower,

535 Bourke 5t » Melbourne 3000
Yictoria | Australig

TeTex Mo, J2026

Or such wther address as the Company may notify from time tp
time. .

The Minister may take any action or give any consent on
behalf of the Government which may be necessary or
convenient under gr jg Connection with this Agreemsnt for
its better implementatien and any action so taken or consent
50 given shall be Binding wpon the Government and- any
instrumentaTity or sub-divisien theregr.

When required by tne context of this Agreement, each number
{singular or Plural} shall finclede 411 numbers and a=ach
gender shall include »1 genders. The headings appearing in
this Agreement are ngt to be construed as interpretations of

the text or provisions hereof, but are inteaded only for
Convenience of reference.

The terms of this Agreement constitute the entire agreement
between the Parties hereta and no previous communications,
representations or agreements, eithar oral gor written
between the Parties hereto with respect to the subject
matter thereof shall vary the terms of this Agreement.

Unless the context Otherwice expresciy TEQUIres, whpre
reference s made in this  Agreement o the Jaws or
regulations of Indgnesia such reference shall pe 1o the laws
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dan peraturan - peraturan Indonesia yang berlaku  umum bagi pery-
sahaan - perusahaan pertsmbangan asing di  Indonesis yang berlaku,

Jika suaty persetujuan atau fzin atau restu dari ODepartemen atay
Pemerintah Indonesia atau svaty bagian  atau aparat  daripadanya
diminta, dan jika suate permohonan diajukan oTeh Pearusahaan ke-
pada Femerintah Indonesiz berdasarkan Persetujuan .. ini, maka per-
setujuan atav izin tersebut tidak akan ditahan atau ditunda
tanpa alasen yang wajar. -
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and regulations of Indonesia generally applicable to foreign
mining companies in Indonesia in force from time to time.

Where an approval or consent or concurrence of a Ministry ar

the Goverament of Indonesfa or any sub-division or
instrumentality theregf 15 required, ang where an

application 45 made by the Company to the- Goverament of
Indonesia under this Afreement such approval or gonsent will
not be unreasonably wit-4eld or delayed.
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PASAL 29

PENGALIHAN - HAF,

1. Persetujuan 1in{ tidak dapat dialihkan atau 'diserahkan { termasuk wge . -
tuk tujuen pembiayaan ), baik seluruhnya atav sebagiannya 1zin ter-
tulis dari Menteri; dengan ketentuan bahwa dalam Menteri inengizin-
kan suatu pengalihan atau -penyerahan, Perusaaan tidak akan dibe-
baskan dari kewsJiban - kewajfbannya berdasarkan Persetujuran  inq, B
kecuall jika pihak yang menerima pemindahan atau _ penyerahan akap
bertanggung jawab dan dalam kenyatsannya me] aksanakan kewajiban-
kewajiban tersebut diatas.

£. Pemegang - pemegang saham daiam Perusahaan tidak dapat meagalihkan
saham - sahamnya dalam Perusahaan tanpa  ada izin tertulis sebe-
Tumnya dari  Menteri yang -tidak akan ditahan atau ditunda Lanpa
alasan yang wajar, dengan ketentuan bahwa 1zin  tertylis  dary
Menteri tidak diperlukan dalam  hal :

{a} pengalihan saham - saham menerut  Pasal 24 atau;

(6] pengalihan oleh pemegang saham atas semua atsu sebagian dari
saham - sahamnya kepada suatu  Subsidiari.

L T




BRTICLE 25
ASSEIGHNHMENT

This Agreement may not be transferred or assigned {incliuding
for the purpose of financing} in whole or in part, without
the prior written consent of the Minister: provided however
that where the MInister consents t~ a transfer or
assignment, the Company shall not be rel.»ved from any of
1ts obligations hereunder except to the extent that the
transferee or assignee shall assume and in fact perform such
obligations.

The shareholders in the Company shall not transfer shares in
the Company without the prior written consent of the
Minister which shall not be unreasonably withheld or
delayed; provided that the written consent of the Minfster
shall not be required in the case of:

{a)  a transfer of shares pursuant to Article 24 or;

(b) a transfer by & shareholder of all or some of 1ts
shares to @ Subsidiary.
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PASAL 30
PEMBIAYAARN

Perusahaan bertanggung jawab penuh atas pembiayaan Pengusahaan dan
harus menjaga tersedianya modal yang cukup wuntuk . melaksanakan ke-
waliban - kewajibanmya berdasarkan Persetujuan ini. Perusahaan dapat
menentukan sampai batas mana pembiyaan harus diperoTeh meialyi
saham-saham Perusahaan atay meiaivi pinjaman oleh . Perusahaan,
dengan ketentuan bahwa sejak permulaan Pericda Konstruksi, Perusa-
haan harus berusaha untuk menjaga suaty  perbandingan antar: maoda)
pemegang saham dengan yang dipinjam dari  pihak ketTga uniuk men-
Jjamin kelangsungan kemampuan membayar Perusahaan untuk  mel indungj
kepentingan Pemerintah, kreditor dan pemegang = pemegang saham,

Setiap hutang jangka panjang yang dibuat oleh Perusahaan berda-
sarkan Persetujvan 1ini, harus didasarkan atas persyaratan pem-
bayaran kembaili dan tingkat bunga {termasuk potongan - potongan, kom-
pensasi  yang seimbang dan biaya-biaya laim untuk memperoleh hutang
tersebut) yang wajar dam layak untuk perusakaan - perusahaarn pertam-
bangan dalam keadaan yang berlaku dipasar uang Tntermasional,
setelah disesuaikan dengan tatzcara yang adz  untuk  meémpercleh
rinjaman - pinjaman luar negeri,

]
j
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ARTICLE 30
FINANCING

The Company shall have sole responsibility for financing the
Enterprise and shall maintain sufficient capital to carry
out its obligations under this Agreement. The Company may
determine the extent to which the financing shall be
accomplished through issuance of shares of the Company or
through borrowings by the Company, provided that from the
start of the Construction Period <he Company shall endeavour
to maintain a ratio of shareholders capital to third party
borrowings so as to guarantee the continuing solvency of the
Company in order to protect the legitimate interests of the
Government, the lenders and the shareholders.

Any long term borrowing by the Company under this Agreement
shall be on such repayment terms and at such effective rates
of interest (including discounts, compensating balances and
other costs of obtaining such borrowings) which are
reasonable and appropriate for mining companies® in
circumstances then prevailing in the international money
markets after complying with existing procedures for
obtaining foreign loans.
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PASAL 31
JANGEA  WAKTU {KONTRAX KARYA)

Persetujuan ini mulai berlaku secara efektip pada tanggal yang di-
cantumkan pads halaman satu Persetujuan dini. o

Sesuai  dengan ketentuan - ketentuan yang tercantum  di dalamnya ,
Persetujuan ini “akan tetap "befl2ku sampal “berakhirnyz Perioda, Ope-
rasi terakhir untuk svatu Wilayah Pertambangan dan, Jika " ada,
dntuk  suatu ' jangka aktu: pembaharuan atau perpanjangan Persetu-
Juan ini. - ' ’

Tanpa hengurangi maksud ayat {2} Fasal" 1inf, Femerintah  setuju,
untuk dalam waktu yamg cukup sebelum berakhirnya Periodz Operas]
untuk sesuaty  HWilayah Pertambangan, mempertimbangkar dengan  baik

setiap permohonan Perusahaan untuk memperpanjang  Perfoda  Operasi;

yaqj' dimohon untuk jangka waktu maksimam  yang diizinkan oleh
unuang - undang dengan menyadari akan perlunya pengusahaan mineral
secara ekonomis disetisp Wilayah Pertambangan. o
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ARTICLE 31
TERM

This Agreement shall become effective on the date set ﬁut at
the beginning of this Agreement. '

Subject *o the provisions herein contained, this Agresment
shall coutinue in force uptil the expiration of the last '
Gperating reriod for a Mining Area and for such additiona)
period ,1f any, for which this Agreement shall be renswed or
othereise extended,

Notwithstanding paragraph ? of this Artiele, the Governmant

-agrees  that within a reasonable pericd. prior to the

expiration of the Operating Peried For any Mining Area it

w111 give sympathetic consideratfon to any request by the

Company to extend the Cparating Period in question by the
maximum period permitted by law in recognition of the
requirements for appropriate economic recovery of Minerals
from any such Mining Ares. .




PASAL_ 32

PILEHAN HUKUM g

]. Kecuali ditetapkan tain dalan Persetujuan ini, pelaksanaan ~ dan
operasi- Persetujuan ini akan diatur, tunduk kepada dan ditafsir-

kan sesuai dengan hukum Republik Indones*a, 3

Z. Persetujuan ini dibuat dalam bahasan Indonesia dan bakasa Inggris,
dan kedva naskah/teks tersebut adaiah szh. Dalam hal terdapat
syatu perbedaan pepafsiran antara kedua naskah tersebut, maka
teks bahasa Inggris, akan berlaku dan dianggap sebagai teks resmi.

Dengan mengingat hal-hal tersebut di atas, kedua belah Pihak  beru-
szha agar persetujuan ini segera dilaksanakan sejak tanggal seperti
tertulis pada awal Persetujuan ini. :
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ARTICLE 32
GOVERNING LAW

1. Except as otherwise expressly provided hersin, this
Agreement, its implementation and coperation shall be
governed and construed and “nterpreted in accordance with
the Taws of the Republic of L. onesia.

2. This Agreement has been drawn up in both the Indonesian and
English ianguzges and both texts are valid. In the evant of
any divergency between the two texts, however, the English
text shall 'prevail and shall be considered the official
text.

In witness whereof, the Parties hereto have caused this Agreement
to. be duly executed as of the date appearing at the beginning of
Lhis Agreemgnat.

) /f. THE
' ge NESIA,
;.a":_ f/
ST ‘idjés.}{@-rﬂ-'ﬂ'lnes and EnErng
- I{' T . :;_,—'_'5-"."{'—

By ="
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Jusui Merukh
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Hrmor L CGaris lintang Gariz  Bujur

. & 34t g7 S Ty 160 LT
2. g 34 57" S 11§, :g :g. :
5. g, 3 28" 3 e agr ade 1
:E‘ 8{.} 32 . 23“ 5 . 1150 46 N ga T
1, Eﬂ 2?' EB“ 5 'E.D 50" 14+ T
6 27t 28 S o fgr g 7
7. g 25" 59" S 116, e 11 v
E. g 25 59* S 116, e ne 1
9. g, &' 03" S ”Eu RN W
:? iu 32 g% 3 Hﬁ“ 58' 23 1
2. 8 28 " S 175 01 20T
i1 80 2z' M* S Vo g3 36 1
i4. g 22 3 s 110 g3 o3¢ 1
1. S 23 03 P oo 2t T
”.J Eﬂ 24‘ 59“ 5 ]Egﬂ DE. E,Eh -|-
- fo 22, 280 2 HIR T
L. SO N ”?“ pe* 2% T
:33 8 2'&. qu 2 n 12+ 47 1
2] B, 22, 020 2 T PR YA
0. © 34 o 2 1170 18t 12t 3
“ L ] " [ =) Ll
2 5 26 03 He 17 as
e Bﬂ 35. Dan 5 1170 17 499
Se & 22 . < 1170 18 41t
7. B Sg 3? < 1179 18 410 T
28. g” 26" A" S 17t 21 o500 1
29. @ 57 a4 S 137° 210 50" T
30. 0 27" 40" S 1179 230 19 1
3, g“ 26" 3" S 1y v gem T
32, g7 7' 31" S 17 25 03"
3: 1 I Ggm g ]]fJ og g3t T
3. g; jg 3¢ s 17 350 27" }
5. P N 50 o
37 g% zar 35° S 13° 7 o210 !
38, g7 24+ 3% 5§ Ty arr a3t
39. g 2310 30" S 1nP» 3 I3 f
4y, g? 23 30 S T  LE  A
4], B‘] R L 5 ”in 34 37 H
iz, 87 25 25 S 117" 38 o2 0
. iy =+ O s o
3. NI - N ae T
46. 8 28' 36" S 1170 agr st T
47, =2 300 oov 5 117° aar o !
48. a® 3 gor S 1179 g5 oar 3
99, e P 1T L 117° 45+ o5 T
5, 0 Jo » -0 gg gyt T
g® 12 pEr S 117

L1}

- I Dlal O A S B T H T Wt T




Ll Lo bk il b bod bad bnd o bed Lo e bed Eed Bef Lol Lad bod Ref Ul Lol LoB ad EnfRed Bed med bed bud Do bk Codf Tud Cud Dad Lul Lol Lol Db bk b ek L) bad bad Gad Bed Rad Ll

W60 1BE pill 5 .80 .2f .8 0%

W80 LGP plllL S W80 2B B "5t

«80 Gb  GLL 5 W00 JOF 8 g1 b,
«B0 PP il S W00 .08 B " .
280 ¥ il S W9E .82 8 ik} £
A0 a1P GiLL S W9E (B2 48 1 i
WE0 W LF il S W0 {2 B N Le
W20 GBE Gl S w0 42 g8 “tF i
w20 8E GilL S W86 .52 8 . “2h t
LT e PE GiLl 5 W58 .52 B . ‘1 |
HE PE GLLL S W0 JE2 8 0y !
£E G2E piLl S WDE .£2 B 6E i
u m.m 4 Dh _. ﬁ_ .m ..mm 4 .U_N Dm +.MM i
._hN .MN _n-h_.h m ..mm ‘.ﬂ_N n-m .hﬁ ._.
wb8 L2 gLl § o E2 B ‘9g ._
wf2 52 SLil S W% (EZ B "5E i ".
afl (5% pild S 465 .52 2 “bE :
€0 .82 Gl g .55 52 8 "g¢ ]
AED (52 il S wlf .92 B "2t 1
Wbl HZ GLLL S wlf 92 8 “LE )
WGl B2 gLl S W0 L2 B "0f !
_.ﬂ-m ¥ HN ﬂ..___l.__._. m ._ﬁ-.w ] hN Dm +mN ..
0§ J12  GELL S Wl .92 8 ‘82 .l
Wiy Bl LIl S «lf ,92 8 2 1
Ay 8L L5 e 5z 8 "92 1
Wbt WLl gLl S 65 .52 8 : T P
Wb LD Il s ep sz 8 ‘2 !
wel (5L Gl S WE0 .82 B €7 B
ol .51 Dh_._. g wEQ FE n_m_ . 22 i
WP 2L it S Wf0 b2 2 12 L
oiy izl il S w0 .22 B 0Z 1
W22 90 il S 20 .22 B8 "6 L
wfZ 180 oL g 92 7z 8 ‘2| . ]
wl2 050 oS g ez 7z 8 L . !
ngZ 150 LUl S wBS .92 B "9l 1
w32 0 GLll S .65 .¥2 B "5l i
ST GED ELL S ubE .22 B b -]
w02 010 LIl s e 22 8 £l ]
W02 110 GilL S wi0 W07 8 2L :
i .mN .mm D.mﬁ_. < ..h_u 3 ._..__..N _Uw ) _.ﬁ ]
J£2 85 AU S .80 (52 (8 "ol [
all 158 __um_:. 5 WED 52 __u_m ‘B !
._._._. 55 .Dm_._. "5 wbS .mN ﬂm ..W .
WL 05 GO 5 66 .52 @B A C
opL 08 AL s g2 2 B 9 .
«F0 9% GOML S .82 2 B8 5 _
Wbl 8% GO0 S W82 .26 8 "t “
«BL st 3o g7 22 B "E _
L6 ML s sg pp 8 Z

o0 291 AL g s pp 8 1

3pny LBuoT apn11iE] EUTEN

I mMO|2q pelsl| 58]
~BULPU00D AT PBULIEPD S 5| YBnouyy { siulod Aq papunoq emequnrg o
PUE $0QUOT 10 PUB[S| 3yl JO PUR|ULRW SY2 SL ,PaJy 33R4%u03, Sy) : i -

LEL ] TR

nde XINNY .

lm_ml




=iy T

51,
52,
53,
04,
55,
56.
57.
58,
59.
50,
61.
62.
83.
64,
B5.

66,
67,
63.
B9.
70
7l.
iZ.
73.
74,
5.
76.
it.
78,
79,
&0,
21,
B2,
B3.
84,
85,
86,
BY.
E8.
849,
90.
91.
42,
91,
94,
35.
96.
a7,
98.
99,
T0Q.
igl.
102,
103,

Lo B = = = s I ) ﬂmﬂmﬂmﬂmﬂ

0 00 00 Eo 00 00 0 0

o0 0o fo
= I =

o &
=l = =

M AT A LD LD LD 1D WD D D D D T A W S
A DU D WA WD D D 00 0 O 00 O
t‘lﬂDncr:ro|:1cnaanﬂc:occ&r..'--:rr.-'nunannnacmnmamnmamnma%m

=]

PR =RV e PN - RV T Y. P
L= I = R =

33
33
34
34
3g*
g
iz
g
4z
LY
92
42°
43"
43!
s

g7
hs!
56!
55"
55
i
BG!
55
55!
57!
7
58"
bR’
59!
59!
oot
aa’
01*
0
oz
oz
ge!
0z
03!
g3
04!
04!
o3
a3
o0z
02!
Ge’
02!
03!
g3
04!
04!
Q6+
0o
o6
6!
06
G6 '
04!
!
o4
04

.70 -

51t
.m H._u
uq [1]
.w H n
.DN ]
. QM 1]
mc:
WG-__
NN n
NN L1}
0g"
QE n
mm n
Ec er
cnu Fl

ao*
-.W.H n
31"
03"
03"
=
3
59"
mmu-
03"
03"
32"
32"
28"
28"
31"
31"
28"
28"
ma:
-oo"
wc-.
30"
Nm:
29"
Bgn_
.Ec:
29"
29"
3o
mc.:
00"
EE-
M.G:
. mﬁ-
0o~
Dﬂ:
00"
og"
30"
30"
D‘u_._
Dﬂu.
.M..w-__
uu:
oqg"
oo

48'
a7’
47!
45"
46"
43"
43!
45"
46"
51
51
54
54!
55!
55!

53"
g3
50
BO!
48"
ag*
45!
45!
47
41!
39!
39
37
37
5!
35!
33
33
3
I
28"
28"
2!
27!
23"
23"
19°
19
i’
16*
19"
14'
n
i’
10!
i’
po:
A
as!
05
a0t
oo’
87"
h7!
E2'
52!
31!

.n_m-
amnr
, og"
16"
._._m:
Gg*
08"
44
aau
.—hﬂ.-
14"
35’
e
UL
55!

MH:
27"
mm.-
mm-
qu_
m.w:
mm_-
mm_-
55
.mm-
57
m._ [
50"
mmn_
m.w_u
mw:
0q*
ﬁ-h-.
04"
Dﬂ.u-
.m.— LL]
m..“ [1]
hcn-
nmu-
mm_-
wm-
53"
mw.'_.
nﬂ:
QD._._
30"
30"
23"
23"
Hm:
..mﬂ..
bw-
47"
hm:
;muq
58"
48
51"
mﬁ-'
22"

22"
w“u-

- -

e L o ] ma] e e e B e B B e e e B B B B B B e B e e B e B R R O i R [ R SR QO e e e o B T R

Pl el A R




L-.H.uLul.uLuLnJvl....luJuJuJLthJmmmumummmmmumuumwumuwwmumL..JL.JI...IL.JLuLuL.JL.JL._ILu

lLJLI_ILJJLIJLl.!l.uLlJI.lJLLJhJLuLI_II.uLlJI-IJ

WFE LS 9t 5 .00 ¥ oy
w22 435 0L S W00 D B T
w22 IS J3[1 5 JEf D B oLy
TS TEA T T 5 W€ 80 6 ‘601 -
1Ilg I-I'EE Dg’l[. E |IDD -gﬂ UE .BDL
1IEF -Uﬂ' QJ{LL s --Dﬂ Igﬂ ’ UE ',{ﬂ[
-8B 00 ,Z01 5 .0E .90 5 ‘301 .
nGb 90 L1t 5 08 .90 6 ‘SoL '
«Sp 450 /1l S W00 .80 6 o
Wil 60 211 S W0 .50 6 B
oAb 60 L1 S a0 00 6 o1
Wl 00 srt S .00 .p0 b 1l
w6l L0l 11 S W0E LE0 6 A
W2 UL S WOE LE0 o6 oal
W2 oIl oftl S W00 .20 6 £
WOE oL 22l S .00 .20 o8 b
WOEpL Cclt S .0f .20 g6 L
A00 8L 211 S It .2 B ‘g
W00 91 I S .62 €0 o6 3
€ 6L LY $ .62 LE0 6 ce
I1EE lﬁ]. u;‘il'_ S uﬂﬂ lt?ﬂ 06 +EE
wBE  E2 1L 5 W00 W0 .6 5
aBE B2 ML S 82 .80 6 08
WOF L2 Lt S .62 JED 6 ‘68
uﬂb Pia u.{l.l. S IIGE. fZD 'OE .EE
WlE B2 L1 S WOt .20 .6 ‘18
nl€ B2 fEL $ 00 .20 6 ‘03
o0 LE Lt S .00 .20 B s
o0 Wl At S .82 .10 6 e
b0 LEE /10 5 .82 .10 .6 -¢o
B0 LEE L1 S WlE .00 .6 ‘28
WE5 LEE UL S ol .00 .6 o
»ES (S8 1L S .82 .65 8 -08
05 L 41 S .82 .65 8 Y
«05 LE DLLI‘ 5 nek 185 'nﬂ ‘Ei
wlS BE L1 $ .28 .85 B "y
nlG L8 It] SOuED 2§ 8 Y
w55 b oLLL SOaE0 44§ .8 -8t
wSS a Ly L1 S w6 .55 L8 ‘b
w5 Gk At S w88 .65 .8 ‘£
agS Sk 2L 5wl .95 B 2
wE5  8r 70 S oalg .95 .8 9
WE5 8 AL S W£0 .55 8 01
ugg IﬂE OLL I. 5 rrED FEE o E +Eg
W8S 105 /L1 5 ule .98 .8 ‘09
wlZ GBS it 5 wif .95 o8 /g
aid PE5 Cl'“'l S .00 L5 GE 40
53 485 LAl S W00 iS5 8 '58
85 L85 4L 5«00 ,fp B "t9
VGE S Di“. 5 w00 L EF DE £9
JGE L bE GLLL 5 00 .ZF 8 "29
L[5 D-I'il.l ) o0 2P DB 19
nfl 1 J.E Dil |. S :rEE ' Ztl' DB 'Dg
wbt (S D'{“' 5 w28 2F DS 1
A8 97 Gl S W0E .BE B "85
w50 |.f.t? ﬂil L 5 uw0E ;EE DB 'ig
fHD L Ed DLH‘ 5 weld  +BE GE i
.31 .9f ﬂ.-ill S 2D .8 o8 ‘g5
S0 29 LLL S wlE L pE 8 LG
HEE 4 Lb oi ll S L] EE 1?5 UE .EE
||ED A D-I{I-l S. nlS |EE Dg 'EE
B0 .BF LI 5 wdd PR B 1
- Di -



o —Am e

113.
174.
115.
ila.
117.
118.
119,
120,
127.
122,
123,
idd,
125.
126.
127.
128,
i29.

‘130,

131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
136.
139.
140,
141"
142.
143.
144.
145,
146.
147,
148.
149,
150.
151.
i52.
153,
154.
155.
156.
157.
158,
159.
164,
161.
152.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
7L,
172,
173.
F74.

=< JN- RV V- TPV T, ]
(=3~ = R = W= ]

[=]

m o fo
[l |

[~

[= i}

[=} Gmﬂmﬂ%mﬂm O

[= = =

Lo o3 00 o
2o oo Dmﬂmmmmm

[~ [~ ===

==

o0 e
PR R mmmﬂmmmm

[+

oo

o oo oo o 0 00 o
=] [=lr= o

-7 -

03*
a3’
0z’
02
o1
01"
57"
5
5]
51
49"
49
45"
45"
47"
41"
39’
39"
36"
36
39"
39"
a1
41

42"
42"
43’
43"
26"
46"
47"
A7
an!
5Q
57
5]
53¢
L3t
LT
hi!
55+
55
57+
57
56 *
56"
L
54
=1
51!
50"
50"
49°
49°*
43
43"
43"
43"
iz
42
49"
40°

33"
m.w..
um..._
36"
30
30’
15°
."m:
50"
50
a49°
49!
0g*
Da._-
oo
ﬁ_q_.
i1}y
oo"
3G"
30~
1]ehy
._U_.n.—_.
.Dﬁ_.._
na:
o
.wn_._.
N.D._.
mu..
.A.ﬂ..
a0°
hmt
.h.n_:
.._”w._.
i3*
42v
42!
Mm._
Nm._.
55"
mm:
m._..
"
.“.._ "
Hm L]
23"
23
47"
47"
0"
mﬁ:
Nu cl
Z1"
25"
agn
13"
._H_.
m_m_..
mm:
.mN_._
gpn
o3
3"

U1unutu:u:V1U1uruturu1u:01u1u:UIU}u:vrb1LnLn;n:nlntn:n:ntn:n:ﬂtnbnuqu1u1u=u1u1u:u1uaviLﬂtﬂ!ﬂlﬂintﬂiﬂtnlntntnlnlﬂtncn!nrnintn

el i N R R [
—
a—d

116°
116
1182

—t —
[ -
= )]
= =]

onoon
(=]

p]
=}

h £ Th ey
oo DmDmDm

e

(= Ja)

L)

ﬂbﬂ-‘lﬂ‘ﬁm

:mM
115

:m”
116
116

116
:mm
1160
1160
116,
116
116

116
:mm
1160
116,
116
116
116,
116

deM
116
1160
16

:mm
116]
116

115
1158
:m”
1150
115

115°
115°
1189
115
115°
1158
1152
114°
16°
dﬁmm
118

1169

a1t
48"
48"
4G’
16"
44"
g4
43
43"
45
457
46"
46!
45
45"
45!
45"
15
45"
7!
3f
36!
36"
a5t
35!
34!
34!
33
33!
3
31
3o
ik
32!
KF
35
35"
34!
34’
32!
32
26’
26"
are
o
5%
39!
57!
57°
51
53!
50"
Q!
49’
49"
5z
52
o1
di
02!
g2*
03

B e B e IR S S [ R S P RN S

= = —y
-4—4—*—l—lhini—Iulni—iui—irf—l—*r+—i—1—*&l—{—+-l—{—!~¢—lrb4

= oy

o

T Al

T AR e T Sy AT e e e e = 1 e




rm

124.

131,

132,
133.

134.

135.

136.

137,

138.

139,

140.

141"
142.
143,

144.
145,
146,
147,
148.
149.
150.
151.
152.
153,
154.
155,
155.
157.
155.
159.
160,
161.
182.
163.

164, .

165,
166.
167,
118
169,
1710,
171,
T72.
173,
174,

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

o oo I
GODD%M
£ Fau t
e | o h

50

50"

a1’

51!

53!
53"
54!

54!
55"
ba!
57
57"
he!
an'
59
Ll
51"
51!
ha'
50"
49°
49!
43!
43"
43!
43!
42!
42!
40"
40!

[~}

[ ]

er]lan)]
2 anm

e
[= J= =

[=]

[= 0 ==l =

DGGDODDGQEGDEGD

59
23
45"
46
46"
44
44"
43"
43"
45"
45
45"
46"
35"
45
45"
45
35
45+
37
37
36
36
35+
35
34
34"
33
33
37
31
30°
30
321
32
35"
35°
34
34
32"
32°
26"
26"
01"
0y
59
59
57
57
53"
53¢
50"
50"
49"
49
52"
52
01"
ok
02
gz
03"

3qn
3
ki
.Dﬁ-._
oo-
QD_.
aa-
27"
Nw.:
48"
a8
__..“..m:
b.m_.

.___.._:m:

48"
5"
16"
uﬂm-_
48"

ag"
WD._
M_.m.w
Nm.:
N.N:
Nm_.
Nm..
Nm:
M_W..
mm_u
57
57!
32"
32"
40"
40"
3g"
3g"
41"
41
40
40
._m=
mm..
m.mn_
m.ﬂ___:
Gb.:
ﬁ-__..m_.
Gm:
ﬂw:
Nm:
um:
m.ﬂ:
M.ﬂ:_.
WM...
mw:
g
38"
27"
mu:
570
m.w_._
3"

MMmMmmmmm ey M MmMamm

M mmmem MMM A mme

MMM mMmmmmm
r"ln'trrrmrnrﬂmmmmmmmmmmmmrﬂmrﬂmrﬂmrﬂm
M m



A T

TR,

“ ¢

. L

175. g° 34* 58" S 116 03* §3* T
176. g% 34' s5gv  § 116, 02* 57" 7
177, g° 30' 32" S 1160 02' 57" T
178. g2 30' 32 S 116, 01* 23' 7%
179. g? 25' 59" S 1160 01' 29" T
180. g® 25' g5g» S 116, 02' “25* 7
181. 3 23 21 8 116, 02* 25"
182. g% 23' 27" S 116, 05' 54" T.
183, g 21' 06" S 116, 05' 54" T
184. g0 21' Q6" S 116, 08' 27" T
185. g 20' 29" S 116, 08' 27* T
186. g 20' 29 S 116, 09' 59 T
187. g 18' 5§3* S 1160 09' 59" T
188. g 18' 53" g N6, 11* 24 T
189. g 17* s 5 160 11* 24" T
190, g 17" s s 116° 12 22" T
191, g% 16" 20 S 1160 12* 22" 1
192. g 16* 20 S 162 14* 04" T
193, ‘g% 15" go* s 116° 14* 04" T
194, g% 15' oo s 116% 160 gg» T
Jumlah 1luas wilayah " Kontrak Karya " tersebut diatas ditetapkan

dengan cara perhitungan teoritis, dengan menganggap tiap sisi de-
rajat equator samea dengan 111,11 km; didasarkan atas Peta To-
pogrephi Indonesia ( Peta Ikhtisar Topographi ), terbitan tahun 1975,.
dengan skala 1 : 250.000, diperkirakan seluas 1.127.134 . ( satu juta
seratus dua puluh tujuh ribu seratus tiga puluh empat ) hektar ( sampai
didapatkan satu peta yang lebih teliti dan/atau cara untuk
menghitung luas permukéan tanah yang disetujui bersama oleh
Perusahazn dan Pemerintah ).
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175. 87
176. N
177, 8
178. 5
179, &
18q. N
181, 8
182. g,
183, 8
184, 8,
185. g
186, 8
187, 8°
188. 8
189, 8°
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197, g,
192, 8
193. 8y
194 8

The total area of the above defined "
thearetical calculation assuming the
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degree square as being 171.7%

Lopographic map {Peta Ikhtisar Top),
Scale 1 : 250,000 deemed. to contain a
cre mitTion and one hundred twenty seven
} hectares funti
methed s agreed upon by the Company
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calzutate the surface Tand area),
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ANMEX "B
HAP OF CONTRACT AREA




LAMPIRAN “C"

DAFTAR KUASA PERTAMBANGAN YANG MASIH BERLAKU

Mo, PEMEGANG KUASA PERTAMBANGAN LOKASI LUAS . KOMODITI M1- REFEREMN S1
NERAL
1. o, Pelita Dua .Nusa Tenggara 1.975 Timbal dan mine-{ No,269K/22/030000/19481. tangga?
- Barat (DU, 59} ral dkutannya 15 - 10 - 1984,
2. idem Musa Tenggara 1,900 idam Mo, 270%/22/03J000/1984 tangpal
' : Barat {DU.60) -4 15 - 10 - 1984
3 idam Husa Tenggara 1.938 idem No. 2#7TK/22/ Q30000 7 1984 tanggal
Barat (DU. BT) 15 .« Ta - 198
g. Haj1 Musa Effendy, SH Husa Tenggara 2.000. 1dem Mo, 2737/SK-DJ/393 DUP F 1983
Barat (DU.B%) tanggal 1 - 8 - 1983
h, PT  Aneka Tambang (Perserg ) | Musa Tenggara |23,.764.435 idem Ko, 826K/ 21/ Q30000 7 1985
Barat {Di: 66) tanggal 1 - & - 1485
B. CV.  Kade Gudang Nusa Tenggara 5.000 Pongumuman Setempat
. Barat (DU. 67)
7. dem Nusa Tenggara 5.000 idem
Barat {DU.AR)
8. idem Nusa Tenggara 5.000 dem
Barat {DU.62)
9. idem Musa  Tenggara
Barat (DU.70} 5,000 idem
10, Tdent Nusa Tenggara 5.000 1dem
Barat (DU.F1)

_.b.ﬁ_




AMNeY "C*

LIST OF GUTSTANGING MINING AUTHORTZATIONS

: EXTENT OF

Mo HOLDER OF MINTNG AUTHORIZATION | LOCATION AREA AREA { HA } | MINERAL COMMODITY REFERENCTE

1. UD Pelita Dua Nusa Tenggara 1,976 lead and assoiciated] Mo. 269K/22/030000 /1984 . dated.
Barat [DU_59]) minerals 1 - 10 - 1884

2. idem fusa  Tenggara 1,900 idem HNo. 270K /22/0300D00/71984, dated.
Rarat (DU.60} 15 ~ 10 - 1o08

3, fdem Husa Tenggara 1,538 i dem No.271K/22/7030000/1984 dated.
Barat {DU.67) 1% - 10 - 1984

g, Halt Musa Affendy, SH HNusa  Tenggara Z,000 idem No, 2737 /5K-DJ/396 DUP/1983
Barat [0U.65} dated - 1 - @ - 1983

5. PT Aneka  Tambang {Persero) § Husa Tenggara | 23,764,435 idem Mo BBZE/21/030000/1995. dated
Barat (0U.G6) 1 - B - 1985

b. C¥. Kade Gudang Nusa  Tenggara 5,000 Provincial announcement
Barat (DU.&7)

7. idem Busa Tenggara 5,000 idem
Barat {DU.&R)

B, idem Husa Tenggara 5,000 Tdem
Garat (DU, 59)

9. tdem Musa Tenggara 5,000 1 dem
Barat (QU.70}

. idem Nusa Tenqgara h,000 {dem

Barat (DU.71)

- FE _



LAMPIRAN " D "

IURAN _TETAP UNTUK BERBAGAT TAHAP KEGIATAN

: Penyelicikan Studi Kelayakan

Perieda | = " iium Eksplorasi [Feasibility Study) _Konstruksi Operasi

Tahun I R T T TR i {1 x I 1| 1 1 XYN
$us X} ¥}
tiap hek-
tar tiap
tahun 0,025 0,0k 9,10 0,12 10,15 |0,25 0,35 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 1,50 3,00
*], Perpanjangan: fakty berdasarkan

. be persetujuan  Menteri,
x}.  Untuk endapan iateritik dan endapan  permukaan tainnya

¥). Untuk endapa, selain dari (x}.

3

_gi_
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ANNEYX "D
DEADRENT FOR VARIOUS STAGES OF ACTIVITIES
General Feasibility . _

Peringd Survey Exploration ' Stedies Construction Operating

Year I [1%) I I7 I | e} v} I H¥*) 1 II it I - 10X
1
e |

u.5. x) y) T’

Dollars

per

hectare

per

Annum

©o|0.025 [ 0.05 0.0 [0.12 [0.15 Jo.2s [0.35 0.50r .50 0.50 -0.50 0.50 1.50 3.00

*). Extension period subhiect to the approval of the Minjster
x). Laterite and other extensiye surface deposits
¥). Neposits other than x).



LAMPI RAN

L] F Er

DAFTAR IURAN EKSPLUTASI 7 PRODUKST ATHS PRODUKST  MINERAL

TURAN EKSPLOTAST / PRODUKSI Harga Logam
. . . -ihternasional
No. Bahan Gaiian / Bijih - US § setiap Kg Mi US 3 Setiap n > X Keterangan
J nerat atau hijih ton. mineral us % si;;ap metrik
1 ? 3 4 b b
1. Aspal  alam haty - Q,6n - -
Z, Batubara - - - -
3. Grafit - 0,50 - -
1, Jodium - 50,00 2500 -
5. a. Besi di dalam hijih besj - 0,25 a0 -
b. Besi di dalam bijih komplek g, 0005 - g -

fi. Bauksit - 0,25 500 -
7. Krom - 0,25 100 -
8. Tembaga - - 700

9. Timbal 6,015 - aon -
10, seng a,01 - 200 -
17, Timah - - -
12. Monasit _ - - - -
13. Titan di dalam ruti) - 0,25 - -
14. Molybden 0,07 - 3240 -
15, a. Nikel didatam bijih oksida - - -

b. Nikel didalam bijih sulfida - - - -
16, Mangaan - 0,30 - -
[ Emas lihat  Pagal 13 Tthat pasal 13 11hat pasal 13 i1hat pasal 13
ayat 2, ayat 2. ayat 2.

ayat.2.{i}.(g).1).

e A i ————
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ANMNEY ig:
DEADRENT FOR YARIOUS STAGES OF ACTIVITIES
General Feasibility _ _
Perfod Survey Exploration © Studies’ Construction Dperating
Year 1 | I 1| [ v v 1 11%) I I 11 I - ¥y
U.s. . | o ' x} ¥}
Dollars '
per
hectare-
per
Rronanm
. 0.025 0.5 [0.10 o122 lo.is 0.25 (0.35 0.50 0.56 0.50 .80 0.50 1.50 3.00

~GL =

*). Extension perigd subject to the approval of the Minister
x). Laterite and other extensive surface deposits
¥). Depostts other than x).
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LAMPIRAN "™E™

LARPORAN STUDT KELAYAKAN

Sesuai dengan Pasal B Kontrak Karya ini, Perusahaan harus menyerahkan
kepada Pemerintah suatu taporan lengkap tentang studi kelayakan yang
dilakukan oleh Perusahaan. ' : o

4

Dengan tidak mengurangl pengertfan umuem  yang terdapat dalam Pasal 8,
penyel idikan - penyelidikan dan studi ini akan mencakup :

1. 3Suaty penyelidikan geologi yang mendalam  dan  poabuktian endapan -
endapan bijih datam Wilayah Pertambangan  termasuk  cadangan - ca-
dangan bijih yang terukur, terkira dan  yang mungkin sepanjang di-
perlukan bagi kelayakan ekonomis dari pada pengusahéan untuk diper-
timbangkan, dan pengujian - pengujian serta pengambilan  contch en-
dapan-endapan yang bernilai tersebut sesual  dengan rencanz kerja
yang telah disetujui.

[k}
.

Suatu pengamatan dan informasi yang terinci  mengenai lokasi untuk
kegiatan woperasi yang termasuk dalam Pengusahaan berikut persi -
dpan peia - peta dan gambar - gambar yang seswal mengenai  lokasd
lokasi tersebut.

3. Suvaty sted] keTayakan teknis dan ekonomis mengenai penambangan,
pengangkutan, pemyatan dan pengapalan bijih, konsentirat - konsentrat
don hastl dalam bentuk iain  dari Wilayah Pertambangan, termasuk
penyelidikan teknis tentang  kemungkinan tempat - tempat  pela-
buhan, Jalan - jaian penghubung daori tempat - tempat  tambang ke
pe1aEuhan - pelabuhan sungai dan cara - cara pengangkutan lain yang
cocok.

4. Suaty penyolidikan tentang setisp  komongkinan pengarvh dari
penggunaan  tongkamg atau  kapal dalam  pengangkutan, 3

5. Suatu penyelidikan tentang lokasi dan rancangan lapangan terbang -
dan termasuk fasilitas pelabuhan dan pendaratan, apabila dianggep
perlu.

b. Penyelidikan dan perencanaan bagi pengembangan suaty  pemukiman
tetap yang sesual, termasuk rancangan fasilitas perumahan dan fasi-
titas sosfal, kebudayean dan  kemasyarakatan yang bertalian
dengan ftu sejavh diperlukan untuk memenuhi  kebutyhan seate masya-
-rakat  yang mungkin ditimbulkan oleh kegiatan - kegiatan Perusahaan
datam wakiu lima tahun setelah dimulainya Perioda Operasi. i

7. Suate studi ‘tentang kebutuhan - kebutuhan tenaga kerja dikemudian
hari untuk Pengusahzen  dengan memperkirakan  macam dan lamanya 1a-
Lihan yang diperfukan  untuk menjamin penggzntian Tenaga- tenaga
¥erja Asing aleh orang - erang Indonesia dan penggunaan tenaga -
tenaga setempat  semaksimuem mungkin sejzlan  dengan operasi ¥iing
aman dan efisien daripada Pengusahaan.

8. Studi dampak phisik mengenai pengarulr yang akan  timbul  terhadap
Tingkungan sebagai akibat kegiztan Pengusahaan, studi  tersebut
akan dilakekan dengan berkonsuitasi dengan konsultan-konsultan inde-
penden yang memenuhi persyaratan dan sesuai  dengan ketentuan-ke - 2
tgntuan  yang ditetapkan dalam Pazal 26 dari Persetujuan ini.

L1+]

Suaty penyelidikan tentang jumlah dan jenis-jenis usahe setempat yang 5
mungkin diperlukan untuk meiayani kebutuhan-kebutuhan Pengusahaan dan )
pamukiman  tetap  ysng mungkin  timbul dalam Jjangks waktu 1ima tahun

setelah dimuiainyz Ferioda ODperasi.
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AHNEX “g"

FEASIBILITY STUDY REPORT

In ‘accordance with Article 8 of this Contract of Hork, the
Company shall submit to the Government a full repart op the
feasihility studies conducted by the Caompany . ’

Without  Timiting  the gererality of Article 8, these
investigations and studies shall include:

1. A thorough geological investigation and proving of the ore
deposits in the Mining Area iacluding proven, protable and
possible org reserves to the extent necessary for the
economic feasibility of thne Enterprise to be judged and the
testing and sampling of thase deposits substantialiy in
accordance with the agreed work progran.

2. Detailed .and reconnaissance site information for the
operations included in the Enterprise together with the
Preparation of suitable maps and drawings of such sites.

3. A study of the technical and economic feasibility of the
mining, transporting, handling a&nd shipping of ores,
concentratss and other forms from the Mining Area including
engineering investigations of possibie port sites, road
Tinks from mine Sites to river terminals and other
gppropriate means of transport.

4. - An-investigation into the possible effect of any proposed
barging or shipping-transportation., -

5.  An investigation fmtc the location and design of an airstrip
and associated landing and terminal facilities, when deemed
eCaEssary.,

6. Investigation and planning for the development of a suitahle
permanent settlement, including design of housing facilities
and associated social, cultural and civic facilities as may
be necessary to meet the needs af a community of such a size
as is likely to be generated by the Cempany's operations
within a period of five ysars following the commencement pf
the Operating Period.

7. A study into future employee requirements for the Enterprise

with & view to estimating the kind and extent of training -

required to ensure the replacement of Expatriate workers by
Indonesians and maximm rate of localisation as s
consistent with the safe and efficient operation of the
Enterprise.

f.  Physical dimpact studies ipto the Tikely effects of the

aperation of the Enterprise gn the Envirenment, such studiss

te be carried ocut in consultation with appropriately
qualified independent consultants and under the terms of
reference set out in Article 26 of this Agreement.

$.  An investigation fato the number and types of local
businesses likely to be required to service the npaeds of the
Enterprise and the permanent settlement likely to be
generated theredy within a period of five years Tellowing
the Commencement of the Operating Periqd.

b




14,

11.

12.

13,

4,
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Riset metalurgi dan pemasaran untuk menentukan kemampuan hasi]
peroiehan dari bijih dan kemungkinan penjualan kensentrat-konsen-
trat serta persyaratan kontrak yang sesval  mengenai  produk yang
dapat dijual tersebut,

Suatu  penyelidikan pendahuluan  tentang kelsyakan  mendirikan
svaty kegiatan peleburan dan pemurnian, untuk perkiraan  modal
dan biaya operasi serta kemungkinan sumber - sumber tenaga yang

diperivkan dikemudian  hari,

Suatu  nalisa kewvangan yang menyelurub, berdasarkan kriteria
yang sesuai untuk suatu Uusaha pertambangan, atas arus weng {cash
fiow | ,ang prospektip darn tingkat pergembalian ({rates of return)
vang diharapkan dari Pengusahaan,

Suaty  penyelidikan tentang fasfiitas penyediaan 2air yang sesuai
untuk keperluan tembang, industri dan pemukiman  tetap.

Studi  dan penyelidikan yang lengkap sehubungan dengan hal - hal
berikut :

{a) kelayakan dan biaya untuk membangun fasilitas telekomunikasi
yang sesuadi,

{b) kelayakan serta biaya pembangunan dan pengoperasian fasili-
tas uniuk  penyedigan tenzga  yang  diperlukan  bagi kons-
truksi, penambangan, industri  dan pemukiman tetap sehu-
bungan dengan Pengusahazan; dan

(c} kelayakan dan biaya untuk pembangunan Instalast  Air yang
sesval  yang dipertukan sehubungan  dengan Pengusahaan,

En

w.
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11,

12.

13.
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Metallurgical and market rasearch 1a gstablisn  the
recoverability of ore, and the Rossibility of selling pre
concentrates and Jikely Contract terms ar  which  such
products tould be sold, -

A preliminary Tnvestigation into  the feasibility of
astablishing & smelting and refining operation sufficient to
indicate the approximate capital and operating costs chereof
afid to passible futyre sources of power.

A tharough financial analysis, based wpon appropriate
criterfa for a mining company, of prospective cash flow angd
ratés of return of the Enterprise.

An investigation into sujtable water supply facilities far
mining, industrial ang permanent zettlement purposes.

Complete studies ang investigation in relation to  the
foliuwing:

(a) the feasibility and cost of establishing suitable
telecommunicatians facilities;

(b} the feasibility and cost  of  construction and

operating facilities to supply the power required.

for coenstruction, mining, industrial and permanent
settiemeni use in connection With the Enterprise;
and

{c} the feasibility and cost aof establishing suitable
Water Works required in comnection  with the
Enterprise. .
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, LAMPIRA " F o
DAFTAR TURAN EKSPLOTASI / PRODUKSI ATAS PRODUKST MIMERAL
TURAN _EKSPLOTASI / PRODUESI | Harga Logam
. : . - .internasional
Mo. Bahan Gaifan / Bijin T US § setiap Kg M Us $§  Setiap m . Keterangan
! neral  atau bijih | ton. mineral US § setiap metrik
1 2 3 4 5 £
1. Aspal  alam/hatu - ¢,50 - -
. Batubara - - - -
3 Grafit - 0,50 - -
4, Jodium - 50,00 2500 -
b, a. Besi df dalam hijih besi - 0,28 20 -
b. Besi di dalam bijih komplek 0,0005 - 80 -
f. Bauksit - 0,25 500 -
i Krom - 0,75 100 -
n Tembaga - - 700 -
g, Timbal 0,015 - 0 -
10, Senq a,m - 300 -
11. Timah - - - -
12. Manasit - - - -
i3, Titan di datam rutii - 0,25 - -
14, Molyhden 0,07 - 3240 -
15, &. Nikel dicaiam bijTh oksida - - - -
b. Nikel didalam bijih sulfida - - - -
to., Hangaan - 0,30 - -
7. Emas lihat  Pasal 13 1ihat pasal 13 iithat pasal 13 Tihat pasal 13
ayat 2. ayat 2. ayat 2,

ayat.2. (i).(g).1),

N e e e A —
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F/-2-

ROYALTY International
No. Mineral US¥ per ko Tn U35 per tanne | metal price US$ Explanation
mineral ar are minerat per matric tonne

1 ? k 4 5 i
18. SiTver See Article 13.2 |See Article 13.2 |See Article [3.2 Re.Articte.13.2.¢7).{g).?)
19. Platinum see Article 13.2 [See Article 13.2 [See Article 13.2 Re.Articte.13.2.{i).fq).3}
20, Mergury 0.15 - 15,000 - '
21. Sulphur . 002 - - _
22. Pyrite - 0.15 - -
23. Ocher - 0.25 - -
24, Asbestos - 0.25 - -
25, Serpentina - 0.170 - -
26, Magnesite - 0.50 - - N
2?- Stﬂﬂtite - {]tlﬂ - - =]
28. Perlite - 0.10 - - o
29, Leramic Felspar - 0.25 - - !
0. Ali sorts of clay '
. a. Fire ¢lay - 0.10

b. Ball clay - 0.10 - -

¢. Bentonite : - 0.05 -

d. Building material clay

ibrick, tile, etc) - 0.05 -

31, Barite 0.0% -
32. Kaolin - 0.10 -
33. Fuller's Earth - 0.10 -
. Diatomite - 0.10 - -
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TURAN  EKSPLOTASI/PRODUKST |  Harga Lagam
N Bahan Galian / Bijih US § setiap Kg Mi US § Setfap Internasional tetarancan
0. ; p
neral atau bijih ton. mineral us § s:E;ap metrik

1 2 1 .4 5 b
35, Batu gamping - 0,05 ’ - -
i6. Marmer . - . : . 0,10 - -
kT Dolomit - _ 0,05 - -
EER Gips - 0,15 - -
39, Batvan «Fosfat - - 0,25 - -
19, Krikil ' - : 0,05 - -
41. Pasir kwarz: dan kwarsit ' - 0,10 - -
4z. Bahan bangunan ornamen - g.10 - -
13. Berlian - 3% dari harga jual - -
LN Batu Permata - 5% dari harga jual - -
15, Zirkon . - 0,25 - -
46, Ilmenit {atau Titanfum dalam '

Imenit } , - 0,25 - -

1), Untuk  juran eksplotasifpraduksi mineral atay bi1jth yang tidak dicantumkan harga 1internasionalnya, furan eksplotasi /pro-
duksi akan ditatapkan oleh Pemerintah pada wakty yang dikehendaki, berdasarkan permohoRan  tertulis  dari Peru-
sahaan { lihat Pasal 13. P {f},

2). Untuk mineral yang tidak disebut iuran eksplotast / produksi, furan eksplotasi / produksinya  akan ditentukan pada
waktu yang dfkehendaki, berdasarkan  permohoran  tertulis dari  Perusahaan.

J}. Yang  dimaksud dengan 1 ton  Jjodium, adalah Jodium  mentah sebelum diolah secara sublimasi

-UE-
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_ ROYALTY International
Ho. Mineral USE per kg in U5 per tonne metal price LSt Explanation
mineral or are mineral per matric topne
1 2 3 4 5 | 6 T
35 Limestorie 0.05" - N
36. Harble 0.10 - -
J5. Gypsum 0.15 - -
34, Fhosphate rock - 0.25 - -
40. Gravel - 0.05 - -
1. Guartz sand and guartzite 0.10 - - ;ﬁ
12. Ornamental building materia?l - 0.10 . - s
43, Diampnd - 5% of sales price - - '
44, Gemstans - 53 of sales price - -
45, Iircan - 0.25 - -
a5, Ilmenite {ar Titanium in - 0.25 - -
Imenite
1] For #inerals or pre for which no internatienal’ price s given the royaity wiT1 be determined by the Governmont at the
required time, upon written request fer the Company (See Article 13. E[fl] - !
2] For Minerals which are not nEnt1uned the royalty will be determined at the required time, upon written reguest from

3}

the Company.

One tonne lodine means crude, processed prior to sublimation.



) LAH PITLA "G
CAFTAR IURAR EKSPLL‘ITAS.I;"PRGDHKSI TAMBAHAN ATAS HASIL PRODUKSI YANG DIEKSPOR Gf-1-
- JURAN  EKSPLOTASI/PRODUKST TAMBAHAK Harga . logam Hasil  produksi =~ yang.i
Cas . . Internasional mendapat, pembebasan dari
No. | Bahan Galian / Bijih US § setiap kg unsur | US § tiap ton . X
dalam mineral atau winaral Us % tfisnmetr1k }:;g:hgssplutasiIPruduksz
bifih
i ? 3 4 B oo ]
1. Aspal alam/batu - 0,50 - -
2. Batubara : - - - -
3. | Grafit ; - 0,75 - -
q. Jod{um - 100,00 2,500 Yodium = mental seba -
: lum disubTimasi ulang '’
R. a. Basi didalam bijih besi - 0,25 a0 petlet
b.-Besi didalem bijih komplek 0, 0005 - 80 pellet
6. Bauksit - a,25 500 Alumina
7. Krom 1,25 100 -
a. Tembaga - - 700 Konsentrat
5, Timbal 0,015 - 300 tonsentrat
10, Seng o,Mm - 300 Konsentrat
1. Timah - - - -
12. Monasit ® - 6% dart harod jual - -
13. Titan didalam rutil - 2,25 Lo : -
Td, Malybden _ 0,07 - 3,240 Kansentrat -
5. a. Nfkel didalam bijih nksif
tfa . - Feronikel, nikel
b, Mikel didalam bijih sul- .
fida : - sinter 1istrik.
e m-m*

_lB -




b. Hicke! in sulfido ore

LAY R, 4 L o
AHNEY, "G" G/+1-
ADDITIONAL ROYALTY ON MINERALS CXPORTED
ADDITIONAL ROYALTY International Stage of products
Mo, Mineral TS per xg element Uss per tonne metzl price US4 eligitle for exemption
tn mineral or ore mineral per metric tonne | from Additional Royalty
1 ? J - 5. 0
1. Natural/rock aspnalt - 0.50 - -
2. Coel - -
3. Graphiie - 0.75 - -
4, Iodine - 106.00 2,500 Produced crude Todine
bafore being resublimed
5. a, Iron in Iron ore - _0.2% BO Peltet :
b. Irgn in complex ore 0.000% - &0 Pellet
E. Bauxite - 0.25 500 Alumina
1. Chromlum - 0.25 100 -
8. Copper - 700 Concentrate
g. Lead J.015 300 Concentrate
10. Iinc 0.01 300 Concentrate
11. Tin : - -
12. Honazite - £% of sales - -
- nrice
11. Rutile {or Titanium in - 025 - -
Rutilel :
14. Molybdenum .07 - 3,240 Concentrate
15, 2. Nickal in oxide ore Ferran Wickel,

sinter electr.
nickel

.-'['E-u-
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: IURAN EKSPLOTASI/PRODUKST TAMBAHAN. ?arga :IugaT | Masil produksi yang'r
vt . L . nternasional | | mendapat pembebasan dari
No. Bahan 9gllan / Bijth gET:msgilsgaTkgaggjur US_ii:;?:] ton US % tiap metrik] ryran Eksplotssi /Produkes
P bijih ' _ ton Tawtahar
i ? 3 4 5 e 3 )
14, | Mangaan 2 - 0,50 - -
17. | Emas % ' 7 1.100.000 - Sebagai logam {kutan, dore
i JLihat Pasal 13. 2. {1). {g}. ; bullion.
18, Perak ] - ] [dem,
19. | Platina ) - ] Sebagaf mineral tkutan
20, | Air Raksa 6,15 - 15. 000 Sebagai mineral ikutan
21. | Belerang : 0,002 - - -
22, | Pirit - 0,i5 - -
23. | Oker - 0,25 - -
24, | Ashes - 0,25 - -
25. 1 Serpentin - 0,10 - -
£6. 1 Magnesit - 0,25 - -
27. | Steatit - 0,i0 -
ZA. Pertit - 0,10 -
29, | Feltspar untuk_ keramik l - 0,20 -
- & € 1A 7 far

1“

-EE_
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Gf-2-
ADDITIONAL ROYALTY International Stane of products

tlo. Mineral 53 per kg element 153 per tonne metal price US$ eligible for exemption

: in mineral or ore mineral per metric tonne |from Additional Royalty
1 . 2 3 4 5 f
lG. Mangansge - 0.50 - - .
17. Gotd ] ) As As-iciated Mineral,’

) ) do~e bwllien.
tefer to Article 13.2.[i).(q). |

18, Silver ) : } idem.
19, Piatinen ] } As Associated Mineral
20. Mercury 0.15 - 15,000 As Assocfated Mfineral
Z1. Sulphur 0.002 - - -
22 . Pyrite - 0.158 - -
23. Ocher - 0.25 - -
29, Asbestos - 0.25 - -
5. Serpentine - 0.10 - -
26 . Magnesgite - .25 - -
£f. Steatits - 0.10 - -
28. Frerlite - 0,10 - -
29, Ceramic Felspar - 0.26 - -

-ZE-
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. IURAN EXSPLOTASI/PRODUKSI TAMBAHAN

Hargs
Internasionat

logam

Hasil +  -produksi | yang

mendapat pembebasan dari

[Teenit )

]

0.25

Na. i US 3 setiap kg unsur | US § tiap ten . 5 ]
Bahan  Galain /Bijih dalam m;?E:ﬁT _atau mineral Us $ ti:gﬂm&tr:k ;3;:? ;3;§;E:E?5] { pro

20, Semua macam tanah 1iat :

d. Tanah 'fat tahan api - - o,10 - -

b. Tamah iiut bala{ball ciay) - 0,11 - -

c. Bentonit - 0,075 - -

d. Tanah 1{at untuk bangunan, |

bata, genteng dan sebagai-
nya . - 0,075 - -

1. Barit - 0,10 - -
az. Kaoiin - g,10 - -
33, 1 FulTer's Earth {tanah scrap} - g,10 - -
. Diatomit - ¢,10 - -
35. | Batu gamping - 0,078 - -
6. | Marmer - 0,15 - -
37. | Polomit - 0,075 - -
38, { Gips - 0,15 - -
39, | Batuan fostat - 0,28 - -
40. | Kerikil _ - 0,075 - -
4%, { Pasir kwarsa dan  kwarsit - 0,10 - -
a2, Bahan bangunan untuk ornamen - 2,10 - -
43. BerTian : 4 - 5% dar{ harga jual - -
44, | Batu permata - 5% dari harga jual - -
a5, Zirkon - 25 - -
46, limenit {atau Tftanium datam

A

1}, HTneraT:ﬁrang dipakal sebagai

fasi f Ernduksi Tambahan,

2. Yang dimaksud dengan 1 ton jodium, adalah jodiun mentah sebelum

oty

dioiah secara

bahan untuk membuat klinker {clinker) atau cemen adalah bebas dari Iuran Ekspla-

subTimasi.

o

-EE_
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Gf-3-
ADODITIOMAL ROYALTY International Stage of products
Her. Mineral 5% per kg element US¥ per tonne metal price USY eligikle for exemption
in mineral or ore mineral per metric tonne | from Additional Royalty
l P 3 4 5 g
30. R1Y1 sorts of clay
a. Fire clay - 0.10 - -
b. Bail clay - 0.10 - -
c. Bentonite - D.0#5 - -
d. Building matzrial clay
{brick, tile, etc) - 0.075 -
a1, Barite - 0.10 -
2. KaoTin - 0.10 - -
i3. Fullers Earth - 0.10 - -
4. Biatoml te - f1.10 - -
35, Limestone - 0.075 - -
36, Marble - 0.1% - -
37, Oalomit: - 0.075 - -
aa. Cypsum - .15 - -
33, Phosphate Rock - .25 - -
an. Gravel - 0,075 - -
q]. {uartz sand and quartzite - 0.10 - -
42, Orpamental building materia?l - 0.10 - -
43. Bi{amond - 5% of sales - -
price :
44. Gemstone - 5% of sales - -
price
5, Tircon - 0.2h - -
da. {Imenite {or Titanium in - 0.25 - -
Imenite}
1}. Minerals used as raw material for producing clinker or cement are exeinpt from Additional Royalty.
23, One tonne lodine inpans crude, processed prior to subiimation.

-E‘B—
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LAMPIRAN “H"

ATURAN MENGHITUNG PAJAK PENGHASILAN

"Tahun®, kecuali disepakati 1ain oleh Para Pihak, berarti [A) tahun
takwin atau bagian daripadanya mulai tanggal penandatanganan Perse-
tujuazn ini sampai dengan 31 Desember yang pertams, {8} setiap
tahun takwin penuh berikutnyz, mulai 1 Janvari sampai dengan’3l Desem-
ber, termasuk selama jangka waktu Persetujuan ini dan (€} Jangka wakty
mulai 1 Janvari sampai tanggat-pengakhiran Persetujuan ini untuk tahun

takwin atau bagian daripadanyz dimana Persetujuan ini harus berakhir.

“Produk" { “Product" )}berarti .emua bijih, mineral, kensentrat, pre-
sipitat dan logam yang ditampang dan diproduksi dan bahan lain yang
berasal dari padanya, setelah dikurangi dengan jumlah yang hilang, di-
buang, rusak atau dipakai dalam riset, penambangan, pengolahan atav
pengangkutan.

"Biaya operasi" dalam suatu tzhun bararti  jumiah yang dibayarkan
dari pendapatan untuk semua pengeluaran yang diakipatkan olenh Pengusa-
haan dalam tahun tersebut. Biaya operasi mencakup, antara lain, jumiah
jumlah seperti berikut:

{a) Jumlah-jumtah sehubungarn dengan bahan-bahan, persediaan, peralatan
dan keperlyan-keperiuan umum.

{b} Jumlah-jumlah untuk jasz-jasa yang diborongkan atas nama Pengusa-
haan. .

fc} Jumlah-jumlah untuk premi-premi asuransi ({luar dan dalam negeri)
atas aktiva fisik, inventaris dan premi-premi  terhadap gangguan-
gangguar usaha dan operasi, dam untuk gpremi  terhadap tuntutan
kerugian dari pihak lain dengan ketentuan bahwa apabiia premi di-
bayarkan kepada Afiliasi, premi {tu tidak akan melebihi Jjumlah
y#ng harus dibayarkan dzlam transaksi dengan pikak lain yang tidak
ada kaitanmnya dengan Perusahaan.

{d} Jumlah-jumlah yang herhubungan dengam kerusakan atau kerugian - ke-
rugian yang tidak diganti sepenuhnya oieh  asuransi atau dengan
cara lain,

{e) Jumlah - jumlah untuk iuvran eksplotasi/fproduksi, bunga dan pem-
bayaran-pemhayaran lain termasuk yang dibayarkan kepada Afiliasi
untuk paten-paten, rancangan, Thformasi teknis dan jasa-jasa dengan
ketentuan bahwa jumlah-jumlah dan pembayaran-pembayaran tersebut
tidak melebihi Jumlah yang herus dibayarkan dalam - transkasi
dengan pihak yang tidak ada kaftannya dengan Perusshaan.

{(f} dumlah-jumlak yarg berhubungan dengan kerugian - kerugian akibat ke-
usangan, pencurian, atau kerusakan inventaris,

(g) Jumiah-jumlah untuk pembayaran sewa seperti sewa untuk peralatan,
pabrik, tanah dan gedung - gedung.

in} Jumiah-jumlah ontuk iuran tetap,Fajzk Bumi dan Bangynan, iuran Eksple
tasi/produksi, Pajak Pertambahan Midai, Pajak Penjiralan atas ba -
rang mewah, bea meterai, bea balik nama, pajak penghasilan perse -
arangan atas tunjangan/kenikmatan yang diterima pegawai yang diba-
yar oleh Perusahaan sebagai mana disebutkan dalam ayat 7 sub-ayat a
dan b dari Lampiran "H" ini, bea masuk dan pungutan-pungutan lain
yang dibayar berdasarkan Persetujuan ini, kecuali pajak penghasilan
Perusahadn.

(1) Jumiah-jum]ah‘untuk Biaya pengerjaan (treating), peleburan dan bi-
aya - biaya pengolahan 1zinnya.

e
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ANNEX "HY

RULES FOR COMPUTATION OF INCOME TR

“Year" means subject to any Oiher agreement by the Parties,
(A) the calendar vear or Part thereof from the date of this
Agreement to the first December 11 occurring, (B) each
subsequent full calendar year from January 1 to December i1,
inclusive during the term of this Agreement and (C)} for the
calendar year or part thereof in which this Agreement shail

terminate, the period from January 1 to the date of
termination.

"Products’ wmeans g} ores, minerals, concentrates,
precipitates and metals mined and produced and other
material derived therefrom after deducting any quantities
thereof which are lost, discarded, destroyed or used in
research, mining, processing or transportation,

"Operating Expensas® in &y year means the amount deddctib]e
from income of al) expenses attributable to the Enterprise

in such year. Operating expenses shall include, inter alia,
the following amoynts-

{a) Amounts in respect of material, supplfes, eguipment ang .
vEiTities.

(b} Amounts for contracted scrvices an behalt of the
Enterprize,

{c} Amounts for premiums  for insurance (foreign and
domestic] on physical assets, inventories, and for
premiums against business and operational interruptions
and for premiums against peblic  Tiability claims
pravided that - whare such premivms  are paid  tp
Affiliates the premiums shall not exceed those pavable
in arms length transactions to a party not related tn
the Company.

(d} Amounts in respect of damage or losses tg the extent
not fully compensated for by insurance or otherwisa.

(2] Amounts for royalties, interest and other payments
“including those to Affiliates For patents, designs,
technical information and services provided that such
amounts and payments shall not: exceed those payabla in

an arms length transactior with a party not related to
the Company.

{f) Amounts ip respect to lpsses resulting from
obsolescence, theft, or destruction of invantory.

(a; Amounts fur rentals such as, for' example, thesz chargad
Tor eguipment, plant, Tand and buitdings.

{h} Amounts for Deadrent, Land and Building Tax, Royalties,
Value Added Tax, Sales Tax on Tuxury goods, stamp duty,
transfer tax, personal  income tax on employee's
benefits paid by the {ompany as stated fn paragraph 7
s paragraph (&) and {8) of this Anmex "HY. impor:
duties end any other Jevias paid pursvant teo this
Agreement | except income tax.

for tresting, smeiting, refining and cther
ng £r1pensas,

Loaln T |
-
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yang ditugaskan pada Pengusahaan atas dasar sementarz, "part-time" atau
pun tetap. Tunjangan/kenikmatan yang diterima pegawai yang dibayarkan
Perusahaan termasuk pembayaran kerena sakit, keadaan cacat, pesangon,
pensiun, rencana penghematan, insentip, pendidikan anak-anak di lapang-
an, kempensasi latihan dan program  pendidikan lainnya dengan keten-
tuan bahwa pembayaran tersebut tidak dikategorikan sebagai tunjangan
- kenikmatan (fringe benefit). :
{b) Semus fasilitas yang perlu yang disediakan di  Wilayah Pertambangan
atau di daerah sekitarnya untuk karyawan-karyawan termasuk tetapi ti-
dak terbatas kepada fasilitas untuk dapur umum, rekreasi dan peng-
angkutan,

{c) Biaya administrasi umum untek riset hasil produksi, pengembangan pema-
caran, dan jasa-jasa teknis, hukum dan akuntan dari pegawai yang diang-
kat atau dipekerjakan oleh salah satu Afiliasf Perusanaan, yang tidak
ditugaskan di Perusahaan, tetapi yang memberikan jasa-jasa itu uniuk
keuntungan Penqusahadn.

fd) Semuz pengeluaran untuk perjalanan yang perlu yang dilakukan di Indo-
nesia dailam hubungan dengan Pengusahaan, ke dan dari lndanesia dan ne-
gara-negara lain. Dalam hal pegawai tersebut ditugaskan untuk Pengu-
sahaan, pengeluaran-pengelvaran perjalenan tesebut akan termasuk biaya
biaya uniuk penampungan yang wajar bagi mereka dan keluarganys ke
dan . dari Indonesia dan negara tempat kedudukan. mereka.

e

(e) Pembebanan-pembebanan untuk 1aboratorium dan jasa-jasa teknik yang di-
berikan kepada Perusahzan oleh salah satu Afiiiasinya dan/atau
sub-kontrakternya. Biays-biaya ini akan terdiri dari biaya untuk Jasa -
jasa tersebul dan akan dibatasi sampai tidak iebih dari biaya wyang

akan dikerakan oleh pihak bukan Affliasi untuk jasa- jasa itu.

£. "Bfaya-biaya Bunga“ yang dibayarkan atau yang timbui dalam suatu tahun
terhadap modal yang dipinjam dengan ketentuan bahwa perbandingan modal
yang dipinjam Perusahaan dengan modal sendiri tidak akan melebini suatu
tingkai perbandingan 75 : 5 dan bumga atas pinisman tidak lebih tinggd
gar? tingkat bunga yang berlaku umum dipasar pada saat peminjaman.

9. "Keregian~kerugian® dalam suatu tahun berarti kelebihan dari semua bia-
ya sesudah dikurangi Pendapatan Kotor dalam tshun tersebut. Dalam hal
suatu kerugian diderita dalam suatu tahun, kerugian tersebut dapat di-
pindah. - depankan {carried forward] dan topleh dikurangkan dari pendapatan
bersih yang dipercleh dalam delapan (8) tahun berikut sesudan tahun,
dalam mana kerugian ity diderita. Kerugian - kerugian yana pertama
kali timbul harus dikurangkan lebin dahuiu  dari  pendapatan  bersih
yang dipercleh dalem 8 (delapan] tahun berturut - turut.

1. "Biaya - biaya Eksplorasi” dalam swate tahun adalah  semua Jumlah uang
yang dikurangkan dari pendapaian sehubungan dengan biaya yang timbul
dalam tahun itu vang berhubungan dengan eksplorasi atau evaluasi en-
dapan-endapan mineral, termasuk tetapi tidak terbatas kepada hiaya
pembangunan kemah {(camp), pembayaran kompensasi, seéwa tanah, pemboran
pengembangan, pemumpsan, buruh,:penebangan, Jalen-3sian penghubung,saius.
an'- saluran  wntuk Yistrik dam air,  _hiaya . jasa untuk mendirikan
saluran - saluran transmisi, pemasangan pipa-pipa, fasilitas - fazili-
tas komuntkasi proyek dap biaya - biaya serupa lainnya yang timbul
untuek memperstapkan swatu Wilayah Pertambangan Untuk fenambangan  atau
Pengolakan Mineral .

L ¥
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(i1 Amounts for handling, loading, storing, traasporiing
and shipping.

(kY Amounts for repairs and malntenance.
(1Y Amounts for cowmissions and discounts.

{m! Amounts for deductions permitted by paragraph 4 through
- 11 below.

"Oepreciation" in any year means the deduction from income
of an amount in respect of depreciable assets on & declining
balance basis computed at a rate of 25 {twenty five} percent
per year.

Depreciable assets comprise tangible assets with a useful
1ife of more than one year and inclode, by way of example,
buiidings, machinery, equipment, dredges, vessels, railways,
relling stock, bridges, piers, roads, docks, coastruciion in
progress  and  other tangible assets depreciable  under
generally accepted accounting principles, plus all things
inads available by the Company for public purposes, such 24,
among others, roads, schoois and hospitals and  their
rezpective equipment-

"fmortization” in any year means the deduction from income
of an amount 7o respect of amortizable assets computed at a
rate of 25 (twenty five) percent per year on & declining
balange basis.

amortizable assets include, by way of exampie, {A) patents,
franchises, concessions, ticences, leasehold interest and
ather intangibie assets amprtizable under generaliy actepted
accounting principies and (B} all expenses incurred prioar to
comnencement of any ocperating period in question, including
acquisition of mining or prospecting rights or mining or
prospecting  information, General Survey, Exploration,
feasibility and development expenses, employee training,
education grants and all other deductions allowed under this
Agreement and permitted under the tax laws of Indonesia.

“Preproduction Expenses" already supendad by sharenolders or
the Company and direstly related to the project of the
Contract of Work may be consolidated into the account of the
Company a&s a tax deducktible item by way of amortization.
These Preproduction Expenses must be audited by public
zuditor and épproved by the Directorate General of Tazatian.

“Salling, General and Administrative Expenses” in any year
aro deductible from income and include but are npot limited
to management expenses, Ccompensation fees for seryices
rendered abroad, executive salaries, communication expensas,
Gues and subespiptions, adverticing and other =21ling
expanses, public  relations, office expenses, marketing
expenses {(but not wnrelated product research), legqal and
auditing expenses, gensral overhead expenses, including
reasonable charges of Affiliates to be allocated o ine
Indonesian operations to the exteat that these chargss
represent actual cost of services provided in such year.

The fallowing items shall also be dincluded 1n 5elling,
Cengral and Administrative Exgenses af the Company:

fa) ‘ages, sataries anmd other compenzation, iaciuding
emzloyes reraneration, of persornzl employed or engignad
he the Company or ary of the ATfilistes of tne Comsany
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yang ditugaskan pada Pengusahaan atas dasar sementara, “part-time" atau

pun tetap. Tunjangan/kenikmatan yang diterima pegawal yang dibayarkan

Perusahaan termasuk pembayaran kerena sakit, keadaan cacat, pesangon,

pensiun, rencana penghematan, insentip, pendidikan anak-anak di lapang-

an, kompensasi latihan dan program pendidikan lainnya dengan keten-

tuan bahwa pembayaran tersebut tidak dikategorikan sebagai tunjangan
- kenikmatan ({fringe benefit}. .

(b} Semua fasilitas yang perlu yang disediakan di Wilayah Pertambangan
atau di daerah sekitarnya untuk karyawan—karyawan termasuk tetapl ti-
dak terbatas kepada fasilitas untuk dapur umum, rekreasi dan peng-
angkutan,

(c) Biaya administrasi umem untuk riset hasil produksi, pengembangan pema-
saran, dan jasa-jasa teknis, hukum dan akuntan dari pegawai yang diang-
kat atau dipskerjakan oleh salah satu Afiliazi Perusahaan, yang tidak
ditugaskan di Perusahaan, tetapi yang memberikan jasa-jasa itu untuk
keuntungan Pengusahaan.

{d) Semua pengeluaran untuk perjalanan yang periu yang dilakukan di Indo-
nesia dalam hubungan dengan Pengusahaan, ke dan dari Indonesia dan ne-
gara-negara 12in. Dalam hal pegawai tersebut ditugaskan untuk PenguLi-
sahaan, pengeluaran-pengeluaran perjaiznan tesebut akan termasuk biaya
biaya. untuk penampungan yang wajar bagi mereka dan keluarganya ke
dan . dari Indonesia dan negara tempat kedudukan. mereka.

——r

Fembebanan-pembehanan untuk Taboratorium dan Jasa-jasa teknik yang di-
berikan kepada Perusahaan oleh saiah satu Afiliasinya dan/atau
sub-kontraktornya. Biaya-biaya ini akan terdiri dari biaya untuk Jasa -
jasa tersebut dan akan dibatasi sampai tidak Tebih dari biaya yang
akan dikernakan oleh pikak bhukan Afiliasi untuk jasa- jasa jtu.

{e

8. "Biaya-biaya Bunga" yang dibayarkan atau yang timbul dalam suaty tahun
terhadap modal  yang dipinjam dengan ketentuan bahwa perbandingan modal
yang dipinjam Perusahaan dengan modal sendiri tidak akan melebihi  suatu
tingkat perbandingan 75 : 25 dan bunga atas pinjaman tidak lebih tinggi
dari tingkat bunga yang berlaku umum dipasar pada saatl peminjaman.

9. "Kerugian-kerugian® dalam suatu tahun berarti kelebihan dari semya bia-

va sesudah dfkurangi Pendapatan Kotor dalam tahun tersebut. Dalam hal
suatu kerugian diderita dalam suatu tahun, keruvgian tersebut dapat di-
pindah. --depankan (carried forward) dan boleh dikurangkan dari pendapatan
bersih yang diperoleh dalam delapan (8) tahun perikut sesudah tahun,
dalam mana kerugian ity diderita. Kerugian - kerugian yang pertama
kali timbul harus dikurangkan lebih dahulu dari pendapaten  bersih
yang diperoleh dalam 8 {delapan} tahun berturut - turut,

i0. "Biaya - biava Eksplorasi" dalam suatu tzhun adaliah semua jumiah wang

yang dikurangkan dari pendapatan sehubungan dengan biaya yang timbul
dalam tahup itv yang berhubungan dengan eksplorasi atau evaluasi en-
dapan-endapan mineral, termasuk tetapi tidak terbatas %epada biaya
pembangunan kemah {camp), pembayaran kompensasi, sewa tanah, pemboran
pengembangar, pemnmgaan, buruf,: yenebangan, jalan-jatan penghubung,sétur
an-~- saluran untuk Tistrik dazn air, . _biaya . Jasa untuk mecdirikan

saluran - saiuran transmisi, pemasangan pipa-pipa, fasititas - fasili-
tas komunikasi proyek dan hiava - biaya serupa Tainnya yang timbul
untuk memperstapkan suatu Wilayah Pertambangan uniuk  Penambangan  atau
Pengolahan Mineral,

a

e
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who are assigned to the FEnterprise on a temporary,
part-time or permanent basis, Such costs shall dinclude
employee benefits paid by the Company in respect of
sickness, disability, termination, pensions, _thritt
plans, incentives, children's education ai’ site,
compensation fraining and other education programes
provided they are not categorized as fringe benefits.

(b} A1 necessary facilities provided in the Mining Area or
in the nefghbourhood thereof for employees including
but not limited fo faciTities for housing sustenance,
recreation and fransport.

{c} Administrative overhead charges for preduct research,
market development and technical, legal and accounting
services of persomnel employed or engaged by any of the
Affiliates of the Company, who are not assignad to the
Company but who render such services for the bemefit of
the Enterprise,

{d) A1l necessary travel expenses incurred in connaction
with the Enterprise in Indanesia and to- and frem
Indonesia and other countries, In case such parsonne’
are assigned to the Enterprise, such travel eXpENSES
shall include reasonable relocation expenses of them'
and their dependents to and from Indomesiz and their
country of residence,

{s) Charges for laboratory and technical services rendered
te the Company by any of qts Affilistes. and/or
sub-contractors. Such charges shall consist of the cost
of such services and shail be Timited *9 not more than
the cost which a nor-affiliated party wouwld charge for
such zervices.

s

8. “Interest Expenses" paid or accrued in any year on loan
s : capital provided that the loan capital of the Company over
the equity capitdl of the Cempany does not exceed a maximum
debt equity ratio of 75 : 25 and the interest on loans does
not exceed the genarally applicable market rate at the time
of borrowing,

8. "Losses" in any year means the excess of all deductions aver

' Gross Imcome in such year. In the event a Toss is incurred
in any year, such a loss carm be carried forward and may be
deducted from net income accruing in the eight {8} years
next succeeding the year in which such a loss was $ncurrad,
Those losses first occurring shall be deducted first fram
net income accruing in the next eight {8) succeeding years,

10, "Exploration Expenses" 1in any year means all  amounts

defuectinie from income in roapect “of sauenses imcurrad im

such year in connection with exploring ar evaluating mineral

deposits, ingluding hut not limited to cavp construction

costs, coempensation payments, surface rentals, devalopment

=z driiling, pumping, lahour, clearing, access roads, power and

water connection, service charges for ereciing transmission

lines, piping, communications facilities of tre property and

other similar expenses dncurred in preparing & Mining Area
for Mining or Processing of Minerals.

v
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"Biaya=biaya Lain" dalam swatu tahun dadah jumlah wang yang dapat
dikurangkan dari pendapatan sehubungan dengan pengeluaran - penge-
luaran yang wajar yang terjadi dalam tahun ity uptuk memperoieh
dan menghasilkan pendapatan atau untuk maksud pengusahaan dalam ta-
hun tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Pasal & Undang.- undang
Pajak Penghasilan 1984, Undang- undang MNomor 7 Tahun 1983,

"Pendapatan Kotor" berartt semuz Jumiah, sefain dari pendapatan
yang dibebaskan yang ditetapkan menurut undang - undang dan  pera-
turan yang berlake pada tanggal penandatanganan Persetujuan  ini,
yang dibayarkan kepada atau yang diperoleh Peruszhaan terdirf dari:

{a} pendapatan  kotor yang diterima atau dipercieh dari penjualan
hasil -produksi atas dasar F,0.B. tempat pengapalan di Indomesia
??rdasarkan ketentuan - ketentuan yang dirumuskan dalam Pasal

(b) penerimaan yang bersifat modal, akan dipertakukan sesuai
dengan Pasal 4 ayatl sub - ayat {d) dari Undang - undang Pajak
Penghasilan 1984 Undeng - undang Nomor 7 Tahun 1983,

{c}) pendapatan lain dari Perusahaan wyang tidak disebut diatas yang
nyata - nyata  diterima atau diperoleh.

“Penghasilan Kena Pajak" daiam suatu tshun berarti Pendapatan Kotor
dalam tahun itu sesudah dikurangi dengen Jumlah - jumlah yang her-
hubungan dengan pengeluaran - pengeluaran, ©Diaya - biaya dan kemu-
dahan - kemuedahan (termasuk  jenis - Jjenis yang disebut pads ayat 2
sampai 1T dfatas )} yang ‘diizinkan oleh undang - undang dan pera-
turan - peraturan wyang berlaku dan nleh Persetujuan ini.
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"gtper Expenses" in any year means amounts deductible from
income in respect of proper expenses incurred in the year in
gaining or producing income. or incurred for the purpose of
the Enterprise in such year as prayided in accordance with
Article & of the Income Tax Law 1954, Law Mo. 7 Year 1983,

“Gross lncome" means all amounts, other than exempt income
defined under the laws and reauiations prevailing as at the
date of signing this Agreement, paid to or acorued by the
Company and comprises :

{a} the gross proceeds received or sccrued from the sale of
the products F.0.B. peint of shipment in 1ndonesiz on
the basis described in Article 1l.

{h} receipts of a capital nature, treated in accordance
with Article 4 paragraph (1} sub-paragraph {d} of the
Income Tax Law 1984, Law No. 7 Year 1983.

[c] other income of the CLompafny actually received ar
acerued and not mentioned above.

"Taxable Income™ -in any ysar means fiross Income in such year
atter deducting therefrom 211 amounts in respect of
expenses, costs and allowances {including the jtems defined
in paragraphs 2 to 11 above) as permitted by the prevailing
Jawe and regulations and by this Agresment.



